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Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil
yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Surfhah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya
membahas figih sunnah saja atau membahas figih berasaskan logika semata.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi figih
dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari
sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga
ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri'yang otentik).

Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-
pendapat menurutimam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Buku ini merupakan jilid kesepuluh dari 10 jilid yang kami terbitkan. Pada jilid kesepuluh ini,
disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk figih antara lain : Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf,
Warisan.

Semoga karya Profesor Wahbah az-Zuhaili, ulama asal Suriah, ini dapat memberikan
manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para
pembaca yang dirahmati Allah SWT.
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BAB KETIGA: HAK-HAK ANAK
A. NASAB

PEMBUKAAN: PERHATIAN SYARIAT TERHADAP NASAB DAN
PENGHARAMAN ADOPSI DENGAN CARA YANG TIDAK SYART....ccinncrnnneces

1. Sebab-sebab Penetapan Nasab
a.

g oo

2. Metode atau Cara Penentuan Nasab
a.
b.

B. TENTANG RADHA’
1. Hak Anak Kecil dalam Masalah Radha’

a.
b.

Masa Kehamilan
Khilaf dalam Kelahiran dan Penentuan Anak yang Dilahirkan...........
Penentuan Nasab Anak dengan Penelitian
Sebab-Sebab Penentuan Nasab dari Pihak Ayah
1) Pernikahan yang Sah
2) Pernikahan Fasid
3) Wathi’ Syubhat.

Cara Pertama: Pernikahan yang Sah ataupun Fasid

Cara Kedua: Pengakuan Nasab atau Pengakuan Anak
1) Ikrar Nasab untuk Dirinya Sendiri
2) Ikrar Nasab yang Ditangguhkan kepada Orang Lain...........c.

Cara Ketiga: Bayyinah atau Pembuktian

Apakah Seorang Ibu Wajib Menyusui Anaknya?
Keadaan yang Membuat Seorang Istri Berhak Mendapatkan Upah
Menyusui, Permulaan dan Lamanya Hak tersebut
1) Keadaan yang Membuat Seorang Istri Berhak Mendapatkan

Upah Menyusui
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2) Lamanya Hak Mendapatkan Upah Menyusui
3) Permulaan Hak
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Pengutamaan antara Ibu Kandung dan Wanita Lain dalam
Menyusui Bayi....cim oo
Orang yang Berkewajiban Membayar Upah Menyusui dan

Banyaknya Upah yang Dibayarkan

2. Syarat Radha’yang Menyebabkan Haramnya Nikah Menurut

=Y = 0 1 1 U
3. Sesuatu Yang Menetapkan Hukum Radha’
a. Pengakuan
LT 31110101 £ o

C. HADHANAH ATAU KAFAALAH UNTUK ANAK

1. Arti Hadhanah, Hukum, dan Pemilik Hak Atas Hadhanah..........ccoevrinee

2. Urutan Tingkatan Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah
a. Orangyang Berhak Mengurus Hadhanah dari Kaum Perempuan....
b. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah dari Kaum Laki-laki

1)
2)

Banyaknya Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah..................
Tugas Orang yang Memelihara dan Ayah

3. Syarat Hak-hak Hadhanah atau Syarat Hahdhuun dan Haadhinah...........

a.

C.

Syarat-Syarat Mahdhuun
b. Syarat-Syarat Hawaadhin..........oem, rertrr e st
Syarat-Syarat Umum untuk Laki-laki dan Perempuan

1)
2)
3)
4
5)

Syarat-Syarat Khusus untuk Hadhinah.

1)

2)

3)

Baligh
Berakal
Memiliki Kemampuan untuk Mendidik Anak yang Dipelihara......
Mempunyai Sifat Amanah
Orang yang Mengurus Hadhanah Anak Disyaratkan Harus

Beragama Islam Menurut Syafi‘iyyah dan Hanabilah.....................

Perempuan yang Sudah Cerai, Namun Masih Punya Anak Kecil
Boleh Memelihara Anaknya dengan Syarat la Belum Menikah
Lagi dengan Lelaki Lain, atau Lelaki yang Terhitung Kerabat,
Namun Bukan Mahram
Perempuan yang Jadi Hadhinah Itu Syaratnya Harus Memiliki
Hubungan Mahram dengan Anak yang Dipeliharanya, Seperti
Ibu si Anak, Saudara Perempuan si Anak, dan Nenek si Anak........
Perempuan yang Jadi Hadhinah tidak Pernah Berhenti
Meskipun tidak Diberi Upah Hadhanah Karena Memang
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4, Upah Hadhanah, Tempat Tinggal, dan Keperluan Lain

a.
b.
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Ekonomi Ayah si Anak Sedang Kesulitan Sehingga tidak Mampu

Membayar Upah Hadhanah
4) Hadhinah tidak Tinggal Bersama Orang yang Dibenci oleh

Anak Asuhnya, Meskipun Orang Itu Kerabat Dekat si Anak

Sendiri karena Hal Ini akan Menimbulkan Dampak Negatif pada

Diri Anak Asuh

Syarat-Syarat Khusus untuk Hadhin
Hal-Hal yang Berkaitan dengan Syarat Hadhanah
1) Gugurnya Hak Hadhanah
2) Kembalinya Hak dalam Hadhanah
3) Apakah Seorang Ibu Boleh Dipaksa untuk Mengurus Hadhanah?
4) Bagaimana Jika Pemilik Hak Hadhanah tidak Meminta Hak
dalam Hadhanah?

Apakah Harus Mengeluarkan Upah untuk Hadhanah? ........esees
Antara Ibu Kandung dan Wanita Lain, Mana yang Didahulukan

dalam Masalah Hadhanah?
Upah Tempat Tinggal Hadhanah dan Upah Pembantu......eennne.
Orang yang Dibebani Menanggung Nafkah Hadhanah ...
Ketentuan Undang-Undang
Permulaan Keberhakan Nafkah Hadhanah

5. Tempat Hadhanah, Perpindahan Anak Ke Negara Lain,

dan Hak Untuk Menjenguknya
a.
b.
C.

Tempat Hadhanah
Pindahnya Ayah atau Penggantinya ke Negara Lain
Hukum Menjenguk Anak

6. Lamanya Masa Hadhanah Dan Hukum Setelah Selesainya Masa

Hadhanah

D. PERWALIAN
1. Perwalian Atas Diri Seseorang.

a. Wali atas Diri Seseorang dan Kewenangannya

b. Syarat-Syarat Wali atas Diri Seseorang

C.

2. Perwalian Atas Harta Benda

a. Wali atas Harta Benda

b. Syarat-Syarat Perwalian atas Harta

C

Habisnya Masa Perwalian atas Diri Seseorang

Tasharruf atau Penggunaan Seorang Wali atas Harta Orang
yang Diwalikan.......
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1) Penggunaan Harta oleh Ayah 86
2) Kebijakan Undang-Undang 86
3) Wali Khusus. 87
d. Syarat Orang yang Diwasiati—Wasiat Ayah dan Tasharruf-nya......... 87
Hak Hakim dan Orang yang diberi Wasiat olehnya 90
f. Selesainya Masa Perwalian dan Wasiat 91
E. NAFKAH.... 92
* Nafkah Istri dan Kerabat Dekat. ........ccoounreunnnnnn. 92
» Nafkah untuk Hewan Peliharaan............... 93
* Unsur-unsur Dasar dalam Pembahasan Nafkah 94
a. Arti Nafkah dan Sebab-Sebabnya 94
b. Hak-Hak yang Wajib Berkaitan dengan Istri 95
¢. Kekerabatan yang Mewajibkan Nafkah.... 95
d. Pokok Kecukupan Nafkah bagi Kerabat dan Istri 98
e. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah 98
1) Syarat Harus Seagama : 99
2) Batasan Lapang dan Sempit 100
3) Mampu dan tidak Mampu Bekerja 101
f. Nafkah Sebab Kebutuhan.... 102
g. Kemandirian Seorang Ayah atas Nafkah Anak-Anaknya......cccuen. 102
h. Kemandirian Anak atas Nafkah Orang Tuanya 102
i. Apakah Pernikahan itu Termasuk dalam Nafkah Wajib? e 103
1) Nafkah Istri Ayah 103
2) Nafkah Istri Anak ' 104
j.  Apakah Nafkah itu Bergantung Keputusan Mahkamahz?................... 104
k. Gugurnya Nafkah...... 104
1) Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah Istri 104
2) Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah Kerabat 107
1. Balasan bagi Orang yang tidak Mau Memberikan Nafkah.......... 108
m. Banyaknya Kerabat yang Berhak Mandapatkan Nafkah............. 108
n. Kapankah Baitul Mal dan Negara Berkewajiban Mengeluarkan
NALRANT oo sssssrrrtsssess s sssssssssssesesessssssssessseseessessessssssssssseseeseeseesseoe, 109
1. Nafkah Istri 110
a. Arti Macam, Wajibnya Nafkah, Orang yang Berkewajiban, dan
Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah ... 110
b. Syarat Wajibnya Nafkah 112

1) Istri Menyerahkan Dirinya kepada Suami dengan Sepenuhnya... 112
2) Istri Sudah Dewasa dan Mampu Melakukan Hubungan Suami
2 113




3) Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang Sah

4) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal Penahanan Istri di Sisinya
Tanpa Izin Syari

c. Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan Macam-Macamnya serta
Hukum Mahkamah dalam Hal Itu
1) Makanan dan Sejenisnya
2) Pakaian
3) Tempat TiNGGQL.......iscisrssisissssssisssssasisessssssimssssssssessessssssssssssasssssnss
4) Nafkah Pembantu Jika Istri Membutuhkannya
5) Alat-Alat Pembersih dan Perabot Rumah

d. Hukum-Hukum Nafkah IStri ...,
1) Hukum Menolak Memberikan Nafkah

2) Jika Suami Kesulitan Memberi Nafkah

3) Nafkah Istri yang Ghaib

4) Kapan Nafkah Dianggap Utangnya Suami?

5) Nafkah Istri dalam Masa Iddah

6) Tafiil Nafkah

7) Pembebasan dari Nafkah

8) Kompensasi dengan Utang Nafkah

9) Tunjangan Nafkah

2. Nafkah Anak dan Furu’
a. Wajibnya Nafkah atas Furu’...
b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak
1) Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberi Nafkah atau
Mampu Bekerja

2) Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak Punya Harta dan
tidak Mampu untuk Bekerja

3) Syarat Selanjutnya adalah tidak Berbeda Agama, Menurut
Hanabilah

c. Siapayang Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak?........cccceereveennne.
d. Kadar atau Banyaknya Nafkah Furu’, Berubahnya Menjadi Utang,
Gugurnya, dan Tajiil-nya Nafkah Furu‘.... s,
3. Nafkah Ushul Atau Ayah dan Ibu _
Wajibnya Nafkah Ushul dan Ketentuannya
b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Ushul
Siapakah yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Ushul?................
d. Kadar Banyaknya Nafkah untuk Ushul
4. Nafkah Hawasyi dan Dzawil Arham
a. Wajibnya Nafkah Kerabat yang tidak Termasuk Ushul dan Furu'.....
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BAB KEEMPAT: WASHAYA
Ae WASIAT oottt ssssssssresss st sssssssssssssosssses s s e srssssessesessseesee e
PENGANTAR SEJARAH WASIAT
. Arti Wasiat, Legalitas, Rukun, Tata Cara Terbentuk Kokohnya, serta
Pengaruhnya

(

b.

a.

b.
c.
d

V. L

Syarat Wajibnya Nafkah Hawasyi dan Dzawil Arham ..o
1) Kerabat Itu Termasuk Dzawil Arham, Mahram, Fakir, dan tidak

Mampu Bekerja

2) Syarat Kedua adalah Harus Seagama dengan Kerabat yang
Memberi Nafkah

3) Syarat Ketiga adalah Kerabat yang Memberi Nafkah Itu
Termasuk Orang Kaya

Banyaknya Keluarga yang Berkewajiban Menanggung Nafkah

KTADAL.ooevvereseseesesissns s essssssssssesssssssssessssessesssesessssssessesssese e es s

1) Orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah Itu Masih Memiliki
Ushul dan Furu’

2) Orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah Itu Memiliki Ushul
dan Hawasyi

3) Orang Tersebut Memiliki Furu’dan Hawasyi
4) Orang Tersebut Memiliki Gabungan antara Ushul, Furu,
dan Hawasyi

Arti Wasiat dan Dua Jenis Wasiat ...

Masyru'‘iyyah Wasiat " S——
Rukun-Rukun Wasiat ST,

SYArat-SYArat WaSiat ......ouuuumumsssrosssseecessseessssssssessssmssesssosseeeeseeseeesssoee

a.
b.

C.

Hukum-hukum Wasiat
Sifat Wasiat secara Syara‘ dan Pencabutan Wasiat ...
Pengaruh yang Diakibatkan Wasiat. ... oo

a.

b.
C
d

Syarat-Syarat Mushii

Syarat-Syarat Mushaa Lah
Syarat Mushaa Bih

Hukum-Hukum Mushii
Hukum Mushaa lah

1) Hukum Wasiat untuk Lembaga-Lembaga Umum

2) Wasiat yang Diberikan untuk Janin (Kandunganj..............

3) Wasiat untuk Ma‘duum
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4) Wasiat yang Ditujukan untuk Suatu Golongan dengan Hitungan

Terbatas 206

5) Wasiat yang Ditujukan untuk Kelompok dengan Bilangan tidak
Terbatas 207
€. HUuKUM MUSRAG Bilu.cononcirsssiissessssssmsssssssessssesssnsessssssssisssssinssssssssssssssssssssssssss 213

1) Mewasiatkan Suatu Barang yang Sudah Jelas (Mu‘ayyan) atau
Bagian yang Sudah Maklum, Serta Hukum Rusaknya Mushaa Bih 213
2) Wasiat yang Berupa Sesuatu yang tidak Ada (Ma‘duum) dan

Sukar Diserahterimakan 214
3) Wasiat yang Berupa Sesuatu yang tidak Diketahui (Majhuul)...... 215
4) Wasiat yang Berupa Nilai Guna Barang.........ccvsssreoseessan. 216
5) Wasiat Pendayagunaan Benda 223
6) Wasiat yang Berupa Peminjaman 223
7) Wasiat yang Berupa Hak 224
8) Wasiat yang Berupa Pembagian Harta Peninggalan Mayit............ 225
9) Wasiat yang Berupa Honorarium 225
10) Hukum Tambahan Mushaa Bih 227
f. Ukuran Banyaknya Wasiat...... 228
g. Wasiat untuk Ahli Waris O 231
h. Wasiat yang Berupa Sesuatu yang Ukurannya Sama Seperti
Bagian Ahli Waris.......couee.. . 231
i. Wasiat yang Berupa Bagian-Bagian 234
j- Pelaksanaan Wasiat 234
4. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat ’ 237
5. Tazaahum Wasiat..........mnn w242
a. Kaidah Tazaahum dalam Wasiat antara Sesama Hamba (Manusia 242
b. Kaidah Tazaahum antara Beberapa Wasiat untuk Hak-Hak
AN SWT ..ttt sssssssssasss s s sases 243
c. Kaidah Tazaahum antara Hak Allah dan Hak Manusia ... 244
6. Wasiat Wajib secara Undang-undang......mmssmsssssmssssssss 244
7. Penguatan Wasiat ... S — 249

B. HUKUM TABARRU’ YANG DILAKUKAN PESAKITAN MEN]JELANG

KEMATIAN 251

C. AL-WISHAAYAH 252
1. Jenis-jenis Wishaayah 252

2. Rukun-rukun Wishaayah ... 253

a. Mushii ' 253

b. Washi ; 254



¢. Mushaa Fiih
d. Shiighat

3. Hukum-hukum Tasharrufyang Dilakukan Seorang Washi........ccccoccccrrrues

BAB KELIMA: WAKAF
A. PENGERTIAN WAKAF, LEGALITAS, KARAKTERISTIK, DAN RUKUNNYA .....
1. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Pertama: Abu Hanifah

b. Pengertian Kedua: Mayoritas Ulama

c. Pengertian Ketiga: Madzhab Maliki

2. Legalitas Wakaf, Hikmah, atau Sebabnya
Sifat Wakaf
4. Rukun Wakaf

w

B. MACAM-MACAM DAN BARANG WAKAF
¢ Penjelasan Pendapat Figih dalam Beberapa Macam Harta yang
Diwakafkan

C. KONSEKUENSI WAKAF DAN KAPAN KEPEMILIKAN ORANG YANG
BERWAKAF MENJADI HILANG
« Kapan Kepemilikan Wakaf Menjadi Hilang?
e Sikap Undang-undang Mengenai Pencabutan Wakaf Masjid dan Lainnya
o Asy-syuruuth Al-Asyrah (Sepuluh Syarat)

D. SYARAT-SYARAT WAKAF
1. Syarat-syarat Pewakaf.
2. Syarat-syarat Barang yang Diwakafkan
3. Syarat-syarat Pihak yang Menerima Wakaf
4. Lafaz-lafaz Wakaf dan Syarat-syarat Shighat Wakaf

E. PEMBUKTIAN WAKAF MENURUT SYARA' DAN UNDANG-UNDANG...............

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WAKAF
¢ Sikap Undang-undang tentang Berakhirnya Wakaf

G. BIAYA WAKAF
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1. Kondisi-kondisi Penggantian
2. Syarat-syarat Penggantian
3. Madzhab Malikiyyah Mengenai Penjualan Barang Wakaf..........coccuccueneees
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4. Madzhab Syafi'lyyah Mengenai Penjualan Barang Wakaf...........ccccccneuee
5. Madzhab Hanabilah SO

. WAKAF KETIKA SAKIT KERAS (SAKIT YANG MENYEBABKAN MATI)...........
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J. MASALAH-MASALAH MENYIMPANG....
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M. AR-RADD
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N. HISAB (AL-HISAB)
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0. Al-Marwaniyyah
11. Al-Hamziyyah
12. Ad-Dinariyyah
13. Al-Imtihan.

2) Ashabah bil Ghair

3) Ashabah ma‘al Ghair.

Al-Minbariyyah ...
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Pengantar Penerbit

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup
bagi umatnya. Selain sumber hukum utama
yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam juga
mengandungi aspek penting yakni figih. Figih
Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh
umat Islam, karena ia merupakan sebuah
“manual book” dalam menjalankan praktik
ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah,
muamalah, syariah, dan sebagainya.

Hadir di hadapan Anda, sebuah hasil kar-
ya ulama kontemporer yang kapasitasnya su-
dah tidak diragukan lagi, Profesor Wahbah
az-Zuhaili. Ulama asal Suriah ini hadir dengan
pembahasan Fiqih Islam yang lengkap dan
komprehensif. Buku ini merupakan jilid ke-
sepuluh dari 10 jilid yang kami terbitkan.

Buku ini membahas aturan-aturan syariah
islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil
yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah,
maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak
hanya membahas figih sunnah saja atau mem-
bahas figih berasaskan logika semata.

Buku ini juga mempunyai keistimewaan
dalam hal mencakup materi-materi figih dari
semua madzhab, dengan disertai proses pe-
nyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari
sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli

maupun aqli (Al-Qur’an, As-Sunnah, dan juga
ijtthad akal yang didasarkan kepada prinsip
umum dan semangat tasyri‘ yang otentik).

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya
terfokus pada satu madzhab tertentu. Buku
ini lebih menekankan kepada metode perban-
dingan antara pendapat-pendapat dalam
madzhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Sya-
fiiyyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa
permasalahan juga dipaparkan beberapa pen-
dapat madzhab selain madzhab yang empat.
Dalam memaparkan pendapat suatu madzhab,
penulis berusaha untuk merujuk langsung
kepada kitab-kitab utama dalam madzhab ter-
sebut. Buku ini juga memerhatikan keshahihan
hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, se-
tiap hadits yang dijadikan dalil oleh fugaha
akan di-takhrij dan di-tahgqiq.

Dari segi pembahasan hukum, buku ini
membahas perbedaan-perbedaan hukum yang
terdapat dalam setiap masalah fighiyyah dan
membandingkan permasalahan yang ada dalam
satu madzhab dengan madzhab lain.

Keunggulan lain dari buku ini adalah bu-
ku ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal.
Oleh sebab ity, ia tidak menyinggung masalah-
masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi,
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seperti masalah perbudakan karena hal itu su-
dah tidak relevan dengan kehidupan universal
modern masa kini.

Penulis juga akan menyebutkan pendapat
yang rajih, terutama bila di antara pendapat
tersebut ada yang bersandar kepada hadits
dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai
potensi lebih untuk menimbulkan kemasla-
hatan dan menolak kerusakan.

Para pembaca juga akan dengan mudah
dalam memahami pembahasan dalam buku
ini. Penulis menggunakan redaksi bahasa
yang mudah dipahami, rangkaian kalimatnya
sederhana, dan sistematikanya sesuai dengan

Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah

pemahaman kontemporer. Penulis juga ber-
usaha untuk membahas beberapa permasa-
lahan figih kontemporer. Pembahasan ini dila-
kukan dengan berbekal kaidah-kaidah syara)
dasar-dasar utamanya, dan juga keputusan-
keputusan fugaha.

Akhirnya, semoga karya besar ini dapat
memberikan manfaat yang seluas-seluasnya
kepada umat Islam, khususnya bagi Anda se-
kalian, para pembaca yang dirahmati Allah
SWT.

Billaahit-taufiiq wal-hidaayah
Allaahu a‘lam bish-shawaab.
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BAB KETIGA
HAK-HAK ANAK

Bab ini terdiri atas lima pasal:

Pasal pertama tentang nasab

Pasal kedua tentang radha’

Pasal ketiga tentang hadhaanah

Pasal keempat tentang perwalian

Pasal kelima tentang nafkah untuk anak,
istri, dan lain-lain

Lima pasal ini sangat urgen untuk dibahas
karena sebuah keluarga tidak akan bisa diban-
gun tanpa lima hal tersebut. Nasab sangat
penting untuk menentukan garis keturunan
agar tidak hilang. Radha’ dan hadhaanah juga
penting untuk menjaga dan memelihara anak
pada saat masih lemah dan bayi. Adapun
perwalian anak juga sangat penting karena
berkaitan dengan jiwa, harta, dan pendidikan
anak sebelum mencapai usia baligh.

A. NASAB

Pasal ini terdiri atas dua pembahasan; yai-
tu tentang sebab-sebab penentuan nasab dan
cara penentuan nasab.

PEMBUKAAN: PERHATIAN SYARIAT
TERHADAP NASAB DAN PENGHARAMAN
ADOPSI DENGAN CARA YANG TIDAK SYAR'‘I

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang
menopang berdirinya sebuah keluarga, karena
nasab mengikat antaranggota keluarga dengan
pertalian darah. Seorang anak adalah bagian
dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari
anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah
keluarga yang tidak mudah diputuskan karena
merupakan nikmat agung yang Allah berikan
kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian se-
buah keluarga akan mudah hancur dan putus.
Karena itu, Allah memberikan anugerah yang
besar kepada manusia berupa nasab. Allah
SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya,

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manu-
sia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mem-
punyai) keturunandanmushaharah'dan Tuhan-
mu adalah Mahakuasa.” (al-Furqaan: 54)

Menjaga nasab termasuk salah satu dari
lima maqaashid syari‘ah.

1 Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.
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Syariat melarang orang tua mengingkari
nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan
anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam hal
ini Rasulullah saw. bersabda,

o 40 /9/ o - g: <. o 7 - 0: “:/o ,5:
("G';': d“?) o (‘j’ &9 Cdst sl :\J,o\ Lq\
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“Wanita mana saja yang menambahkan
seseorang dalam suatu keluarga, namun sebe-
narnya bukan termasuk anggota keluarga itu?
maka Allah tidak akan memasukkannya ke da-
lam surga. Dan lelaki mana saja yang menging-
kari anaknya sendiri, padahal dia mengetahui-
nya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti
pada hari Kiamat, dan Allah akan memperma-

lukannya di hadapan orang banyak.”

Syariat Islam juga melarang para anak
bergantung pada nasab selain orang tua
mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda,

f ;o: ‘?: 1/9/ P : of 1 [ -
ol 226 4l (l 5a) il 22 ) 231
- o/’ "’/of
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“Siapa saja yang mengaku ayah pada selain

ayahnya sendiri, padahal ia tahu maka haram
baginya masuk surga.”™

2 Artinya, wanita itu melahirkan anak dari hasil zina.

w
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Dalam hadits lain Rasulullah saw. ber-
sabda,

T NN EN
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“Siapa saja yang mengaku ayah pada selain
ayahnya sendiri dan ber-intima' pada selain
tuannya maka laknat Allah akan terus meng-
ikutinya hingga hari Kiamat."

Syariat Islam mengharamkan adopsi anak
yang dahulu berlaku pada masa jahiliyyah. Rasu-
lullah saw. sendiri dahulu sebelum diutus men-
jadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah
sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad.
Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan se-
telah Allah SWT berfirman yang artinya,

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang
dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak
menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar® itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).
Yang demikian itu hanyalah perkataan di mu-
lutmu saja. Allah mengatakan yang sebenar-
nya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah
yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahui bapak mereka, maka (panggillah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu.” Dan tidak ada dosa atas-

HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadits ini derajatnya shahih.

4 HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa’ad bin Abi Waqgqash dan Abu Bakrah. Hadits ini derajatnya

shahih.
5 HR Abu Dawud dari Anas.

6 Zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain
yang sama maksudnya. Adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya
maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu
dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

7 Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti

Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.
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mu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (al-
Ahzaab: 4-5)

Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata,
“Para mufasir telah sepakat bahwa ayat ini
turun untuk menjelaskan masalah péngadop-
sian Zaid bin Haritsah” Para imam meriwa-
yatkan bahwa Ibnu Umar berkata, “Kami tidak
pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah
karena kami memanggilnya Zaid bin Muham-
mad sehingga turun firman Allah yang berbu-
nyi, ‘Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.
Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”” (al-
Ahzaab: 5)

Islam adalah agama yang benar dan adil,
karena itu penisbatan anak juga harus didasar-
kan pada keadilan dan kebenaran. Pengadop-
sian anak yang tidak jelas nasabnya dalam
sebuah keluarga, baik lelaki maupun perem-
puan, secara otomatis tidak sejalan dengan
nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi
kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga
itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya
orang lain, bukan bagian dari keluarga itu.

Siapa saja yang mengadopsi anak temu-
an atau anak yang tidak diketahui nasabnya
tanpa mengakui anak itu sebagai anaknya—
bukan anak secara hakiki—maka anak itu ti-
dak berhak mendapatkan warisan, dan tidak
juga berlaku hukum mahram karena keke-
rabatan. Karena itu, jika anak yang diadopsi
itu masih mempunyai nasab yang jelas maka
penisbatannya dikembalikan pada ayahnya
yang sebenarnya. Namun, jika nasabnya tidak
jelas maka anak itu diakui sebagai maula atau
saudara seagama. Tujuannya agar tidak meng-
ubah kenyataan yang ada, dan juga menjaga
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hak-hak ayah dan anak agar tidak hilang ser-
ta agar melengkapi keharmonisan pertalian
keluarga. Banyak terjadi kasus anak dari adop-
si melakukan kejelekan terhadap keluarga
yang mengadopsinya, baik dalam harta mau-
pun hal lainnya.

Islam tidak melarang untuk mendidik anak
temuan, namun setelah baligh atau menginjak
usia baligh dianjurkan untuk lebih hati-hati
dalam mendidiknya. Tetapi, bukan berarti
menutup pintu kebaikan kepadanya. Kehati-
hatian itu dilakukan untuk menyelamatkan
jiwa dari kehancuran dan menjaga hidup se-
orang anak manusia. Karena, siapa saja yang
menjaga satu nyawa maka ia seperti meng-
hidupkan seluruh manusia.

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bi-
sa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang
syari maupun tidak. Adapun nasab seorang
anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui
nikah yang shahih atau fasid, atau wathi’ syub-
hat (persetubuhan yang samar status hukum-
nya), atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam
telah membatalkan adat yang berlaku pada
zaman jahiliyyah yang memberlakukan nasab
anak hasil zina. Rasulullah saw. bersabda,

. ° /e . B .o ,//o >
j.’.v.aj\ J,A\au 5 u‘.b\ Jaﬂ A }M
“Nasab seorang ant;k itu din;sbahkan ke-
pada kedua orang tuanya yang melakukan per-
setubuhan dalam pernikahan yang sah, sedang-
kan bagian bagi yang berzina itu batu.”®

Hadits ini artinya nasab seorang anak itu
dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan
dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil
zina maka tidak layak dijadikan sebab peng-
akuan nasab, dan haknya orang yang berzina
adalah dirajam atau dilempari dengan batu.

8 HR Jama’ah kecuali at-Tirmidzi. Yang dimaksud Jama'ah adalah enam pemilik Kutubus Sittah ditambah Imam Ahmad (Nailul

Authaar, Vol. 6, hlm. 279).
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Secara zahir, hadits di atas menunjukkan
bahwa penisbatan seorang anak kepada ayah-
nya terjadi setelah “tidur” satu ranjang, dan itu
tidak terjadi kecuali setelah keduanya melaku-
kan hubungan intim dalam bingkai pernikah-
an yang shahih atau fasid. Pendapat ini diambil
dari pendapat mayoritas ulama, namun Imam
Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan
anak itu cukup dengan akad nikah. Akan teta-
pi, pendapat ini dibantah dengan menetapkan
syarat harus ada kemungkinan terjadinya hu-
bungan badan.’

1. SEBAB-SEBAB PENETAPAN NASAB

Sebelum masuk pada pembahasan, ter-
lebih dahulu harus dijelaskan tiga perkara,
yaitu pertama masa kehamilan, kedua perbe-
daan dalam hal kelahiran dan penentuan anak
yang dilahirkan, dan ketiga penentuan nasab
anak dengan penelitian.

a. Masa Kehamilan

Secara umum, nasab dari kehamilan bisa
tidak ditetapkan kecuali setelah melewati ma-
sa antara batas minimal dan batas maksimal
kehamilan, sebagaimana telah dijelaskan pada
pembahasan iddah dan lainnya.

Para ulama figih sepakat!® bahwa batas
minimal masa kehamilan adalah enam bu-
lan dari waktu sanggama, menurut pendapat
mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah
menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Alasan
Abu Hanifah karena wanita itu adalah firasy
bagi suami dan Rasulullah saw. sendiri men-
jelaskan bahwa anak itu untuk firasy. Adapun
alasan mayoritas ulama adalah karena wanita
itu bukan firasy, kecuali jika memungkinkan
untuk digauli atau dijimak.
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Dalil mayoritas ulama dalam penentuan
batas minimal masa kehamilan adalah peng-
gabungan dua ayat dalam Al-Qur’an, yaitu ayat
yang artinya, “Mengandungnya sampai menya-
pihnya adalah tiga puluh bulan.” (al-Ahqaaf:
15) dan ayat yang artinya, “dan menyapihnya
dalam dua tahun’ (Lugman: 14) Ayat yang
pertama menegaskan masa kehamilan sam-
pai menyapih yang keduanya mencapai masa
tiga puluh bulan. Kemudian ayat kedua mene-
gaskan proses penyapihan yang berlangsung
selama dua tahun. Setelah diambil masa dua
tahun untuk proses penyapihan maka lama
masa kehamilan adalah enam bulan. Kesim-
pulan ini telah dikuatkan oleh bukti nyata dan
riset dokter.

Suatu ketika, ada seorang lelaki menikah
lantas setelah enam bulan istrinya melahir-
kan. Melihat proses dan masa kehamilan yang
begitu cepat, sang suami mengadukan hal itu
kepada khalifah Utsman bin Affan sehingga
ia berniat merajam wanita tersebut. Akan te-
tapi Ibnu Abbas berkata, “Seandainya ia mau
mendebat kalian dengan firman Allah niscaya
kalian akan kalah karena Allah berfirman,
‘mengandungnya sampai menyapihnya adalah
tiga puluh bulan.’ (al-Ahqaaf: 15) dan dalam
ayat lain Allah berfirman, ‘dan menyapihnya
dalam dua tahun! (Lugman: 14) Dari dua
ayat itu, masa kehamilan adalah enam bulan.”
Mendengar penjelasan itu, akhirnya Utsman
menyetujui pendapat Ibnu Abbas dan mem-
batalkan hukuman atas wanita itu.!

Adapun batas maksimal masa kehamilan,
para ulama berbeda pendapat dalam menen-
tukannya.!? Berikut pendapat yang masyhur di
kalangan mereka:

9 Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 279; Bidayaatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 352; al-Badaa'’i’, Vol. 3, hlm. 212; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 300.

10  Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 352..
11  Al-Badaa’i’,Vol. 3, him. 211.

12 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 857; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 310; al-Kitaab ma’al Lubaab, Vol. 3, hlm. 87; al-Mujtahid, Vol. 2, hIm.
352; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 390; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 477; al-Mahalli, Vol. 10, hlm. 385, Permasalahan: 2011.
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Batas maksimal masa kehamilan adalah
dua tahun menurut pendapat Hanafiyyah.
Sayyidah Aisyah berkata, “Seorang anak
berada di dalam rahim ibunya tidak lebih
dari dua tahun, meski dengan kecepatan
putaran alat pintal.”*® Jika seorang bayi
dilahirkan setelah dua tahun kematian
suami atau dua tahun cerai, nasab anak
itu masih ikut pada ayahnya yang mati
ataupun yang cerai tadi.

Menurut Syafi‘iyyah dan Hanabilah batas
maksimal masa kehamilan adalah empat
tahun. Alasannya, karena sesuatu yang
tidak ada dalilnya dikembalikan pada
kenyataan atau realita yang ada. Dan ter-
bukti ada masa kehamilan yang mencapai
empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan
juga menjalani masa kehamilan selama
empat tahun, sebagaimana diterangkan
oleh Imam Syafi‘i dan Imam Ahmad. Jika
terjadi kasus misalnya, seorang istri
yang mengalami masa kehamilan sampai
empat tahun, namun sehari sebelum itu
sang suami meninggal dunia atau ia men-
ceraikan istrinya dan sang istri belum
menikah lagi, belum perhah berhubungan
intim, dan juga belum selesai iddahnya,
baik dengan quru' maupun dengan me-
lahirkan maka nasab anak yang dikandung
masih ikut suami yang tadi, dan iddahnya
selesai dengan kelahiran sang bayi. Jika
seorang istri melahirkan bayi dengan masa
kehamilan empat tahun kematian suami
atau sejak dicerai atau fasakh, atau habis
masa iddahnya, jika memang cerai raj'i
maka nasab bayi yang lahir itu bukan ikut
pada suaminya, karena kita tahu bahwa
sang istri mengandung setelah cerai.
Menurut pendapat yang masyhur dari
Malikiyyah dan Imam Laits bin Sa’ad

13

HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi.

7

\> FIQIH ISLAM JILID 10

serta Abbad bin Awam, batas maksimal
masa kehamilan itu mencapai lima tahun.
Imam Malik berkata, “Aku pernah men-
dengar bahwa ada wanita yang masa ke-
hamilannya mencapai tujuh tahun.”

4, Muhammad bin Abdul Hakam dari madz-
hab Malikiyyah berpendapat bahwa batas
maksimal masa kehamilan adalah satu
tahun hitungan tahun Hijriyah.

5. Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan Umar ibnul
Khaththab berpendapat bahwa batas mak-
simal masa kehamilan adalah sembilan
bulan hitungan tahun Hijriyah.

Dari lima pendapat di atas, jelas terlihat
bahwa tiga pendapat dari awal mendasarkan
pendapat mereka dari kabar sebagian wanita
yang berpendapat bahwa perut membuncit
adalah tanda kehamilan. Karena itu Ibnu
Rusyd berkata, “Permasalahan ini seharusnya
dikembalikan pada adat dan percobaan atau
tajribah. Dan pendapat Ibnu Abdul Hakam
dan madzhab Zhahiriyyah lebih dekat pada
adat. Karena, pengambilan hukum itu didasar-
kan pada kebiasaan, bukan pada sesuatu yang
nadir atau bahkan mustahil.”

Dalam penentuan batas maksimal keha-
milan, undang-undang yang digunakan meng-
acu pada pendapat para dokter dan batas
maksimal masa kehamilan adalah satu tahun
hitungan syamsiyah atau 365 hari. Hitungan
ini mencakup semua masa hingga yang nadir.
Undang-undang Syria no. 128 menegaskan
bahwa batas minimal masa kehamilan adalah
180 hari, sedangkan batas maksimalnya sam-
pai satu tahun hitungan syamsiyah. Pendapat
batas minimal masa kelahiran 180 hari ini
termasuk pendapat mayoritas ulama, namun
Malikiyyah menyatakan angka yang lebih ren-
dah dari itu, yaitu 175 hari untuk batas mini-
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mal masa kehamilan. Alasannya, karena bulan
Hijriyah terkadang tidak genap tiga puluh hari
sehingga hitungan enam bulan itu hanya 175
hari saja.

Undang-undang negara Mesir pasal 15 no.
25 tahun 1929 menyatakan bahwa penging-
karan pengakuan nasab anak istri yang sejak
akad nikah tidak pernah bertemu dengan sua-
minya tidak didengar. Tidak juga untuk anak
istri yang lahir setelah satu tahun kepergian
sang suaminya. Tidak juga untuk anak istri
yang dicerai atau ditinggal mati suaminya jika
lebih dari satu tahun dari waktu cerai atau
wafat.

Pendapat ini juga digunakan di Tunis,
Maroko, dan negara-negara lainnya.

b. Khilaf dalam Kelahiran dan Penentuan

Anak yang Dilahirkan

Terkadang terdapat khilaf antara suami
istri dalam masalah lahirnya anak dari se-
orang istri yang masih menjalani masa iddah
(mu'taddah) atau dalam penentuan nasab
anak yang dilahirkan.™*

Adapun khilaf dalam hal kelahiran mu’tad-
dah adalah ketika seorang wanita mu’taddah
mengaku bahwa bayi yang dilahirkannya itu
masuk dalam masa penentuan nasab. Akan
tetapi, sang suami mengingkarinya dengan
berkata, “Dia tidak melahirkan, dan anak ini
pungutan.” Dalam kasus ini, Abu Hanifah ber-
pendapat bahwa bayi itu nasabnya tidak ikut
suami, kecuali ada dua orang lelaki yang men-
jadi saksi atas kelahiran itu. Boleh juga saksi
seorang lelaki dan dua orang perempuan ka-
rena iddahnya selesai dengan pengakuannya
saat melahirkan- dengan bukti kelahiran, se-
hingga dibutuhkan pengukuhan nasab dengan
cara pengajuan kepada pengadilan, dan itu
tidak dapat selesai kecuali dengan bukti yang
sempurna.

14  Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 306-309.
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Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat
bahwa nasab bayi yang dilahirkan itu bisa di-
tetapkan dengan kesaksian seorang perem-
puan, karena yang dimaksud dengan firasy
adalah penentuan istri akan air mani suami
yang menjadi bukti nasab setiap anak yang di-
lahirkannya. Terjadinya hubungan suami istri
sudah menjadi penguat nasab sehingga tidak
membutuhkan penguat lain, hanya saja tetap
butuh pada penentuan anak yang bisa dilak-
sanakan dengan kesaksian seorang wanita,
sebagaimana dalam hal kehamilan atau peng-
akuan suami. Pendapat inilah yang dipakai di
Mesir karena selama istri masih berada dalam
masa iddah maka tetap masih ada sebab yang
menguatkan nasab. :

Abu Hanifah sepakat dengan Abu Yusu
dan Muhammad untuk mengikutkan nasab
anak pada suami jika memang istrinya benar-
benar hamil, atau suami mengakui kehamilan
atau kelahiran bayinya, atau pernikahannya
telah dilangsungkan. Dalam hal ini sumpah
sang istri yang dijadikan pegangan.

Adapun yang dimaksud dengan perbeda-
an suami istri dalam penentuan anak yang di-
lahirkan adalah jika suami mengakui istrinya
melahirkan, namun mengingkari anak yang
dilahirkan, seperti misalnya suami berkata,
“Anak yang dikandung istriku itu perempu-
an, dan anak ini laki-laki.” Dalam kasus ini di-
perlukan kesaksian seorang wanita menurut
kesepakatan ulama Hanafiyyah dan pendapat
ulama Hanabilah. Dalilnya hadits riwayat
Daruquthni dari Hudzaifah,

RWHFRVCRTRER - I
“Rasulullah saw. membolehkan kesaksian
seorang bidan.”
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Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razzaq juga
meriwayatkan dari az-Zuhri, ia berkata, “Su-
dah lewat satu tahun diperbolehkannya ke-
saksian seorang wanita dalam hal yang tidak
boleh dilihat kecuali oleh mereka, yaitu waktu
wanita melahirkan dan aurat mereka."!®

Ulama Malikiyyah berkata, “Penentuan
bayi yang dilahirkan seperti juga pénentuan/
kelahiran, yaitu dengan kesaksian dua orang
perempuan.”

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa
dalam hal urusan wanita tidak cukup kurang
dari empat wanita, karena Allah menjadikan
kesaksian seorang lelaki sebanding dengan
kesaksian dua orang wanita.

c. Penentuan Nasab Anak dengan

Penelitian

Jika seorang wanita menikah lagi, namun
masih dalam masa iddah, lantas ia melahirkan
anak maka siapakah yang menjadi ayahnya?
Suami pertama ataukah suami kedua?

Jika ada dua atau tiga orang lelaki tidak
mengakui bayi yang dilahirkan maka siapakah
yang memberikan keputusan dalam kasus ini?
Mungkinkah menentukan nasab bayi dalam
dua kasus di atas dengan cara Qiyaafah? Yang
dimaksud dengan al-Qiyaafah adalah peneli-
tian jejak. Arti al-Qaafah sendiri menurut
orang Arab adalah suatu kaum yang mengeta-
hui persamaan antara manusia dari sisi nasab,
atau kaum yang ahli dalam menentukan nasab
seseorang.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam
hal berpegang pada ucapan al-Qaafah' atau
ahli nasab.

15  Nashbur Raayah, Vol. 3, him. 264.
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Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa

" pada dasarnya bayi yang dilahirkan tidak di-

tetapkan pada salah satu pihak yang berseng-
keta, kecuali jika terjadi firasy!’ karena Rasu-
lullah saw. bersabda, '

6 g4 o
u‘b\ J/A.l{ A )J\
“Nasab seorang anak itu dinisbahkan ke-

pada kedua orang tuanya yang melakukan per-
setubuhan dalam pernikahan yang sah.”

Jika tidak ada firasy atau bersamaan dalam
firasy maka nasab anak pada keduanya, tanpa
harus mengambil pendapat ahli nasab.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi‘i, Ahmad,
Abu Tsaur, dan al-Auza'i) berpendapat bah-
wa dalam kasus di atas harus mengambil
pendapat ahli nasab karena Sayyidah Aisyah
berkata, “Suatu hari Rasulullah saw. dengan
wajah berseri menemuiku, lantas beliau ber-
sabda, ‘Bagaimana sekiranya Mujaziz (seorang
ahli nasab) melihat Zaid bin Haritsah dan Usa-
mah bin Zaid? Beliau bersabda lagi, ‘Keduanya
punya kemiripan.”*® Hadits ini menjadi dalil
bolehnya memercayai pendapat ahli nasab.

Umar ibnul Khaththab, Ibnu Abbas, dan
Anas bin Malik juga mendukung bolehnya
mempercayai pendapat ahli nasab. Umar sen-
diri pernah menyambungkan nasab anak-anak
yang terlahir pada masa jahiliyah dengan se-
seorang yang diaku setelah masa Islam dengan
bantuan ahli nasab. Pernah ada dua orang
lelaki yang mengaku sebagai ayah bagi putra
salah seorang wanita.

16  Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, him. 352; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 483; Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 282.
17  Paraulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata firasy. Ada yang berpendapat bahwa firasy itu nama untuk wanita, dan ini
dinyatakan setelah ia ditiduri. Ada juga yang berpendapat bahwa firasy itu nama untuk pasangan. Di dalam kamus disebutkan,

“Firasy itu pasangan lelaki.”
18 HR jama‘ah dari Aisyah (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 286).
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Lantas Umar memanggil ahli nasab untuk
melihat dan menentukan kebenaran pengaku-
an itu. Kemudian ahli nasab berkata, “Kedua-
nya mempunyai andil.” Lantas Umar memukul
ahli nasab itu dengan cambuk karena tergesa-
gesa mengambil keputusan. Setelah itu, ia me-
manggil wanita yang anaknya diaku sebagai
anak oleh kedua orang itu. Umar bertanya,
“Katakan yang sejujurnya, apa yang telah ter-
jadi pada dirimu” Wanita itu berkata, “Anak
ini adalah anak salah satu dari dua orang itu.
Dia pergi untuk mencari unta keluarganya.
Dan dia terus mencari unta tersebut sehing-
ga disangka atau kami sangka dia tidak akan
pulang. Sementara karena dia tidak kunjung
pulang, akhirnya kami tetapkan dia sudah
tidak kembali lagi. Kemudian datang orang
yang kedua ini, yang kemudian mengawiniku.
Dari situ aku tidak tahu anak ini apakah ha-
sil persetubuhan dengan lelaki yang pertama
atau yang kedua.”

Mendengar penuturan wanita tersebut,
ahli nasab itu pun serta merta bertakbir. Umar
kemudian berkata kepada anak itu, “Tentukan-
lah kepada siapa dari dua orang itu engkau
ingin menyambungkan nasabmu!” Keputusan
Umar dengan bantuan ahli nasab itu disaksikan
oleh para sahabat, dan tidak ada yang meng-
ingkari keputusan itu sehingga menjadi ijma.

d. Sebab-Sebab Penentuan Nasab dari
Pihak Ayah
Sebab penentuan nasab seorang anak
dari ibunya adalah dengan kelahiran, baik
secara syar‘i maupun tidak, sebagaimana telah
dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penen-
tuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai
berikut.
1. Pernikahan yang sah.
2. Pernikahan yang fasid (rusak).
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3. Wathi’ syubhah (menggauli wanita yang
bukan istrinya tanpa sengaja).

Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut.

1) Pernikahan yang Sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang ter-
lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan
pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya
dikembalikan kepada suami wanita tersebut.
Dalilnya hadits yang berbunyi,

A 5
“Nasab seorang anak itu dinishahkan ke-

pada kedua orang tuanya yang melakukan per-
setubuhan dalam pernikahan yang sah.”

Maksud Kata firasy dalam hadits tersebut
adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi,
penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai
dengan syarat-syarat sebagai berikut.'?

Syarat Pertama, sang suami termasuk
orang yang secara adat sudah mampu meng-
hamili istri. Artinya sudah baligh menurut
pendapat Malikiyyah, Syafi‘iyyah, Hanafiyyah,
dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda
pendapat dalam penentuan usia murahiq (de-
wasa). Menurut Hanafiyyah, murahiq itu usia
dua belas tahun, namun menurut Hanabilah
adalah yang sudah mencapai usia sepuluh ta-
hun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari
anak kecil yang belum baligh, meskipun sang
ibu melewati masa kehamilan lebih dari enam
bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Mali-
kiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari
orang yang majbub mamsuh, yaitu orang yang
alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi.
Adapun orang yang dikebiri adalah orang yang
salah satu buah pelirnya putus. Hukum orang

19  Al-Badaa’i’, Vol. 3, him. 211; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 857; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 301; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 428.
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seperti itu dikembalikan pada keputusan dok-
ter spesialis. Jika dokter mengatakan masih
bisa melahirkan anak maka nasab anak diberi-
kan kepadanya. Namun jika tidak, nasab anak
tidak diikutkan kepadanya.

Menurut Syafi‘iyyah dan Hanabilah, nasab
anak ditetapkan bagi orang majbub yang ha-
nya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga
diberikan kepada orang yang dikebiri buah
pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakar-
nya saja. Akan tetapi, nasab anak tidak dibe-
rikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar
dan buah pelirnya putus sama sekali.

Syarat kedua, kelahiran anak terjadi se-
telah enam bulan dari waktu nikah menurut
pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama
sanggama setelah nikah menurut pendapat
mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan
kurang dari batas minimal masa kehamilan,
yaitu enam bulan maka para ulama sepakat
bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan
pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa ke-
hamilan terjadi sebelum pernikahan dilang-
sungkan, kecuali jika sang suami mengakui
anak tersebut sebagai darah dagingnya. Ke-
mungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar
nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau
bisa juga karena akad yang fasid, atau karena
wathi’ syubhah. Dan hal itu dilakukan karena
kemaslahatan anak juga untuk menutup aib.

Syarat ketiga, keadaan yang memung-
kinkan pertemuan kedua mempelai secara
langsung setelah akad nikah. Para ulama sepa-
kat dengan syarat ini, namun mereka berbeda
pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri.
Apakah yang dimaksud sesuai dengan gam-
baran akal atau pertemuan biasa?

Ulama Hanafiyyah berkata, “Tashawur
dan imkaan al-Aqli adalah syarat.” Artinya, jika
secara akal memungkinkan suami istri untuk

bertemu maka nasab anak yang dilahirkan
diikutkan kepada suami, jika memang terlahir
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enam bulan setelah akad nikah, meskipun ti-
dak terjadi pertemuan secara hissi.

Jika orang dari timur menikah dengan wa-
nita dari barat, namun secara zahir keduanya
tidak bertemu selama satu tahun, lantas enam
bulan kemudian sang istri melahirkan anak,
nasab anak tersebut diikutkan pada suami ka-
rena masih ada kemungkinan kecil pertemuan
suami istri itu, meskipun dengan jalan yang
tidak biasa, misalnya dengan keramat.

Keramat para wali itu nyata, dan dengan
keramat, jarak yang sejauh apa pun bisa di-
tempuh dengan sekali langkah dan dalam
tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi
jika memang sang suami termasuk wali yang
mempunyai keramat bisa berpindah-pindah
tempat dalam waktu yang sangat cepat. Akan
tetapi menurut saya, alasan seperti ini secara
adat tidak dapat diterima.

Pendapat yang shahih adalah bahwa ula-
ma Hanafiyyah menetapkan nasab dari mulai
akad nikah karena mengamalkan hadits Nabi
saw. yang berbunyi, “Nasab seorang anak itu
dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang
melakukan persetubuhan dalam pernikahan
yang sah.” Hadits ini mereka gunakan meski-
pun tidak terealisasikan kemungkinan sang-
gama atau hubungan badan antara keduanya.
Pendapat ini mereka gunakan karena menjaga
hak-hak anak agar tidak disia-siakan dan juga
menutup kehormatan seseorang, serta agar ti-
dak terjatuh dalam masalah anak pungut. Ka-
rena itu, nasab anak tersebut diikutkan pada
suami yang menikah dengan akad yang shahih.
Akan tetapi jika sang suami yakin bahwa anak
tersebut bukan darah dagingnya, ia dituntut
untuk melakukan sumpah /i‘an.

Akan tetapi Malikiyyah, Syafiyyah, dan
Hanabilah menolak pendapat di atas. Mereka
berkata, “Disyaratkan mungkinnya pertemuan
secara nyata atau hissi, dan secara adat. Dan
juga, disyaratkan mungkinnya terjadi sangga-
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ma atau dukhul. Alasannya karena pertemuan
secara ‘aqli sangat jarang terjadi, sedangkan
sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang
jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari
sesuatu yang langka atau secara adat tidak
mungkin. Artinya, jika tidak ada kemungkinan
pertemuan antara suami istri sama sekali,
maka jika sang istri melahirkan anak, nasab
anaknya tidak diikutkan pada suami. Misal-
nya, sang suami berada dalam tahanan atau
berada di negara lain yang jauh selama lebih
dari batas maksimal masa kehamilan, maka
anak yang terlahir tidak diikutkan pada suami.
Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan
dengan kaidah syariah dan akal.

Manfaat khilaf: nasab anak yang terlahir
tidak bisa dinafikan kecuali dengan jalan sum-
pah li‘an menurut pendapat Hanafiyyah. Akan
tetapi menurut pendapat mayoritas ulama,
nasab anak bisa dinafikan dengan cara selain
lian karena tidak adanya kemungkinan ber-
temunya suami istri secara adat.

» Kebijakan Undang-Undang
Kebijakan Undang-undang dari kasus di

atas: Undang-Undang Syria No. 129 menetap-

kan sebagai berikut.

1. Anakyang terlahir dari istri dalam bingkai
pernikahan yang sah nasabnya diikutkan
pada suami dengan dua syarat. Pertama,
akad nikah sudah dilangsungkan lebih da-
ri batas minimal masa kehamilan. Kedua,
tidak ada hal yang menetapkan bahwa
suami istri tidak bertemu secara langsung,
seperti misalnya salah satu dari keduanya
berada di dalam tahanan atau berada di
negara lain yang jauh hingga melebihi
batas maksimal masa kehamilan.

2. Jika kedua syarat tersebut di atas tidak di-
penuhi maka nasab anak tidak diikutkan
pada suami, kecuali jika suami mengakui
anak tersebut sebagai anaknya sendiri.
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3. Jika kedua syarat di atas sudah penuh se-
mua maka nasab anak tidak bisa dinafikan
kecuali dengan sumpah li‘an.

Undang-Undang Mesir nomor 25 tahun
1929 pada pasal 15 memutuskan untuk mela-
rang hakim mendengarkan pengaduan nasab
seorang anak jika terbukti tidak terjadi perte-
muan antara suami istri dari sejak akad nikah
sampai kelahiran. Para hakim juga dilarang
untuk mendengarkan pengakuan serupa jika
sang istri melahirkan setelah satu tahun ke-
pergian suaminya.

o  Waktu Penentuan Nasab Setelah Pisah
dari Pernikahan yang Sah

Perpisahan bisa terjadi sebelum dukhul

(sanggama) dan setelah dukhul:

a. Jika seorang suami mencerai istrinya se-
belum sanggama, namun kemudian sang
istri melahirkan maka jika kelahirannya
itu sebelum enam bulan dari hari cerai,
nasabnya diikutkan pada suami karena
jelas sang istri hamil sebelum cerai. Akan
tetapi jika kelahirannya itu setelah enam
bulan atau lebih dari hari cerai, nasabnya
tidak diikutkan pada suami karena kita
tidak yakin kehamilannya itu terjadi se-
belum cerai.

b. Jika seorang suami mencerai istrinya
setelah dukhul atau khalwat, baik cerai
raj'i, cerai ba’'in, maupun pisah karena
wafat maka jika sang istri melahirkan
anak setelah cerai atau wafat, nasab
anak tersebut diikutkan pada suami, jika
memang kelahirannya itu sebelum lewat
batas maksimal masa kehamilan dari ha-
ri cerai atau wafat dan batas maksimal
masa kehamilan adalah empat tahun
menurut Syafi‘iyyah dan Hanabilah, dua
tahun menurut Hanafiyyah, dan lima ta-
hun menurut Malikiyyah. Adapun jika ke-
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lahirannya itu setelah lewat batas maksi-
mal masa kehamilan dari hari cerai atau
wafat, nasabnya tidak diikutkan pada sua-
mi yang telah cerai atau wafat. Keputusan
ini menurut pendapat mayoritas ulama.

Ulama Hanafiyyah membuat rincian hu-
kum antara cerai raj‘i dan cerai ba'in sebagai
berikut:

a. Jika cerai yang dijatuhkan itu cerai raj‘i
dan masa iddah sang istri belum selesai,
nasab anak yang dilahirkan diikutkan
pada suami, baik kelahiran itu sebelum
lewat dua tahun atau telah lewat dua ta-
hun ataupun lebih. Alasannya karena
cerai raji tidak menjadikan istri haram
bagi suaminya sehingga boleh melakukan
hubungan, dan itu berarti sudah kembali
lagi. Akan tetapi jika sangistri sudah meng-
aku iddahnya telah habis dan memang
waktunya sudah habis, seperti misalnya
sudah lewat dua tahun satu hari menurut
Abu Hanifah, dan tiga puluh sembilan ha-
ri menurut Abu Yusuf dan Muhammad,
nasab anak tersebut tidak diikutkan pada
suami, kecuali jlka memang masa antara
pengakuan dan kelahiran kurang dari
enam bulan karena jelas istri berbohong
atau salah mengeluarkan pengakuan. Jika
masanya enam bulan atau lebih, nasab
anak tetap tidak diikutkan pada suami,
kecuali atas pengakuan suami itu sendiri.

b. Jika cerai yang dijatuhkan itu cerai ba'in
atau pisah karena wafat dan iddahnya
belum habis, nasab anak tidak diikutkan
pada suami, kecuali jika kelahirannya
sebelum lewat dua tahun dari hari cerai
atau wafat, karena batas maksimal masa
kehamilan menurut mereka hanyalah dua
tahun. Kemudian jika istri melahirkan pa-
da masa tersebut dan ada kemungkinan
bahwa ia hamil setelah lewatnya masa
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tersebut, dan tidak ada kemungkinan bah-
wa ia hamil sebelum cerai atau wafat.

Adapun jika istri mengaku masa iddahnya
telah habis dan memang kemungkinan id-
dahnya sudah habis, nasab anak tidak diikut-
kan pada suami, kecuali jika terjadi sebelum
lewat enam bulan dari pengakuan, sedang
masa antara cerai dan Kelahiran kurang dari
dua tahun.

Kebijakan undang-undang: Undang-Un-
dang Syria mengambil perincian tersebut di
atas sebagai acuan pada pasal 130 dan 131
untuk menjelaskan nasab anak setelah pisah
atau wafatnya suami. Undang-undang tersebut
memutuskan jika istri yang dicerai raj‘, ba'in,
atau ditinggal wafat suaminya, baik sang istri
mengaku habis masa iddahnya atau tidak:

a. Jika istri mengaku masa iddahnya sudah
habis lantas ia melahirkan maka nasab
anak tersebut diikutkan pada suaminya
jika memang Kelahirannya kurang dari
enam bulan atau 180 hari dari waktu
pengakuan habisnya masa iddah dan
kurang dari satu tahun Syamsiyah dari
waktu cerai atau wafat untuk menjelaskan
kebohongan pengakuannya tentang habis-
nya masa iddah (Pasal 130).

b. Jika istri tidak mengaku habisnya iddah
maka nasab anak diikutkan pada suami
jika kelahirannya masih dalam masa satu
tahun dari cerai atau wafat. Namun, nasab
itu tidak diikutkan suami jika kelahiran-
nya melebihi dari satu tahun, kecuali jika
ada pengakuan dari istri yang dicerai atau
dari ahli waris yang wafat (Pasal 11).

Keputusan ini sama persis dengan Un-
dang-Undang Mesir No. 25 tahun 1929.

2) Pernikahan Fasid
Penisbatan nasab anak dalam pernikah-
an fasid sama seperti dalam pernikahan yang
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sah?® karena penentuan nasab dapat menjaga

kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.

Penentuan nasab dalam pernikahan fasid di-

syaratkan tiga hal:

a. Suamitermasuk orang yang mampu meng-
hamili, yaitu dengan usia yang sudah ba-
ligh menurut Malikiyyah dan Syafi‘iyyah.
Atau murahiq menurut Hanafiyyah dan
Hanabilah.

b. Sudah jelas melakukan hubungan suami
istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika
tidak terjadi dukhul atau khalwat setelah
nikah fasid maka nasab anak tidak di-
ikutkan suami. Hukum khalwat dalam
nikah fasid sama dengan hukum khalwat
dalam nikah shahih, karena sama-sama
memungkinkan terjadinya sanggama an-
tara keduanya. Akan tetapi, ulama Hana-
fiyyah hanya mensyaratkan dukhul, se-
dangkan khalwat menurut mereka tidak
cukup untuk menentukan nasab anak da-
lam nikah fasid karena dalam keadaan itu
tidak halal melakukan sanggama.

c. Jika pihak wanita melahirkan setelah
enam bulan atau lebih dari hari dukhul
atau khalwat menurut Malikiyyah, atau
dari hari dukhul menurut Hanafiyyah. Jika
istri melahirkan anak sebelum lewat enam
bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak
tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena
itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal
dari benih lelaki lain. Dan jika wanita me-
lahirkan setelah enam bulan atau lebih
dari hari dukhul atau khalwat, nasab anak-
nya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab
anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali
dengan sumpah li‘an menurut Malikiyyah,
Syafi‘iyyah, dan Hanabilah.** Akan tetapi
menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut

20  Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 857.
21 Al-Mughnii, Vol. 7, him. 400.
22 Al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 211.
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tetap tidak bisa dinafikan meski dengan
sumpah li‘an, karena menurut mereka
sumpah li‘an tidak sah hukumnya kecuali
setelah pernikahan yang shahih, sedang-
kan pernikahan dalam kasus ini termasuk
pernikahan fasid. Adapun keputusan yang
diambil oleh Malikiyyah adalah, setiap per-
nikahan yang tidak dikenakan hukuman
maka nasab anak diikutkan pada orang
yang melakukan sanggama, namun jika
mewajibkan hukuman maka nasab tidak
diikutkan padanya.?*

o  Waktu Penentuan Nasab Setelah Pisah
dari Nikah Fasid

Jika terjadi perpisahan dalam pernikahan
fasid, baik dengan saling meninggalkan mau-
pun dipisahkan oleh hakim setelah terjadi du-
khul atau khalwat menurut Malikiyyah, lantas
pihak wanita melahirkan anak sebelum lewat
batas maksimal masa kehamilan dari hari per-
pisahan, nasab anak tersebut diikutkan pada
pihak lelaki. Namun jika sudah lewat batas
maksimal masa kehamilan maka nasab anak
tidak diikutkan pada pihak lelaki. Adapun ba-
tas maksimal masa kehamilan sebagaimana
telah dijelaskan adalah empat tahun menurut
Syafi‘iyyah dan Hanabilah, lima tahun menurut
Malikiyyah, dua tahun menurut Hanafiyyah,
dan satu tahun syamsiyah menurut undang-
undang dan para dokter.

e Kebijakan Undang-Undang
Undang-Undang Syria memutuskan pe-

nentuan nasab dalam pernikahan fasid pada

pasal 132 sesuai dengan madzhab Hanafi se-

bagai berikut.

1. Hukum anak dari nikah fasid setelah du-
khul, jika dilahirkan pada 180 hari atau
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lebih dari hari dukhul maka nasabnya di-
ikutkan pada suami.

2. Jika kelahirannya terjadi setelah perpisah-
an maka nasabnya tidak diikutkan pada
suami, Kecuali jika sang istri melahirkan
sekitar satu tahun setelah hari perpi-
sahan.

3) Wathi’ Syubhat

Yang dimaksud wathi’ syubhat adalah hu-
bungan sanggama selain zina, namun juga bu-
kan dalam bingkai pernikahan yang sah atau-
pun fasid. Contohnya seperti seorang mem-
pelai wanita yang dibawa ke rumah mempe-
lai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas
dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya
dan kemudian di-dukhul. Atau seorang suami
menggauli perempuan yang berada di atas
tempat tidurnya dan perempuan itu dikira is-
trinya tapi ternyata bukan. Atau menggauli is-
tri yang sudah dicerai tiga dalam masa iddah
karena mengira hal itu boleh dilakukan.

Jika kemudian pihak wanita melahirkan
anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari
waktu sanggama, nasab anak tersebut diikut-
kan pada orang yang menggaulinya, karena
jelas kehamilannya disebabkan olehnya. Akan

tetapi jika kelahirannya itu sebelum lewat

enam bulan dari waktu sanggama, nasab anak
tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki
yang menggaulinya, karena jelas wanita terse-
but hamil sebelum melakukan sanggama ber-
samanya. Kecuali, jlka memang pihak lelaki
mengaku bahwa anak tersebut adalah anak-
nya sendiri, karena bisa jadi ia telah menggauli
wanita tersebut sebelumnya.?

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita
yang telah ia gauli dalam konteks wathi’ syub-
hat, nasab anak yang terlahir diikutkan pada
pihak lelaki sebagaimana penentuan nasab
pada cerai dari nikah fasid.

23 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 431.
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Adapun jika hubungan badan yang dilaku-
kan itu termasuk kategori zina, nasab anaknya
tidak diikutkan pada pihak yang melakukan
zina. Dalilnya hadits yang telah lewat, yaitu
“Nasab seorang anak dinisbahkan kepada ke-
dua orang tuanya yang melakukan persetubuh-
an dalam pernikahan yang sah, sedangkan ba-
gian bagi yang berzina itu batu,” karena zina itu
perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga
tidak berhak menjadi sebab untuk merasakan
nikmatnya nasab.

e Kebijakan Undang-Undang
Undang-Undang Syria menetapkan nasab

anak hasil wathi’ syubhat pada pasal 133 yang

berbunyi sebagai berikut.

1. Wanita yang diwathi’ syubhat jika meng-
hasilkan anak maka nasab anak itu di-
ikutkan pada lelaki yang melakukan wathi’
syubhat terhadapnya.

2. Setiap nasab yang dijalin baik dengan ni-
kah fasid maupun syubhat maka hukum-
nya seperti nikah sah. Artinya menjadi
kerabat yang sama-sama tidak boleh dini-
kah dalam konteks agama dan sama-sama
mendapat warisan dan hak kekerabatan
lainnya.

Dampak Nasab: pada bagian kedua di
atas telah menjelaskan dampak yang dicipta-
kan dari hubungan nasab. Jika sudah terjalin
nasab meski dari pernikahan fasid atau wathi’
syubhat maka berlaku segala hal yang berkait-
an dengan kekerabatan. Artinya, tidak boleh
menikahi seseorang yang masuk dalam kate-
gori kerabat mahram yang tidak boleh dini-
kahi, berhak mendapat nafkah kekera})atan,
dan berhak mendapatkan warisan. Seyoéianya
pasal yang membahas penentuan nasab ini
dibuat pembahasan sendiri, karena banyak se-
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bab-sebab yang menentukan nasab, baik dari
pernikahan sah, pernikahan fasid, maupun
dari wathi’ syubhat.

2. METODE ATAU CARA PENENTUAN
NASAB
Garis nasab keturunan bisa ditentukan
dengan tiga cara sebagai berikut:?*
1. Pernikahan sah ataupun fasid (rusak).
2. Pengakuan garis nasab atau keturunan.
3. Pembuktian.

a. Cara Pertama: Pernikahan yang Sah

ataupun Fasid

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang
fasid termasuk salah satu sebab penentu garis
nasab keturunan. Secara praktiknya, garis na-
sab ditentukan setelah pernikahan meskipun
fasid, atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang di-
lakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

b. Cara Kedua: Pengakuan Nasab atau
Pengakuan Anak
Pengakuan nasab ada dua macam, igrar
nasab untuk dirinya sendiri dan iqrar nasab
yang dibebankan pada orang lain.

1) Iqrar Nasab untuk Dirinya Sendiri

Igrar nasab untuk dirinya sendiri adalah
pengakuan ayah terhadap anak, atau anak
terhadap ayahnya, seperti, “Ini anakku,” “Ini
ayahku,” atau “Ini ibuku.” Pengakuan ini tetap
sah meski dari seorang lelaki yang berada di
ambang kematian, namun dengan empat sya-
rat sudah disepakati oleh para ulama madzhab.
Empat syarat itu sudah saya bahas dalam pem-
bahasan iqrar, namun di sini saya ulang kem-
bali. Empat syarat itu sebagai berikut:
a. Orangyang diaku itu nasabnya tidak jelas,

atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi
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jika punya nasab yang jelas dari selain
orang yang mengaku maka pengakuan
orang tersebut batal karena syariat mem-
benarkan penentuan nasab untuk ayah
tersebut. Dan jika nasab sudah ditentu-
kan untuk seseorang maka tidak boleh
berpindah nasab pada orang lain, karena
Rasulullah saw. melaknat orang yang
mengaku nasab pada selain ayahnya sen-
diri.

Orang yang tidak diketahui nasabnya
menurut Hanafiyyah adalah orang yang
tidak tahu ia punya ayah di tempat ke-
lahirannya. Pendapat ini jelas mudah di-
pahami, karena sekarang transportasi
dan pencarian suatu kampung sudah
sangat mudah. Akan tetapi, para ulama
mengecualikan anak yang terlahir dalam
sumpah li‘an. Anak tersebut tidak sah
mengaku nasab atau diikutkan pada se-
lain ayah yang melakukan sumpah li‘an,
karena bisa jadi ia menarik sumpahnya
atau berbohong pada saat sumpah dengan
mengaku bahwa anak tersebut bukan
darah dagingnya sendiri.

Kenyataan membenarkan pengakuannya.
Artinya, orang yang diaku sebagai garis
nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang
yang diaku sebagai anak itu usianya ma-
suk akal untuk menjadi anak orang yang
mengaku sebagai ayahnya. Jika anak
yang diaku itu usianya lebih tua dari
orang yang mengaku sebagai ayahnya,
keduanya seumuran, atau selisih sedikit
yang tidak memungkinkan menjadi anak
maka pengakuan itu tidak sah. Alasannya,
karena pengakuan itu tidak masuk akal
atau realita tidak bisa menerima peng-
akuan itu. Jika ada orang yang berusia
dua puluh tahun mengakui anak yang

2*  Al-Badaa't’, Vol. 3, hlm. 215-218, Vol. 7, hlm. 228; asy-Syarhul Kabiir, Vol. 3, hlm. 412-414; al-Kharasyi, Vol. 4, him. 316; Mughnil

Muhtaaj, Vol. 2, hlm. 259; al-Mughnii, Vol. 5, hlm. 184,
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berusia sepuluh tahun sebagai putranya,
pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak
bisa diterima. Alasannya, karena menurut
mereka, seorang anak tidak bisa dilahir-
kan dari seseorang yang belum baligh, dan
usia baligh menurut mereka adalah dua
belas tahun. )

Demikian juga jika terjadi perebutan
nasab di antara dua orang maka nasab
tidak bisa ditentukan, karena ada dua
igrar yang saling bertentangan.

c. Syarat lainnya, adanya pengakuan dari
orang yang diaku jika memang ia sudah
bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan
berakal menurut mayoritas ulama, dan
sudah mumayyiz menurut Hanafiyyah.
Alasannya, karena iqrar atau pengakuan
itu adalah hujjah untuk orang yang ber-
iqrar dan tidak bisa melampaui orang
lain kecuali dengan adanya bukti atau ke-
saksian dari orang lain. Jika orang yang
mengaku itu masih kecil atau orang gila
maka tidak disyaratkan untuk memerca-
yai keduanya. Karena, iqrar dan pengaku-
an keduanya tidak diterima.

Ulama Malikiyyah berkata, pembenar-
an orang yang mengaku bukanlah syarat
untuk menentukan garis nasab karena
nasab itu hak anak terhadap ayahnya.
Jadi, cukup hanya iqrar atau pengakuan
tanpa harus ada bukti pembenaran dari-
nya jika memang tidak ada bukti yang
menunjukkan kebohongannya.

d. Syarat terakhir adalah tidak membeban-
kan nasab pada orang lain, baik dipercaya
oleh orang yang diaku maupun tidak.

Karena pengakuan seseorang hanyalah
hujjah bagi dirinya sendiri, tidak untuk
orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang
lain hanyalah sebagai kesaksian, dan ke-
saksian seorang lelaki terhadap sesuatu
yang tidak diketahui oleh para lelaki maka

tidak dapat diterima, dan pengakuan sen-
diri bukanlah sebuah hujjah.

Oleh karena itu, jika yang mengaku pe-
milik anak tersebut adalah seorang istri atau
orang yang sedang dalam masa iddah maka
di samping syarat di atas ia harus membawa
suaminya untuk memperkuat pengakuannya,
atau mendapat kejelasan tentang kelahiran
anak tersebut dari suaminya karena disitu
membawa nasab pada orang lain maka pe-
ngakuannya tidak diterima kecuali adanya
pembuktian atau penjelasan dari suami.

Igrar seseorang dianggap batal jika ia
mengaku bahwa anak yang diakunya diper-
oleh dari hasil perzinaan karena zina tidak
layak menjadi sebab untuk menentukan garis
keturunan. Dan keturunan nasab itu sebuah
anugerah yang tidak bisa didapat dengan me-
lakukan hal yang terlarang.

Jika syarat-syarat pengakuan sudah leng-
kap maka hukum pengakuan itu dianggap su-
dah sah. Dan jika sudah demikian maka ber-
lakukah hukum waris untuk anak yang diaku
sebagai darah dagingnya. Jika pengakuan su-
dah sah maka orang yang mengaku tidak pu-
nya hak untuk menarik kembali pengakuan-
nya karena garis nasab jika sudah ditentukan
maka tidak bisa ditarik kembali.

Dalam penentuan sahnya iqrar nasab, ula-
ma Hanafiyyah mensyaratkan anak yang diaku
itu masih hidup. Jika yang diaku sebagai anak
itu sudah meninggal dunia maka pengakuan
dianggap tidak sah dan nasabnya tetap tidak
bisa ditentukan, karena tidak ada perlunya
menentukan nasab setelah wafat. Selain itu,
si mayit juga tidak membutuhkan pengakuan
nasab keturunan. Akan tetapi, Hanafiyyah me-
ngecualikan jika si mayit tersebut mempunyai
anak maka pengakuan nasab dalam hal ini
dianggap shahih, karena untuk menjaga dan
mengurus kemaslahatan anak-anak si mayit
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yang memang masih membutuhkan garis ke-
turunan dari keluarga ayah mereka.

Ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan
masih hidupnya anak yang diaku, karena na-
sab keturunan adalah hak anak atas ayahnya.
Jadi, penentuan nasab itu tidak bergantung
pada hidup atau sudah meninggalnya anak, se-
bagaimana juga tidak bergantung pada pem-
benaran dari anak, kecuali jika ayahnya tidak
mewariskan harta pada anak yang diaku, ke-
cuali jika ia punya anak, atau hartanya hanya
sedikit sehingga pengakuan anak tersebut
tidak dianggap karena menginginkan harta.

Syarat-syarat di atas juga menjadi syarat
dalam iqrar nasab untuk orang lain, kecuali
syarat yang terakhir.

Ulama Syafi‘iyyah dan Hanabilah berka-
ta, “Nasab bisa ditentukan dengan igrar atas
oranglain dengan syarat-syarat seperti di atas
dengan catatan yang mengaku itu dari selu-
ruh ahli waris, dan orang yang diaku itu su-
dah meninggal. Jika masih hidup, hal itu tidak
bisa ditentukan meski ia dalam keadaan gila,
karena mustahil menentukan nasab seseorang
yang masih hidup dengan pengakuan orang
lain”

2) Ikrar Nasab yang Ditangguhkan kepada
Orang Lain

Adapun igrar nasab yang dibebankan atau
ditangguhkan kepada orang lain adalah igrar
sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab,
seperti misalnya seseorang berkata, “Ini sau-
dara saya,” atau “Ini paman saya,” atau “Ini ka-
kek saya,” atau “Ini cucu saya.”

Pengakuan ini sah dengan syarat-syarat
seperti di atas, namun masih ada tambahan
syarat lain, yaitu pembenaran dari pihak lain.
Jika seseorang berkata, “Ini saudara kandung
saya,” maka untuk menentukan nasabnya me-
nurut Hanafiyyah, ayah si pengaku harus mem-
benarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti
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yang menguatkan pengakuannya, atau ada dua
ahli warisnya yang membenarkan pengakuan
itu jika yang lain sudah meninggal. Pembuk-
tian ini perlu, karena pengakuan sepihak ha-
nya berlaku untuk diri sendiri bukan untuk
orang lain.

Jika orang lain atau dua orang ahli waris
tidak membenarkan pengakuannya, atau tidak
ada bukti yang menguatkan pengakuannya
maka orang yang mengaku harus berlaku se-
bagaimana igrarnya. Artinya, jika orang yang
diaku nasabnya itu lemah dan fakir maka
orang yang mengaku harus ikut membantu-
nya atau membagi harta warisan ayahnya. Ini
menurut pendapat ulama Hanafiyyah.

Ulama Malikiyyah berkata, “Hak orang
yang diaku saudara hanyalah mengambil
kadar yang kurang dari bagian orang yang
mengakui karena iqrarnya.”

Jika seorang anak mengaku saudara pada
orang lain, namun anak yang lain tidak me-
ngakui maka ia mengambil setengah dari harta
warisan, dan orang yang diaku mendapatkan
setengah dari bagian yang mengakuinya me-
nurut Hanafiyyah. Adapun menurut Malikiy-
yah, orang yang ingkar mendapat warisan pe-
nuh, sedangkan orang yang diaku mendapat-
kan sisa bagian dari orang yang mengaku se-
hingga warisan dibagi menjadi tiga bagian.

Jika jumlah harta peninggalan itu misal-
nya 12 dinar maka orang yang diaku mendapat
bagian 3 dinar menurut Hanafiyyah sebagai ba-
gian orang yang mengakuinya. Namun, menu-
rut Malikiyyah orang tersebut hanya mendapat
2 dinar, dan orang yang ingkar mendapat 6 di-
nar, sedang yang mengaku mendapat 4 dinar ka-
rena harta peninggalan dibagi menjadi tiga ba-
gian. Jika orang yang diaku saudara itu tidak ada
maka orang yang mengaku tetap mendapatkan
6. Namun jika ada maka bagiannya menjadi 4
dan sisanya, yaitu 2 dinar, diberikan kepada
orang yang diakuinya sebagai saudara.
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jika pengakuan nasab dari seseorang di-
anggap sah maka ia ikut mendapat bagian
harta warisan, meskipun yang lain ada yang
tidak memercayai, dan yang mengakui telah
meninggal, namun orang yang diaku tetap
mendapat warisan.

¢ Kebijakan Undang-Undang

Undang-Undang Syria menetapkan nasab
dengan pengakuan. Pasal 134/1 mensyaratkan
orang yang mengaku nasabnya tidak diketahui
dan juga secara realita membenarkan peng-
akuannya. Bunyi pasal itu sebagai berikut:

Pengakuan nasab sebagai anak meski da-
lam keadaan sekarat tetap diterima nasabnya
dari orang yang mengaku jika memang usia
keduanya memungkinkan untuk jadi anak dan
ayah.

Bagian kedua dari pasal tersebut menje-
laskan tentang pengakuan istri. Bunyinya ada-
lah jika yang mengaku itu seorang istri atau
wanita yang sedang dalam masa iddah maka
nasab anak tidak dapat ditentukan kecuali ada
pembuktian dan penjelasan dari suaminya.

Pasal 135 menentukan syarat pembenaran
dari orang lain dan syarat pembenaran realita.
Pengakuan seseorang yang mengaku ibu atau
ayat atas anak yang nasabnya tidak diketahui
bisa diterima jika memang anak tersebut per-
caya dan perbedaan usia keduanya memung-
kinkan untuk menjadi anak dan ayah atau ibu.

Pasal 136 menjelaskan tentang pengaku-
an nasab yang ditangguhkan pada orang lain:
Pengakuan nasab pada selain anak, ayah, dan
ibu tidak dapat diakui kecuali dengan pem-
benaran.

¢« Pembuktian dalam Penentuan Nasab
atas Orang Lain

Penentuan nasab atas orang lain, seperti
misalnya seseorang berkata, “Ini saudara kan-
dungku,” atau “Ini pamanku,” pengakuan ini
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terkadang membutuhkan pembuktian yang
menurut Abu Hanifah dan Muhammad dengan
pengakuan dua orang lelaki atau seorang lelaki
dan dua orang wanita sebagai saksi.

Imam Malik berpendapat bahwa penen-
tuan nasab atas orang lain tidak berlaku ke-
cuali dengan pengakuan dua orang, karena hal
itu berkaitan dengan nasab orang lain sehing-
ga perlu banyak orang sebagaimana dalam ke-
saksian.

Imam Syafi‘i, Ahmad, dan Abu Yusuf ber-
pendapat bahwa jika seluruh ahli waris telah
mengakui nasab orang yang diakui itu maka
nasabnya bisa ditetapkan, meski -ahli waris-
nya itu hanya satu orang, baik lelaki maupun
perempuan. Alasannya, karena nasab itu ada-
lah hak yang bisa ditetapkan dengan iqrar se-
hingga tidak perlu kesaksian banyak saksi se-
perti halnya utang. Dalam iqrar sendiri tidak
disyaratkan harus adil, karena itu tidak sah jika
dalam hal ini disamakan dengan kesaksian.

e Perbedaan antara Igrar Nasab dan

Adopsi

Igrar nasab bukanlah adopsi yang dikenal
selama ini, karena iqrar nasab bukanlah me-
numbuhkan atau membuat nasab baru, me-
lainkan cara untuk menentukan dan menjelas-
kan nasab seseorang. Adapun adopsi adalah
metode yang digunakan untuk menumbuh-
kan nasab. Adopsi bisa diakui dan ditentukan,
meskipun anak yang diadopsi itu mempunyai
nasab yang jelas. Adapun pengakuan terhadap
seorang anak yang dilakukan dengan caraiqrar
nasab itu tidak bisa dilakukan kecuali jika anak
tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.

c. Cara Ketiga: Bayyinah atau Pembuktian
Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya
berlaku bagi orang yang mengaku atau berik-
rar, namun juga bagi orang lain. Adapun peng-
akuan, sebagaimana telah kita ketahui hanya-
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lah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang
lain. Penentuan nasab dengan pembuktian le-
bih kuat daripada hanya dengan pengakuan,
karena pembuktian sampai saat ini adalah ala-
san yang paling kuat untuk menentukan dan
memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab
dengan igrar bisa jadi kurang kuat karena ma-
sih bisa dibatalkan dengan adanya pembukti-
an yang bertentangan dengan iqrar tersebut.

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan
penentu nasab adalah kesaksian dua orang le-
laki, atau seorang lelaki dan dua orang perem-
puan menurut Abu Hanifah dan Muhammad.
Akan tetapi, menurut Malikiyyah cukup de-
ngan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan
menurut Syafi‘iyyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf,
harus dengan kesaksian seluruh ahli waris.

Kesaksian bisa diterima, baik saksi melihat
langsung maupun hanya mendengarnya saja.
Jika seorang saksi melihat atau mendengar
langsung maka boleh baginya untuk bersaksi.
Namun jika tidak melihat atau mendengarnya
secara langsung, tidak boleh baginya untuk
bersaksi karena Rasulullah saw. pernah ber-
tanya kepada seorang saksi, “Apakah engkau
melihat matahari?” Saksi itu menjawab, “Ya.”
Lantas beliau bersabda, “Bersaksilah seperti ke-
saksianmu tadi, namun jika tidak mampu maka
tinggalkanlah."*

+ Kesaksian dari Mulut ke Mulut dalam
Penentuan Nasab

Tasaamu’ adalah tersebarnya kabar di ka-
langan masyarakat umum dari mulut ke mu-
lut. Para ulama empat madzhab telah sepakat
memperbolehkan penentuan nasab melalui
tasaamu’ sebagaimana dalam hukum nikah
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atau malam pernikahan, men-dukhul istri, ra-
dha’, kelahiran, dan kematian.?

Dalil yang mereka pakai adalah bahwa
perkara ini tidak dapat dimengerti kecuali
oleh orang-orang tertentu. Jadi jika kesaksian
menggunakan tasaamu’ tidak diperbolehkan
justru akan mendatangkan kesulitan dan bah-
kan dapat mengakibatkan rusaknya hukum-
hukum yang dibangun atas dasar itu, seperti
hukum waris dan haramnya nikah sesama
saudara.

Akan tetapi, para fugaha berbeda penda-
pat dalam menjelaskan arti tasaamu’ itu sen-
diri. Abu Hanifah berkata, “Tasaamu’ adalah
berita yang sudah mutawatir sehingga pen-
dengar yakin kebenaran berita tersebut.”

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat
lain. Menurut mereka, tasaamu’itu berita yang
sudah cukup disampaikan oleh dua orang lela-
ki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang
perempuan. Pendapat ini dianut oleh sebagian
fugaha, buktinya seorang hakim tetap me-
mutuskan perkara dengan adanya dua orang
saksi, meski keduanya tidak langsung me-
lihatnya atau mendengar sendiri. Cukuplah
bagi saksi untuk berkata, “Aku menjadi saksi
dalam perkara ini.” Akan tetapi, saksi tidak
boleh menggunakan redaksi, “Aku mendengar
perkara demikian.”

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
berita yang dibawa itu bukan yang bersifat
khusus atau terbatas, namun sudah tersebar
luas di kalangan masyarakat yang dapat diper-
caya. Mereka mensyaratkan bagi saksi untuk
berkata, “Kami mendengar perkara itu demi-
kian,” atau kalimat sejenisnya.

25 HR al-Baihaqi dan al-Hakim. Ia berkata, “Sanadnya shahih.” Akan tetapi, Imam adz-Dzahabi berkomentar, “Hadits ini lemah.”

(Subulus Salaam, Vol. 4, him. 130).

26 Al-Mabsuuth, Vol. 16, him. 111; al-Badaa’i’, Vol. 6, hlm. 266; ad-Dasuugi, Vol. 4, him. 198; Mughnil Muhtaaj, Vol. 4, hlm. 448; al-

Mughnii, Vol. 9, hlm. 161.
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B. TENTANG RADHA*

Pasal ini saya pilih untuk menjelaskan hu-
kum-hukum radha’ agar memudahkan para
pengkaji, karena di dalamnya saya menjelas-
kan mengenai hukum-hukum yang berkait-
an dengan radha’, di samping juga pasal ini
berkaitan dengan bab yang sedang dalam pem-
bahasan, yaitu hak-hak anak. Di dalamnya saya
juga menjelaskan dampak radha’ dalam ma-
salah haramnya menikahi kerabat yang timbul
dari radha’. Kemudian, saya juga menjelaskan
tentang batasan-batasan atau metode penen-
tuan hukum radha’. Jadi, pasal ini memuat tiga
pembahasan berikut.

Pertama, Hak anak kecil dalam radha’.

Kedua, Syarat radha’ yang mengharamkan
pernikahan.

Ketiga, Sesuatu yang digunakan untuk
menentukan hukum radha’.

Sebelum masuk pada pembahasan, perlu
diketahui bahwa rukun-rukun radha’ dalam
menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah
ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu,
dan anak yang disusui.

1. HAK ANAK KECIL DALAM MASALAH

RADHA’

Dalam pembahasan ini, terdapat empat
sub pembahasan, yaitu tentang wajibnya
menyusui bagi seorang ibu, upah menyusui,
mengutamakan ibu kandung daripada wani-
ta lain dalam menyusui, dan wanita yang
profesinya menyusui bayi orang lain dengan
mengambil upah, dan kadar banyaknya upah
yang diterima.

a. Apakah Seorang lbu Wajib Menyusui
Anaknya?

Para fuqgaha sepakat bahwa menyusui
anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu,
karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadap-
an Allah, baik wanita tersebut masih menjadi
istri ayah dari bayi maupun sudah dicerai dan
sudah selesai iddahnya. Para ulama berbeda
pendapat apakah hal itu mewajibkan qadha
atas si wanita atau tidak. Apakah seorang ha-
kim boleh memaksanya untuk menyusui atau
tidak.

Ulama Malikiyyah berpendapat wanita
tersebut wajib menqadha dan dipaksa untuk
menyusui, namun mayoritas ulama hanya me-
ngatakan bahwa gadha bagi wanita tersebut
hukumnya hanya mandub dan tidak boleh di-
paksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui
bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat,?
dan tanggungan menyusui dibebankan kepa-
da ayah bayi tersebut sendirian. Ia tidak punya
hak untuk memaksa sang ibu untuk menyusui
bayinya, baik wanita itu dari kalangan rendah
maupun kalangan elit, baik masih berstatus
istri maupun sudah dicerai. Dalam pembuka-
an yang panjang, Ibnu Rusyd al-Maliki ber-
pendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya
mustahab untuk menyusui bayinya.

Perbedaan pendapat dalam hal menyusui
itu bersumber dari cara memahami firman
Allah SWT yang artinya,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib-
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me-

27 Ahkaamul Qur’an li Ibni Arabi, Vol. 1, hlm. 204-206, Vol. 4, him. 1828; Ahkaamul Qur’an lil Jashshaash, Vol. 1, him. 403; ad-Durrul
Mukhtaar wa Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 929; Tafsiirul Qur'an li Ibni Katsiir, Vol. 1, him. 283; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 345;
al-Mughnii, Vol. 7, him. 627; al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 40; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 222; Bidayaatul Mujtahid, Vol. 2, him. 56;
asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2,hlm. 754; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 449,
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reka dengan cara yang patut. Seseorang tidak
dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan-
lah seorang ibu menderita karena anaknya dan
jangan pula seorang ayah (menderita) karena
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seper-
ti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
dengan persetujuan dan permusyawaratan
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas ke-
duanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak
kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu memberikan pembayaran dengan cara
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.” (al-Bagarah: 233)

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
seorang ibu wajib menyusui bayinya jika
memang statusnya masih sebagai istri atau
dalam masa iddah dari cerai raj‘i. Dan jika ia
menolak untuk menyusui tanpa adanya uzur
maka pihak pengadilan, dalam hal ini hakim,
berhak memaksanya untuk menyusui bayi-
nya, kecuali jika wanita tersebut berstatus so-
sial tinggi dan kaya maka tidak wajib baginya
untuk menyusui jika memang bayinya mene-
rima disusui oleh wanita lain.

Para ulama memahami bahwa ayat terse-
but di atas adalah perintah untuk setiap is-
tri atau lainnya untuk menyusui, dan itu hak
atasnya. Kemudian para ulama mengecualikan
wanita yang status sosialnya tinggi karena adat
dan kemaslahatan. Menyusui juga tidak wajib
bagi istri yang sudah dicerai ba’in karena Allah
SWT berfirman yang artinya,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma-
na kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di-
talak) itu sedang hamil, maka berikanlah ke-
pada mereka nafkahnya sampai mereka mela-
hirkan kandungannya, kemudian jika mereka
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menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah
imbalannya kepada mereka; dan musyawa-
rahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) de-
ngan baik; dan jika kamu menemui kesulitan,
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.” (ath-Thalaagq: 6)

Ayat ini menjelaskan tentang hukum istri
yang telah dicerai ba'in.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ar-
ti firman Allah SWT yang berbunyi,

R A, Y ,ﬁ‘ ~4
o.ﬂyﬁa_)_,n'i, N o505
‘.. Janganlah seorang ibu menderita ka-
rena anaknya dan jangan pula seorang ayah
(menderita) karena anaknya...” (al-Baqarah:
233)

adalah bahwa seorang ibu tidak menolak
untuk menyusui bayinya karena menyakiti
ayah si bayi, dan bagi seorang ayah tidak boleh
menahan atau melarang istrinya untuk me-
nyusui bayinya. Hal ini semuanya dalam cerai
karena penyebutan larangan untuk tidak me-
nyakiti ada dalam urusan cerai. Dan juga kare-
na memberi nafkah pada istri yang dicerai
raj'i hukumnya wajib untuk menjaga keluarga
selama masa iddah. Dan sang ibu tidak berhak
meminta nafkah lebih karena adanya si bayi.
Adapun cerai ba'in maka bagi sang ibu wajib
menerima upah menyusui berdasarkan ayat
di atas.

Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan
bahwa Rasulullah saw. bersabda,
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“Seorang istri berkata kepadamu, ‘Nafkahi
aku, kalau tidak ceraikan saja.’ Seorang budak
berkata kepadamu, ‘Berilah aku makan dan pe-
kerjakanlah aku.” Anakmu berkata kepadamu,
‘Nafkahi aku, kepada siapa engkau pasrahkan
aku?”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat
tersebut di atas anjuran yang bersifat sunnah
dan petunjuk dari Allah untuk kaum ibu agar
menyusukan anak-anak mereka, kecuali jika si
anak tidak mau menerima susuan selain ibu-
nya. Pendapat ini dalilnya dari firman Allah
SWT yang berbunyi, “..dan jika kamu menemui
kesulitan, maka perempuan lain boleh menyu-
sukan (anak itu) untuknya.” (ath-Thalaaq: 6)

Sunnahnya yang menyusui anak adalah
ibu kandung karena susunya lebih baik untuk
sianak, dan curahan kasih sayang ibu kandung
lebih banyak di samping juga memang sudah
menjadi hak seorang ibu untuk menyusui
anaknya, dan hak si anak untuk disusui oleh
ibunya. Dan dalam hak, seseorang tidak bo-
leh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada
alasan lain yang memang memaksanya.

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami
bahwa para ulama sepakat bahwa menyusui
anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu
dalam tiga hal berikut.

1. Si anak tidak menerima susuan orang
lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini
sang ibu wajib menyusui si anak demi
keselamatannya. Demikian juga bagi wa-
nita yang menyusui dengan imbalan, jika
memang si anak tidak menerima susuan
selain darinya.

2. Tidak menemukan wanita lain yang me-
nyusui anaknya selain dirinya sendiri.
Dalam hal ini juga wajib baginya untuk

menyusui anaknya demi keselamatan si
anak.
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3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai
harta untuk biaya sewa wanita yang mau
menyusui maka seorang ibu wajib me-
nyusui anaknya agar tidak meninggal du-
nia.

Ulama Syafi‘iyyah mewajibkan bagi se-
orang ibu untuk menyusui anaknya pada awal
kelahiran anak karena umumnya seorang bayi
tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan
susu tersebut tidak bisa digantikan dengan
yang lainnya.

*  Hukum Menyewa Wanita untuk
Menyusui Anak

Jika seorang ibu menolak menyusui
anaknya sendiri pada selain tiga kondisi di
atas maka seorang ayah wajib menyewa wani-
ta lain untuk menyusui anaknya. Dan ketika
menyusui, sang ibu harusberada di dekat wani-
ta tersebut karena meskipun ia sendiri tidak
menyusui, namun tetap berkewajiban men-
jaga anaknya.

Jika sang ayah tidak menyewa wanita un-
tuk menyusui anaknya maka sang ibu berhak
meminta pembayaran upah menyusui darinya
untuk menyewa wanita lain yang mau menyu-
sui anaknya.

Jika status keluarga masih resmi sebagai
suami istri, ataupun dalam masa iddah dari
cerai raj'i maka seorang ayah tidak boleh me-
nyewa wanita tukang menyusui meski meng-
gunakan harta anak yang disusui. Akan tetapi
jika sudah cerai ba'in maka boleh baginya
untuk menyewa wanita guna menyusui anak-
nya, menurut pendapat yang ashah dalam
madzhab Hanafiyyah. Alasannya karena se-
orang ayah, dalam status sebagai suami dan
pada masa iddah cerai raj‘i, masih berkewa-
jiban memberikan nafkah kepada istri, dan ti-
dak boleh terkumpul padanya dua kewajiban.
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Jika istri mengambil upah dari harta si
bayi maka berarti ia mengambil upah atas sua-
tu pekerjaan yang memang hukumnya wajib
baginya sebagai utang, yaitu menyusui. Ada-
pun setelah cerai ba'in maka istri tidak bo-
leh dipaksa untuk menyusui anaknya, dan ia
boleh mengambil upah jika ia ingin menyusui,
menurut pendapat shahih ulama Hanafiyyah.
Pendapat ini dianggap mu‘tamad sebagaimana
disebutkan oleh Ibnu Abidin, namun dalam
riwayat lain mengatakan bahwa penulis kitab
al-Hidayaah lebih merajihkan bahwa istri ke-
tika itu tetap tidak boleh mengambil upah
karena ia masih mendapatkan nafkah selama
masa iddah.

b. Keadaan yang Membuat Seorang Istri
Berhak Mendapatkan Upah Menyusui,
Permulaan dan Lamanya Hak tersebut

1) Keadaan yang Membuat Seorang Istri
Berhak Mendapatkan Upah Menyusui

Jika seorang istri dengan sendirinya me-
nyusui anaknya, atau dipaksa untuk menyusui
sebagai qadha, apakah ia berhak mendapat-
kan upah menyusui? Dalam kasus ini terdapat
perincian sebagai berikut:?®
a. Menurut Ulama Hanafiyyah, Syafi‘iyyah,

dan Hanabilah seorang istri tidak berhak
mendapatkan upah menyusui jika status-
nya masih sebagai istri atau dalam masa
iddah dari cerai raji. Alasannya, karena
dalam hal ini seorang suami masih wajib
memberikan nafkah kepada istrinya se-
hingga tidak ada nafkah lain, yaitu berupa
upah menyusui. Pendapat ini bertujuan
agar seorang suami tidak dibebani dua
kewajiban dalam satu waktu, yaitu beban
nafkah dan beban upah menyusui. Upah
menyusui tidak dibebankan kepada suami
karena nafkah yang diberikannya sudah
mencukupi.

Baglan 6: Ahwaal Syakhshiyyah

Ulama Malikiyyah setuju dengan pen-

dapat ini jika memang menyusui hukum-
nya wajib bagi sang istri, yaitu pada kon-
disi sulit. Akan tetapi jika menyusui tidak
wajib bagi seorang istri, seperti misalnya
punya kedudukan tinggi maka ia berhak
mendapatkan upah menyusui.
Para ulama sepakat bahwa seorang istri
berhak mendapatkan upah menyusui jika
memang sudah cerai dan habisnya masa
iddah, atau cerai karena wafat. Allah SWT
berfirman, “Tempatkanlah mereka (pa-
ra istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk me-
nyempitkan (hati) mereka. Dan jika me-
reka (istri-istri yang sudah ditalak) itu
sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya sampai mereka melahir-
kan kandungannya, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu maka beri-
kanlah imbalannya kepada mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (sega-
la sesuatu) dengan baik; dan jika kamu
menemui kesulitan, maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
(ath-Thalaagq: 6)

Ayat ini menjelaskan tentang wanita
yang sudah dicerai oleh suaminya. Setelah
cerai atau ditinggal mati suaminya, sang
istri tidak berhak mendapatkan nafkah
lagi.

Menurut pendapat yang ashah dari se-
bagian ulama Hanafiyyah, seorang istri
yang dicerai ba'in berhak mendapatkan
upah menyusui karena statusnya seperti
orang lain di mata suaminya. Demikian
juga menurut Malikiyyah karena Allah
SWT berfirman yang artinya, “...kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

28 Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 2, hlm. 929; Ahkaamul Qur'an li Ibni Arabi, Vol. 4, him. 1828; Ahkaamul Qur’'an lil
Jashshaash, Vol. 3, him. 463; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 345; Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, him. 56.
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maka berikanlah imbalannya kepada me-
reka..” (ath-Thalaaq: 6) Dalam ayat ini
Allah telah mewajibkan bagi suami untuk
memberikan upah menyusui pada istri
yang telah dicerai ba'in, sehingga jika ia
sedang hamil maka berhak mendapatkan
nafkah karena keduanya, yaitu nafkah dan
upah menyusui sama-sama wajib dengan
dalil yang Kkhusus dalam hal tersebut.
Dan wajibnya salah satu dari keduanya
tidak menghalangi kewajiban yang lain.
Pendapat ini telah ditetapkan menjadi
Undang-Undang Syria sebagaimana yang
nanti akan saya jelaskan.

Sebagian ulama Hanafiyyah menuturkan
bahwa pendapat yang difatwakan dalam hal
ini adalah tidak ada pembedaan antara iddah
raj'i dan iddah ba'in. Jadi, seorang istri dalam
dua kondisi tersebut tidak berhak mendapat-
kan upah menyusui karena masih berhak men-
dapatkan nafkah dari suaminya. Pendapat ini
dipakai dan dijalankan di Mesir.

Kesimpulannya: topik pembahasan hak
seorang istri mendapatkan upah menyusui
atau tidak, menurut ulama Malikiyyah bergan-
tung pada wajibnya menyusui atau tidak, se-
dangkan menurut Hanafiyyah bergantung pa-
da wajibnya nafkah atas istri atau tidak.

2) Lamanya Hak Mendapatkan Upah
Menyusui

Para ulama sepakat bahwa hak menda-
patkan upah menyusui lamanya hanyalah dua
tahun. Artinya, jika si bayi sudah genap me-
nyusu selama dua tahun maka wanita yang
menyusuinya tidak berhak lagi meminta upah
menyusui?® karena Allah SWT berfirman yang
artinya,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang

FIQIH ISLAM JILID 10

ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib-
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me-
reka dengan cara yang patut. Seseorang tidak
dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan-
lah seorang ibu menderita karena anaknya dan
jangan pula seorang ayah (menderita) karena
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seper-
ti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
dengan persetujuan dan permusyawaratan
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan
anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu memberikan pembayaran dengan
cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang
ayah wajib memberikan nafkah kepada anak
yang sedang menyusu selama dua tahun.

3) Permulaan Hak

Wanita yang berprofesi sebagai zhi'ran
atau menyusui anak orang lain, dan seorang
istri yang sudah diceraikan oleh suaminya ber-
hak mendapatkan upah menyusui mulai dari
tanggal atau hari akad perjanjian. Artinya, se-
belum dimulainya akad mereka tidak berhak
mendapatkan upah.

Adapun ibu menyusui yang statusnya ma-
sih sebagai istri atau dalam masa iddah dari
cerai raj'i maka berhak mendapatkan upah
menyusui secara mutlak tanpa ketentuan akad
upah, menurut madzhab Malikiyyah. Akan
tetapi menurut Hanafiyyah dalam pendapat
yang rajih, upah diberikan sejak mulai me-
nyusui. Sebagian ulama Hanafiyyah berpenda-
pat, sejak ia meminta upah. Upah tidak terpu-
tus meski sang ayah meninggal dunia, bahkan
menjadi utang bagi keluarganya karena upah
bukanlah nafkah, melainkan tanggungan yang

29 Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 931; Ahkaamul Qur’an lil Jashshaash, Vol. 1, him. 404.
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berhak dikeluarkan dari harta tinggalan. Jika
upah itu disamakan dengan nafkah wajib ma-
ka upah itu terputus dengan wafatnya sang
ayah, sebagaimana terputusnya nafkah istri
dan kerabat dekat dengan wafatnya sang sua-
mi meskipun setelah keputusan, selama tidak
mengambil utang dengan perintah hakim.*
Jika si bayi sudah tidak memiliki ayah maka
kerabat dekat ayah berkewajiban membayar
upah atau memberi nafkah kepadanya.

c. Pengutamaan antara lbu Kandung dan

Wanita Lain dalam Menyusui Bayi

Para ulama sepakat bahwa ibu kandung
lebih diutamakan dalam hal menyusui bayi-
nya jika memang tidak meminta upah menyu-
sui, atau tidak meminta lebih dari upah yang
diterima wanita lain meski di bawah upah
standar. Atau, tidak ada wanita yang menyu-
sui kecuali dengan upah. Hal tersebut dilaku-
kan karena menjaga kemaslahatan si bayi,
dan tentu saja ibu kandung memberikan kasih
sayang lebih kepada anaknya sendiri daripada
wanita lain.

Di samping itu, seorang ibu yang tidak
mau menyusui anak kandungnya dapat mem-
bahayakan dirinya sendiri, dan itu tidak di-
perbolehkan karena Allah SWT berfirman
yang artinya, “Janganlah seorang ibu mende-
rita kesengsaraan karena anaknya.” (al-Baqa-
rah: 233) Allah SWT berfirman, “Para ibu
hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin me-
nyempurnakan penyusuan.” (al-Baqarah: 233)
Ayat di atas menunjukkan bahwa ibu kandung
lebih berhak untuk menyusui anaknya dalam
waktu dua tahun.*

Jika terdapat wanita lain yang mau me-
nyusui, dan sang ibu meminta upah menyusui,

30 Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 931.
3L Ahkaamul Qur'an lil-Jashshaash, Vol. 1, him. 404,
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atau wanita lain menyusui dengan upah lebih
kecil daripada upah yang diminta oleh sang
ibu maka menurut Malikiyyah dan Hanabilah
yang lebih berhak menyusui adalah ibu kan-
dung dengan upah standar. Dalilnya ayat di
atas yang berbunyi, “Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya.” (al-
Bagarah: 233) dan juga ayat yang berbunyi,
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak-
nya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan.” (al-Baga-
rah: 233) Alasan lain karena ibu kandung
lebih lembut dan penuh kasih sayang dalam
memperlakukan anaknya sendiri daripada
wanita lain, dan air susunya juga mengalir le-
bih deras daripada air susu wanita lain.

Menurut pendapat Hanafiyyah dan Sya-
fi‘iyyah, jika kasusnya seperti di atas—ibu kan-
dung meminta upah menyusui lebih banyak
daripada wanita lain— maka wanita lain lebih
didahulukan dalam hal menyusui daripada
ibu kandung menurut pendapat yang azhhar?**
baik ekonomi sang ayah dalam keadaan lapang
maupun sempit. Pendapat ini diambil agar
tidak memberatkan sang ayah karena Allah
SWT berfirman, “.. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya...” (al-Baqa-
rah: 233) dan firman Allah SWT yang arti-
nya, “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran me-
nurut yang patut.” (al-Baqarah: 233)

Dalam kasus seperti di atas maka ibu
kandung dipersilakan untuk memilih, hendak
menyusui anak kandungnya tanpa upah atau
dengan upah standar, atau menyerahkan anak
kandungnya untuk disusui oleh wanita lain
dengan upah standar.

32 Ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 930; Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 345; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 450;

al-Mughnii, Vol. 7, him. 627.
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Jika ibu kandung memilih menyerahkan
anaknya disusui oleh wanita lain maka hak-
nya hanyalah memelihara si bayi, baik dengan
selalu bersama si bayi ketika disusui wanita
lain, atau bayinya dibawa untuk disusui lantas
dikembalikan lagi kepada ibunya.

d. Orang yang Berkewajiban Membayar
Upah Menyusui dan Banyaknya Upah
yang Dibayarkan
Seorang ayah wajib membayar upah me-

nyusui anaknya karena dialah yang berkewa-

jiban memberikan nafkah kepada anak, dan
upah menyusui dibebankan kepada orang yang
menanggung beban nafkah. Allah SWT berfir-
man yang artinya, “Para ibu hendaklah menyu-
sukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyu-
suan. dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara ma‘ruf.”

(al-Bagarah: 233) dan firman Allah SWT

yang artinya, “Kemudian jika mereka menyusu-

kan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah

kepada mereka upahnya.” (ath-Thalaaq: 6)
Seorang ayah berkewajiban memberikan

lima macam nafkah kepada bayinya, yaitu
upah menyusui, upah hadhanah atau peme-
liharaan, nafkah keseharian—berupa sabun,
minyak, selimut, dan lain-lain—,upah tempat
hadhanah yang dipilih oleh sang ibu, dan upah
baby sitter jika memang dibutuhkan.

Seorang ayah tetap wajib memberikan
nafkah kepada bayinya meski berbeda agama,
sebagaimana kewajibannya memberikan naf-
kah kepada istrinya meski berbeda agama.
Dalilnya ayat di atas, dan keterangannya nanti
akan saya jelaskan.

Akan tetapi, kewajiban ayah memberikan
nafkah itu jika si bayi tidak memiliki harta.
Namun jika ia memiliki harta maka nafkah se-
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seorang itu diambil dari hartanya sendiri, baik
masih kecil maupun sudah besar.®? Jika kondisi
ekonomi ayah sedang sulit atau miskin, dan
si anak tidak memiliki harta maka sang ibu
dipaksa untuk menyusui anaknya menurut
pendapat Hanafiyyah. Dan upah menyusuinya
menjadi tanggungan ayah sebagai utang yang
dibayar ketika kondisi ekonominya sudah
membaik. Akan tetapi menurut Malikiyyah,
seorang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya
tanpa berhak meminta upah pada suaminya
ketika kondisi ekonominya sudah membaik.

*  Kewajiban yang Menyusui

Orang yang menyusui hanya berkewajib-
an menyusui bayi dan mengurusi kebutuhan
umum, seperti memilih makanan bayi, men-
jaga, memandikan, dan mencuci bajunya. Jika
si bayi disusui dengan susu kambing maka
wanita yang bertugas menyusui tidak berhak
mendapatkan upah karena ia tidak melaku-
kan pekerjaan wajibnya, yaitu menyusui. Dan
perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian
sewa, bukan perjanjian untuk menyusui.?*

e Jumiah atau Banyaknya Upah yang
Dibayarkan

Upah yang berhak diterima oleh ibu me-
nyusui adalah upah standar, yaitu upah yang
diterima oleh wanita lain jika menyusui. Ada-
pun untuk nominalnya diserahkan Kkepada
keputusan hakim. Jika sang ibu meminta upah
lebih banyak dari standar upah maka tidak
perlu dipenubhi.

e Undang-Undang Syria dalam Hal Upah
Menyusui

Undang-Undang Syria Pasal 152 ayat
1 menegaskan wajibnya memberikan upah
menyusui hanya pada usia menyusu, bukan
setelah fitham atau disapih:

33 Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 346; Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 931.

34 Tabyiinul Haqaa'iq, Vol. 5, him. 129; al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 41.
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1. Upah menyusui anak, baik menggunakan
susu alami maupun dengan susu kaleng
dibebankan pada orang yang berkewajib-
an memberikan nafkah. Upah tersebut di-
anggap sebagai pengganti makanan.

Ayat kedua dari pasal ini menjelaskan
tentang tidak berhaknya seorang ibu me-
minta upah menyusui.

2. Seorang ibu tidak berhak meminta upah
menyusui anaknya jika statusnya masih
sebagai istri, atau dalam masa iddah cerai
raji.

Artinya, ibu tersebut berhak mendapat-
kan upah menyusui jika sudah cerai dan se-
lesai masa iddahnya, dan juga jika sudah di-
cerai ba'in, serta cerai karena wafat.

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 153 meng-
ambil pendapat madzhab Hanafiyyah, tetapi
hanya dalam kondisi ekonomi ayah sedang
lemah, yaitu dengan mendahulukan atau me-
milih wanita lain untuk menyusui anaknya
daripada ibu kandung, karena pendapat ini
lebih masuk akal. Pasal tersebut berbunyi,
“Wanita lain lebih berhak menyusui si bayi
jika ibu kandung meminta upah menyusui, se-
dangkan ekonomi ayah sedang susah, namun
menyusuinya tetap di rumah ibu kandung.”

Akan tetapi dalam masalah hadhanah,
ibu kandung tetap didahulukan jika memang
ekonomi sang ayah sedang lapang, meskipun
ia meminta upah lebih banyak. Sebab, yang

membedakan antara hadhanah dan radha’

adalah karena radha’ lebih bersifat materi
yang berkaitan dengan makanan dan pertum-
buhan tubuh, sedangkan hadhanah lebih
membutuhkan kasih sayang dan kelembutan.
Karena itu, dalam hal hadhanah ibu kandung
lebih diutamakan daripada wanita lain.
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2. SYARAT RADHA‘YANG MENYEBABKAN
HARAMNYA NIKAH MENURUT PARA
ULAMA
Para ulama menentukan syarat radha

yang menyebabkan haramnya nikah sebagai

berikut:3*

a. Susu yang diminum berasal dari seorang
wanita baik masih perawan maupun su-
dah berkeluarga, atau janda. Jika yang
diminumkan itu selain susu, seperti mi-
salnya minum air kuning, darah, atau air
muntahan maka tidak haram menikahi,
sama halnya jika susu yang diminum
itu dari seorang lelaki, banci, atau dari
binatang ternak. Jika ada dua orang bayi
lelaki dan perempuan meminum susu
kambing maka keduanya tidak menjadi
saudara meskipun satu susuan karena
susu yang diminum bukan dari seorang
wanita. Dan keduanya halal untuk meni-
kah karena tidak terhitung saudara, se-
dangkan persaudaraan itu cabang dari ke-
ibuan. Jika tidak ada pangkal maka tidak
ada cabang.

‘

Ulama Syafi‘iyyah mensyaratkan wa-
nita yang menyusui itu masih hidup,
atau sudah cukup umur atau baligh, yai-
tu mencapai usia sekitar tujuh tahun
hitungan Hijriyah. Artinya, nikah tidak
menjadi haram dengan meminum susu
wanita yang sudah meninggal dunia atau
susu perempuan yang belum cukup umur.
Akan tetapi jika seorang wanita dewasa
memeras air susunya sendiri sebelum
meninggal dunia, lantas susu itu dimi-
numkan kepada si bayi setelah wanita
tersebut meninggal dunia maka menurut
pendapat yang ashah hukum nikahnya
tetap haram karena keluarnya air susu

35 Al-Badaa'i’,Vol. 4, him. 4-13; al-Qawaa‘id al-Fighiyyah, hlm. 206; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 414-419; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5,
hlm. 515; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 719-721; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 537-547; Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 34-39.



Baglan 6: Ahwaal Syakhshiyyah FIQIH ISLAM JILID 10

//Tf?\\;;?\

tersebut ketika si wanita dalam keadaan
hidup.

Akan tetapi, mayoritas ulama tidak

mensyaratkan syarat tersebut. Artinya,
meskipun air susu wanita yang sudah me-
ninggal dan air susu dari anak kecil yang
belum mampu melakukan sanggama. Na-
mun jika sudah keluar air susunya, tetap
saja hukumnya haram untuk dinikahi jika
air susunya diminum. Alasannya, karena
air susu itu menumbuhkan daging dan air
susu itu tidak mati.
Sampainya air susu ke perut si bayi, baik
dengan cara mengisap dari punting susu
maupun dengan cara diminumkan dengan
gelas atau sejenisnya. Hal ini merupakan
syarat menurut ulama Hanafiyyah. Jika
air susu tidak sampai masuk ke perut si
bayi, meski ia mengulum puting maka hal
itu tidak menjadikan haram nikah karena
ada keraguan dalam sebab yang mewajib-
kan pengharaman, yaitu terjadinya radha’,
sedangkan hukum sendiri tidak bisa di-
tetapkan dengan keraguan.

Akan tetapi, ulama Malikiyyah meng-
anggap ‘cukup dengan syarat sampainya
air susu ke perut bayi, baik secara yakin
maupun masih ragu jika memang posisi-
nya menetek. Jadi, hukumnya tetap ha-
ram nikah meskipun masih ada keraguan.
Namun menurut pendapat yang masyhur,
hukum nikah tidak haram jika air susu
hanya sampai di kerongkongan bayi dan
tidak masuk ke perut. Ulama Syafi‘iyyah
dan Hanabilah sendiri dalam hal ini men-
syaratkan lima kali isapan secara terpi-
sah-pisah. Penentuan lima isapan ini di-
kembalikan pada hukum adat atau kebia-
saan, dan mereka tidak mensyaratkan air

susu itu harus mengenyangkan, asalkan
sudah sampai ke perut bayi.

C.

Syarat lain adalah air susu boleh masuk
melalui mulut dan hidung. Para ulama
sepakat bahwa pengharaman nikah kare-
na radha’ bisa tercapai dengan mengalir-
nya air susu melalui mulut, dan bisa juga
dengan mengalirnya air susu melalui hi-
dung hingga sampai ke otak. Otak juga
termasuk bagian dalam seperti perut.
Akan tetapi, tidak disyaratkan memberi
makan dengan sesuatu yang sampai dari
bagian lubang yang tinggi, namun sam-
painya makanan ke dalam perut cukup
menjadikan haramnya nikah.

Menurut Hanafiyyah, Syafi‘iyyah dalam
pendapat azhhar, dan Hanabilah dalam
nash Imam Ahmad, pengharaman nikah
tidak berlaku jika masuknya air susu de-
ngan cara suntikan atau penetesan air
susu ke mata, hidung, atau luka di tubuh
karena hal itu tidak termasuk radha‘ dan
juga tidak disebut menyuplai makanan
sehingga dalam hal ini tidak boleh dite-
tapkan sebagai hukum radha“.

Ulama Malikiyyah berpendapat boleh-
nya menetapkan hukum radha’ dengan
suntikan air susu sebagai suplai makanan,
bukan sekadar masuknya air susu ke da-
lam perut melalui suntikan. Jadi, berbeda
antara sesuatu yang masuk melalui sa-
luran atas dan tidak disyaratkan menjadi
suplai makanan, dan sesuatu yang masuk
melalui saluran bawah atau sejenisnya dan
disyaratkan menjadi suplai makanan.
Syarat berikutnya adalah air susu yang
diminum tidak bercampur dengan apa
pun. Syarat ini menurut Hanafiyyah dan
Malikiyyah. Jika air susu bercampur de-
ngan cairan lain, jika air susu yang domi-
nan maka haram dinikahi. Namun jika
yang dominan campurannya sehingga ra-
sanya berubah maka menurut Malikiyyah
tidak haram nikah. Karena pengambilan
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hukumnya dari yang dominan, dan juga
percampuran itu menghilangkan nama,
esensi, dan maksud dari air susu sendiri,
yaitu suplai makanan maka nikah tidak
haram hukumnya. Menurut Malikiyyah
tidak ada bedanya air susu dicampur
dengan benda cair lain atau pun dicampur
dengan makanan, yang jadi patokan ada-
lah dominan dan tidaknya campuran ter-
sebut.

Ulama Syafi‘iyyah dalam pendapat
yang azhhar dan ulama Hanabilah dalam
pendapat yang rajih menganggap air su-
su yang bercampur dengan yang lain hu-
kumnya sama dengan air susu murni yang
tidak bercampur dengan apa pun, baik
bercampur dengan makanan maupun mi-
numan dan lainnya, asalkan air susu tetap
masuk ke dalam perut.

Imam Abu Hanifah sendiri dalam hal
ini berbeda dengan Muhammad dan Abu
Yusuf. Ia berpendapat bahwa air susu
yang bercampur dengan makanan tidak
menjadikan hukum radha‘ yang meng-
haramkan pernikahan, baik air susu yang
dominan maupun makanannya. Alasannya
karena makanan, meskipun dalam jumlah
sedikit namun dapat mengubah kekuatan
pengaruh susu hingga menjadi lemah
dan tidak cukup untuk suplai makanan
bayi. Dalam hal ini, air susu secara bentuk
dominan, namun kandungannya lemah.

Jika air susu seorang wanita bercam-
pur dengan air susu wanita lain maka me-
nurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dime-
nangkan yang dominan atau lebih banyak.
Jika keduanya sama-sama dominan maka
kedua wanita itu haram dinikahi karena
termasuk ibu radha’.

36
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Ulama Malikiyyah, Imam Muhammad,

dan Imam Zafar berpendapat bahwa ke-
dua wanita tersebut haram dinikahi se-
bab radha’, baik kadar kedua susu mereka
sama maupun dominan salah satu dari
keduanya. Menurut saya, pendapat ini
yang rajih karena kedua susu dari satu
jenis dan tidak ada yang dominan dari
satu jenis yang sama.
Syarat lain adalah meneteknya waktu ke-
cil menurut kesepakatan ulama empat
madzhab. Jika yang menetek sudah besar
maka tidak termasuk dalam hukum ra-
dha’. Batasannya hingga usia dua tahun.

Imam Dawud azh-Zhahiri berpenda-
pat bahwa radha’ kabir (menyusui orang
dewasa) juga termasuk dalam hukum
radha’. Artinya, menjadikan wanita yang
menyusuinya haram untuk dinikahi. Say-
yidah Aisyah sendiri mengharamkan ni-
kah karena radha‘ kabir karena hadits
yang menceritakan bahwa Sahlah binti
Suhail berkata, “Ya Rasulullah, kami me-
mandang Salim masih kecil dan ia bersa-
ma kami beserta Abu Hudzaifah dalam
satu rumah. Ia melihatku dalam pakaian
rumah, sedangkan Allah SWT telah menu-
runkan perintah mengenai masalah ini.
Bagaimana baiknya?” Rasulullah saw ber-
sabda, “Susuilah dia agar bisa masuk ke
rumahmu menjadi bagian keluarga kali-
an.”*¢ Kemudian Sahlah menyusuinya lima
tegukan sehingga Salim resmi menjadi
anaknya. Berdasarkan hadits ini maka
Aisyah menyuruh putri-putri saudari dan
saudaranya untuk menyusui dengan lima
kali susuan pada anak yang ingin dilihat
Aisyah dan masuk ke rumahnya, meski-
pun anak tersebut sudah besar.?’

HR Ahmad dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 313).
Suatu riwayat menyebutkan bahwa hadits ini rukhshah atau keringanan untuk Sahlah. Adapun perintah Aisyah untuk menyusui
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Dalil mayoritas ulama yang berpen-
dapat bahwa hukum radha‘hanya berlaku
bagi bayi adalah sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT yang arti-
nya, “Para ibu hendaklah menyusukan
anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pe-
nyusuan.” (al-Baqarah: 233) Dalam ayat
ini Allah menjelaskan bahwa sempurna-
nya masa menyusui adalah dua tahun.
Dari ayat ini bisa dipahami bahwa hukum
setelah dua tahun adalah sebaliknya. Da-
lam ayat lain Allah SWT berfirman yang
artinya, “..dan menyapihnya dalam dua
tahun! (Luqman: 14) Dua ayat tersebut
menunjukkan bahwa lamanya menyusui
menurut syara‘ adalah dua tahun.

Kedua, hadits Nabi saw. yang berbunyi,

AP SO LY FLe) Y
“Tidak termasuk hukum radha’kecuali
menyusui anak di bawah usia dua tahun.”®

Dan juga hadits yang berbunyi,

“Hukum radha’ tidak mengharamkan
pernikahan kecuali sesuatuyang memasuki
usus bayi dari puting susu, dan itu terjadi
sebelum disapih.”®
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Dalil lain yang menguatkan adalah ha-
dits Nabi saw. yang berbunyi,

Pt A (3 V) Jlab 4 g Lo) Y
“Tidak ada hukum radha’ setelah disa-
pih, dan tidak ada yatim setelah dewasa.”

Imam Syafi'i berkomentar mengenai
hadits Sahlah, “Hadits tersebut keringanan
khusus untuk Salim.” Pendapat ini diamini
oleh ulama Hanabilah dan ulama lainnya
setelah melalui proses penggabungan da-
lil-dalil yang ada.

Sayyidah Aisyah pernah berkata, “Sua-
tu ketika Rasulullah saw. datang kepada-
ku saat ada seorang lelaki bersamaku.
Lantas beliau bertanya, ‘Siapa orang ini?
Aku menjawab, ‘Saudara radha“ku. Be-
liau bersabda, ‘Aisyah! Telitilah siapa saja
saudara radha'mu karena radha’ itu dari
kelaparan.”** Dari Ibnu Mas‘ud ia meri-
wayatkan, “Tidak ada radha’ kecuali dari
sesuatu yang menumbuhkan tulang dan
daging."**

Ulama Syafi‘iyyah, Hanabilah, Abu Yu-
suf, dan Imam Muhammad dalam penda-
pat mereka berpegang pada zhahir hadits-
hadits di atas, sehingga mereka mensya-
ratkan radha’ harus ada dalam dua tahun
pertama dengan hitungan Hijriyah, meski
setelah sapih. Karena haditsnya berbunyi,
“Radha’ itu dari kelaparan.” Maksudnya,
radha’ yang ada dalam usia kelaparan, se-
perti bayi yang termasuk usia radha’. Jika

anak-anak saudaranya itu tidak sesuai dengan watak dan kedudukannya yang tinggi dalam agama, yang enggan melakukan helah,
atau memeras air susu dari putingnya sendiri untuk diberikan kepada orang lain.

HR ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 315).

HR at-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Hadits ini dianggap shahih oleh Imam at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 315).
HR Abu Dawud ath-Thayalisi dalam Musnad-nya dari Jabir (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 315).
HR Jama‘ah kecuali at-Tirmidzi, dari riwayat Aisyah (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 316).

Nailul Authaar, Vol. 6, hlm 316; Subulus Salaam, Vol. 3, him. 214.
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seorang bayi menyusu setelah dua tahun
lewat sedikit maka tidak termasuk hukum
yang mengharamkan nikah meskipun se-
telah sapih, karena tidak dalam masa dua
tahun pertama. Jika seorang anak menyu-
su masih dalam hitungan usia dua tahun
pertama, meski setelah disapih maka te-
tap termasuk dalam hukum radha’. Batas
akhir hitungan dua tahun usia adalah dari
sempurnanya sapihan si bayi, dan jika ia
menyusu sebelum sempurnanya hitungan
maka tidak apa-apa. Pendapat ini adalah
pendapat yang rajih karena kuatnya dalil-
dalil yang digunakan.

Imam Malik menambahkan dua bulan
setelah hitungan dua tahun, karena se-
orang bayi terkadang membutuhkan ma-
sa ini untuk menyesuaikan pergantian
makanan. Akan tetapi, jika si bayi sudah
disapih dan sudah mampu untuk tidak
menyusu lebih dari dua hari, lantas ada
seorang wanita lain menyusuinya maka
tidak termasuk radha’ yang mengharam-
kan nikah karena hadits yang berbunyi,
“Radha’ itu dari kelaparan” menunjukkan
bahwa bayi tersebut belum disapih, dan
juga karena sapihan dalam pertengahan
masa dua tahun pertama tidak termasuk
radha’ dari kelaparan.

Imam Abu Hanifah juga menambah-
kan setengah tahun setelah hitungan dua
tahun sehingga hitungan masa menyusui
menurutnya adalah tiga puluh bulan. Hal
itu disebabkan oleh kebutuhan bayi akan
penambahan masa guna menyesuaikan
perubahan makanan secara bertahap.
Akan tetapi jika sudah mampu disapih dan
tidak membutuhkan ASI lagi maka hal itu
bukanlah termasuk radha‘, karena tidak
ada radha’ setelah disapih. Jika seorang
bayi sudah disapih dan makan makanan
biasa, namun tetap tidak mampu lepas
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dari ASI lantas kembali lagi menyusu se-
perti semula dan waktunya masih dalam
hitungan tiga puluh bulan, hal ini terma-
suk radha’ yang mengharamkan nikah.
Kaitannya dengan hadits yang berbunyi,
“Tidak ada radha’setelah disapih,” maksud
disapih adalah sesuai pengertian secara
umum dan dikenal di masyarakat. Kedua
Imam, yaitu Imam Malik dan Imam Abu
Hanifah dalam perkara ini penetapan hu-
kumnya menggunakan firman Allah SWT
yang artinya,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui
anak-anaknya selama dua tahun penuh, ba-
gi yang ingin menyusui secara sempurna.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah
dan pakaian mereka dengan cara yang pa-
tut. Seseorang tidak dibebani lebih dari ke-
sanggupannya. Janganlah seorang ibu men-
derita karena anaknya dan jangan pula
seorang ayah (menderita) karena anak-
nya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti
itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan persetujuan
dan permusyawaratan antara keduanya,
maka tidak ada dosa atas keduanya....” (al-
Bagarah: 233)

Akhir ayat ini menunjukkan bahwa
kedua orang tua boleh memilih untuk me-
nyapih anak mereka sampai batas waktu
dua tahun, sedangkan pembatasan dua
tahun pada awal ayat hanyalah sebagai
penjelasan waktu yang boleh digunakan
oleh seorang ibu yang telah dicerai untuk
mengambil upah menyusui.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa
penyapihan yang membutuhkan musya-
warah dan saling ridha antara kedua orang
tua adalah penyapihan yang dilakukan
sebelum genap dua tahun. Jika si bayi tetap
menyusu setelah lewat dua tahun karena
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fisiknya lemah maka tidak apa-apa kare-
na memang membutuhkan, namun hal itu
tidak menjadikan hukum haram nikah
dan bolehnya mengambil upah menyusui
bagi ibu yang sudah dicerai.

Radha’ yang dilakukan itu lebih dari lima
kali susuan yang berbeda-beda. Syarat
ini ditetapkan oleh ulama Syafi‘iyyah dan
Hanabilah. Hukum yang berlaku dalam
menentukan bilangan radha‘ adalah hu-
kum adat dan kebiasaan. Artinya, jika se-
telah menetek, si bayi lantas berpaling
dan melepas puting maka sudah diang-
gap menetek sekali sesuai dengan hukum
adat. Jika si bayi itu berhenti menetek
karena bernapas atau istirahat, bosan,
atau berpindah dari puting kanan ke
puting kiri, atau berpindah dari puting
satu wanita ke wanita lain, atau tertidur
sebentar, atau menganggap rendah susu
yang dikumpulkan di mulutnya lantas
kembali lagi menetek maka hal ini tetap
dianggap sekali susuan. Jika si bayi me-
netek tidak lebih dari lima susuan maka
tidak termasuk hukum radha’yang meng-
haramkan pernikahan. Jika seseorang
bimbang akan bilangan susuan maka yang
harus diambil adalah keputusan yang
yakin, karena hukum asalnya adalah tidak
ada radha’ yang mengharamkan. Akan te-
tapi, jika bimbang dan ragu maka lebih
baik ditinggalkan karena hal itu termasuk
syubhat. Pendapat ini diperkuat dengan
tiga dalil sebagai berikut.

Pertama, hadits riwayat Muslim dari
Aisyah ra, ia berkata, “Di antara ayat-
ayat yang diturunkan oleh Allah SWT
terdapat ayat yang menyatakan sepuluh
susuan yang dapat mengharamkan. Na-
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mun, kemudian ayat tersebut dihapus
dengan ayat yang menyatakan lima susu-
an. Kemudian setelah Rasulullah saw.
wafat, ayat tersebut masih ada yang mem-
bacanya dan dianggap termasuk ayat Al-
Qur'an** karena belum tahu bahwa ayat
tersebut juga sudah dihapus. Ada juga
yang mengatakan bahwa ayat tersebut
hukumnya masih rancu.”

Kedua, alasan pengharaman nikah ka-
rena radha‘ adalah samarnya bagian ASI
yang menumbuhkan daging dan menam-
bah tulang. Hal ini tidak bisa terealisasi-
kan kecuali jika si bayi menetek minimal
sehari, yaitu hitungan lima kali menetek
secara terpisah-pisah.

Ketiga, hadits yang berbunyi, “Sekali
atau dua kali isapan air susu tidak terma-
suk hukum radha‘ yang mengharamkan
pernikahan” Riwayat lain berbunyi, “Se-
kali atau dua kali isapan air susu tidak ter-
masuk hukum radha’yang mengharamkan
pernikahan, tidak juga sekali atau dua kali
susuan.’*

Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah ber-
pendapat bahwa radha’ yang mengharamkan
itu berlaku dalam sedikit dan banyak, meski-
pun hanya sekali isapan. Dalil-dalil yang me-
nguatkan pendapat mereka sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT yang artinya,

- “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-
ibumu, anak-anakmu yang perempuan, sau-
dara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara ayahmu yang perempuan, saudara-
saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang
laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-

Hadits pertama diriwayatkan oleh Muslim, sedang hadits kedua diriwayatkan oleh [bnu Hibban dalam kitab Shahih-nya (Nashbur

Raayah, Vol. 3, him. 317; Subulus Salaam, Vol. 3, hlm. 213).
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saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang
menyusui kamu, saudara-saudara perempuan-
mu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-
anak perempuan dari istrimu (anak tiri)
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum
campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (meni-
kahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri
anak kandungmu (menantu), dan (diharam-
kan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau. Sungguh,
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
(an-Nisaa: 23)

Ayat ini menjelaskan haramnya menika-
hi ibu-ibu yang menyusui kamu tanpa menye-
butkan batasan susuan, baik itu sedikit mau-
pun banyak. Oleh karena itu, ayat ini diamal-
kan sebagaimana adanya sesuai apa yang ter-
tulis di dalam ayat.

Kedua, hadits yang berbunyi, “Yang diha-
ramkan dari radha’ sama seperti yang diha-
ramkan dari nasab.”*> Hadits ini menjelaskan
bahwa sesuatu yang diharamkan itu disebab-
kan oleh radha’. Hadits ini juga dikuatkan de-
ngan atsar dari para Sahabat Nabi saw.. Diri-
wayatkan dari Imam Ali, Ibnu Mas‘ud, dan Ib-
nu Abbas bahwa mereka berkata, “Radha’baik
sedikit maupun banyak sama saja hukumnya.”

Ketiga, radha’ itu suatu perbuatan yang
berkaitan dengan pengharaman. Jadi, baik se-
dikit maupun banyak hukumnya tetap sama
karena Allah membebankan hukum itu sesuai
dengan kenyataan, jauh dari syarat harus ba-
nyak dan berulang kali. Dan pada kenyataan-
nya, bagian bayi yang menetek itu berasal dari
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wanita yang menyusuinya, baik sedikit mau-
pun banyak.

Pendapat ini dianut oleh penduduk Mesir
dan Libya, sedangkan penduduk Syria meng-
anut pendapat yang pertama, yaitu pendapat
yang rajih karena di dalamnya terdapat ke-
mudahan bagi masyarakat.

3. SESUATU YANG MENETAPKAN HUKUM
RADHA’
Radha’ bisa dinyatakan dengan dua per-
kara, yaitu pengakuan dan pembuktian.*¢

a. Pengakuan

1. Maksud pengakuan di sini menurut ulama
Hanafiyyah adalah pengakuan seorang le-
laki dan perempuan secara bersama-sama,
atau pengakuan salah satu dari keduanya
akan adanya radha‘ yang mengharamkan
antar keduanya.

Jika seorang lelaki dan perempuan
mengaku adanya hubungan saudara ra-
dha’ antara keduanya sebelum pernikah-
an maka keduanya tidak boleh melang-
sungkan pernikahan. Dan jika memaksa-
kan diri untuk menikah maka akad ni-
kahnya batal dan pihak perempuan tidak
wajib menerima mahar.

Akan tetapi jika pengakuan tersebut
dinyatakan setelah pernikahan maka ke-
duanya wajib bercerai, dan jika tidak mau
bercerai secara sukarela maka pihak peng-
adilan berhak menceraikan keduanya se-
cara paksa, karena akad pernikahan yang
sudah dilangsungkan itu jelas batal. Pihak
wanita wajib mendapatkan sedikit dari
bagian mahar yang telah disebutkan.

HR Bukhari Muslim dari hadits Ibnu Abbas dan Aisyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap shahih oleh

Imam at-Tirmidzi, dari hadits Imam Ali dengan redaksi, “Allah mengharamkan dari radha’ apa-apa yang diharamkan dari nasab.”
(Nashbur Raayah, Vol. 3, hlm. 218; Nailul Authaar, Vol. 6, him. 217-218).
% Al-Badaa’i’,Vol. 4, hlm. 14; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 207; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3,hlm. 423-425; al-Mughnii, Vol. 7, him. 558-

562; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 725-727.
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Jika pengakuan hanya dari pihak lelaki
saja, seperti misalnya ia berkata, “Perem-
puan ini saudara, ibu, atau putri saya dari
radha’’ Jika pengakuan ini diucapkan se-
belum pernikahan maka ia tidak boleh
menikahi perempuan tersebut. Akan te-
tapi jika diucapkan setelah pernikahan
maka ia wajib menceraikan perempuan
itu. Dan jika tidak mau menceraikannya
dengan sukarela maka pihak pengadilan
berhak menceraikannya dengan paksa.
Kemudian, perempuan yang dicerai tadi
berhak mendapat sebagian dari harta
mahar jika memang belum sempat di-
gauli. Namun, jika sudah digauli maka ia
berhak mendapatkan seluruh mahar yang
diberikan kepadanya. Di samping itu, ia
juga berhak mendapatkan nafkah dan
tempat tinggal selama masa iddahnya,
karena pengakuan adalah hujjah pendek
yang berlaku bagi orang yang mengeluar-
kan pengakuan, dan tidak berlaku bagi
orang lain, kecuali jika orang lain itu
membenarkannya, atau pengakuan itu bi-
sa dinyatakan dengan pembuktian yang
benar. Namun demikian, hal itu tetap
tidak membatalkan hak si perempuan
untuk mendapatkan mahar, nafkah, dan
tempat tinggal.

Jika pengakuan dinyatakan oleh pihak
perempuan, jika diungkapkan sebelum
pernikahan maka ia tidak boleh melang-
sungkan pernikahan, namun bagi pihak
lelaki boleh menikahinya jika memang
hatinya menganggap pengakuan perem-
puan tersebut bohong, karena hak cerai
itu di tangannya, bukan di tangan perem-
puan. Sedangkan, pengakuan itu hanya
hujjah pendek yang hanya berlaku bagi
orang yang menyatakan pengakuan, dan
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bisa juga pengakuannya itu hanya sekadar
kedok untuk menutupi tujuan hati yang
sebenarnya.

Jika pengakuannya itu dilakukan sete-
lah pernikahan maka pengakuannya ti-
dak berdampak apa-apa dan tidak berpe-
ngaruh pada sahnya pernikahan, kecuali
jika sang suami membenarkan pengaku-
annya.

Orang yang menyatakan pengakuan
boleh menarik kembali pengakuannya se-
lama belum bersaksi atas pengakuannya,
baik itu sebelum maupun sesudah per-
nikahan, seperti misalnya mengatakan,
“Ketika membuat pengakuan saya sedang
lupa atau khilaf” Bisa juga pengakuan-
nya itu berdasarkan kabar dari orang
lain, lantas baru terbukti bahwa orang
itu ternyata bohong. Akan tetapi, jika su-
dah bersaksi atas pengakuannya maka
pengakuannya tidak boleh ditarik kem-
bali, karena menimbulkan pertentangan
antara pengakuan dan penarikannya.

Menurut ulama Malikiyyah, hukum radha’
itu bisa ditetapkan dengan pengakuan suami
istri secara berbarengan, atau dengan peng-
akuan kedua orang tua mereka, atau hanya
dengan pengakuan suami meski setelah akad
nikah, atau hanya dengan pengakuan istri jika
memang sudah baligh dan dinyatakan sebe-
lum akad nikah. Jika ada pengakuan dari pi-
hak-pihak tersebut di atas maka akad nikah
dianggap batal.

Jika perceraiannya terjadi sebelum digauli
maka si perempuan tidak berhak mendapat
apa-apa, kecuali jika yang membuat peng-
akuan hanya pihak lelaki saja dan dilakukan
setelah akad nikah, dan pihak perempuan
mengingkari pengakuan si lelaki maka ia ber-
hak mendapatkan sebagian dari maharnya.*’

Perkara ini salah satu dari tiga perkara yang dikecualikan dari kaidah yang berbunyi, “Setiap akad yang batal dan sebelum terjadi
sanggama maka tidak ada mahar.” Kecuali nikah dua dirham, cerai li"an, dan cerai karena radha"’
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Jika batalnya akad nikah diketahui sete-
lah sanggama maka si perempuan berhak
mendapat seluruh mahar yang diberikan ke-
padanya, kecuali jika ia mengetahui adanya
hubungan radha‘ sebelum digauli, dan si lelaki
tidak mengetahuinya maka ia hanya menda-
pat seperempat dinar karena sudah digauli,
namun tidak mendapat nafkah dan tempat
tinggal.

Pengakuan salah satu orang tua anak di-
terima dalam hal radha’, seperti misalnya ayah
atau ibu dari anaknya mengaku adanya hu-
bungan radha’ sebelum akad nikah maka akad
nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pengakuan yang sudah dinyatakan tidak
boleh ditarik kembali, baik orang yang meng-
aku itu sungguh-sungguh maupun tidak.

Syarat sahnya pengakuan menurut Sya-
fiiyyah adalah dua orang lelaki, selain dua
orang lelaki tidak diterima. Jika seorang lelaki
berkata, “Hindun adalah putriku atau saudara-
ku dari radha’” Atau seorang perempuan ber-
kata, “Lelaki itu saudaraku” maka haram ba-
ginya untuk menikah dengan lelaki tersebut,
karena keduanya dipegang pengakuannya.

Jika pihak suami mengaku istrinya adalah
saudara radha‘-nya, namun sang istri meng-
ingkarinya maka nikahnya tetap batal dan ke-
duanya harus bercerai, dan sang istri berhak
mendapat mahar penuh jika sudah digauli jika
memang pengakuan sang suami benar. Namun,
jika tidak benar maka sang istri mendapat
mahar mitsil. Jika ia belum digauli maka ia
berhak mendapat setengah dari mahar karena
perceraian itu dari suami.

Jika sang istri mengaku bahwa suaminya
itu saudara radha-nya, namun sang suami
mengingkarinya maka yang dibenarkan ada-
lah pengakuan suaminya dengan jalan ber-
sumpah jika istrinya dinikahi dengan hati
rela. Namun jika tidak dengan kerelaan maka
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menurut pendapat yang ashah pengambilan
keputusannya didasarkan pada sumpah sang
istri. Pada kedua kasus ini pihak perempuan
tetap mendapat mahar mitsil jika sudah digauli
karena tidak tahu bahwa suaminya itu saudara
radha’.

Ulama Hanabilah berpendapat, jika sua-
mi mengakui istrinya sebagai saudara radha’
sebelum digauli maka nikahnya batal, sebagai-
mana pendapat Syafi‘iyyah. Dan jika sang istri
membenarkan pengakuan suaminya maka ia
tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika
ia menganggap pengakuan suaminya itu bo-
hong maka ia mendapat setengah dari mahar.

Jika sang istri yang mengaku bahwa sua-
minya adalah saudara radha‘nya, namun sang
suami mendustakannya maka pengakuan sang
istri tidak diterima dalam pembatalan nikah.
Jika pengakuan itu dinyatakan sebelum sang-
gama maka ia tidak berhak mendapat mabhar,
karena ia sendiri mengakui bahwa dirinya ti-
dak berhak mendapatkannya.

AKkan tetapi, jika dinyatakan setelah sang-
gama maka ia juga tidak berhak mendapat-
kan mahar, karena dengan begitu ia mengaku
bahwa dirinya berzina secara sukarela.

Jika sang istri mengingkari sebagian dari
pengakuannya maka ia berhak mendapat se-
tengah dari maharnya karena masuknya da-
lam wath’i syubhat, dan secara lahir ia masih
berstatus sebagai istri karena ucapannya pada
suami tidak diterima.

b. Pembuktian

Adapun yang dimaksud pembuktian ada-
lah penyaksian di majelis hukum atas hak se-
seorang.

Para ulama empat madzhab sepakat bah-
wa radha’ dapat dinyatakan dengan kesaksian
dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua
orang perempuan yang tergolong orang yang
adil.
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Akan tetapi, mereka berbeda pendapat
dalam penentuan hukum radha‘ jika hanya
dengan kesaksian seorang lelaki, hanya se-
orang perempuan, atau empat orang perem-
puan.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa
kesaksian mereka tidak diterima karena Umar
berkata, “Kesaksian kurang dari dua saksi
dalam urusan radha’ tidak dapat diterima.’
Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sa-
habat dan tidak ada seorang pun yang mem-
protesnya sehingga pendapat ini bisa diang-
gap sebagai ijma. Alasan lain karena radha’
itu termasuk perkara yang bisa dilihat oleh
kaum lelaki. Karena itu, kesaksian hanya dari
seorang perempuan saja tidak bisa diterima,
seperti kesaksian sanggama.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
hukum radha’ tidak bisa ditetapkan sebelum
akad dengan kesaksian seorang perempuan
saja, meskipun sudah umum atau tersebar
darinya atau dari orang lain akan adanya ra-
dha’, kecuali kesaksian dari ibu si anak yang
memang bisa diterima kesaksiannya.

Radha’ bisa ditetapkan dengan kesaksian
seorang lelaki dan seorang perempuan, atau
kesaksian dua orang perempuan jika memang
beritanya sudah tersebar sebelum akad ni-
kah. Dan jika memang beritanya sudah terse-
bar maka tidak perlu lagi keadilan pembawa
berita menurut pendapat yang arjah. Hanya
saja dalam penerimaan kesaksian ini disyarat-
kan tabayun sebelum akad nikah untuk men-
jauhkan persangkaan dari saksi dengan ke-
saksiannya.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa
radha’ bisa ditetapkan dengan kesaksian em-
pat orang perempuan, karena masalah ini
Khusus ditangani atau dilihat oleh kaum hawa,
seperti juga masalah kelahiran. Tanpa kesak-
sian empat orang perempuan hukum radha’
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tidak bisa ditetapkan, dan setiap dua perem-
puan mewakili seorang lelaki.

Kesaksian wanita yang menyusui dalam
hal radha’ dapat diterima jika ia tidak me-
minta upah menyusui, cukup bersaksi bahwa
antara dua orang ada hubungan radha“. Kesak-
siannya ini diterima karena tidak ada tendensi
apa-apa di balik kesaksiannya. Akan tetapi jika
meminta upah menyusui maka kesaksiannya
tidak diterima karena masih ada sedikit em-
bel-embel.

C. HADHANAH ATAU KAFAALAH UNTUK
ANAK

Bagian ini memuat enam pembahasan:

Pertama, arti hadhanah, hukum, dan pe-
milik hak atas hadhanah.

Kedua, urutan tingkatan hawadhin atau
orang yang berhak mengurus hadhanah dari
lelaki maupun perempuan.

Ketiga, syarat hak-hak hadhanah atau
syarat mahdhuun dan haadhinah.

Keempat, upah hadhanah, tempat tinggal,
dan keperluan lain.

Kelima, tempat hadhanah dan perpin-
dahan anak ke negara lain, dan hak selain ha-
dhinah untuk mengunjunginya.

Keenam: lamanya masa hadhanah dan
hukum setelah selesainya masa Hadhanah

1. ARTI HADHANAH, HUKUM, DAN PEMILIK

HAK ATAS HADHANAH

Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu
yang artinya samping atau merengkuh ke sam-
ping. Adapun secara syara’ hadhanah artinya
pemeliharaan anak bagi orang yang berhak
untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diarti-
kan memelihara atau menjaga orang yang ti-
dak mampu mengurus kebutuhannya sendiri
karena tidak mumayyiz seperti anak-anak,
orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini
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mencakup urusan makanan, pakaian, urusan
tidur, membersihkan, memandikan, mencuci
pakaian, dan sejenisnya.*®

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari
kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demi-
kian, dalam hal ini perempuan lebih layak un-
tuk menempatinya karena kaum hawa bisa
lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar
dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai
usia tertentu maka hak pemeliharaannya di-
limpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mam-
pu menjaga dan mendidik si anak daripada
kaum wanita.

Hukum hadhanah: hadhanah hukumnya
wajib karena anak yang tidak dipelihara akan
terancam keselamatannya. Karena itu, hadha-
nah hukumnya wajib sebagaimana juga wajib-
nya memberi nafkah kepadanya.*’

Hadhanah membutuhkan sikap yang arif,
perhatian yang penuh, dan kesabaran sehing-
ga seseorang makruh memanggil anaknya ke-
tika dalam hadhanah, sebagaimana makruh-
nya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan
hartanya,*® karena Rasulullah saw. bersabda,
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“langanlah kalian menyumpahi (mendoa-
kan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian
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menyumpahi anak kalian, janganlah kalian
menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah
kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah
kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika
Allah mengabulkan permintaan.”!

Abu Musa meriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwa suatu hari Aus bin Ubadah al-Anshari
menghadap Rasulullah saw. lantas bertanya,
“Ya Rasulullah, saya mempunyai banyak anak
perempuan dan saya berdoa agar mereka
mati” Rasul bersabda, “Wahai Ibnu Saidah!
Janganlah engkau mendoakan jelek kepada me-
reka karena keberkahan itu menyertai mereka.
Mereka itu penghias ketika mendapat nikmat,
menjadi penolong ketika dalam musibah, dan
menjadi perawat ketika sakit, beban mereka di
atas bumi, dan rezeki mereka ditanggung oleh
Allah®?

Adapun yang berhak mengurus hadha-
nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal
ini.*® Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa
hadhanah adalah haknya hadhin (orang yang
memelihara) karena ia berhak menggugurkan
haknya meski tanpa pengganti. Jika hadhanah
itu menjadi hak hadhin, tentunya hadhanah
tidak akan gugur dengan penggugurannya.
Pendapat ini juga didukung oleh madzhab
Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur.

Ulama lain berpendapat bahwa hadha-
nah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia
menggugurkannya maka gugurlah hak hadha-
nah itu.

Adapun menurut pendapat ulama yang
ahli di bidangnya, hadhanah itu berkaitan de-

48 Al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 40; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 756; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 452; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, him.

576.

4 Al-Mughnii, Vol. 7, him. 612; Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, him. 249; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 576.

50 Mughnil Muhtagj, Vol. 3, him. 464.
51 HR Muslim dan Abu Dawud.
52 Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 464.

53 Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 2, him. 871; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 225; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm.

763.
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ngan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak

orang yang memelihara, hak orang yang dipe-

lihara, dan hak ayah atau orang yang bertin-

dak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu di-

gabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika

bertentangan maka yang didahulukan adalah
hak orang yang dipelihara. Dari perkara ini
muncul tiga hukum berikut.

1. Orang yang berhak memelihara harus di-
paksa untuk memelihara jika memang
hukumnya wajib baginya, yaitu jika tidak
ada orang lain.

2. Orang yang berhak memelihara tidak di-
paksa untuk memelihara jika memang
hukumnya tidak wajib baginya, yaitu jika
ada orang lain yang berhak selain dia.
Si kecil juga tidak perlu dikhawatirkan
karena ada orang lain yang menjaganya.

3. Jika seorang istri meminta khulu‘’ dari
suaminya dengan syarat anaknya tinggal
dipelihara suami maka khulu‘nya sah me-
nurut Hanafiyyah. Namun, syaratnya batal
karena pemeliharaan anak itu haknya si
anak untuk selalu bersama ibunya selama
ia masih membutuhkan.

4. Tidak sah bagi seorang ayah mengambil
anaknya dari orang yang berhak meng-
urus hadhanah si anak untuk kemudian
diberikan kepada orang lain, kecuali jika
diperbolehkan oleh syara’

5. Jika wanita yang menyusuinya itu bukan
orang yang berhak memelihara anak ma-
ka ketika menyusui anak, wanita itu harus
berada di dekat orang yang berhak me-
melihara anak tersebut sehingga haknya
memelihara tidak terabaikan.
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2. URUTAN TINGKATAN ORANG YANG

BERHAK MENGURUS HADHANAH

Para fugaha terkadang mengedepankan
salah satu di antara orang-orang yang berhak
mengurus hadhanah anak berdasarkan ke-
maslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal
ini mereka lebih mengedepankan kaum wani-
ta untuk mengurus hadhanah anak karena
mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar
dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipi-
lih salah satu yang paling dekat dengan anak
yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih
orang yang berhak memelihara dari kalangan
laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang
berbeda pendapat ketika menentukan urut-
an yang tepat sesuai dengan kemaslahatan
yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak
mengurus hadhanah itu terkadang hanya
kaum perempuan saja, terkadang juga hanya
untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga un-
tuk kedua-duanya bergantung pada usia anak
yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu
kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara
anak daripada kaum wanita.>*

a. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah
dari Kaum Perempuan

1. Ibu lebih berhak untuk mengurus hadha-
nah anaknya meski sudah bercerai atau
ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia
murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat
sehingga menyia-nyiakan anak, seperti
menjadi penzina, penyanyi, pencuri, dan
sering keluar setiap waktu.

Dalil pendapat ini bersumber dari ha-

dits yang berbunyi,

54 Al-Badaa’i’, Vol. 4, him. 41-44; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 781; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 313-318; al-Kitaab ma‘al Lubaab,
Vol. 3, him. 101-103; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 224; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 756; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 169-
171; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 452-454; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 576; Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 249; al-Mughnii,

Vol. 7, hlm. 613, 619-624.
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“Suatu Kketika ada seorang wanita
datang menghadap Nabi saw., lantas ber-
tanya, ‘Ya Rasulullah, anak ini darah da-
gingku. Perutku dulu menjadi tempat
tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber
minumannya, dan pangkuanku menjadi
tempat peraduannya. Akan tetapi setelah
aku bercerai, suamiku ingin memisahkan
anak itu dariku. Rasul bersabda, ‘Engkau
lebih berhak untuk mengurus anak itu se-
lama engkau belum menikah lagi.”>®

Dalam hadits lain Rasulullah saw. ber-
sabda,
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“Siapa saja yang memisahkan antara
seorang ibu dan anaknya maka nanti pada
hari Kiamat Allah akan memisahkannya

dari orang yang dicintainya.”®

Diriwayatkan bahwa Umar ibnul Khath-
thab telah menceraikan istrinya, yaitu
Ummu Ashim. Lantas ketika ia mendatangi

55
56
57
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mantan istrinya dan melihat Ashim se-
dang bersamanya, Umar hendak meminta
Ashim darinya. Namun, ia menolak sehing-
ga keduanya saling memperebutkan
Ashim dan hal itu membuat si anak me-
nangis. Akhirnya, Umar menghadap Abu
Bakar dan menceritakan kejadian terse-
but. Abu Bakar berkata, “Belaian tangan-
nya, pangkuannya, dan kasih sayangnya
lebih baik darimu. Biarkan anak itu tum-
buh bersama ibunya hingga nanti kalau
sudah besar agar memilih hendak ikut
bersama siapa.”®’

Urutan kedua setelah ibu dalam hal
mengurus anak adalah ibunya ibu atau
nenek dari ibu karena nenek punya emo-
sional yang sama seperti ibu. Kemudian,
menurut Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah da-
lam qaul jadid, yang berhak mengurus
anak adalah nenek dari ayah. Kemudian
neneknya ayah, dan buyutnya ayah. Akan
tetapi, ulama Malikiyyah memilih menge-
depankan bibinya ibu daripada ibunya
ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih me-
ngedepankan ayah dan ibunya ayah se-
telah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek
dan ibunya kakek.

Urutan selanjutnya yang berhak meng-
urus anak adalah saudara perempuan dari
anak yang dipelihara, menurut Hanafiy-
yah, Syafi‘iyyah, dan Hanabilah. Kemudian
menurut Hanafiyyah, Hanabilah, dan Ma-
likiyyah yang lebih berhak adalah sauda-
ra dari ibu karena haknya dari pihak pe-
rempuan. Kemudian baru saudara perem-
puan dari ayah. Ulama Syafi‘iyyah sendiri
dalam pendapat yang ashah mengede-
pankan saudara perempuan ayah daripada
saudara perempuan dari ibu. Alasannya,

HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan Imam al-Hakim. Sanad hadits ini shahih.
HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan Hakim dari Abu Ayyub. Derajat hadits ini shahih.

HR Ibnu Abi Syaibah.
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karena sama-sama satu nasab dan bagian
warisnya kuat sehingga terkadang bisa
mendapatkan ashabah warisan. Kemudi-
an putri-putri saudara perempuan dari
ibu. Alasan mengedepankan saudara-sau-
dara perempuan daripada bibi dari ayah
dan ibu menurut mayoritas ulama adalah
karena selain mereka lebih dekat, juga me-
reka adalah anak-anak kedua orang tua-
nya. Karena itu, mereka lebih dikedepan-
kan dalam hal warisan.

Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah,
Syafi‘iyyah, dan Hanabilah adalah bibi
dari ibu (bibinya anak yang dipelihara).
Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabi-
lah, dan Malikiyyah urutan selanjutnya
adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah.
Namun, ulama Syafi‘iyyah lebih mengede-
pankan bibi dari ayah daripada orang dari
pihak ibu. Ulama Malikiyyah sendiri lebih
mengedepankan bibi kemudian nenek da-
ri ayah daripada saudara perempuan.
‘Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah
dan Syafiiyyah adalah putri-putri dari
saudara perempuan, kemudian putri-put-
ri dari saudara laki-laki. Menurut mereka,
pendapat yang shahih adalah bahwa bibi
dari ibu lebih didahulukan daripada putri-
putri saudara perempuan ataupun lelaki,
karena putri saudara lelaki menunjukkan
kekerabatan dari lelaki, sedangkan bibi
dari ibu menunjukkan kekerabatan dari
ibu sehingga bibi lebih didahulukan. Akan
tetapi, putri saudara lelaki lebih didahu-
lukan daripada bibi dari ayah, karena putri
saudara lelaki lebih dekat dengan anak
yang dipelihara karena ia anaknya ayah,
sedangkan bibi dari jalur ayah itu anaknya
kakek. Demikian juga dalam masalah
waris. Anak saudara lebih didahulukan
daripada paman. Akan tetapi, menurut
Malikiyyah dan Hanabilah, bibi dari ayah

lebih didahulukan daripada putri saudara

lelaki.

Urutan selanjutnya, para ulama sepakat

menentukan bibi dari jalur ayah sebagai

orang yang berhak memelihara anak. Ke-
mudian bibi ayahnya, yaitu saudari kakek.

Kesimpulannya: urutan orang yang berhak

memelihara anak dari pihak perempuan

adalah sebagai berikut:

a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya
ayah, saudara-saudara perempuan,
bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara
perempuan, putri-putri saudara le-
laki, bibi dari jalur ayah, kemudian
ashabah sesuai urutan warisan.

b. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur
ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari
jalur ayah ke atas, kemudian saudara
perempuan, bibi dari ayah, dan putri
dari saudara. Kemudian orang yang
mendapat wasiat untuk memelihara,
dan bagian ashabah yang nanti akan
dijelaskan.

c. Syafi‘iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya
ayah, kakek dari ibu, saudara perem-
puan, bibi dari ibu, kemudian putri-
putri saudara lelaki, putri-putri sau-
dara perempuan, kemudian bibi dari
ayah, kemudian setiap orang yang
termasuk mahram dan berhak men-
dapat warisan sebagai ashabah se-
suai urutan waris. Pendapat ini sama
seperti pendapatnya ulama Hana-
fiyyah.

d. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur
ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan
ibunya kakek, kemudian saudara pe-
rempuan dari kedua orang tua, sau-
dara perempuan dari ibu, saudara
perempuan dari ayah, bibi dari jalur
kedua orangtua, bibi dari jalur ibu,
bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibi-
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nya ayah, kemudian putrinya saudara
lelaki, putrinya paman ayah, kemudi-
an sisa kerabat yang paling dekat.

Undang-undang Syria pasal 139 ayat 1
berisi sama dengan pendapat Hanafiyyah:
1. Hak hadhanah adalah milik ibu, nenek

dari jalur ibu sampai ke atas. Kemu-
dian nenek dari jalur ayah sampai ke
atas, saudara kandung perempuan,
saudara perempuannya ibu, saudara
perempuannya ayah, anak kandung
perempuan, anak perempuannya bibi
dari jalur ibu, anak perempuannya
bibi dari ayah, kemudian bibi dari
jalur ibu, dan bibi dari jalur ayah. Ke-
mudian bagian waris dari lelaki sesuai
urutan hak warisan.

b. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah
dari Kaum Laki-laki

Jika anak yang hendak dipelihara tidak
memiliki kerabat wanita yang berhak meme-
liharanya seperti dalam urutan di atas, hak
mengasuh dan memelihara dilimpahkan ke-
pada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan
bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek
sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-
anaknya sampai ke bawah. Kemudian para pa-
man dan anak-anaknya menurut Hanafiyyah
dan menurut pendapat yang shahih madzhab
Syafi‘iyyah.

Akan tetapi, tidak menyerahkan putri
yang cantik kepada lelaki yang bukan mahram
seperti anak paman misalnya, karena ia tidak
berhak untuk memelihara putri yang cantik
menurut kesepakatan ulama karena menjaga
agar tidak terjadi fitnah, namun ia boleh me-
melihara bayi.

Kemudian jika si anak tidak memiliki ke-
rabat laki-laki maka menurut madzhab Hana-
fiyyah hak untuk memeliharanya dilimpahkan
pada kerabat lain yang masih ada hubungan
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keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak
paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan pa-
man kandung. Alasannya karena mereka
mempunyai hak untuk menikahkan sehingga
mereka juga berhak untuk memelihara. Akan
tetapi undang-undang Syria tidak mengambil
pendapat ini, dan hanya mengambil jalur per-
talian keluarga tanpa menyebutkan hubungan
nasab.

Menurut Hanafiyyah, jika ada dua orang
dalam satu tingkat kekerabatan, seperti ada
dua paman misalnya maka yang didahulukan
adalah yang lebih wara), kemudian yang lebih
tua tetapi tidak fasik atau dungu, dan tidak
memberikan hak bagi anak paman yang tidak
amanah untuk memelihara putri yang cantik.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika
anak yang akan dipelihara sudah tidak memi-
liki keluarga perempuan seperti yang disebut-
kan di atas maka hak mengasuh dilimpahkan
kepada orang yang diberi wasiat untuk meng-
asuh anak tersebut. Baru kemudian kepada
saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu
maupun ayah. Kemudian kepada kakek dari
jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat.
Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang
akan dipelihara, kemudian kepada paman dan
anaknya. Hak memelihara tidak diberikan ke-
pada kakek atau paman dari jalur ibu. Kemu-
dian hak memelihara itu diberikan kepada
maula a’la, yaitu orang yang memerdekakan
anak yang akan dipelihara, kemudian kepada
keluarga nasabnya, kemudian para mawali,
dan kepada maula asfal, yaitu orang yang di-
merdekakan oleh ayah dari anak yang akan
dipelihara.

Jika terdapat dua orang yang berhak
mengasuh dan kebetulan satu tingkat kekera-
batannya, seperti dua orang saudara perem-
puan, dua orang bibi dari ibu, dan dua orang
bibi dari ayah maka yang didahulukan adalah
yang akhlaknya paling baik dan paling pe-
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nyayang, namun jika keduanya sama dalam
hal itu maka yang didahulukan adalah yang
paling tua di antara keduanya.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat, jika ada
dua orang yang satu tingkat dalam kekerabat-
an dan kedekatan, seperti dua orang saudara
lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah
dan dari ibu maka cara pemilihannya dengan
mengundi karena tidak mungkin memilih ke-
duanya untuk menjadi pengasuh atau peme-
lihara anak secara bersamaan. Dan juga tidak
ada keistimewaan dari salah satu keduanya,
jadi pemilihannya harus dengan undian.

Menurut pendapat yang ashshah, jika ti-
dak ada ahli waris dan keluarga wanita yang
berhak memelihara anak, dan yang ada hanya
keluarga laki-laki, seperti paman dan kakek
maka mereka tidak berhak untuk mengurus
anak tersebut karena tidak ada kaitan waris
dan mahram, atau juga karena lemahnya ke-
kerabatan. Jadi, kerabat dari laki-laki yang ti-
dak berhak mendapat warisan tidak ada hak
untuk memelihara anak, seperti anaknya pu-
tri, anaknya saudara perempuan, anaknya
saudara laki-laki dari ibu dan ayahnya ibu, pa-
man dari jalur ibu, dan paman dari jalur ayah.
Mereka semua tidak berhak memelihara anak
karena hubungan kekeluargaannya lemah.

Pendapat ulama Hanabilah cenderung sa-
ma seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah,
yaitu jika si anak sudah tidak memiliki ahli
waris maka hak memeliharanya akan dilim-
pahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki-
laki dan perempuan beserta anak-anak me-
reka. Kemudian kepada saudara lelaki dari
ibu, paman, kemudian hakim memilih atau
menyerahkan anak yang akan dipelihara ke-
pada orang yang ia pilih dan ia percaya.
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1) Banyaknya Orang yang Berhak
Mengurus Hadhanah

Semua ulama empat madzhab sepakat ji-
ka ada banyak kerabat satu tingkat yang ber-
hak mengurus hadhanah, seperti banyaknya
saudara atau paman maka yang didahulukan
adalah yang dinilai paling mampu mengurus
hadhanah. Jika kemampuannya sama maka
dipilih yang lebih tua di antara mereka. Pasal
140 undang-undang Syria menegaskan, “Jika
terdapat banyak kerabat yang berhak meng-
urus hadhanah anak maka pihak pengadilan
berhak memilih salah satu dari mereka yang
lebih baik.”

2) Tugas Orang yang Memelihara dan Ayah

Tugas seorang ayah adalah menjaga, men-
didik, mengajar, dan memberikan keterampil-
an kepada anak. Adapun bagi wanita maka
tidak disewa untuk bekerja atau membantu
karena orang yang menyewa akan punya ba-
nyak waktu untuk berduaan dengannya dan
itu dilarang dalam agama.*®

Adapun haadhinah (wanita yang memeli-
hara anak) baik itu ibu kandung atau wanita
lain, tugasnya adalah mengurus semua kebu-
tuhan anak yang dipeliharanya baik nafkah,
pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diam-
bil dari ayahnya secara berkala baik harian,
mingguan, maupun bulanan. Semua kebutuhan
itu berdasarkan Kketentuan dari hakim yang
sekaligus dapat melihat kondisi ayah dari si
anak tersebut. Seorang ayah tidak boleh ber-
kata kepada wanita yang mengasuh anaknya
dengan kata-kata misalnya seperti, “Bawa ke
sini anakku agar ada di sini. Setelah itu baru
boleh dibawa lagi.” Ucapan seperti ini tidak
boleh dilontarkan karena dapat membahaya-
kan si bayi, dan perawat tidak perlu meme-
nuhi permintaannya.>®
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3. SYARAT HAK-HAK HADHANAH ATAU
SYARAT HAHDHUUN DAN HAADHINAH

a. Syarat-Syarat Mahdhuun

Mahdhuun adalah orang yang tidak mam-
pu mengurus keperluan dirinya sendiri atau
tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari
sesuatu yang dapat membahayakannya karena
memang belum mumayyiz seperti bayi, orang
dewasa tetapi gila. Akan tetapi, pemeliharaan
tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan
orang idiot. Adapun orang yang sudah baligh
dan mampu membedakan tidak membutuh-
kan pemeliharaan, yaitu orang yang mampu
memilih untuk tinggal bersama salah satu dari
kedua orang tuanya.

Jika anak yang sudah baligh tadi laki-laki
maka ia berhak hidup mandiri tanpa bantuan
kedua orang tuanya. Namun, mustahab-nya
untuk tidak meninggalkan keduanya, dan un-
tuk selalu bersikap baik kepada kedua orang
tua. Akan tetapi jika anak yang sudah baligh
itu perempuan maka ia tidak boleh memisah-
kan diri dari kedua orang tuanya, dan pihak
orang tua juga berhak melarangnya jika hen-
dak memisahkan diri karena dalam usia yang
baru menginjak usia baligh sangat rawan bagi
perempuan untuk hidup sendirian, terlebih
masalah keamanan. Jika anak tadi sudah tidak
memiliki ayah maka walinya atau keluarga
lainnya yang harus melarangnya jika ingin
hidup sendiri.*

b. Syarat-Syarat Hawaadhin (orang yang
berhak memelihara)

Syarat ini ada tiga macam, yaitu syarat
umum untuk laki-laki dan perempuan, syarat
khusus untuk perempuan, dan syarat khusus
untuk laki-laki. Sebagian syarat-syarat yang
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nanti akan disebutkan ada yang disepakati
para ulama, seperti syarat harus merdeka,
berakal, baligh, mampu, amanah, bagi yang pe-
rempuan yang punya bayi belum menikah lagi
dengan laki-laki lain, dan orang yang memeli-
hara termasuk Kerabat dari si kecil yang akan
dipelihara. Sebagaian syarat lain, para ulama
berbeda pendapat seperti misalnya harus
cerdas dan beragama Islam.®!

c. Syarat-Syarat Umum untuk Laki-laki dan

Perempuan

Bagi orang yang hendak memelihara atau
menjadi hadhin, baik laki-laki maupun perem-
puan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut.
1) Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak
boleh menjadi hadhin untuk orang lain, kare-
na dia sendiri belum mampu mengurus ke-
perluannya sendiri.

2) Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi
hadhin karena keduanya juga membutuhkan
orang lain untuk mengurus keperluan mereka.
Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak
mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan
orang lain.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang
hadhin haruslah cerdas. Seorang hadhin tidak
boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta
milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan
untuk hal-hal yang tidak perlu.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensya-
ratkan seorang hadhin tidak mengidap penya-
kit yang membuatnya dijauhi orang, seperti
penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang
membuat orang lain menjauhinya.

80 Al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 225; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 169; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 452; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5,
him. 567; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 614.

61 Al-Badaa’i’, Vol. 4, him. 41-42; ad-Durrul Mukhtaar wa Ibnu Abidin, Vol. 2, him. 871-874, 879, 880; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2,
him. 758-762; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him. 454-456, 259; Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 249; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm.
579; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 169; Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 56.
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3) Memiliki Kemampuan untuk Mendidik
Anak yang Dipelihara

Memiliki kemampuan untuk mendidik
anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk
menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi
orang yang lemah, baik karena sudah lanjut
usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak un-
tuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk
dengan pekerjaannya sehingga tidak punya
waktu untuk mengurus anak juga tidak ter-
masuk kategori orang yang berhak mengurus
hadhanah anak. Akan tetapi jika kerjanya ti-
dak menghambatnya dalam mengurus anak,
ia tetap berhak untuk mengurusnya. Di negara
Mesir sendiri para suster, dokter perempuan,
dosen-dosen wanita, dan sejenisnya juga
masih tetap berhak untuk mengurus hadha-
nah untuk anak, karena mereka tetap mam-
pu mengatur keperluan bayi meskipun tetap
dibantu oleh orang lain.

Undang-undang negara Syria pasal 137
menetapkan syarat-syarat seperti tersebut di
atas, yaitu syarat untuk mengurus hadhanah
anak adalah harus baligh, berakal, dan mampu
menjaga akhlak dan kesehatan anak.

Undang-undang negara Syria pasal 139/
2 menetapkan bahwa hak wanita karir dalam
mengurus hadhanah anak tetap tidak gugur
jilka memang ia mampu menjaga anak-anak
dengan cara atau metode yang benar.

4) Mempunyai Sifat Amanah

Orang yang tidak amanah tidak berhak
untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak.
" Yang termasuk dalam kategori orang yang ti-
dak amanah adalah orang yang fasik baik le-
laki maupun perempuan, pemabuk, pezina,
sering melakukan perkara haram. Akan tetapi
Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang meng-
halangi hak untuk mengurus anak adalah ke-
fasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan
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anak. Ia tetap berhak mengurus hadhanah
anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan
syarat selama si anak belum mencapai usia
mampu memikirkan kefasikan ibunya. Namun
jika sudah mampu maka anak tersebut harus
dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan
masa depan akhlak si anak. Hal ini harus di-
lakukan, karena sang ibu termasuk orang
yang tidak amanah. Adapun bagi laki-laki
yang fasik dan pemarah maka ia tidak berhak
mengurus hadhanah anak. Ulama Malikiyyah
mensyaratkan tempatnya aman dan lingkung-
annya kondusif. Orang yang rumahnya jadi
tempat perkumpulan orang-orang fasik tidak
berhak mengurus hadhanah anak, atau ling-

kungan rumah yang membahayakan semisal

ada perempuan cantik lewat ditakutkan ter-
jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau juga
takut keamanan harta anak yang dipelihara,
baik dari pencurian maupun ghashab.

5) Orang yang Mengurus Hadhanah Anak
Disyaratkan Harus Beragama Islam
Menurut Syafi‘lyyah dan Hanabilah

Jadi, orang kafir tidak berhak mengurus
hadhanah anak orang Islam karena orang
kafir tidak punya kuasa atas orang Muslim.
Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran
terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama
Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyarat-
kan orang yang memelihara anak harus be-
ragama Islam. Menurut mereka, non-Muslim
kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi
haadhinah atau pemelihara, baik ia ibu sendiri
maupun orang lain.

Rasulullah saw. sendiri pernah memberi-
kan kebebasan kepada seorang anak untuk
memilih antara ikut ayahnya yang Muslim atau
ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak terse-
but lebih condong pada ibunya. Rasulullah
saw. lantas berdoa, “Ya Allah, berilah petunjuk
pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar
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ikut pada ayahnya.”** Dan lagi, karena peme-
liharaan anak itu berkaitan dengan kasih sa-
yang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan
perbedaan agama.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat
mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh
hadhinah wanita non-Muslim.

Hanafiyyah berpendapat bahwa anak ter-
sebut ikut bersamanya hingga mampu me-
mikirkan masalah agama, yaitu pada usia tu-
juh tahun. Atau jika memang agama si anak
terancam Kkarena bersama hadhinah non-
Muslim, yaitu jika hadhinah mulai menanam-
kan pendidikan agama yang ia peluk kepada
si anak. Atau mengajak si anak ke tempat
peribadatannya, atau mengajarkan anak un-
tuk minum minuman keras dan makan daging
babi. Aturan ini diterapkan di negara Mesir.

Malikiyyah berpendapat bahwa anak ter-
sebut tinggal bersamanya selama selesainya
masa hadhanah menurut syariat, namun
wanita non-Muslim yang memeliharanya ti-
dak boleh menghidangkén minuman Kkeras
dan daging babi pada anak tersebut. Dan
jilka khawatir terjadi penyelewengan maka
pihak keluarga boleh memberikan hak un-
tuk mengawasi kepada sesama Muslim agar
menjaga anak tersebut.

Malikiyyah dan Hanafiyyah juga berbeda
pendapat mengenai Islamnya hadhin atau laki-
laki yang memelihara anak.

Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang
hadhin harus beragama Islam berbeda dengan
hadhinah karena pemeliharaan itu salah satu
bentuk kekuasaan terhadap jiwa, dan ini ha-
ruslah dalam bingkai persamaan agama. Se-
lain itu, menurut mereka hak memelihara itu
dibangun berdasarkan hak kewarisan, dan
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harta warisan itu tidak diberikan kepada orang
yang berlainan agama. Jika si anak beragama
kristen atau yahudi, dan ia mempunyai dua
saudara yang satu Muslim dan yang lain non-
Muslim, maka hak untuk mengurusnya atau
hak hadhanah-nya jatuh ke tangan saudaranya
yang non-Muslim.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
seorang hadhin tidak disyaratkan harus Mus-

_ lim, sama seperti hadhinah. Alasannya, karena

hak seorang lelaki mengurus hadhanah anak
itu tidak bisa ditetapkan kecuali jika ia masih
punya kerabat perempuan yang berhak untuk
mengurus hadhanah, seperti istri, ibu, bibi
dari jalur ibu, atau bibi dari jalur ayah. Jadji,
hadhanah itu menurut mereka sebenarnya
menjadi hak kaum perempuan.

d. Syarat-Syarat Khusus untuk Hadhinah
Selain syarat-syarat diatas, untuk perem-

puan masih ada syarat khusus sebagai beri-

kut:

1) Perempuan yang Sudah Cerai, Namun
Masih Punya Anak Kecil Boleh
Memelihara Anaknya dengan Syarat
Ia Belum Menlkah Lagi dengan Lelaki
Lain, atau Lelaki yang Terhitung
Kerabat, Namun Bukan Mahram

Pendapat ini telah disepakati para ulama
karena ada hadits yang berbunyi, “Engkau
lebih berhak atas hadhanah anak itu selama
engkau belum menikah lagi.” Syarat ini dite-
tapkan karena terkadang seorang ayah mem-
perlakukan anak tirinya dengan Kasar, se-
dangkar{ ibu kandung anak tersebut sibuk
dengan tugasnya sebagai istri.

Jika perempuan tadi menikah lagi dengan
kerabat dekat yang terhitung mahramnya si
anak, seperti pamannya si anak, anak paman-

HR Abu Dawud dan lainnya. Ulama Syafi‘iyyah dan Hanabillah berkomentar bahwa hadits ini telah dihapus, atau kemungkinan

ketika memberi kebebasan itu Rasulullah saw. tahu persis bahwa doa beliau akan dikabulkan, lantas anak tersebut memilih ikut
ayahnya. Adapun tujuan Rasulullah saw. memberikan kebebasan memilih bagi anak tersebut tidak lain adalah untuk menarik

simpati ibu dari anak itu.
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nya, dan anak saudaranya maka hak hadha-
nah perempuan tadi tidak gugur karena orang
yang menikahinya masih tergolong keluarga
yang berhak mengurus hadhanah anak terse-
but sehingga keduanya bisa saling bantu untuk
menanggung hidup anak itu.

Undang-undang Syria pasal 138 mene-
gaskan bahwa pernikahan seorangl hadhinah
dengan selain kerabat mahram dari anak yang
peliharanya menggugurkan haknya dalam me-
melihara anak tersebut.

2) Perempuan yang Jadi Hadhinah
Itu Syaratnya Harus Memiliki
Hubungan Mahram dengan Anak yang
Dipeliharanya, Seperti Ibu si Anak,
Saudara Perempuan si Anak, dan Nenek
si Anak

Hak hadhanah tidak diberikan kepada
anak perempuannya paman atau bibi. Tidak
juga pada anak perempuannya paman dari ja-
lur ibu, atau anak perempuannya bibi dari ja-
lur ibu. Alasannya karena tidak ada hubungan
mahram Kkepada si anak, namun mereka me-
nurut Hanafiyyah tetap berhak mengurus
hadhanah anak perempuan.

3) Perempuan yang Jadi Hadhinah tidak
Pernah Berhenti Meskipun tidak Diberi
Upah Hadhanah Karena Memang
Ekonomi Ayah si Anak Sedang
Kesulitan Sehingga tidak Mampu
Membayar Upah Hadhanah

Jika ekonomi ayah si anak sedang sulit
sehingga tidak mampu membayar upah ha-
dhanah anaknya, lantas perempuan yang jadi
hadhinah itu berhenti dari tugasnya dan di-
gantikan kerabat dekat lainnya maka haknya
sebagai hadhinah gugur. Syarat ini ditetapkan
oleh ulama Hanafiyyah.

63 1 Pos = 12 Mil. Atau dalam hitungan kilometer, 6 pos = 133 km.

TN
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4) Hadhinah tidak Tinggal Bersama Orang
yang Dibenci oleh Anak Asuhnya,
Meskipun Orang Itu Kerabat Dekat
si Anak Sendiri Karena Hal Ini Akan
Menimbulkan Dampak Negatif pada Diri
Anak Asuh

Jadi, seorang nenek tidak berhak meng-
urus hadhanah anak jika ia tinggal bersama
putrinya jika ia sudah menikah, kecuali jika
sudah pisah rumah. Syarat ini ditetapkan oleh
ulama Malikiyyah. Mereka juga mensyaratkan
agar wali si anak atau hadhinah tidak pergi
meninggalkan si anak sejauh lebih dari enam
pos®. Jika salah seorang dari keduanya hendak
pergi jauh maka anak asuhnya harus diambil
darinya, kecuali ia membawa serta anak itu.

Ulama Syafi‘iyyah dan Hanabilah mensya-
ratkan, jika anak yang dipelihara itu sedang
dalam masa menyusu maka hadhinah harus
menyusuinya, dan jika ASI-nya tidak keluar,
atau ia menolak untuk menyusui maka haknya
mengasuh gugur.

e. Syarat-Syarat Khusus untuk Hadhin
Bagi seorang hadhin harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang hadhin harus termasuk mahram-
nya anak yang diasuh jika anak tersebut
cantik, dan usianya tujuh tahun menurut
Hanabilah dan Hanafiyyah. Tujuan syarat
ini tidak lain agar tidak terjadi khalwat
antar keduanya. Jika si anak belum men-
capai usia yang menimbulkan syahwat
maka diperbolehkan karena tidak menim-
bulkan fitnah. Jadi, anak paman tidak
boleh mengasuh putri pamannya yang
cantik, namun Hanafiyyah membolehkan
jlka memang putri itu tidak mempunyai
kerabat selain anak pamannya itu. Akan
tetapi, hal itu juga diputuskan oleh hakim
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jlka memang anak pamannya itu dapat
dipercaya dan tidak menimbulkan fitnah.

Ulama Hanabilah juga membolehkan
kerabat dekat yang bukan mahram untuk
mengasuh putri tersebut jika memang
ada uzur. Ulama Syafi‘iyyah membolehkan
kerabat yang bukan mahram untuk me-
ngasuh putri tadi dengan syarat harus
bersama putrinya sendiri untuk menjadi
saudaranya. Penyerahannya kepada put-
rinya sendiri bukan kepadanya, jika me-
mang putrinya sendiri sedang ada di
rumah. Namun jika kebetulan putrinya
sendiri sedang tidak di rumah maka putri
yang akan diasuh itu boleh diserahkan
kepadanya.

2. Dirumah seorang hadhin, baik ayah mau-
pun yang lainnya harus ada seorang pe-
rempuan yang mampu mengurus hadha-
nah anak seperti istri, ibu, bibi, dan tante.
Alasannya, karena seorang lelaki tidak
mampu atau tidak punya kesabaran untuk
mengurus anak, berbeda dengan kaum
perempuan. Jika di rumah hadhin tidak
ada perempuan yang bisa mengurus anak
maka haknya untuk mengurus anak gu-
gur. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Ma-
likiyyah.

Mereka juga mensyaratkan agar wali dari
anak asuh atau hadhinah tidak meninggalkan
anak asuhnya sejauh enam pos atau 133 km.
Jika hendak bepergian jauh maka anak asuh
harus diambil darinya, kecuali jika ikut dibawa
serta dengan syarat tempat yang jalan yang
dituju aman.

f. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Syarat
Hadhanah

1) Gugurnya Hak Hadhanah
Menurut ulama Malikiyyah, hak hadhanah
gugur dengan empat sebab.
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a) Perginya Hadhin ke Tempat yang Jauh

Maksudnya perginya hadhin ke tempat
yang jauh dengan menempubh jarak lebih dari
133 km. Jika wali dari anak asuh pergi atau
hadhinah-nya pergi dengan jarak tempuh lebih
dari 133 km maka wali dari anak asuh berhak
mengambil anak tersebut dari hadhinah, dan
gugurlah haknya mengasuh anak, kecuali ia
membawa serta anak itu dalam perjalanan.
Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak
mengasuh anak dianggap gugur jika hadhinah
yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang
jauh, sehingga ayah anak yang diasuh tidak
dapat menyambangi anaknya dalam jangka
setengah hari, untuk kemudian kembali lagi
sampai rumah.

Adapun bagi hadhinah selain ibu maka
haknya gugur hanya dengan berpindah tem-
pat. Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa hak
seseorang untuk mengasuh anak menjadi gu-
gur jika ia pergi ke tempat yang membahaya-
kan atau pergi dengan niat untuk pindah, baik
jaraknya jauh maupun dekat. Ulama Hanabi-
lah berpendapat bahwa hak mengurus anak
dianggap gugur jika orang yang mengurus itu
bepergian jauh dengan menempuh jarak yang
membolehkan shalat gashar.

b) Hak Seseorang dalam Hadhanah

Gugur Jika la Mengidap Penyakit yang

Membahayakan

Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika
ia mengidap penyakit yang membahayakan
seperti gila, lepra, dan kusta. Pendapat ini di-
setujui oleh ulama Hanabilah.

c) Hak Seseorang untuk Mengurus
Anak Juga Gugur Jika la Fasik atau
Pengetahuan Agamanya Kurang

Hak seseorang untuk mengurus anak juga
gugur jika ia fasik atau pengetahuan agama-
nya kurang, seperti misalnya ia tidak dapat
dipercaya untuk mengurus anak karena tidak
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tercapainya kemaslahatan anak dalam asuh-
annya. Pendapat ini telah disepakati oleh para
ulama. Undang-undang pasal 147 ayat 3 juga
menegaskan bahwa jika seorang wali—meski-
pun statusnya ayah—namun tidak dapat di-
percaya untuk mengurus anak kecil baik le-
laki maupun perempuan maka anak tersebut
diserahkan kepada orang lain yaing masih
punya hak untuk mengurusnya. Dan ayat ini
tidak bertentangan dengan ayat 1 pasal 147.”

Ayat 1 dari pasal 147 berbunyi, “Jika wali
si anak bukan ayahnya sendiri maka hakim
pengadilan berhak menyerahkan anak—Ilaki-
laki maupun perempuan—kepada orang yang
pantas, baik itu ibu, wali, atau orang yang
mengganti posisi keduanya, untuk diasuh
sampai yang perempuan menikah, dan yang
laki-laki mencapai usia dewasa.”

d) Hak Seorang Hadhinah Gugur Jika Ia
Sudah Menikah Lagi

Hak seorang hadhinah gugur jika ia sudah
menikah lagi, kecuali jika neneknya anak asuh
adalah istri kakeknya, atau hadhinah menikah
dengan paman anak tersebut. Dalam konteks
ini haknya sebagai hadhinah tidak gugur kare-
na kakek atau paman termasuk mahramnya si
anak. Dan pendapat ini sudah disekapati oleh
para ulama sebagaimana telah dijelaskan di
atas.

Menurut Syafi‘iyyah dan Hanabilah, hak
seseorang untuk memelihara anak dianggap
gugur jika orang tersebut kafir. Para ulama
sepakat hak hadhanah juga gugur jika orang
yang berhak itu gila atau idiot.**

2) Kembalinya Hak dalam Hadhanah
Jika hak hadhanah seseorang gugur kare-
na ada penghalang, kemudian penghalang itu
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lenyap apakah haknya kembali lagi kepada-
nya?

Dalam hal ini para ulama ada dua pen-
dapat:5>

Ulama Malikiyyah dalam pendapat yang
masyhur berkata, “Jika hak seorang hadhi-
nah telah gugur karena adanya uzur, seperti
sakit, tempat yang membahayakan, pergi atau
pindah tempat, dan pergi untuk menunaikan
ibadah haji, kemudian uzur itu hilang karena
sembuh dari penyakit atau tempatnya sudah
aman, atau pulang dari bepergian maka haknya
dalam hadhanah kembali lagi. Karena, uzur
atau penghalang yang menggugurkan haknya
telah hilang. Kaidahnya menyebutkan, “Jika

. penghalangnya lenyap maka sesuatu yang ta-

dinya terlarang menjadi tidak.”

Adapun jika seorang hadhinah menikah
lagi dengan seorang lelaki lain yang bukan
mahram dan melakukan hubungan suami istri,
atau ia pergi jauh tanpa uzur, namun kemudi-
an menjanda lagi baik karena cerai, nikahnya
batal, maupun cerai mati, atau ia kembali lagi
dari perjalanan jauh yang tidak ada uzur maka
haknya untuk mengurus anak tidak kembali
lagi meskipun penghalangnya sudah tidak ada.
Alasannya karena gugurnya hak hadhanah itu
dari dirinya sendiri dan tidak ada uzur.

Ulama Hanafiyyah, Syafi‘iyyah, dan Hana-
bilah berpendapat, “Jika hak hadhinah gugur
karena ada penghalang, namun kemudian
penghalang itu lenyap maka hak hadhanah itu
kembali lagi kepadanya, baik penghalang itu
karena terpaksa seperti sakit, atau pengha-
lang itu karena keinginan sendiri seperti ni-
kah, bepergian, dan fasik.” Akan tetapi, menu-
rut Hanafiyyah hal itu harus langsung tanpa
menunda-nunda waktu bagi perempuan yang

64 Al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 224; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 759; al-Muqaddimaat al-Mumahhadaat, Vol. 1, hlm. 569;
ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 2, him. 880, 884; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him, 456-458; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5,
hlm. 579; al-Mughnii, Vol. 7, him. 618.
65 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 880; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 763; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 456; Kasysyaaful Qinaa’,
Vol. 5, him. 580.
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dicerai ba’in meski sebelum selesai iddahnya,
namun jika dicerai raj'i maka ia harus me-
nunggu masa iddahnya dulu.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa wa-
nita yang dicerai masih berhak mengurus ha-
dhanah anaknya secara langsung sebelum se-
lesai iddahnya, dengan syarat mendapat izin
atau ridha dari suami. Namun jika suami tidak
memberi izin atau tidak ridha maka wanita itu
tidak berhak atas hadhanah anaknya.

Ulama Hanabilah sendiri menetapkan
bahwa wanita yang dicerai tetap berhak meng-
urus hadhanah anaknya, meskipun cerai raj‘i
dan belum selesai masa iddahnya.

Undang-undang Syria pasal 141 menegas-
kan bahwa hak hadhanah akan kembali kepa-
da pemiliknya jika penghalangnya sudah tidak
ada.

3) Apakah Seorang Ibu Boleh Dipaksa
untuk Mengurus Hadhanah?

Pembahasan ini termasuk pecahan dari
pembahasan hadhanah, apakah hadhanah itu
hak seorang ibu ataukah hak seorang anak.*®

Pendapat yang dijadikan fatwa menurut
madzhab Hanafiyyah adalah bahwa seorang
ibu atau yang lainnya jika menolak maka ti-
dak boleh dipaksa untuk mengurus hadha-
nah anaknya, sebagaimana halnya juga tidak
dipaksa jika menolak tidak mau menyusui.
Kecuali jika radha‘ hukumnya wajib baginya,
karena memang si anak tidak mau menetek
selain susunya, atau sang ayah dan si anak
tidak memiliki harta. Atau bisa juga karena
tidak ada orang lain yang mampu mengurus
hadhanah kecuali dia sendiri. Pendapat ini
juga dianut oleh Syafi‘iyyah, Hanabilah, dan
Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur.
Berdasarkan pendapat ini maka seorang ibu

=) Bagian 6: Ahwaal Syakhshlyyah

boleh menggugurkan haknya dalam hal ha-
dhanah, namun menurut madzhab Maliki, ia
sudah tidak lagi memiliki hak hadhanah jika
kemudian hari hendak memintanya.

Seorang ibu boleh dipaksa untuk meng-
urus hadhanah anaknya jika memang si anak
sudah tidak memiliki mahram. Tujuannya agar
hidup si anak tidak terlunta-lunta.

Pendapat lain mengatakan bahwa seorang
ibu boleh dipaksa untuk mengurus hadhanah
anaknya secara mutlak dan ia tidak memiliki
hak untuk menggugurkannya meski dengan
khulu“. Jika seorang istri meminta khulu’ ke-
pada suaminya dengan syarat agar ia meng-
urus anaknya, atau suami yang mensyaratkan
agar si anak bersamanya maka khulu“-nya
sah menurut Hanafiyyah, namun syaratnya
batal. Hadhinah-nya berhak mengambil anak
tersebut dari suami. Pendapat ini dijadikan
undang-undang Syria pasal 103 sebagaimana
telah dijelaskan pada pembahasan khulu’.

4) Bagaimana Jika Pemilik Hak Hadhanah
tidak Meminta Hak dalam Hadhanah?

Ulama Malikiyyah berpendapat®’ bahwa
jika pemilik hak hadhanah tidak meminta un-
tuk mengurus hadhanah maka haknya gugur
dengan syarat-syarat berikut.

a) Orang Tersebut Tahu Bahwa la Memiliki
Hak untuk Mengurus Hadhanah Anak.
Jika ia tidak tahu maka haknya tidak gu-
gur, meskipun tidak meminta atau hanya
diam saja dalam jangka waktu yang lama.

b) Orang Tersebut Tahu Bahwa Diamnya
atau tidak Meminta Hak Hadhanah Itu
Menggugurkan Haknya Sendiri. Namun
jika tidak tahu maka haknya tetap tidak
gugur, karena perkara ini termasuk urus-
an furu’ sehingga orang yang tidak tahu
dapat diterima uzurnya.

66 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 875; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 763; Mughnil Muhtaaj, Vol. 456; al-Mughnii, Vol. 7, hlm.

615.
67

Asy-Syarhush Shaghiir wa Haasyiyyah ash-Shaawi, Vol. 2, him. 763.



Baglan 6: Ahwaal Syakhshiyyah /ﬂ\
L 73 =

\v/

¢) Sudah Melewati Batas Waktu Satu Ta-
hun dari Mulai Mengetahui Hak untuk
Mengurus Hadhanah. Jika hanya haknya
didiamkan saja selama kurang dari satu
tahun, lantas ia meminta haknya untuk
mengurus hadhanah maka ia masih ber-
hak.

Jika seorang hadhinah menikah lagi de-
ngan lelaki lain dan sudah melakukan hubung-
an suami istri, lantas orang yang kelimpahan
hak hadhanah tidak tahu akan pernikahan
itu sehingga hadhinah tadi sudah cerai atau
ditinggal mati suaminya maka hak hadhanah
tetap ada pada hadhinah. Demikian juga jika
orang yang kelimpahan hak hadhinah tahu
akan pernikahan hadhinah, namun selama satu
tahun ia tidak meminta haknya untuk meng-
urus hadhanah si anak sehingga hadhinah su-
dah cerai lagi maka hak hadhanah tetap pada
hadhinah, karena batas waktunya sudah lewat
dan yang berhak hanya diam saja, tanpa me-
minta haknya untuk mengasuh anak.

4. UPAH HADHANAH, TEMPAT TINGGAL,
DAN KEPERLUAN LAIN

a. Apakah Harus Mengeluarkan Upah

untuk Hadhanah?

Dalam hal ini ada dua pendapat:*®

Menurut mayoritas ulama selain Hanafiy-
yah, seorang hadhin tidak berhak meminta
upah hadhanah, baik statusnya sebagai ibu
maupun selainnya karena seorang ibu ber-
hak mendapat nafkah jika statusnya masih
seorang istri. Adapun jika statusnya selain
ibu dari si anak maka nafkahnya ditanggung
ayahnya. Akan tetapi jika anak yang dipeli-
haranya membutuhkan bantuan lain, seperti
memasak dan mencuci pakaian maka hadhin
berhak mendapat upah.
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Ulama Hanafiyyah berkata, seorang ha-
dhinah tidak berhak mendapatkan upah ha-
dhanah jika statusnya sebagai istri atau dalam
masa iddah cerai, baik cerai ba’in maupun
raj'i, seperti halnya tidak mendapatkan upah
dalam radha‘karena wajibnya kedua hal terse-
but seperti utang. Di samping ia juga masih
berhak mendapatkan nafkah sebagai istri
maupun dalam masa iddah, dan nafkah itu cu-
kup untuk keperluan hadhanah.

Adapun setelah selesainya iddah maka
hadhinah berhak meminta upah hadhanah ka-
rena terhitung upah pekerjaan.

Seorang hadhinah yang statusnya bukan
istri juga berhak mendapatkan upah hadha-

" nah, namun upah itu belum termasuk upah

menyusui dan nafkah untuk anak. Jadi, se-
muanya ada tiga kewajiban, yaitu upah hadhi-
nah, upah menyusui, dan nafkah si anak.

Undang-undang negara Syria pasal 143
mengambil pendapat madzhab Hanafiyyah.
Bunyi pasal tersebut adalah, “Seorang ibu tidak
berhak mendapatkan upah hadhanah anaknya
jika statusnya sebagai istri atau dalam masa
iddah cerai.”

b. Antara lbu Kandung dan Wanita Lain,
Mana yang Didahulukan dalam Masalah
Hadhanah?

Ulama Hanafiyyah berpendapat® bahwa
dalam masalah menyusui lebih diutamakan
wanita lain daripada ibu kandung jika ia tidak
rela menyusui tanpa upah. Adapun dalam
masalah hadhanah anak, jika wanita lain itu
bukan mahramnya si anak maka ia tidak di-
dahulukan daripada pemilik haknya. Namun
jika wanita lain itu mahramnya si anak maka
ia lebih diutamakan jika upahnya dari harta si
anak atau jika ekonomi ayah si anak tersebut

68 Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 2, hlm. 876; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 765; al-Fataawaa al-Hindiyyah, Vol. 1,

hlm. 484.
69 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 873.
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sedang susah. Dalam hal hadhanah, wanita
lain tidak diutamakan kecuali dalam dua hal
tersebut.

Sebab perbedaan hukum antara radha’
dan hadhanah: maksud dari radha‘ adalah
untuk menyuplai makanan bagi anak, dan hal
itu bisa tercapai tanpa memerlukan hubungan
mahram, sedangkan dalam hadhanah diper-
lukan kelembutan dan kasih sayang yang
penuh untuk mendidik dan mengarahkan si
anak. Jadi dalam hal hadhanah perlu keluarga
yang masih terhitung mahram karena lebih
lembut dan kasih sayang terhadap anak dari-
pada orang lain.

Jika tidak ada seorang pun yang rela
mengurus hadhanah anak dengan cuma-cuma,
padahal ekonomi sang ayah sedang susah dan
si anak juga tidak mempunyai harta maka ibu
dari si anak atau orang yang berhak setelah
ibu harus dipaksa untuk mengurus hadhanah
si anak. Upahnya menjadi utang sang ayah
agar dibayar setelah ekonominya membaik.
Utang ini tidak gugur kecuali sudah dibayar
atau diikhlaskan.

c. Upah Tempat Tinggal Hadhanah dan

Upah Pembantu

Ulama Hanafiyyah dalam pendapat yang
mukhtar dan ulama Malikiyyah dalam pen-
dapat yang masyhur” sepakat akan wajibnya
upah tempat tinggal untuk hadhanah bagi se-
orang hadhin dan mahdhun jika memang ke-
duanya tidak memiliki tempat tinggal, karena
tempat tinggal termasuk nafkah wajib untuk
si kecil. Jadi, kewajiban itu dibebankan kepada
orang yang berkewajiban memberikan nafkah
kepadanya, baik dengan ketentuan hakim
maupun tidak, sesuai dengan kondisi ekonomi
sang ayah.
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Keduanya juga sepakat akan wajibnya
upah untuk pembantu jika memang si kecil
membutuhkannya karena adanya pembantu
juga termasuk penunjang penghidupan. Ulama
madzhab lain juga sejalan dengan pendapat
ini.

d. Orang yang Dibebani Menanggung

Nafkah Hadhanah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa naf-
kah atau ongkos hadhanah diambil dari harta
anak yang diasuh, namun jika ia tidak memi-
liki harta maka nafkahnya dibebankan kepada
ayah si anak tersebut, atau kepada orang yang
wajib menafkahinya. Nafkah ini menjadi wajib
karena menjadi sebab kelangsungan hidup
dan penjagaan terhadap anak dari kekurang-
an. Jika nafkah hadhanah itu wajib maka tidak
tetap dianggap utang dan tidak gugur meski
sudah lewat masanya atau dengan wafatnya
orang yang dibebani nafkah, wafatnya mah-
dhun, ataupun wafatnya hadhinah.

Ulama Malikiyyah dalam pendapat yang
masyhur mengatakan bahwa nafkah untuk
tempat tinggal hadhinah dan anak-anak yang
diasuh ditanggung oleh ayah mereka.

e. Ketentuan Undang-Undang

Dalam hal ini, pasal 142 bahwa nafkah
untuk hadhanah itu dibebankan kepada orang
yang berhak menafkahi si anak. Pasal itu ber-
bunyi, “Upah hadhanah anak dibebankan ke-
pada orang yang berkewajiban menafkahi
anak tersebut. Besar kecilnya pengeluaran
bergantung keadaan ekonomi orang tersebut.”
Pasal 44 menyinggung masalah, jika ekonomi
sang ayah sedang susah lantas salah satu ke-
luarga yang masih terhitung mahram hendak
menanggung beban hadhanah si anak. Pasal

70 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 877; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 764; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 225; Mughnil
Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 452; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, him. 576; asy-Syarhul Kabiir ma'ad Dasuugi, Vol. 2, him. 533.
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tersebut berbunyi, “Jika orang yang berke-
wajiban memberikan upah hadhanah itu ti-
dak mampu untuk membayar atau karena
ekonominya sedang jatuh, lantas ada salah
seorang keluarga mahram menawarkan diri
untuk menanggung beban hadhanah si anak
maka hadhinah-nya dipersilakan untuk me-
milih antara mengasuh tanpa bayaran atau
melepaskan anak tersebut untuk diasuh oleh
keluarga yang masih terhitung mahram.”

f. Permulaan Keberhakan Nafkah Hadhanah

Hak nafkah hadhanah, baik berupa tempat
tinggal, upah, pembantu, dan lain-lain, menu-
rut ulama Hanafiyyah dimulai dari mulai anak
menyusu.”? Jika dari awal sudah ada kesepa-
katan jumlah upah untuk hadhanah atau su-
dah ditetapkan hakim terlebih dahulu maka
hadhinah berhak mendapatkan upah dari
mulai hari kesepakatan atau ketetapan.

Akan tetapi, jika belum ada kesepakatan
upah dan juga belum ditetapkan oleh hakim,
jika hadhinah-nya selain ibu maka tidak ber-
hak mendapatkan upah hadhanah kecuali
setelah ada kesepakatan atau ketetapan ha-
kim.

Jika hadhinah-nya itu ibu kandung sen-
diri maka ia berhak mendapatkan upah dari
mulai mengurus hadhanah setelah selesainya
masa iddah tanpa digantungkan pada adanya
keridhaan maupun keputusan. Ulama lain
berpendapat, upah hadhanah ibu kandung
dimulai dari hari kesepakatan atau ketetapan
hakim. Para hakim Mesir membedakan hukum
antara ibu kandung dan wanita lain dalam
masalah radha‘ dan hadhanah.

7Y Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, him. 931.
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5. TEMPAT HADHANAH, PERPINDAHAN
ANAK KE NEGARA LAIN, DAN HAK
UNTUK MENJENGUKNYA

a. Tempat Hadhanah
Tempat hadhanah adalah rumah atau
tempat tinggal suami istri jika belum bercerai.
Para ulama mempunyai beberapa pendapat
yang berbeda-beda dalam menentukan tem-
pat hadhanah dan dampaknya.”? Ulama Hana-
fiyyah memerinci perkara ini sebagai berikut.
1. Jika hadhinah-nya adalah ibu kandung
sendiri dan statusnya masih sebagai istri,
atau masih dalam masa iddah cerai atau
ditinggal wafat suaminya maka tempat
hadhanah-nya adalah rumah yang ia tem-
pati bersama suaminya. Tanpa izin dari
suami, ia tidak boleh berpindah rumah ka-
rena seorang istri harus patuh dan meng-
ikuti sang suami. Adapun yang masih da-
lam masa iddah maka ia juga harus tetap
berada di rumah yang ia tempati, baik ada
anak maupun tidak, karena Allah SWT
berfirman yang artinya, “Wahai Nabi! Apa-
bila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada wak-
tu mereka dapat (menghadapi) iddahnya
(yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu,
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari ru-
mahnya dan janganlah(diizinkan) keluar
kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan
keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah,
dan barangsiapa melanggar hukum-hukum
Allah, maka sungguh, dia telah berbuat za-
lim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak
mengetahui barangkali setelah itu Allah me-
ngadakan suatu ketentuan yang baru.” (ath-
Thalaaq: 1)

2 Al-Fataawaa al-Hindiyyah, Vol. 1, him. 484; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2 hlm. 884; al-Kitaab ma‘al Lubaab, Vol. 3, hlm. 104; Fathul
Qadiir, Vol. 3, hIm. 319; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 224; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 762; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him.
172; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 458; Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 250; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 618; Kasysyaaful Qinaa’, Vol.

5, him. 581.
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2. Adapun jika hadhinah-nya seorang ibu
kandung tetapi sudah berstatus janda dan
masa iddahnya sudah selesai maka tempat
hadhanah-nya adalah juga rumah tempat
ia tinggal bersama mantan suaminya. Ha-
dhinah tidak boleh berpindah negara yang
jaraknya jauh sehingga tidak memung-
kinkan bagi mantan suami untuk melihat
anaknya, lalu kembali lagi dalam sehari.
Terkecuali, jika hadhinah kembali ke tanah
kelahirannya atau ke kampung halaman
yang menjadi tempat akad nikah dulu.
Jika dua syarat terpenuhi, yaitu kampung
halaman dan juga jadi tempat akad nikah
maka hadhinah boleh membawa anaknya
ke kampung halamannya, namun jika ke-
dua syarat itu tidak terpenuhi maka ia tidak
boleh membawa anaknya ke tempat itu.

3. Adapun jika hadhinah-nya wanita lain,
bukan ibu kandung si anak, seperti misal-
nya yang jadi hadhinah itu nenek, saudara
perempuan, bibi, atau tante maka tidak
diperkenankan baginya untuk pindah ne-
gara sambil membawa anak asuhnya, ke-
cuali dengan izin dan keridhaan ayah si
anak tersebut. Jika hadhinah tetap pindah
tempat tanpa izin maka haknya dalam
hadhanah gugur.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
tempat mengurus hadhanah bagi wanita yang
sudah dicerai dan telah habis masa iddahnya
adalah rumah yang ia tempati bersama man-
tan suaminya. la juga tidak diperbolehkan
berpindah tempat atau melakukan perjalanan
jauh dengan tujuan pindah dengan jarak lebih
dari 133 km. Jika ia tetap menempubh jarak se-
jauh itu dari tempat tinggal mantan suaminya
maka haknya untuk mengurus hadhanah anak
menjadi gugur karena si anak masih mem-
butuhkan penjagaan walinya. Akan tetapi jika

73 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 885.
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kepergiannya untuk dagang, ziarah, menunai-
kan ibadah haji, dan sejenisnya maka haknya
tidak menjadi gugur.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat, jika yang
melakukan perjalanan itu salah satu dari
suami istri yang sudah cerai, dan perjalanan-
nya itu karena ada keperluan, seperti dagang
atau ibadah haji maka hadhanah anak yang
sudah mumayyiz atau lainnya diserahkan ke-
pada orang yang mukim sampai ia kembali
dari perjalanannya. Akan tetapi jika salah satu
dari keduanya melakukan perjalanan dengan
tujuan pindah tempat maka sang ayah lebih
berhak mengurus hadhanah anak daripada
sang ibu, dengan syarat perjalanan dan tem-
pat yang dituju aman. Dalam kasus ini, ayah
lebih berhak daripada ibu karena untuk men-
jaga nasab si anak, juga karena kemaslahatan
pendidikan, dan mudahnya nafkah bagi si
anak. Akan tetapi jika perjalanan atau negara
yang dituju itu membahayakan maka orang
yang mukim lebih berhak atas hadhanah si
anak.

Ulama Hanabilah memutuskan bahwa
jika salah satu dari kedua orang tua anak hen-
dak pindah ke tempat yang aman dan jarak
tempuhnya sejauh jarak perjalanan bolehnya
shalat qashar atau lebih, maka gugurlah ha-
dhanah-nya hadhinah, dan hak hadhanah-nya
menjadi tanggung jawab ayah selama pin-
dahnya itu untuk menyusahkan ibu si anak.
Namun jika tujuannya untuk menyusahkan
orang tua, maka haknya untuk mengurus anak
tidak gugur.

b. Pindahnya Ayah atau Penggantinya ke
Negara Lain
Ulama Hanafiyyah berpendapat’® bahwa
selama hadhanah anak masih diurus ibunya,
seorang ayah atau wali tidak berhak untuk
membawa anak keluar dari negara ibunya jika
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ia tidak rela. Jika sang ayah pergi meninggal-
kan negara tempat tinggal ibu si anak maka
ia tidak berhak membawa si anak yang masih
dalam asuhan ibunya, dan hak hadhanah sang
ibu tidak gugur karena perginya ayah dari
anak yang diasuhnya, baik tempat yang dituju
itu dekat maupun jauh, dengan tujuan mene-
tap maupun hanya untuk berbisnis. Hadhanah
adalah haknya hadhinah dan itu tidak bisa
digugurkan oleh wali si anak.

Ulama Malikiyyah menyamakan’ hak
antara hadhinah dan wali si anak dalam hal
menggugurkan hak hadhanah, jika salah sa-
tu dari keduanya melakukan perjalanan ke
negara lain dengan jarak tempuh melebihi 133
km dengan tujuan untuk menetap. Jika yang
melakukan perjalanan itu adalah wali si anak,
baik itu wali dalam urusan harta seperti ayah,
orang yang diberi wasiat untuk mengurus,
ataupun wali keluarga, seperti paman maka
ia berhak membawa anaknya dari asuhan ha-
dhinah, meski anak tersebut masih menyusu,
niatnya untuk bermukim dan jarak perjalan-
an yang ditempuh lebih dari 133 km, dengan
syarat aman perjalanan dan tempat tujuan.
Dalam kasus ini hak hadhinah gugur, kecuali ia
ikut dalam perjalanan bersama wali si anak.

Alasan mereka dalam hal ini adalah kare-
na hak seorang wali dalam hadhanah lebih
kuat daripada haknya seorang hadhinah, juga
pendidikan spiritual lebih diutamakan dari-
pada pendidikan jasmani. Dan dalam hal pen-
didikan seorang wali dari anak lebih mampu
untuk mengurusnya.

Ulama Syafi‘iyyah’® dalam hal ini mem-
bedakan antara perjalanan dengan niat pin-
dah atau mukim dan perjalanan karena ada
keperluan lain. Jika wali si anak atau hadhinah
melakukan perjalanan karena ada keperluan

7% Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 761.
7S Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 458.
76 Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, him. 581.
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maka anak yang sudah mumayyiz atau selain-
nya tinggal bersama orang yang mukim hing-
ga kembalinya orang yang sedang bepergian,
karena dikhawatirkan ada bahaya dalam per-
jalanan.

Jika salah satu dari keduanya hendak me-
lakukan perjalanan dengan niat pindah atau
bermukim ke tempat tujuan maka sang ayah
lebih berhak atas hadhanah anaknya, namun
dengan syarat perjalanan dan tempat tujuan
harus aman sebagaimana pendapat Malikiy-
yah. Akan tetapi, jika negara tempat tujuan ti-
dak aman maka si anak tetap bersama ibunya,
dan sang ayah tidak berhak membawa anak-
nya menuju ke tempat yang membahayakan.

Ulama Hanabilah’® pendapatnya sama se-
perti ulama Syafi‘iyyah, yaitu jika salah satu
dari kedua orang tua si anak hendak pergi ke
tempat lain dengan tujuan pindah yang jarak
tempuhnya lebih dari jarak bolehnya shalat
qashar, kemudian tempat tujuan dan perjalan-
an aman maka yang lebih berhak mengurus
hadhanah anak adalah sang ayah, baik yang
mukim maupun yang pindah itu ayah sama
saja. Karena, umumnya seorang ayahlah yang
mendidik dan menjaga nasab si anak. Dan jika
anak tidak bersama ayahnya maka anak bisa
telantar.

Kesimpulan: perjalanan yang dilakukan
oleh wali si anak tidak menggugurkan hak ha-
dhanah hadhinah menurut pendapat Hanafiy-
yah, namun menurut pendapat mayoritas ula-
ma hal itu menggugurkannya.

¢. Hukum Menjenguk Anak

Para ulama sepakat bahwa salah satu dari
kedua orang tua anak selain hadhin berhak
menjenguk anaknya untuk menjaga tali sila-
turahim, namun demikian pendapat mereka
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relatif berbeda-beda, bergantung pada masla-
hat anak dan orang tua.

Ulama Hanafiyyah berpendapat,”” jika si
anak berada dalam asuhan hadhinah maka
ayah dari anak tersebut berhak untuk men-
jenguknya. Caranya, hadhinah bisa membawa
anaknya keluar agar ayahnya dapat melihat
anaknya setiap hari. Jika si anak berada dalam
asuhan ayahnya karena gugurnya hak ibu un-
tuk mengasuh, baik karena masa hadhanah-
nya sudah selesai maupun alasan lain maka
sang ibu tetap boleh menjenguk anaknya,
sedangkan caranya bisa seperti cara di atas.
Batas maksimal menjenguk anak sekali tiap
minggu, sebagaimana haknya seorang wani-
ta untuk menjenguk ayahnya tiap minggu.
Adapun seorang bibi, hukumnya seperti ibu
tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku di
Mesir untuk menjenguk, yaitu sekali setiap
bulannya.

Ulama Malikiyyah berpendapat,’®“Seorang
ibu berhak menjenguk anaknya yang masih
kecil tiap harinya sekali, sedangkan untuk
anak yang sudah besar sekali tiap minggunya.
Waktu menjenguk bagi seorang ayah sama
seperti seorang ibu, namun sebelum anak
mencapai usia pendidikan, sedangkan jika
anak sudah mencapai usia pendidikan maka ia
boleh menjenguknya secara berkala.”

Ulama Syafiiyyah berpendapat’, anak
yang sudah mumayyiz jika memilih tinggal
bersama ayahnya maka sang ibu tetap boleh
menjenguknya. Akan tetapi, seorang ayah
berhak melarang anak perempuannya untuk
menjenguk ibunya jika memang ia memilih
tinggal bersamanya. Tujuannya agar tetap da-
lam penjagaan dan tidak tampak oleh orang
lain. Dan yang lebih berhak untuk keluar men-

77 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 885,

jenguk dalam hal ini adalah sang ibu, karena ia
lebih tua dan berpengalaman.

Seorang ayah tidak boleh melarang ibu
dari anaknya untuk menjenguk atau mene-
mui buah hatinya sendiri, baik lelaki maupun
perempuan. Karena, dengan melarang berarti
sang ayah memutuskan tali silaturahim an-
tara keduanya. Akan tetapi, waktu berkunjung
juga tidak boleh terlalu lama, dan jika ia tidak
memperbolehkannya masuk maka ia harus
membawa anaknya keluar agar ibunya dapat
melihatnya.

Jeda masa berkunjung adalah dua hari
sekali, tidak setiap hari, kecuali jika rumahnya
dekat dan tidak ada apa-apa jika ia masuk ke
rumabh itu tiap hari.

Jika anak yang diasuh, baik lelaki maupun
perempuan sedang dalam keadaan sakit maka
sang ibu yang lebih berhak untuk merawat-
nya, karena ia lebih lembut dan sabar dalam
menghadapinya daripada sang ayah. Perawat-
an dilakukan di rumah sang ayah jika ia rela,
namun jika tidak maka perawatan bertempat
di rumah sang ibu. Dalam dua hal tersebut,
yang perlu dijaga adalah agar sampai tidak
terjadi khalwat antara keduanya.

Ulama Hanabilah pendapatnya sama se-
perti ulama Syafi‘iyyah,® yaitu jika anak yang
sudah mumayyiz memilih tinggal bersama
ayahnya maka sang ayah tidak boleh melarang
ibu anak tersebut untuk menjenguk, dan juga
tidak melarangnya untuk merawat si anak jika
sakit. Akan tetapi jika si anak memilih tinggal
bersama ibunya maka malamnya tinggal ber-
sama ibu, namun siangnya tinggal bersama
ayahnya untuk dididik.

Adapun jika si anak itu perempuan maka
ia ikut ayahnya setelah usia tujuh tahun hing-

78 Asy-Syarhul Kabiir wad Dasuugi, Vol. 2, hlm. 512; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 737.

7 Mughnil MuhtaajVol. 3, hlm. 257.

80 Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 251-252; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 583; al-Mughnii, Vol. 7, him. 617.
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ga menikah, dan kedua orang tua tidak boleh
melarang putrinya untuk mengunjungi salah
satu dari keduanya. Karena dengan melarang-
nya berkunjung berarti memutuskan tali sila-
turahim, namun tetap menjaga agar suami ti-
dak berduaan dengan ibunya dan berkunjung-
nya tidak terlalu lama, karena sang ibu sudah
menjadi orang lain bagi mantan suaminya. Dan
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,
ada baiknya sang ibu mengunjungi putrinya
pada waktu ayahnya tidak ada di rumah, agar
bisa berbicara dengan putrinya lebih leluasa.
Suara perempuan meskipun bukan aurat, ha-
ram jika seorang laki-laki senang mendengar-
kan suaranya.

Jika putrinya sakit maka sang ibu berhak
merawatnya di rumah sang ayah karena me-
mang perlu perawatan.

Seorang ibu mengunjungi putrinya, na-
mun jika anaknya lelaki maka anaknyalah yang
mengunjungi ibunya sesuai adat yang berlaku,
seperti sehari dalam seminggu misalnya.

6. LAMANYA MASA HADHANAH DAN
HUKUM SETELAH SELESAINYA MASA
HADHANAH

Para ulama sepakat bahwa masa hadha-
nah itu dimulai sejak kelahiran anak sampai
usia mumayyiz. Di atas usia mumayyiz, para
ulama berbeda pendapat mengenai tempat
tinggal anak tersebut.

Ulama Hanafiyyah berpendapat® bahwa
seorang hadhinah, baik itu ibu kandung mau-
pun wanita lain lebih berhak atas anak hingga
ia tidak lagi membutuhkan bantuan wanita.
Artinya, ia mampu mengurus sendiri keper-
luan makan, minum, pakaian, dan bersuci, yai-
tu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun.
Rasulullah saw. bersabda,
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“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk
menjalankan shalat pada usia tujuh tahun.”

Perintah untuk menjalankan shalat tidak
mungkin bisa dilaksanakan kecuali jika pada
usia tujuh tahun itu si anak sudah mampu
untuk bersuci. Akan tetapi, ada pendapat lain
yang mengatakan bahwa usia anak mampu
mengurus keperluannya sendiri adalah pada
waktu usia sembilan tahun.

Ibu dan nenek lebih berhak mengurus
anak perempuan hingga mencapai usia haid
atau usia remaja, karena setelah usia itu ia
membutuhkan pengetahuan mengenai adab-
adab wanita. Adapun setelah dewasa maka
ia lebih membutuhkan penjagaan dan peng-
awasan, dan sang ayah lebih mampu dalam hal
ini daripada ibu. Usia dewasa bagi perempuan
adalah sembilan atau sebelas tahun.

Sebab yang membedakan usia dewasa
antara anak lelaki dan anak perempuan: secara
analogi, atau pada dasarnya waktu hadhanah
anak lelaki dan anak perempuan sama-sama
sampai mereka baligh, akan tetapi untuk anak
lelaki analogi atau hukum dasar tersebut ti-
dak dipakai berdasarkan ijma sahabat. Di-
riwayatkan bahwa Abu Bakar memutuskan
bahwa Ashim bin Umar lebih berhak bersama
ibunya selama ia belum menginjak usia baligh,
atau ibunya menikah lagi. Adapun untuk anak
perempuan, hukumnya sesuai dengan hukum
dasar, dan lagi untuk anak laki-laki, jika sudah
baligh membutuhkan pendidikan, akhlak, dan
ilmu pengetahuan. Dan sang ayah lebih mam-
pu untuk mendidik anak akan hal itu.

Adapun bagi anak perempuan, ia mem-
butuhkan pengetahuan tentang kewanitaan,

81 Al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 42-44; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 881.



akhlak seorang wanita, dan tata cara mengurus
rumah. Dan dalam hal ini ibu lebih mampu un-
tuk mendidiknya. Kemudian setelah baligh
maka anak perempuan lebih membutuhkan
penjagaan dan pengawasan dari orang-orang
yang tidak baik. Hal itu tugas sang ayah.
Ulama Malikiyyah berpendapat? masa
hadhanah bagi anak lelaki selesai hingga ia
baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit,
menurut pendapat yang masyhur. Adapun bagi
anak perempuan masa hadhanah-nya hingga
ia menikah dan melakukan hubungan suami
istri, meskipun ibunya kafir. Hal ini jika ibu
anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati
suaminya. Adapun jika masih berstatus seba-
gai istri maka hadhanah itu hak suami istri.
Seorang anak tidak diminta untuk memilih
menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, karena ia
belum bisa menentukan pilihan dengan akal
sehatnya sehingga terkadang ia lebih memilih
ikut orang yang biasa bermain bersamanya.
Ulama Syafi‘iyyah berpendapat® jika sua-
mi istri bercerai dan punya anak yang sudah
mumayiz, baik lelaki maupun perempuan,
yaitu menginjak usia tujuh atau delapan tahun
dan kedua orang tuanya sama-sama layak
untuk mengurus hadhanah-nya, baik dalam
masalah agama, harta, maupun kasih sayang.
Kemudian keduanya saling berebut untuk
mengasuh anak tersebut maka si anak diper-
silakan untuk memilih salah satu di antara
keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah
yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.
Rasulullah saw. sendiri pernah memberi-
kan kesempatan seorang anak untuk memilih
antara ayah dan ibunya.®* Adapun dalam masa-
lah nasab maka anak perempuan sama dengan
anak laki-laki, dan tujuan hadhanah adalah
untuk menjaga anak, sedangkan setelah mu-
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mayyiz si anak sudah mampu memilih untuk
maslahatnya sendiri sehingga ia disuruh un-
tuk memilih.

Seorang anak tetap disuruh memilih
mesKipun salah satu dari kedua orang tuanya
telah menggugurkan haknya untuk mengasuh
sebelum si anak memilih.

Jika anak telah memilih salah satu dari
kedua orang tuanya, lantas yang dipilih itu
tidak mau menanggung hidupnya maka yang
menanggung adalah orang lain. Kemudian jika
suatu ketika ia meminta anaknya kembali dan
berjanji akan menanggung hidupnya maka
si anak diminta untuk kembali memilih. Jika
kedua orang tua menolak untuk mengurus
hadhanah anaknya, namun orang yang ber-
hak setelah keduanya masih ada, yaitu kakek
dan nenek si anak maka ia disuruh memilih.
Jika ia tidak mau memilih maka orang yang
wajib menafkahinya dipaksa untuk mengurus
hadhanah-nya. Jika di antara kedua orang tua
hanya salah satu yang layak untuk mengurus
hadhanah anaknya baik karena gila, kafir, bu-
dak, fasik, atau telah menikah dengan orang
lain maka hak hadhanah-nya dilimpahkan
pada yang berhak satunya lagi. Dan si anak ti-
dak disuruh memilih karena ada penghalang,
namun jika penghalang itu sudah tidak ada
maka si anak disuruh memilih antara kedua-
nya. _

Seorang anak juga disuruh memilih antara
ibu dan kakek, demikian juga saudara lelaki,
paman, atau ayah dan saudara perempuan dan
bibi dalam hal kelayakan mengasuh. Jika si
anak telah memilih salah satu lantas memilih
orang lain maka haknya dipindahkan kepada
orang yang dipilih terakhir kali. Karena, ter-
kadang ia baru melihat sesuatu yang berbeda
dengan perkiraan sebelumnya, atau ada peru-

82 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 755; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 224.
8 Al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 171; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him. 456.
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bahan yang terjadi pada diri orang yang dipilih
pertama kali. Selain itu, si anak juga terkadang
bermaksud menjaga kedua belah pihak agar
tetap baik.

Ulama Hanabilah sependapat dengan ula-
ma Syafi‘iyyah,® yaitu jika anak lelaki yang
normal (tidak idiot) sudah mencapai usia tujuh
tahun maka ia dipersilakan untuk memilih
salah satu dari kedua orang tua, kalau me-
mang keduanya berebut untuk mengurusnya.
Siapa saja yang dipilih maka ia berhak untuk
mengurus anak tersebut. Kemudian jika se-
telah memilih dan diserahkan lantas si anak
memilih orang lain, ia diberikan kepada orang
yang dipilih terakhir. Seorang anak lelaki juga
dipersilakan memilih antara ibunya dan kera-
batnya, karena Imam Ali juga mempersilakan
Imarah al-Jurmi untuk memilih antara ibunya
dan pamannya.

Seorang anak lelaki dipersilakan memilih
dengan dua syarat.

Pertama, kedua orang tua termasuk orang
yang layak untuk mengurus hadhanah. Jika
salah satu dari keduanya tidak layak maka ha-
dhanah jelas diberikan kepada yang layak.

Kedua, anak yang akan diasuh tidak tdiot.
Jika anak tersebut idiot maka hadhanah-nya
diserahkan kepada ibunya tanpa harus me-
milih karena anak idiot layaknya seperti bayi,
meskipun fisiknya sudah besar. Karena itu,
sang ibulah yang berhak untuk mengurus ha-
dhanah-nya setelah baligh.

Adapun anak perempuan jika sudah men-
capai usia tujuh tahun maka sang ayah yang
lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi
kesempatan untuk memilih menurut Hana-
bilah. Namun, hal ini berseberangan dengan
pendapat Syafi‘iyyah. Alasannya, karena tuju-
an hadhanah adalah untuk kemaslahatan dan

itu bagi perempuan di atas tujuh tahun bisa
tercipta jika diurus oleh ayahnya.

Akan tetapi jika anak perempuan itu be-
rada di rumah ibunya, atau di rumah ayahnya
maka ia di rumah ayahnya sehari semalam,
karena pendidikan berada di dalam rumah se-
perti memasak dan lain-lain.

Undang-Undang Mesir nomor 29 tahun
1929 menetapkan bahwa hak hadhanah sele-
sai ketika anak sudah usia tujuh tahun untuk
lelaki dan sembilan tahun untuk perempuan.
Ketetapan ini juga berlaku dalam undang-un-
dang negara Syria. Akan tetapi, kemudian pada
tahun 1975 hukum itu diganti dengan pasal
146 yang berbunyi, “Masa hadhanah anak
selesai ketika anak lelaki mencapai sembilan
tahun, dan anak perempuan mencapai usia
sebelas tahun.”

¢ Hukum yang Timbul Setelah Selesainya
Masa Hadhanah

Jika masa hadhanah anak telah selesai
maka ia dikembalikan kepada ayah atau ka-
keknya. Mulai saat itu, sang ayah berhak
mengurus si anak hingga usia baligh untuk
kemudian diberi pilihan, apakah ingin hidup
sendiri atau memilih hidup bersama salah
satu dari kedua orang tua. Terkecuali jika si
anak itu memiliki keterbatasan mental dan
tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anak
tersebut diurus oleh sang ayah untuk mence-
gah terjadinya fitnah atau sejenisnya, dan
juga untuk mendidiknya jika terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan. Setelah anak baligh,
sang ayah tidak wajib memberi nafkah kepa-
danya, namun tetap boleh mengurus segala
keperluannya. Jika si anak tumbuh dalam ke-
adaan keterbatasan mental maka sang ibu
lebih berhak mengurusnya, baik anak itu lelaki
maupun perempuan.

85 Al-Mughnii, Vol. 7, him. 614-617; Ghaayatu! Muntahaa, Vol. 3, hlm. 251; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, him. 582.
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Adapun bagi anak perempuan: setelah
masa hadhanah habis, ia ikut bersama ayah
atau kakeknya jika memang masih perawan,
atau sudah janda tetapi dikhawatirkan terjadi
fitnah. Akan tetapi tidak khawatir fitnah, akh-
laknya baik, pemikirannya lurus, dan sudah
usia empat puluh tahun maka ia boleh hidup
sendirian. Sang ayah tidak wajib memberi
nafkah kepada putrinya jika ia menolak ting-
gal bersamanya, atau ikut bersamanya tetapi
sebenarnya ia tidak berhak.%

Kesimpulan: jika anak lelaki sudah baligh,
demikian juga anak perempuan baik perawan
maupun janda tetapi mereka tidak dapat di-
percaya, maka mereka harus tinggal bersama
sang ayah tanpa diberi pilihan untuk hidup
sendiri.

D. PERWALIAN

Perwalian adalah pengaturan orang de-
wasa terhadap urusan orang yang “kurang”
dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimak-
sud kurang di sini adalah orang yang tidak
sempurna ahliyyatul ada’-nya, baik itu kehi-
langan ahliyyatul ada’-nya sama sekali, seperti
anak yang belum mumayyiz, maupun yang
ahliyyatul ada’-nya kurang, seperti anak yang
mumayyiz. Orang ini untuk disebut al-qaashir
atau orang yang tidak sempurna ahliyyatul
ada’-nya.

Menurut ulama Hanafiyyah, perwalian
adalah melaksanakan ucapan atas orang lain,
baik ia setuju maupun tidak.?’

Dalam pembahasan nikah kita sudah me-
ngerti bahwa wali adalah salah satu rukun
akad nikah menurut ulama selain Hanafiyyah,
sedangkan wali hanyalah syarat sahnya per-
nikahan bagi anak kecil, orang gila, dan budak
menurut Hanafiyyah.

8 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 882.
87 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 406.
88 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 427.
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Kita juga sudah mengenal bahwa perwa-
lian itu ada dua macam, perwalian atas diri se-
seorang dan perwalian atas harta benda. Per-
walian atas diri seseorang maksudnya meng-
atur urusan orang yang kurang ahliyyatul ada’-
nya atau al-qaashir, baik menjaga, merawat,
mendidik, menikahkan, dan lain-lain.

Adapun perwalian atas harta benda ada-
lah mengatur perputaran harta seseorang
yang kurang ahliyyatul ada’-nya, baik dalam
perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.

Pasal ini terbagi menjadi dua pembahas-
an sesuai dengan pembagian dua perwalian
yang telah disebutkan di atas.

1. PERWALIAN ATAS DIRI SESEORANG
a. Wali atas Diri Seseorang dan

Kewenangannya

Urutan wali atas diri seseorang menurut
ulama Hanafiyyah® adalah anak kemudian
ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman.
Urutannya sesuai dengan urutan pembagian
dalam hukum warisan, yaitu dimulai dari anak,
ayah, saudara, paman. Saudara kandung lebih
didahulukan daripada orang yang dari jalur
ayah saja. Jika tidak ada kerabat itu maka per-
waliannya dipindahkan kepada ibu kemudian
baru kepada sanak keluarga.

Adapun dalam madzhab Maliki, urutan
perwaliannya adalah dari anak, bapak, orang
yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan
paman. Jadi, wali atas diri seseorang menu-
rut mereka adalah anak dan anaknya, kemu-
dian ayah, orang yang diberi wasiat, kemudi-
an saudara laki-laki dan anaknya, kemudian
saudara dari ayah dan anaknya, kemudian
kakek, kemudjan paman dan anaknya. Dalam
urutan ini, saudara kandung lebih didahulu-
kan daripada saudara yang bukan kandung,
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kemudian putusan hakim di masa sekarang
ini.

Seorang wali dipaksa untuk mengambil
orang yang ahliyyatul ada’-nya kurang setelah
masa hadhanah selesai karena perwalian atas
diri seseorang itu termasuk hak dari orang
yang diurus.

Kewenangan wali atas diri séseorang
adalah mendidik dan mengajar, menjaga ke-
sehatan, mengawasi perkembangan fisik, me-
nyekolahkan, dan mengurus pernikahannya.
Jika yang diwalikan itu seorang perempuan
maka wali wajib menjaga dan mengajarkan
keterampilan, dan dalam hal ini wali tetap
menjaganya agar tidak bercampur dengan
laki-laki lain.

b. Syarat-Syarat Wali atas Diri Seseorang

Seseorang yang menjadi wali atas diri
orang lain syaratnya® harus sudah baligh,
berakal, mampu mendidik anak, amanah atas
akhlak anak, dan beragama Islam untuk anak
Muslim dan Muslimah.

Karena itu, tidak ada perwalian bagi orang
yang belum baligh, tidak berakal, dan idiot
karena mereka sendiri masih membutuhkan
orang lain untuk mengurus keperluan mere-
ka sendiri. Orang fasik yang brutal dan tidak
peduli dengan perbuatannya sendiri juga ti-
dak boleh menjadi wali karena dapat mem-
bahayakan harta dan diri orang yang diwali-
kan. Orang yang menelantarkan anak juga
tidak boleh menjadi wali karena dapat mem-
bahayakan kemaslahatan anak, seperti mem-
biarkan anak sakit tanpa diobati, padahal ia
mampu membiayainya, atau melarang anak
untuk belajar padahal anak itu mampu.

Jika wali urutan pertama tidak memenuhi
syarat menjadi wali maka wali urutan kedua
menggantikan kedudukannya.

89 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 406.
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e Kebijakan Undang-Undang
Undang-undang Syria pasal 170 mene-

tapkan perwalian ayah dan kakek dalam per-

walian untuk brang lain dan harta, kewenang-
an seorang wali, dan gugurnya perwalian.

1. Ayah dan kakek berhak menjadi wali un-
tuk diri seseorang dan harta.

2. Keluarga dekat selain ayah dan kakek
secara urut pada pasal 21, berhak atas
perwalian diri tanpa harta.

Bunyi pasal 21 adalah, “Wali dalam
pernikahan adalah kerabat dekat sesuai
dengan urutan waris tetapi syaratnya
harus mahram.”

Undang-undang pasal 22 ayat 1 mene-
tapkan bahwa seorang wali itu haruslah
berakal dan baligh.

3. Yang termasuk dalam perwalian diri ada-
lah mendidik, mengajak ke dokter jika
sakit, menyekolahkan, mengajarkan kete-
rampilan, menguruskan pernikahan, dan
segala perkara yang membantu orang
yang diwalikan.

4, Seorang wali melarang anak yang diwali-
kan hingga fase tertentu dapat menyebab-
kan gugurnya hak kewaliannya, dan me-
nentang hadhinah dalam hal menyeko-
lahkan anak juga menggugurkan kewa-
liannya.

c. Habisnya Masa Perwalian atas Diri

Seseorang

Menurut ulama Hanafiyyah, habisnya ma-
sa perwalian atas diri seorang anak adalah
ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau
munculnya tanda keremajaan secara natural,
dan anak tersebut berakal serta dapat diper-
caya untuk mengurus dirinya sendiri, namun
jika tidak maka tetap berada dalam bimbing-
an walinya.
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Adapun untuk anak perempuan, masa
perwaliannya habis setelah ia menikah, kare-
na setelah itu haknya menjadi tanggung jawab
suaminya. jika belum menikah maka ia masih
dalam bimbingan walinya hingga usia tua dan
dapat dipercaya untuk membawa diri. Saat
itulah ia diperbolehkan tinggal sendiri atau
tinggal bersama ibunya. Ulama Hanafiyyah ti-
dak menjelaskan detail usia tersebut, namun
dilihat dari pendapat mereka menunjukkan
usia senja yang sudah tidak menginginkan
laki-laki.

Akan tetapi, pengadilan di Mesir dan Syria
membolehkan seorang perempuan, jika sudah
mencapai usia 21 tahun untuk orang Mesir dan
18 tahun untuk Syria maka ia diperbolehkan
memisahkan diri dari walinya, dengan syarat
ia dapat dipercaya menjaga diri dan tidak ta-
kut timbul fitnah.

Adapun menurut madzhab Malikiyyah,
habisnya masa perwalian atas diri seseorang
itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu
adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti
gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan,
masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah
melakukan hubungan badan dengan suami-
nya, sebagaimana dijelaskan dalam pembahas-
an hadhanah.

2. PERWALIAN ATAS HARTA BENDA
a. Wali atas Harta Benda

Jika anak yang diwalikan itu mempunyai
harta maka sang ayah berhak mengurus dan
mengembangkan hartanya, menurut kesepa-
katan ulama empat madzhab. Akan tetapi, ke-
mudian mereka berbeda pendapat mengenai
orang yang berhak menjadi wali atas harta
benda jika ayah dari anak tersebut sudah me-
ninggal dunia.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa
perwalian harta setelah sang ayah wafat dilim-
pahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk

R Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah

mengurusnya, kemudian baru kepada kakek
(ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi
wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim
pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh
hakim.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpen-
dapat bahwa perwalian anak yang ayahnya
sudah wafat diserahkan kepada orang yang di-
beri wasiat untuk mengurusnya, kemudian ha-
kim atau setingkatnya, kemudian diserahkan
kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat, perwalian
setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, ke-
mudian orang yang diberi wasiat, dan kemu-
dian hakim atau setingkatnya. Pendapat ini
berbeda dengan pendapat-pendapat madzhab
lain yang mendahulukan kakek daripada orang
yang diberi wasiat oleh ayah, karena kakek itu
sebagai pengganti ayah jika sudah tidak ada.
Karena itu, ia berhak menjadi wali nikah.

Perwalian atas harta tidak bisa diberikan
kepada selain yang telah disebutkan di atas.
Jadi, perwalian harta tidak bisa diberikan ke-
pada saudara laki-laki, paman, dan ibu kecuali
ada wasiat dari ayah atau hakim.

Perwalian harta ini masih terus berlanjut
hingga si anak mencapai usia dewasa. Jika ia
sudah dewasa lantas tiba-tiba gila atau idiot
misalnya, apakah perwaliannya kembali ke-
pada walinya?

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah men-
jawab, “Perwaliannya tidak kembali lagi ke-
pada walinya, namun dikembalikan kepada
hakim Karena perwalian itu gugur jika si anak
sudah baligh dan berakal, sedangkan yang su-
dah gugur tidak bisa kembali lagi.”

Ulama Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah dalam
pendapat arjah menyatakan bahwa perwalian
orang dewasa yang idiot kembali lagi kepada
walinya ketika belum baligh, karena hukum
itu berputar bersama ada dan tidak adanya
alasan. Jika ada alasan maka ada perwalian.
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Jika penyakit yang datang tiba-tiba itu
ketololan atau kedunguan maka menurut ma-
yoritas ulama perwaliannya diserahkan ke-
pada hakim atau pembantunya, karena tujuan
dari perwalian itu adalah untuk menjaga har-
tanya, dan hal itu menjadi wewenang hakim.

*  Kebijakan Undang-Undang
Undang-undang Mesir pasal 1 No. 119

tahun 1952, dan juga undang-undang Syria

mengambil pendapat ulama Hanafiyyah dalam
hal urutan tertib perwalian atas harta. Un-
dang-undang Syria pasal 172 ayat 1 menegas-
kan bahwa seorang ayah dan kakek—jika tidak
ada ayah—berhak memegang perwalian harta
anak yang diwalikan, baik menjaga, meng-
gunakan, maupun mengembangkan. Pasal ini

sesuai dengan undang-undang Mesir pasal 1.
Pasal 176 undang-undang Syria menje-

laskan tentang pembagian orang-orang yang

diberi wasiat. Pasal itu berbunyi:

1. Seorang ayah dan kakek—jika tidak ada
ayah—boleh menjadi orang yang diwasia-
ti untuk anaknya, dan ia boleh menarik
kembali wasiatnya.

2. Setelah wafat, wasiat diajukan kembali
kepada pengadilan untuk mendapat pe-
ngesahan.

3. Wasiat terhadap harta anak yang belum
mampu setelah ayahnya meninggal dibe-
rikan kepada orang yang diwasiati ayah-
nya sebelum meninggal, meskipun orang
tersebut bukan keluarga dekatnya. Akan
tetapi dengan syarat wasiat itu diajukan
kepada pengadilan untuk mendapatkan
pengesahan. Pasal ini sesuai dengan pasal
28 undang-undang negara Mesir.

Pasal 177 menjelaskan wasiat dari peng-
adilan: jika orang yang meninggal dunia tidak
memberikan wasiat kepada siapa pun maka

90 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 406.

haknya dipegang oleh pengadilan. Pasal ini
sesuai dengan pasal 29 undang-undang Mesir.

b. Syarat-Syarat Perwalian atas Harta
Syarat perwalian atas harta sama dengan

syarat perwalian atas diri seseorang, yaitu se-

bagai berikut.*

1. Orang yang jadi wali itu termasuk orang
yang kaamilul ahliyyah yaitu baligh, ber-
akal, dan merdeka karena orang yang ke-
hilangan ahliyyah, atau kurang ahliyyah-
nya tidak boleh menjadi wali atas harta
dirinya sendiri, apalagi untuk harta orang
lain.

2. Orang tersebut tidak dungu dan meng-
hambur-hamburkan harta karena dia sen-
diri tidak bisa mengurus hartanya sendiri,
apalagi harta orang lain.

3. Orang tersebut seiman dan seagama. Arti-
nya jika sang ayah non-Muslim maka ia
tidak boleh menjadi wali atas harta anak-
nya yang Muslim.

¢. Tasharruf atau Penggunaan Seorang

Wali atas Harta Orang yang Diwalikan

Seorang wali atas harta orang lain boleh
menggunakan harta tersebut dengan syarat
harus berkaitan dengan maslahat orang yang
diwalikan. Jadi, ia tidak boleh sembarangan
menggunakan harta tersebut hingga habis, se-
perti menghadiahkan atau menyedekahkan-
nya. Atau berbisnis dengan orang yang dungu
dan jahat. Penggunaan harta semacam ini di-
anggap batal. Akan tetapi, seorang wali boleh
menggunakan harta secara langsung dalam
hal yang bermanfaat seperti menerima hibah,
sedekah, dan wasiat. Demikian juga dalam hal
yang berimbang antara mudharat dan man-
faatnya, seperti jual beli, sewa, syirkah, dan
lain-lain. Pendapat ini menggunakan dalil fir-
man Allah SWT yang artinya,
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“Dan janganiah kamu mendekati harta

anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih:

baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan
penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya.” (al-Israa’: 34)

1) Penggunaan Harta oleh Ayah

Seorang ayah yang suka menghambur-
hamburkan harta tidak berhak untuk menjadi
wali atas harta anak yang kurang ahliyyatul
ada’-nya. Dan ia harus menyerahkan perwa-
lian hartanya kepada orang yang ia pilih un-
tuk diberi wasiat. Jika ia tidak menghambur-
hamburkan harta maka ia berhak menjadi
wali atas harta anak tersebut. Menurut ulama
Hanafiyyah dan Malikiyyah, ia berhak untuk
menggunakan harta itu dalam akad jual beli,
baik harta berupa barang yang bisa dipindah
maupun harta yang tidak bisa dipindah-pin-
dah selama akad itu tidak merugikan, atau
rugi tetapi masih wajar. Orang yang kurang
ahliyyatul ada’-nya tidak boleh menggunakan
hartanya sendiri untuk bisnis yang merugikan.
Akan tetapi, yang difatwakan dalam madzhab
Hanafi adalah bahwa membeli harus dilaku-
kan oleh walinya, berbeda jika menjual maka
wali tidak boleh melakukannya karena hal itu
dapat merugikan orang yang diwalikannya.

Seorang ayah berhak menjual hartanya
pribadi kepada anaknya yang masih kecil dan
boleh juga ia membeli harta anaknya untuk
dirinya sendiri dengan harta umum atau se-
dikit kurang. Dalam hal ini ayah yang meme-
gang dua akad, yaitu akad jual dan akad beli.
Akad ini termasuk pengecualian dalam akad-
akad yang berkaitan dengan harta.

Seorang ayah tidak boleh menghibahkan
harta anak kecil untuk keperluan lain karena
hibah itu termasuk penggunaan yang meru-
gikan. Jadi, ia tetap tidak berhak untuk meng-
hibahkan harta anaknya sendiri.
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Seorang ayah juga tidak boleh meminjam-
kan harta si anak kepada orang lain atau ke-

pada dirinya sendiri karena dengan dipinjam-

kan, harta tersebut tidak bisa digunakan untuk
investasi lain yang menguntungkan.

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad,
seorang ayah boleh menggadaikan sebagian
dari harta anaknya sebagai jaminan utang un-
tuk dirinya karena dikiaskan pada penitipan
harta si anak kepadanya. Akan tetapi pengga-
daian harta anak ini menurut Abu Yusuf dan
Zufar hukumnya tidak boleh, karena sama saja
dengan menghentikan manfaat harta si anak.

2) Kebljakan Undang-Undang

Undang-undang Negara Mesir no. 119
tahun 1952 pasal 5 melarang wali menghi-
bahkan harta orang yang diwalikannya ke-
cuali untuk memenuhi kewajiban sosial atau
keluarga, namun tetap dengan izin dari peng-
adilan. Pengecualian ini berbeda dengan pen-
dapatnya para fuqaha. Pasal 6 dari undang-
undang tersebut juga melarang penggunaan
harta tetap anak yang kurang ahliyyatul ada’-
nya, baik dengan menjual maupun menyewa-
kannya untuk dirinya sendiri, untuk istri,
untuk Kkerabatnya, atau kerabat istri, kecuali
jika mahkamah mengizinkan karena menjaga
kemaslahatan si kecil. Pasal ini juga melarang
untuk mengambil pendapat Abu Yusuf dan
Zufar dalam masalah penggadaian harta anak
untuk utang wali, karena terkadang gadai itu
biasanya menjadi pembayaran utang.

Pasal 7 dari undang-undang tersebut me-
larang ayah untuk menggunakan harta tetap
anak, tempat dagang, atau harta bentuk kertas
jika nominalnya mencapai tiga ratus pound
kecuali dengan izin mahkamah yang selalu
mengedepankan kemaslahatan anak.

Pasal 9 dari undang-undang tersebut me-
larang ayah untuk meminjam harta anak yang
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ahliyyatul ada’-nya kurang kecuali dengan izin
mahkamah. Pasal 10 juga melarang menye-
wakan harta tetap anak untuk masa hingga
anak baligh, kecuali dengan izin dari mahka-
mah. Pasal 11 melarang untuk meneruskan
perdagangan yang berkaitan dengan al-qashir
kecuali dengan izin dari mahkamah. Semua itu
dibuat untuk pencegahan guna kemaslahatan
orang yang diwalikan.

Pasal 14 membolehkan seorang ayah
untuk menggantikan orang yang diwalikan
dalam menjalankan akad, baik itu untuk diri-
nya sendiri maupun untuk orang lain.

Pasal 3 dari undang-undang tersebut men-
jelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam
hak wali adalah harta yang didapat oleh anak
melalui hibah jika memang orang yang meng-
hibahkan mensyaratkan untuk tidak diurus
oleh walinya.

Hukum-hukum tersebut di atas secara
umum sesuai dengan undang-undang negara
Syria. Contohnya, pasal 172 ayat 2 undang-
undang Syria menyatakan bahwa harta orang
yang diwalikan tidak boleh diambil dari ta-
ngan ayah atau kakek selama ayah tidak ber-
khianat atau- suka menghambur-hamburkan
harta. Keduanya tidak boleh memberikan
atau menghibahkan harta anak, menjual har-
ta tetapnya, atau menggadaikannya kecuali
dengan izin hakim dan setelah jelas ada hal
yang membolehkannya.” Hukum ini dibuat un-
tuk preventif, kehati-hatian, dan menjaga harta
anak. Dan lagi, kerugian menjual rumah atau
sejenisnya lebih banyak daripada kerugian
menjual harta yang umumnya bisa dipindah.

Pasal 171 undang-undang Syria hampir
sama isinya dengan pasal 3 undang-undang
hukum Mesir, yaitu berbunyi, “Jika orang yang
menghibahkan harta kepada anak yang ku-
rang ahliyyatul ada’-nya menentukan syarat
wali anak tersebut tidak menggunakan harta
si anak maka pihak mahkamah berhak me-
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nunjuk seseorang untuk mengurus harta
tersebut.”

Pasal 173 menjelaskan tentang penca-
butan hak wali atas harta orang lain, yaitu jika
harta anak tersebut dikhawatirkan mengalami
kerugian sebab jeleknya penggunaan wali atas
harta itu, atau ada sebab lain. Dalam hal ini
mahkamah berhak mencabut hak wali atas
harta anak tersebut. Seorang hakim boleh
melimpahkan hak kewalian itu kepada hadhi-
nah jika memang ia mampu menjalankannya
dengan baik.

Pasal 174 menjelaskan tentang pember-
hentian perwalian seseorang. Pasal ini berbu-
nyi, “Hak wali seseorang diberhentikan jika
ia ditahan, hilang, atau sejenisnya sehingga
kemaslahatan anak yang diwalikan tidak ter-
urus. Kemudian untuk mengurusnya, dipilih
seseorang untuk sementara menggantikan po-
sisi wali jika memang si anak tidak memiliki
walilain.”

3) Wali Khusus

Pasal 175 menjelaskan tentang pemilihan
wali khusus, yaitu pihak mahkamah memilih
wali khusus jika kemaslahatan wali berten-
tangan dengan kemaslahatan orang atau anak
yang diwalikan, atau jika beberapa kemasla-
hatan anak saling bertentangan.

d. Syarat Orang yang Diwasiati— Wasiat
Ayah dan Tasharrufnya

Wasiat itu ada dua macam:

1. Wasiat orang yang dipilih, yaitu orang
yang dipilih ayah atau kakek untuk meng-
atur harta anak atau cucu-cucunya.

2. Wasiat hakim, yaitu orang yang ditunjuk
oleh hakim untuk mengurus harta ting-
galan dan anak-anak yang ditinggalkan.

Syarat-syarat orang yang diberi wasiat
ada empat:
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1. Baligh: syarat ini berlaku untuk semua
penggunaan harta, jadi anak kecil tidak
boleh menjadi wali karena pandangannya
masih sempit dan tidak memahami ke-
maslahatan dan kemanfaatan.

2. Berakal: syarat ini juga berlaku untuk
semua penggunaan harta, jadi orang gila
tidak sah menjadi wali karena ia tidak
dapat menggunakan harta dengan baik
untuk dirinya sendiri.

Adapun syarat harus merdeka yang
ditetapkan oleh para fugaha maka hal itu
sekarang sudah tidak lagi berlaku karena
sudah tidak ada perbudakan.

3. Beragama Islam jika yang diwalikan itu
juga beragama Islam, karena orang Kkafir
tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam,
dan wasiat itu hukumnya seperti perwalian.

4. Adil: artinya orang fasik tidak sah men-
jadi wali. Mengurus harta orang lain itu
dituntut istiqamah, bersih, dan wara’.
Maksud adil di sini adalah menjauhi mak-
siat dan dosa besar seperti zina, qadzaf,
minum khamr, mencuri, tidak terus-me-
nerus dalam dosa kecil, seperti selalu me-
ngintip wanita. Jika salah satu syarat ini
tidak terpenuhi maka wasiat tetap sah me-
nurut Hanafiyyah dalam qoul mu‘tamad-
nya (berdasarkan pendapat mereka yang
berlaku).

Menurut kebanyakan ulama, memberikan
wasiat kepada perempuan juga sah hukum-
nya, karena Umar ibnul Khaththab juga per-
nah memberi wasiat kepada putrinya, yaitu
Hafshah dengan alasan kesaksiannya sah dan
pengaturannya akan harta bagus.

Menurut mayoritas ulama, memberikan
wasiat kepada orang buta juga hukumnya sah
jika memang ia punya kemampuan menggu-
nakan harta seperti orang yang melihat. Selain
itu juga, kesaksiannya sah dan menjadi wali
bagi anak-anaknya yang masih kecil.

. Baglan 6: Ahwaal Syakhshiyyah

¢ Kebijakan Undang-Undang
Pasal 27 undang-undang Mesir nomor 119

tahun 1952 membahas masalah syarat-syarat
orang yang layak diberi wasiat dan orang
yang tidak layak untuk diberi wasiat. Pasal
ini sesuai dengan pasal 178 undang-undang
negara Syria yang berisi sebagai berikut:

1. Syarat orang yang diberi wasiat itu harus
adil, mampu mengemban wasiat, punya
ahliyyatul ada’, dan seagama.

2. Orang yang diberi wasiat tidak boleh:

a. Sedang menjalani hukuman atas keja-
hatan, baik karena mencuri, menya-
lahgunakan kepercayaan, pemalsuan,
atau sedang dalam kasus kejahatan
yang mencoreng akhlak dan adab se-
cara umum.

b. Sedang dalam keadaan bangkrut.

c. Orang yang telah dipilih oleh ayah
atau kakek ketika sedang tidak ada
penghalang dan sebelum wafatnya
ayah jika hal itu memang ada bukti
tertulis.

d. Orang yang antara dia atau salah
satu keluarganya, atau istrinya dan
antara orang yang akan diurus itu
ada perseteruan di meja hijau, atau
pertentangan keluarga.

Syarat-syarat ini adalah perincian tertib
dari ulama.

Orang yang diberi wasiat secara tempo-
ral: pasal 179 menegaskan bahwa pemilihan
orang yang diberi wasiat secara temporal
hampir sama dengan pemilihan wali khusus
yang tertera pada pasal 175. Bunyi pasal 179
itu adalah sebagai berikut. '

“Seorang hakim berhak memilih seseorang
untuk diberi wasiat secara temporal ketika
terjadi pertentangan antara kemaslahatan al-
Qaashir dengan kemaslahatan orang yang di-
beri wasiat, istri, atau salah satu keluarganya,
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jika pertentangan ini tidak sampai pada perse-

teruan sebagaimana tertera dalam pasal 178."
Pasal 188 menjelaskan ketentuan lain un-

tuk memilih orang yang diberi wasiat secara

temporal.

1. Jika mahkamah melihat orang yang di-
beri wasiat itu tidak layak maka pihak
mahkamah berhak memilih oraing lain
sebagai pengganti orang tersebut untuk
sementara sampai pemegang wasiat yang
asli layak untuk menjalankan wasiat atau
dipilihnya orang baru lagi.

2. Orang yang dipilih untuk menempati po-
sisi sebagai pemegang wasiat sementara
tugasnya sama dengan tugas orang yang
diberi wasiat.

e  Orang yang Sudah Dipilih sebagai
Pengemban Wasiat dan Tasharruf-nya
Orang yang sudah dipilih sebagai pe-

ngemban wasiat berhak melakukan hal-hal

sebagai berikut.

Hak orang yang mengemban wasiat dari
ayah atau kakek sama dengan hak ayah itu
sendiri, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan
dengan kasih sayang yang ada pada diri ayah.

Menjual harta yang tak bergerak, seperti
rumah dan tanah. Pengemban wasiat tidak
berhak menjual harta tetap milik al-qashir, ke-
cuali jika syariat mengizinkan dengan catatan
demi kebaikan anak tersebut atau al-qashir
misalnya sebagai berikut.

a. Harta tetap itu dijual dengan harga ber-
lipat-lipat sehingga hasil penjualan itu bi-
sa dibelikan rumah atau tanah lain yang
lebih bermanfaat bagi al-qashir.

b. Pajak rumah atau tanah menjadi sangat
mahal.

c. Jika penjualan itu jelas-jelas untuk me-
nutup kebutuhan atau nafkah al-qashir.

2. Menjual hartanya sendiri kepada anak
yatim atau membeli harta anak yatim itu
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untuk dirinya sendiri. Pengemban wasiat
tidak boleh menjual hartanya kepada al-
qashir, atau membeli harta al-qashir un-
tuk dirinya sendiri, kecuali dalam jual beli
itu terdapat manfaat yang jelas. Menurut
Imam Abu Hanifah, salah satu contoh
manfaat yang jelas itu adalah dengan
menjual harta atau rumah untuk al-qashir
dengan setengah harga, atau membeli
harta milik al-qashir dengan lipat harga.
Adapun untuk harta yang tidak tetap ma-
ka contoh manfaat yang nyatanya adalah
menjual sesuatu harga 15 dengan harta
10, atau membeli harga umum 10 dengan
harga 15.

Ash-Shahiban dan ulama lain berpendapat
bahwa pengemban wasiat tidak boleh menjual
atau membeli dari harta anak kecil atau al-
qashir secara mutlak.

Adapun kebijakan undang-undang Mesir
pasal 38 nomor 119 tahun 1952 menegaskan
pelarangan terhadap pengemban wasiat un-
tuk menghibahkan harga al-qashir kecuali
untuk menjalankan kewajiban insani atau
keluarga. Itu pun harus dengan izin dari mah-
kamah. Hukum ini juga berlaku bagi ayah.
Undang-undang negara Syria pasal 180 me-
negaskan bahwa sedekahnya pengemban
wasiat dengan menggunakan harta al-qashir
dianggap batal. Adapun pasal 39 undang-un-
dang negara Mesir dan undang-undang negara
Syria pasal 182 melarang penggunaan harta
al-qashir kecuali dengan izin dari mahkamah.
Berikut penggunaan harta al-qashir yang di-
larang.

a. Menggunakan harta al-qashir untuk jual
beli, barter, syirkah, peminjaman, peng-
gadaian, atau jenis transaksi lain yang
berkaitan dengan pemindahan hak milik.

b. Memindahkan utang al-qashir dan me-
nerima hiwalah.
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Mengembangkan dan meminjam harta al-
qashir.

Menyewakan tanah atau harta tetap lain
milik al-qashir dalam jangka waktu lebih
dari tiga tahun untuk pertanian dan lebih
dari setahun untuk tanah yang sudah
dibangun.

Menyewakan harta tetap milik al-qashir
untuk masa lebih dari satu tahun setelah
al-qashir itu baligh.

Menerima pemberian yang mengikat de-
ngan syarat maupun menolaknya.
Menginfakkan harta al-qashir kepada
orang yang wajib diberi nafkah, kecuali
jika nafkah itu telah dihukumi dengan
hukum yang tetap.

As-Shulhu wat-Tahkiim.

Menjalankan amanat atas harta tinggalan
atau al-qashir selama belum ada hukum
yang tetap.

Menghilangkan sengketa, kecuali jika di-
akhirkan dapat menyebabkan kerugian ba-
gi al-qashir atau menyia-nyiakan haknya.
Bersengketa tentang pengakuan dan
menggugurkan hak dengan cara naik ban-
ding di mahkamabh.

Membuat kesepakatan dengan pengacara
untuk memusuhi al-qgashir.

m. Mengganti atau mengubah asuransi.

Menyewakan harta milik al-qashir atau
meminjamkannya untuk dirinya sendiri,
untuk istrinya, salah seorang dari kera-
batnya, atau kepada wakil pemegang wa-
siat.

Harta yang digunakan untuk pernikahan
al-qashir.

Memperbaiki, merenovasi, atau memba-
ngun kembali harta tetap milik al-qashir
atau menanami tanah milik al-qashir dan
sejenisnya. Izin yang diperbolehkan dalam
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hal ini dibatasi dengan masa dan rencana
pekerjaan.

Undang-undang pasal 181 menegaskan
bahwa pelaksanaan pembagian berdasarkan
saling ridha di antara orang lain yang ikut
berserikat tidak dapat dilaksanakan kecuali
dengan pembenaran dari seorang hakim.

Syarat seperti di atas menurut syara’ tidak
apa-apa, karena memang maksudnya adalah
untuk menjaga maslahat al-qashir dan men-
jaga hartanya, dan itulah yang diinginkan oleh
para fugaha.

e. Hak Hakim dan Orang yang Diberi
Waslat olehnya
Jika al-qashir tidak memiliki ayah, kakek,

atau orang yang diberi wasiat untuk mengu-
rusnya maka hak perwalian al-qashir diberikan
kepada hakim, karena ia memiliki kekuasaan
umum sehingga ia berhak mengurus kemas-
lahatan harta al-qashir. Akan tetapi yang sudah
berlaku, seorang hakim tidak langsung meng-
urus harta al-qashir, namun ia menunjuk orang
lain yang ia percaya untuk mengurusnya.

1. Orang yang diberi kepercayaan oleh ha-
kim haknya sama seperti orang pengem-
ban wasiat. Artinya, boleh menggunakan
harta untuk kemanfaatan dan kemasla-
hatan al-qashir, menjaga harta, dan me-
ngembangkannya. Akan tetapi, pengem-
ban wasiat terpilih berbeda dengan orang
yang dipercaya hakim untuk mengurus
harta al-qashir dalam beberapa hal be-
rikut.”?

2. Orangyang diberi wasiat oleh hakim tidak
boleh menjual atau membeli sesuatu un-
tuk dirinya sendiri dengan menggunakan
harta al-qashir. Adapun orang yang ter-
pilih untuk mengemban wasiat dari ayah
maka ia berhak menggunakan harta untuk

Syarh Qaanuun al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah lil Ustadz Musthafaa as-Siba'i, Vol. 2, hlm. 62.
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kemaslahatan al-qashir sebagaimana te-
lah dijelaskan di atas. v

3. Orang yang diberi wasiat oleh hakim me-
nerima takhshish, sedangkan pengemban
wasiat terpilih tidak menerima takhshish
menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

4. Orang yang diberi wasiat oleh hakim ti-
dak boleh menjual harta al-qashir kepa-
da orang yang kesaksiannya dalam wa-
siat tidak diterima, seperti ayahnya atau
anaknya sendiri. Pemegang wasiat dari
hakim juga tidak boleh membeli sesua-
tu darinya untuk al-qashir. Adapun pe-
ngemban wasiat terpilih maka ia boleh
melakukan hal itu.

5. Hakim berhak bertanya kepada orang
yang ditunjuknya untuk mengemban wa-
siat mengenai banyaknya harta tinggalan,
namun pengemban wasiat dari ayah atau
kakek tidak berhak atas hal itu.

6. Jika pengemban wasiat dari hakim melim-
pahkan wasiat itu kepada orang lain maka
tidak dianggap wasiat atas dua tinggalan.
Hal ini berbeda dengan pengemban wasiat
terpilih.

7. Orangyang diberi wasiat oleh hakim yang
ditunjuk untuk mewakili perselisihan
dalam masalah harta tetap tidak boleh di-
tangkap kecuali dengan izin dari hakim.
Adapun pemegang wasiat terpilih boleh
ditangkap tanpa izin.

8. Orang yang diberi wasiat oleh hakim ti-
dak berhak menyewa pada al-qashir, se-
dangkan pemegang wasiat terpilih boleh
menyewa.

s  Kebijakan Undang-Undang

Dalam segala hal, undang-undang negara
Syria dan Mesir tidak membedakan antara pe-
megang wasiat terpilih dan orang yang diberi
wasiat oleh hakim.

f. Selesainya Masa Perwalian dan Wasiat
Perwalian atas harta anak selesai setelah

anak tersebut sudah dewasa, artinya sudah

bisa dipercaya memegang harta sendiri. Dan
ini diketahui melalui uji coba dan eksperimen.

Jika hasil uji coba itu menunjukkan bahwa si

anak sudah dewasa maka harta itu diserahkan

kepadanya dan habislah masa perwalian atas
harta.

Undang-undang negara Syria dan Mesir
telah menentukan batasan usia dewasa, yaitu
pada usia 21 tahun di Mesir, dan 18 tahun di
Syria. Undang-undang Mesir pasal 18 men-
jelaskan bahwa batas selesainya masa perwali-
an atau wasiat atas harta anak adalah jika si
anak sudah mencapai usia 21 tahun, kecuali
jika sebelum usia itu pengadilan telah me-
mutuskan berlanjutnya perwalian.

Pasal 47 menegaskan bahwa selesainya
wasiat bisa ditentukan dengan salah satu dari
hal-hal berikut.

1. Al-qashir mencapai usia 21 tahun, kecuali
jika pengadilan menetapkan berlanjutnya
wasiat atas dirinya.

2. Kembalinya perwalian kepada walinya.
Hal ini bisa terjadi jika memang peng-
adilan mencabut hal perwalian seorang
wali dan menunjuk orang lain untuk
menggantikannya, namun setelah itu hak
perwaliannya kembali lagi karena tidak
ada sebab yang menghalanginya. Pengem-
balian hak perwalian seorang wali itu di-
lakukan oleh hakim.

3. Penggulingan atas hakim atau habis masa
jabatannya.

4. Orang yang diberi wasiat menjadi gila dan
mati, atau matinya al-qashir. Akan tetapi,
hal ini jika memang ada ketentuan dari
mahkamah, kecuali jika hanya idiot atau
gila. Maka, berlaku hukum undang-undang
sipil.
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Jika masa wasiat selesai maka pengemban
wasiat harus menyerahkan seluruh harta al-
qashir yang dipegangnya dalam jangka waktu
tiga puluh hari dari hari selesainya masa itu,
atau setelah selesainya masa wasiat.

Pasal 46 undang-undang hukum sipil
negara Syria tahun 1949 membatasi usia de-
wasa dengan sempurnanya usia 18 tahun.

Pasal 189 hukum pribadi negara Syria me-
negaskan: peran seorang pengemban wasiat
dianggap selesai jika terjadi hal-hal sebagai
berikut.

1. Meninggalnya al-qashir.

2. Al-qashir telah mencapai usia 18 tahun,
kecuali jika sebelum usia ini pengadilan
memutuskan tetapnya wasiat, atau si anak
sudah dewasa namun idiot atau gila.

3. Kembalinya hak perwalian ayah atau
kakek.

4, Selesainya masa jabatan orang yang di-

beri wasiat khusus, atau selesainya masa

yang disepakati untuk pemegang wasiat
temporal.

Pengunduran diri dari jabatan.

Hilangnya ahliyyatul ada’.

Hilang akal.

® N o w

Diturunkan dari jabatan.

Pasal 191 undang-undang negara Mesir
menegaskan:

1. Pengemban wasiat yang masanya sudah
habis harus menyerahkan harta wasiat
itu dalam tempo tiga puluh hari dari
mulai habis masanya dengan menyerta-
kan dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan wasiat kepada orang yang meng-
gantikannya atau kepada al-qashir yang
sudah mencapai usia dewasa. Atau, kepa-
da ahli waris al-qashir jika ia meninggal
dunia. Pengemban wasiat juga harus me-

nyerahkan salinan dokumen tersebut ke
pengadilan atau pengawas yang bersang-
kutan jika memang ada.

2. Jika pengemban wasiat meninggal dunia
atau terhalang karena sebab tertentu
maka ahli warisnya atau orang yang se-
tingkatnya yang harus menyerahkan harta
milik al-qashir dan mengurus dokumen-
dokumennya.

3. Pimpinan panti anak yatim mengurus
kompetensi pemegang wasiat akan segala
hal yang berkaitan dengan kemaslahatan
al-qashir, dan memilih orang lain untuk
menggantikan memegang wasiat jika pe-
megang wasiat pertama berhalangan atau
habis masanya.

E. NAFKAH
NAFKAH ISTRI DAN KERABAT DEKAT

Pasal ini menjelaskan mengenai nafkah
istri dan nafkah kerabat dekat dengan me-
ngumpulkan pokok pembahasan yang ada
untuk lebih memudahkan bagi para pengkaji.
Pasal ini membahas kaidah-kaidah umum
yang berkaitan dengan nafkah. Di dalamnya
terdapat empat pembahasan sebagai berikut:
Pertama: nafkah istri.

Kedua: nafkah anak dan furu:
Ketiga: nafkah ushul atau ayah, kakek, dan ibu.
Keempat: nafkah kerabat dekat.

Perlu diketahui juga bahwa wajibnya infak
selain pada empat orang di atas juga berlaku
bagi budak, hewan, tanaman, dan ekosistem
lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Ma-
yoritas ulama memakruhkan meninggalkan
tanah tanpa diurus dan tanpa dimanfaatkan
sebagaimana mestinya, kecuali jika tanah itu
tanah wakaf, milik al-qashir, atau milik ber-
sama, maka wajib dinafkahi.
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NAFKAH UNTUK HEWAN PELIHARAAN
Adapun nafkah untuk hewan: orang yang

memeliharanya wajib memberinya makan dan

minum, karena Rasulullah saw. bersabda,
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“Seorang wanita disiksa di neraka karena

ia mengurung seekor kucing tanpa diberi ma-

kan hingga mati kelaparan. Tidak juga dilepas-

kan agar bisa makan dari hewan-hewan tanah
yang menjadi makanannya.”*

Haram juga hukumnya membebani hewan
dengan beban yang tidak mampu dilakukannya
karena Allah sendiri tidak membebani ham-
ba-Nya dengan beban yang tidak dapat dilaku-
kan. Demikian juga hukumnya dengan hewan.
Ia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan
yang tidak mampu dilakukannya karena hal
itu menyebabkan ia tersiksa.”

Haram juga hukumnya memerah susu bi-
natang ternak yang sedang menyusui karena
itu akan menyiksa anak yang sedang menyu-
su. Makanan binatang ternak itu menjadi
kewajiban pemiliknya. Disunnahkan ketika
memerah susu agar memotong kuku terlebih
dahulu agar tidak melukainya, sebagaimana
wajibnya menyisakan madu di sarangnya un-
tuk keperluan lebah.

Jika pemilik binatang ternak tidak mau
menanggung makanan dan minuman binatang
ternaknya maka menurut mayoritas ulama,
orang tersebut harus dipaksa untuk melaku-

92 Muttafaq ‘alaih.
93 Al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 168; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 573; al-Badaa’i’, vol. 4, him. 40; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm.
223.

kan kewajibannya sebagai utang dan qadha,
sebagaimana dipaksanya seorang suami un-
tuk menafkahi istrinya. Jika pemilik binatang
itu tidak mempunyai harta untuk menang-
gung makanan dan minuman untuk ternaknya
maka ternaknya itu disewakan pada orang lain
atau dijual. Ulama Hanafiyyah berkata, “Sese-
orang tidak dipaksa untuk mengqadha nafkah
binatang ternak menurut zhahirnya riwayat.
Akan tetapi, yang difatwakan adalah sesuatu
yang terdapat antara orang tersebut dan Allah.
Seseorang juga tidak dipaksa dan tidak diwa-
jibkan untuk menafkahi benda-benda keras,
seperti tanah dan kebun. Akan tetapi, makruh
hukumnya menyia-nyiakan harta.

Haram juga hukumnya memberi tanda di
wajahbinatangternakdan memukulnyakarena
Rasulullah saw. melarang dan melaknat orang
yang memberi tanda atau memukul wajah bi-
natang ternak. Sebagaimana diharamkannya
memukul wajah manusia, bahkan keharaman-
nya lebih tinggi karena manusia lebih mulia
daripada binatang. Diharamkan bagi pemilik
binatang ternak untuk mengumpulkan antara
ayam dan banteng atau sejenisnya. Demikian
juga membebani binatang ternak dengan pe-
kerjaan yang tidak dapat dilakukannya.

Haram juga hukumnya melaknat binatang
karena ada hadits riwayat Ahmad dan Muslim
dari Imran yang berbunyi,
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Imran bin Hushain menyatakan bahwa
ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah saw.
mendengar seorang wanita melaknat untanya,
lantas beliau bersabda, “Ambillah barang-
barang yang ada padanya dan tinggalkanlah
unta yang dilaknat itu di tempatnya, karena
aku seolah melihat wanita itu berjalan di anta-
ra rombongan dan tidak ada seorang pun yang
menawari tumpangan kepadanya.’

Riwayat lain menyebutkan hadits serupa
dengan redaksi yang agak berbeda dengan ka-
limat, “Jangan biarkan rombongan kita diikuti
oleh unta yang dilaknat.”

Agama Kkita tidak membolehkan mem-
bunuh binatang ternak atau menyembelihnya
dengan tujuan kepuasan, karena bintang itu
termasuk harta selama ia masih hidup. Dan
jika penyembelihan itu hanya untuk mencapai
kepuasan maka hal itu termasuk menghambur-
hamburkan harta yang merupakan larangan
dalam Islam. Demikian juga haram hukumnya
membunuh seseorang yang menderita sakit
yang amat sangat dan sukar disembuhkan atau
orang yang disalib dengan besi. Orang tersebut
tetap tidak boleh dibunuh dengan tujuan me-
ringankan sakitnya karena seorang manusia
itu jiwanya dijaga selama masih hidup. Akan
tetapi, Islam membolehkan membunuh bina-
tang yang membahayakan dan boleh dibunuh
seperti anjing gila, namun tetap harus dengan
cara yang baik.

9% Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 886.
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UNSUR-UNSUR DASAR DALAM
PEMBAHASAN NAFKAH

a. Arti Nafkah dan Sebab-Sebabnya
Kata nafkah berasal dari infak yang artinya

mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan

selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak
dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara
bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau
dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan
keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu be-
rupa dirham, dinar, atau mata uang yang lain-
nya. Adapun nafkah menurut syara‘ adalah ke-
cukupan yang diberikan seseorang dalam hal
makanan, pakaian, dan tempat tinggal.®* Akan
tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makan-
an. Termasuk dalam arti makanan adalah roti,
lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal
pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk me-
nutupi aurat, sedangkan tempat tinggal ter-
masuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak,
alat pembersih, perabot rumah tangga, dan
lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.

Nafkah itu ada dua macam:

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh se-
seorang untuk dirinya sendiri jika memang
mampu. Nafkah ini harus didahulukan
daripada nafkah untuk orang lain karena
Rasulullah saw. bersabda,

“Mulailah dengan dirimu sendiri, ke-
mudian baru kepada orang yang ada dalam
tanggunganmu.”®

2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang
untuk orang lain. Sebab-sebab yang men-

Hadits ini merupakan potongan dari dua hadits. Hadits pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-

Nasa'i, dari Jabir dengan redaksi, “Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki, ‘Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian
setelah itu bersedekahlah kepada istrimu....” Penggalan hadits kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dengan
redaksi, “Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dapat mencukupi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan
mulailah dengan orang-orang yang wajib engkau beri nafkah.” (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 321, 324)
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jadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu
sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan
hak kepemilikan.®

b. Hak-Hak yang Wajib Berkaitan dengan

Istri

Hak-hak yang wajib berkaitan dengan is-
tri ada tujuh macam,” yaitu makanan, lauk,
pakaian, alat pembersih, perabot rumah tang-
ga, tempat tinggal, dan pembantu jika istri
memang membutuhkan. Tujuh hal ini akan
saya jelaskan dalam pembahasan pertama.

c. Kekerabatan yang Mewajibkan Nafkah
Dalam hal ini—kekerabatan yang mewa-
jibkan nafkah—pendapat para ulama empat
madzhab berbeda-beda. Akan tetapi, perbeda-
an itu hanya pada tataran ketat dan longgar
dalam memandang masalah tersebut sesuai
kemaslahatan. Secara urutan, ulama Malikiy-
yah lebih ketat dalam hal ini, kemudian Syafi-
‘iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah.%®
1. Madzhab Maliki: Nafkah yang wajib itu
untuk ayah dan anak secara langsung,
bukan yang lainnya. Jadi, nafkah itu wajib
untuk ayah, ibu, anak laki-laki maupun
perempuan. Nafkah tidak wajib untuk
kakek, nenek, dan cucu karena Allah SWT
berfirman yang artinya,

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan
agar kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu
bapak...” (al-Israa’: 23)

Juga, firman Allah SWT yang artinya,

9 Ad-Durrul Mukhtaar dan Mughnil Muhtaaj.

“Dan jika keduanya memaksamu un-
tuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu
yang engkau tidak mempunyai ilmu ten-
tang itu, maka janganlah engkau menaati
keduanya, dan pergaulilah keduanya di du-
nia dengan baik, dan ikutilah jalan orang
yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya
kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan
Aku beri tahukan kepadamu apa yang te-
lah kamu kerjakan.” (Luqman: 15)

Rasulullah saw. berkata kepada sese-
orang yang datang mengadukan ayahnya
yang hendak merampas atau merusakkan
hartanya, “Engkau dan hartamu itu juga
milik orang tuamu. Sebaik-baik apa yang
kalian makan adalah dari hasil kerja kali-
an, dan anak-anak kalian adalah hasil kerja
kalian. Maka, apa yang mereka hasilkan
Juga milik kalian"*®

Dalil wajibnya memberi nafkah anak
selama masih kecil adalah firman Allah
yang artinya,

“.. Dan kewajiban ayah menanggung
nafkah dan pakaian mereka dengan cara
yang patut...” (al-Bagarah: 233)

dan juga firman Allah SWT yang artinya,

“..kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu maka berikanlah imbalan-
nya kepada mereka; dan musyawarahkan-
lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan,
maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.” (ath-Thalaaq: 6)

97 Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him. 426; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 221.
98 Al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 222; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 156; al-Lubaab, Vol. 3, him. 105; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 582-586;

Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 350.
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HR Ahmad dan Abu Dawud. Hadits lain yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi, “Engkau dan hartamu adalah

milik ayahmu.” Ibnu Ruslan berkata, “Hartamu hukumnya mubah bagi ibumu, tidak untuk dimiliki karena harta anak adalah harta
anak sendiri, dan zakatnya juga ditanggung sendiri.” (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 11-12)
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Rasulullah'saw. pernah berkata kepada
Hindun istri Abu Sufyan, “Ambillah harta
suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan
anak-anakmu dengan cara yang baik."**°
Nafkah wajib itu untuk ayah dan anak.
Madzhab Syafi‘i: kekerabatan yang ber-
hak mendapat nafkah adalah kekerabatan
kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan
anak ke bawah. Ketentuan ini berdasar-
kan ayat-ayat dan hadits-hadits yang te-
lah dituturkan di atas. Yang dimaksud
orang tua ke atas adalah kakek nenek dan
keluarga di atasnya lagi. Allah SWT ber-
firman yang artinya,

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah
dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia
telah memilih kamu, dan Dia tidak menja-
dikan kesukaran untukmu dalam agama.
[Ikutilah) agama ayah (nenek moyang)mu
Ibrahim....” (al-Hajj: 78)

Dalam ayat ini Allah menyebut Ibrahim
sebagai seorang ayah, padahal sebenar-
nya statusnya kakek, namun kakek itu hu-
kumnya seperti ayah, sedangkan nenek itu
seperti ibu dalam hal hukum penentuan
kelahiran untuk menghilangkan keraguan
sebagai saksi dalam pengadilan, dan juga
dalam hal wajibnya nafkah atas mereka.
Adapun penyebutan anak diungkapkan
dengan sebutan anaknya anak karena
Allah SWT berfirman yang artinya, “Hai
anak Adam.” (al-A'raaf: 31)

Nafkah tidak wajib atas selain orang-
tua dan anak, seperti saudara, paman, dan
lain-lainnya karena syari’at hanya mewa-
jibkan nafkah orangtua dan anak saja.
Adapun selain kedua orang tersebut maka
mereka tidak dikaitkan dengan kelahiran,

100

HR Jamaah kecuali at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 323).
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hukum-hukumnya, dan tidak juga dikait-
kan dengan wajibnya nafkah. jadi, nafkah
itu hanya wajib atas usul dan furu’ saja.
Madzhab Hanafi: wajib hukumnya mem-
beri nafkah kepada kerabat mahram ka-
rena pernikahan. Artinya, setiap orang
yang masih terhitung mahram wajib di-
nafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat
dekat yang bukan mahram karena Allah
SWT berfirman,

“Dan sembahlah Allah dan janganlah
kamu mempersekutukan-Nya dengan se-
suatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada
kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat
dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sa-
bil dan hamba sahaya yang kamu miliki.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang
sombong dan membanggakan diri.” (an-
Nisaa’: 36)

dan juga firman Allah SWT yang artinya,

“Dan berikanlah haknya kepada kera-
bat dekat, juga kepada orang miskin dan
orang yang dalam perjalanan; dan ja-
nganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros.” (al-Israa’: 26)

Ayat ini diperjelas oleh hadits yang
diriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Kakek-
nya berkata, “Aku pernah bertanya kepada
Rasulullah saw., ‘Wahai Rasulullah, siapa-
kah orang pertama yang harus aku pa-
tuhi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu. Aku ber-
tanya lagi, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau
menjawab, ‘Ibumu’ Aku bertanya lagi,
‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau tetap men-
jawab, ‘Ibumu. Lantas pada pertanyaan
keempat beliau baru menjawab, ‘Ayahmu.
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Setelah itu keluarga terdekat.”'°' Hadits
bagian akhir menunjukkan wajibnya mem-
beri nafkah kepada kerabat dekat, baik
mereka termasuk orang yang berhak men-
dapat warisan maupun tidak.

Akan tetapi, dalam hal ini ulama Ha-

nafiyyah membatasi hanya pada keluarga
dekat yang masih terhitung mahram, bu-
kan keluarga dekat yang lain, karena Allah
SWT berfirman yang artinya, “dan waris
pun berkewajiban demikian.” (al-Baqa-
rah: 233) dengan mengamalkan bacaan
yang berasal dari riwayat Ibnu Mas‘ud,
“dan waris yang masih terhitung mahram
pun berkewajiban demikian.” (al-Baqarah:
233) Karena hubungan kerabat dekat itu
wajib, maka nafkah juga wajib bagi usul,
furu’, dan kerabat yang masih terhitung
mahram.
Madzhab Hanabilah: nafkah hukumnya
wajib untuk setiap keluarga dekat yang
mendapat warisan, baik mendapat bagian
tetap maupun hanya mendapat bagian
ashabah, dari usul, furu, dan kerabat de-
kat seperti saudara, paman, beserta anak-
anaknya. Demikian juga saudara yang
masih terhitung mahram jika memang
berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu,
dan anaknya anak perempuan, baik me-
reka mendapat bagian warisan maupun
tidak. Adapun jika saudara yang tidak
satu jalur nasab, seperti bibi atau tante
maka ia tidak wajib diberi nafkah karena
kekerabatannya lemah. Akan tetapi, me-
reka tetap mendapat warisan jika tidak
ada ahli waris.

Dalam hal ini ulama Hanabilah tidak
mensyaratkan harus ada hubungan mah-
ram sebagaimana yang disyaratkan oleh

101
102
103

,/—f%—,—\\

,/ \\s_

7 7
W/

\\wf

FIQIH ISLAM JILID 10

Hanafiyyah. Jadi, anak paman juga berhak
mendapat nafkah atas anak pamannya
karena itu termasuk ahli waris. Namun,
menurut Hanafiyyah tidak mendapatkan
hak kecuali orang yang masih terhitung
mahram.

Dalil yang mereka gunakan adalah
firman Allah SWT yang artinya, “dan waris
pun berkewajiban demikian.” (al-Baqarah:
233) karena antara ahli waris terdapat
kekerabatan yang menjadikannya lebih
berhak mendapat harta orang yang diwa-
ris daripada orang lain. Karena itu, sudah
seyogianya mengkhususkan wajibnya naf-
kah bagi mereka, dan jika tidak termasuk
ahli waris karena tidak adanya kekerabat-
an maka tidak wajib nafkah.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil ke-
simpulan bahwa para fugaha sepakat wajib-
nya nafkah atas ayah, ibu, anak, dan istri dalam
keadaan lemah dan susah, sedangkan yang
memberi nafkah itu keadaannya lapang. Jika
ekonomi ayah sedang susah dan ekonomi ibu
sedang lapang maka sang ibu yang memberi
nafkah, dan nafkah itu menjadi utang dari
ayah.'%?

Ibnu Hazam azh-Zhahiri berkata,®® “Jika
ekonomi suami sedang susah, sedangkan is-
trinya kaya maka sang istri yang memberi
nafkah kepada suaminya tanpa menganggap-
nya sebagai utang, atau ia tidak menyuruh
sang suami untuk menggantinya jika ekono-
minya sudah lapang. Allah SWT berfirman
yang artinya, ‘Dan ibu-ibu hendaklah menyusui
anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyusui secara sempurna. Dan ke-
wajiban ayah menanggung nafkah dan pakai-
an mereka dengan cara yang patut. Seseorang

HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 327).

Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 925.
Al-Mahalli, Vol. 10, him. 114.
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tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ja-
nganlah seorang ibu menderita karena anaknya
dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban)
seperti itu pula...” (al-Baqarah: 233) Ali ra.
berkata, “Istri itu termasuk ahli waris, jadi ia
wajib memberi nafkah kepada suami dengan
dalil Al-Qur’an.”

d. Pokok Kecukupan Nafkah bagl Kerabat

dan Istri

Para ulama sepakat!** bahwa nafkah un-
tuk kerabat dan istri itu wajib hanya sekadar
memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan
tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang
yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan
yang sudah berlaku di negara tempat tinggal-
nya. Rasulullah saw. berkata kepada Hind, “Am-
billah harta suamimu dengan cara baik seka-
dar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-
mu.” Batasan banyak sedikitnya nafkah untuk
istri dan anak adalah sesuai kebutuhan. Jika
istri atau kerabat membutuhkan pembantu
maka orang yang memberinya nafkah harus
mengusahakan pembantu karena itu terma-
suk bagian dari kebutuhan.

e. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah

Wajibnya nafkah untuk kerabat dekat ha-
rus dengan tiga syarat.!%®

Pertama, kerabat dekatnya itu miskin, ti-
dak punya harta, dan tidak punya kekuatan
untuk bekerja, disebabkan karena masih ke-
cil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit mena-
hun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib
nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu
bekerja. Jika kerabat itu hidupnya kecukup-
an maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi,
pendapat yang rajih madzhab Maliki menye-

butkan bahwa menafkahi kedua orang tua
atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya
masih mampu bekerja.

Kedua, orang yang kewajiban memberi
nafkah itu berkecukupan dan mempunyai ke-
lebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi
nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin,
terkecuali bagi ayah. Nafkah anak kepadanya
tetap wajib meskipun ia sendiri masih kesu-
litan, demikian juga suami. Nafkah istrinya
wajib ia tanggung meski ia dalam kesulitan.
Ulama Malikiyyah berkata, “Seorang anak yang
ekonominya sulit tidak wajib memberi nafkah
kepada kedua orang tuanya.”

Dalil disyaratkannya syarat di atas adalah
hadits Nabi saw. yang berbunyi, “Mulailah
dengan dirimu sendiri, baru kemudian orang
yang ada dalam tanggunganmu.’ Dan juga,
hadits riwayat Jabir yang sudah lewat yang
berbunyi, “Jika salah seorang kalian miskin ma-
ka mulailah dengan dirinya sendiri. Kemudian
jika ada kelebihan maka untuk keluarganya.
Dan jika masih ada kelebihan lagi maka untuk
kerabatnya.

Hadits lain diriwayatkan dari Abu Hurai-
rah terdapat dalam sunan Abu Dawud yang
berbunyi,
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104 Al-Badaa’i’, Vol. 4, him. 36 dan 38; Hasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, him. 924.
105 Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 347; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 923-925; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 222; al-Muhadzdzab, Vol.
2, hlm. 166; al-Mughnii, Vol. 7, hIm. 584, 586, 589; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 446-448; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, him. 558-660;

asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 750.
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“Suatu hari ada seorang lelaki datang
menghadap Rasulullah saw. seraya berkata,
‘Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu
dinar’ Beliau berkata, ‘Belanjakanlah untuk
kebutuhanmu sendiri.’ Lelaki itu berkata lagi,
‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi.’ Beliau
bersabda, ‘Belanjakanlah untuk istrimu.’ Lelaki
itu berkata lagi, ‘Saya masih mempunyai satu
dinar lagi’ Rasul bersabda, ‘Belanjakanlah
untuk keperluan anakmu.’ Lelaki itu berkata
lagi, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi.
Lantas Rasul bersabda, ‘Belanjakanlah untuk
keperluan pembantumu.’ Kemudian ketika le-
laki itu berkata, ‘Saya masih mempunyai satu

dinar lagi’ Beliau menjawab, ‘Engkau lebih.

tahu penggunaan harta itu untuk siapa.”*%

Ketiga, orang yang memberi nafkah ma-
sih terhitung kerabat mahram dari orang
yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan
warisan menurut madzhab Hanafi. Adapun
menurut madzhab Hanabilah, syaratnya hanya
satu, yaitu orang yang memberi nafkah itu
termasuk ahli waris. Dalilnya, firman Allah
SWT yang artinya, “... Ahli waris pun (berkewa-
jiban) seperti itu pula....” (al-Bagarah: 233)

Adapun menurut Malikiyyah, orang terse-
but haruslah seorang ayah atau anak, sedang-
kan menurut Syafi‘iyyah syaratnya orang
tersebut termasuk ushul ataupun furu‘ seba-
gaimana dijelaskan dalam pembahasan yang
telah lewat. Seorang ayah tetap harus mem-
beri nafkah kepada anaknya selama ia masih
dalam tahap belajar meskipun sudah baligh.
Keterangan lebih lanjut nanti akan dibahas
dalam bab lain.

1) Syarat Harus Seagama
Para ulama sepakat bahwa seorang suami
tetap harus memberi nafkah kepada istrinya

106 Najlul Authaar, Vol. 6, hlm. 321.

meskipun berbeda agama dan keyakinan, selama
istri itu tidak nusyuz atau murtad. Para ulama
berbeda pendapat dalam hal harusnya seagama
untuk memberi nafkah kepada kerabat.'?’

Menurut ulama Malikiyyah dan Syafi‘iy-
yah, wajibnya memberi nafkah tidak disyarat-
kan harus seagama, bahwa seorang Muslim
boleh memberi nafkah kepada seorang kafir
dan juga sebaliknya, seorang kafir memberi
nafkah kepada orang Muslim karena umum-
nya dalil yang mewajibkan nafkah. Dan juga di-
kiaskan dengan nafkah istri, serta adanya hal
yang mewajibkan akan hal itu, yaitu menjadi
bagian saudara dari yang lain.

Ulama Hanabilah sendiri dalam hal ini
mempunyai dua pendapat.

Pertama, nafkah tetap wajib hukumnya
meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pen-
dapat ini sesuai dengan pendapat ulama Ma-
likiyyah dan Syafi‘iyyah di atas.

Pendapat kedua dan yang mu‘tamad me-
nyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan
jika berbeda agama dan keyakinan karena
nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung dan
tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah
untuk istri yang wajib diganti jika tidak di-
berikan sehingga perbedaan agama juga tidak
menghalanginya, seperti mahar dan upah.

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan
harus seagama dalam nafkah ushul (yang di-
maksud ushul adalah ayah, kakek, dan urutan
ke atasnya lagi), nafkah furu‘ (yang dimaksud
furu’ di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke
bawahnya lagi), dan nafkah istri. Akan tetapi,
dalam selain tiga hal ini mereka mensyarat-
kan harus seagama karena tidak adanya hak
waris antara Muslim dan non-Muslim.

Karena itu, seorang lelaki harus memberi
nafkah kepada ayah, kakek, dan neneknya jika
memang mereka miskin, meskipun agamanya

07 Al-Badaa'i’, Vol. 4, him. 36; al-Kitaab ma‘al Lubaab, Vol. 3, him. 104; Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 347; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him.
223; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 447; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 160; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 585.
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berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini
diambil dari firman Allah SWT yang artinya,

“Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang
engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, ma-
ka janganlah engkau menaati keduanya dan
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kem-
balimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan.” (Lugman: 15)

Seorang anak tidak patut hidup nyaman
dan enak dalam kenikmatan, sedangkan kedua
orang tuanya mati kelaparan.

Nafkah tidak wajib diberikan jika berbe-
da agama, kecuali kepada istri, kedua orang
tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Nafkah is-
tri wajib karena sebagai ganti penahanan, se-
dangkan nafkah yang lain karena masih ada
hubungan darah antara satu dan yang lain-
nya. Bagian darah daging yang ada pada orang
itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski
berbeda agama. Akan tetapi, jika mereka ter-
masuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak
wajib atas orang Muslim, karena kita dilarang
untuk berbuat baik terhadap orang yang me-
merangi agama kita.

Kesimpulannya, madzhab Hanafi yang mu‘-
tadil tetap mewajibkan nafkah kepada ushul
dan furu’, tetapi tidak untuk kerabat yang lain-
nya yang tidak wajib diberi nafkah jika berbe-
da agama dan keyakinan, karena dalam hal ini
mereka tidak punya hak untuk mendapatkan
warisan.

2) Batasan Lapang dan Sempit
Orang yang ekonominya lapang wajib mem-
beri nafkah kepada kerabat dekatnya. Ulama

108 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 931; al-Badaa’i’, Vol. 4, him. 35.

109 Al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 34.
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Hanafiyyah dalam pendapat arjah yang difatwa-
kan menjelaskan'® bahwa yang dimaksud eko-
nomi lapang adalah yasaarul fithrah. Artinya, se-
seorang memiliki harta yang wajib dikeluarkan
zakatnya meski harta itu tidak berkembang,
namun hartanya sudah melebihi kebutuhan
pokoknya. Nishab zakat harta adalah dua puluh
mitsqal atau satu dinar dari uang emas atau dua
ratus dirham dari uang perak. Siapa saja yang
hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya ma-
ka ia wajib memberi nafkah kepada kerabat-
nya, dengan syarat harta itu termasuk harta lebih
dari nafkahnya dan nafkah kebutuhan keluarga.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah ber-
pendapat bahwa nafkah untuk kerabat dekat
itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari se-
malam digunakan untuk memenuhi kebutuh-
annya bersama keluarga, baik lebihnya itu ka-
rena kerja maupun tidak. Pendapat ini dianut
oleh Imam Muhammad bin Hasan dan dipilih
oleh Imam Kamal bin Humam serta imam lain
dari Hanafiyyah. Pendapat ini yang menurut
mereka lebih aula untuk menjaga pemasukan
para pekerja. Jadi, siapa saja yang dalam sehari
menghasilkan harta lantas digunakan untuk
kebutuhan, namun hartanya masih sisa maka
ia wajib memberi nafkah kepada kerabat de-
katnya yang kesusahan.

Adapun batasan mu’sir atau orang susah
yang berhak mendapat nafkah, dalam hal ini
ada dua pendapat.

Pertama, orang yang halal diambil sedekah-
nya, namun ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Kedua, orang yang benar-benar membutuh-
kan. Kalimat al-mu'sir menurut ulama selain Ha-
nafiyyah artinya orang fakir yang tidak mempu-
nyai harta. Kedua pendapat di atas hampir sama.

Ulama Hanafiyyah berbeda pendapat!®®
mengenai orang yang mempunyai rumah
atau mempunyai seorang pembantu. Apakah



Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah

ia berhak menerima nafkah dari kerabatnya
yang kaya? Dalam hal ini ada dua pendapat.
Pertama, ia tidak berhak menerima nafkah
dari kerabatnya yang kaya, karena nafkah itu
tidak wajib diberikan kecuali kepada orang-
orang yang membutuhkan. Kedua, orang terse-
but tidak dianggap membutuhkan karena
jika memang butuh, ia bisa menjual sebagian
rumah atau seluruhnya. Kemudian hasil pen-
jualan bisa digunakan untuk menyewa rumabh.
Al-Kasani berkata, “Pendapat ini yang benar.”

3) Mampu dan tidak Mampu Bekerja

Para ulama sepakat’® akan wajibnya
memberi nafkah kepada kerabat yang fakir,
tidak mampu bekerja. Yang dimaksud tidak
mampu bekerja adalah tidak mampu meng-
usahakan atau menghasilkan kebutuhan hari-
annya dengan cara yang masyru’ dan layak.
Keadaan orang tersebut bisa jadi salah satu
dari beberapa contoh di bawah ini.

Orang tersebut wanita, sedang sakit ta-
hunan,'! anak kecil, idiot, gila, buta, lumpuh,
atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan
karena banyaknya saingan.

Jika seseorang masih mampu untuk be-
kerja maka ia tidak berhak menerima nafkah
dari kerabat dekatnya yang kaya karena de-
ngan mampu bekerja maka ia juga termasuk
kaya. Akan tetapi, dalam hal ini kedua orang
tua dikecualikan. Menurut Hanafiyyah dan
Syafi‘iyyah, kedua orang tua tetap harus diberi
nafkah oleh anak meskipun mereka masih
mampu bekerja. Karena, furu’ diperintahkan
agama untuk berbuat baik kepada kedua orang
tua, dan termasuk tidak berbuat baik jika ia
membebani orang tua untuk tetap bekerja
padahal mereka sudah lanjut usia. Menurut
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yang rajih dalam madzhab Malikiyyah dan
Hanabilah, seorang anak tidak wajib memberi
nafkah kepada orang tuanya jika keduanya
masih mampu bekerja.

Mayoritas ulama berpendapat wajibnya se-
orang suami memberikan nafkah kepada istri-
nya. Seorang insan wajib bekerja agar dapat
memberikan nafkah yang menjadi tanggung-
annya karena mampu bekerja berarti mampu
menghasilkan uang, jika memang mendapatkan
pekerjaan yang mubah dan layak. Rasulullah
saw. bersabda, “Cukuplah dosa bagi seseorang
jika ia menyia-nyiakan orang yang ada dalam
tanggung jawabnya''? Jika seseorang sudah
mampu bekerja maka seyogianya haram bagi-
nya menerima zakat karena ia wajib mencu-
kupi hidupnya sendiri dengan bekerja dan juga
mencukupi kerabat dekatnya.

Ulama Malikiyyah berpendapat, seorang
anak yang ekonominya lemah tidak wajib me-
nafkahi kedua orang tuanya, meskipun anakitu
mampu bekerja. Dan kedua orang tua dipaksa
untuk bekerja jika memang mampu menurut
pendapat yang arjah.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Sya-
fiiyyah mengecualikan para penuntut ilmu
yang benar-benar menggunakan waktunya un-
tuk menuntut ilmu. Mereka tetap wajib menda-
patkan nafkah meski sebenarnya mereka mam-
pu bekerja, karena menuntut ilmu itu fardhu
kifayah, sedangkan tafarrugh hanyalah syarat.
Jika mereka dituntut untuk bekerja maka hal
itu dapat merusak kemaslahatan umat. Ulama
Hanafiyyah juga mengecualikan akhragq, yaitu
orang yang tidak mampu bekerja, yang se-
benarnya dimasukkan dalam kategori orang
yang lemabh.

130 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 923-925; Fathul Qadiir, Vol.3, hlm. 347; al-Lubaab, Vol. 3, hlm. 104; asy-Syarhush Shaghiir, Vol.
2, him. 751; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 222; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 443; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 584, 586; Kasysyaaful

Qinaa’, Vol. 5, hlm. 559; Bujairimi al-Khathiib, Vol. 4, hlm. 67.
Maksudnya sakit yang sudah menahun dan tidak sembuh-sembuh.
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112 HR Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, dan al-Baihagi dari Abdullah bin Amr. Hadits ini derajatnya shahih.
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Ulama Hanafiyyah juga mengecualikan
anak-anak orang terpandang yang malu beker-
ja, atau anak-anak yang pada umumnya tidak
dipekerjakan oleh orang lain. Dalam hal ini
mereka dianggap lemah sehingga wajib di-
beri nafkah meski sebenarnya mereka mampu
bekerja.

Kesimpulannya: nafkah itu tidak wajib
bagi orang yang mempunyai harta, kecuali
status orang tersebut sebagai istri. Tidak juga
bagi orang yang mampu bekerja dan dapat
mencukupi kebutuhannya sendiri, kecuali
orang tersebut ayahnya sendiri.

f. Nafkah Sebab Kebutuhan

Tidak wajib hukumnya memberi nafkah
kepada orang lain kecuali sebab butuh. Arti-
nya, siapa saja yang mempunyai harta maka
nafkahnya berada dalam hartanya sendiri,
baik orang itu masih kecil maupun sudah de-
wasa, kecuali istri yang memang nafkahnya
berada dalam tanggungan suaminya. Dan istri
juga nafkahnya bukan karena kebutuhan, na-
mun karena sudah menjadi istri.

g. Kemandirian Seorang Ayah atas Nafkah

Anak-Anaknya

Tidak ada seorang pun yang ikut mem-
bantu ayah dalam memberikan nafkah kepada
anak-anaknya, tidak juga nafkah suami ter-
hadap istrinya karena mereka telah menjadi
bagian yang tidak terpisahkan sehingga men-
jaga mereka sama halnya dengan menjaga diri
sendiri. Allah SWT berfirman yang artinya,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut...” (al-Baqarah: 233)

= Baglan 6: Ahwaal Syakhshiyyah
/\\C@_\}

Dan juga firman Allah SWT yang artinya,

“..kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya
kepada mereka; dan musyawarahkanlah di an-
tara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jJika kamu menemui kesulitan, maka perempu-
an lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
(ath-Thalaagq: 6)

Rasulullah saw. pernah berkata kepada
Hindun istri Abu Sufyan, “Ambillah harta sua-
mimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anak-
anakmu dengan cara yang baik.” Hadits ini
menjelaskan bahwa nafkah anak dan istri itu
dalam tanggungan suami, bukan tanggungan
istri.}t®

h. Kemandirian Anak atas Nafkah Orang

Tuanya

Seorang anak tidak dibantu oleh orang
lain dalam memberikan nafkah kepada kedua
orang tuanya, karena hanya dialah yang paling
dekat dengan mereka.!** Jika orang tua mem-
punyai beberapa anak yang ekonominya ma-
pan maka nafkah untuk orang tua ditanggung
mereka sesuai kadar kekayaan masing-ma-
sing. Ini menurut pendapat yang rajih dalam
madzhab Malikiyyah. Pendapat lain mengata-
kan, “Kewajiban nafkah itu dibagikan kepada
para anak, dan bagian lelaki sama dengan
perempuan.” Akan tetapi, ada pendapat lain
yang mengatakan bahwa pembagian kewajib-
an nafkah dibagikan kepada anak sesuai atur-
an warisan, yaitu seorang lelaki berbanding
dua orang perempuan.

Ulama Hanafiyyah, Syafi‘iyyah, dan Hana-
bilah berpendapat bahwa pembagian kewa-
jiban nafkah itu sesuai dengan aturan waris-
an. Artinya, jika ada seorang lelaki sakit me-

13 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 587; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 926.
114 Al-Lubaab, Vol. 3, him. 105; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 343; Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 927.
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nahun dan ia mempunyai banyak anak maka
nafkah orang tersebut dibebankan kepada
anak sesuai dengan aturan pendapatan waris-
an. Karena, Allah SWT berfirman yang arti-
nya, “... Ahli waris pun (berkewajiban) seperti
itu pula...” (al-Baqarah: 233) Tertib urutan
hukum bentuk redaksi dalam ayat tersebut,
yaitu berupa isim fa'il yang menunjukkan
ahli waris. Karena itu, penetapan hukumnya
juga sesuai dengan kadar illat-nya.'’® Ulama
Hanabilah berpendapat bahwa sebab yang
menghalangi mendapat warisan dalam su-
sunan nasab tidak menggugurkan nafkah.

i. Apakah Pernikahan itu Termasuk dalam

Nafkah Wajib?

Mayoritas ulama dalam riwayat madzhab
Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang anak
wajib menikahkan ayahnya yang ekonominya
lemah, meski ia tersebut kafir yang terjaga.
Pendapat ini juga sesuai dengan madzhab Sya-
fii dalam pendapat yang masyhur. Ulama Ha-
nabilah dan sebagian Hanafiyyah mengatakan
bahwa menikahkan kakek bersumber dari dua
jalur, jalur ayah dan jalur ibu karena dari sisi
kebutuhan yang penting, seperti nafkah dan
tempat tinggal. Tujuannya agar tidak terjeru-
mus dalam perzinaan yang merusak dan tidak
pantas dilakukan mengingat kemuliaan ubu-
wah (keayahan), serta tidak termasuk berbuat
makruf sebagaimana yang diperintahkan.

Nikah termasuk salah satu kebutuhan
yang terkadang membuat seorang ayah mera-
sa terganggu jika tidak dipenuhi sehingga
anak harus menikahkan ayahnya sebagai ba-
gian dari nafkah. Pendapat yang rajih menu-
rut madzhab Hanafi adalah bahwa anak tidak
wajib menikahkan ayahnya karena nikah bagi
sang ayah hanyalah termasuk pelengkap, bu-
kan kebutuhan pokok.

Jika ada ayah dan kakek atau dua orang ka-
kek, dan si anak tidak punya pilihan lain kecuali
menikahkan salah satu dari keduanya maka
yang dipilih adalah nasab yang paling dekat.
Artinya, mendahulukan kakek dari jalur ayah
daripada kakek dari jalur ibu karena yang
pertama termasuk bagian ashabah. Dalam hal
ini syariat telah menentukan bagian dari jalur
ayah sebagai ahli waris, sehingga dalam hal
nafkah juga jalur ini yang didahulukan.

Seorang ayah, menurut madzhab Hanafi
dan Syafi‘i tidak wajib menikahkan anaknya
yang fakir, namun Hanabilah mewajibkan hal
itu jika ia punya nafkah dan memang sudah
butuh untuk menikah, karena menikahkan
anak bagi seorang ayah termasuk bagian dari
nafkah, sebagaimana wajibnya seorang anak
menikahkan ayahnya. Jadi, keduanya saling
mempunyai kewajiban yang sama.

Kalimat ifaaf atau menikahkan maksud-
nya memberikan mahar yang umum berlaku di
masyarakat, dan memilihkan calon istri. Seorang
anak tidak boleh memilihkan calon istri yang
jelek dan pikun untuk ayahnya, karena ifaaf ti-
dak terlaksana dengan salah satu dari keduanya.

Ulama Hanabilah menuturkan bahwa se-
orang anak wajib menikahkan ibunya seba-
gaimana wajibnya menikahkan ayahnya.

1) Nafkah Istrl Ayah

Menurut ulama Hanabilah, Syafi‘iyyah, Ma-
likiyyah, dan satu riwayat Hanafiyyah, seorang
anak wajib memberi nafkah kepada istrinya
ayah. Karena, setiap orang yang berkewajiban
menikahkan maka ia juga berkewajiban untuk
memberinya nafkah, sebagaimana telah ditu-
turkan di atas.

Riwayat lain dalam madzhab Hanafiyyah
mengatakan bahwa seorang anak tidak wajib
memberi nafkah kepada istri ayahnya, kecuali

15 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 752; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 223; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 348; Mughnil Muhtaaj, Vol.

3, hlm. 211; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 589, 592.
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jika sang ayah sakit menahun. Dalam kitab
Dzuhairah dijelaskan, menurut madzhab, se-
orang anak tidak wajib memberi nafkah kepa-
da istri ayahnya,'*® dan pendapat inilah yang
digunakan di Mesir.

Menurut madzhab Hanafiyyah dalam ri-
wayat pertama, seorang anak tidak wajib
memberi nafkah lebih dari satu orang istri
ayah. Pendapat ini juga dianut oleh Malikiyyah
dan Hanabilah, jika memang sudah dinikah-
kan. Namun jika belum maka nafkahnya di-
bebankan kepada orang yang menikah.

2) Nafkah Istri Anak

Menurut madzhab Hanafiyyah,''” seorang
ayah tidak wajib memberi nafkah kepada istri
anaknya, meskipun anaknya itu masih kecil
atau besar namun ghaib. Kecuali jika ia sepa-
kat untuk menanggungnya, dan sang ayah
punya utang atau telah meminjam pada anak-
nya, untuk kemudian dikembalikan Kketika
ekonominya sudah pulih.

Ulama Hanabilah dan Syafi‘iyyah penda-
patnya seperti telah dibahas di atas, yaitu
setiap orang yang wajib menikahkan maka
nafkah istri juga menjadi tanggungannya ka-
rena pernikahan tidak mungkin terjadi tanpa
adanya nafkah.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
jika ekonomi suami sedang lemah maka gugur
kewajibannya memberi nafkah kepada istri.

j- Apakah Nafkah itu Bergantung
Keputusan Mahkamah?

Nafkah ushul dan furu’ hukumnya tetap
wajib, meski tidak ada keputusan dari mah-
kamah. Kecuali jika seorang anak mempu-
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nyai harta yang ghaib dan ayahnya hendak
mengembalikan kepadanya maka ia tidak bo-
leh mengembalikannya, kecuali atas sepenge-
tahuan mahkamah atau dengan mengemba-
likannya di hadapan saksi setelah ia niat da-
lam hatinya. Jika ia mengembalikan tanpa izin
dari mahkamah atau tanpa saksi maka ia tidak
dianggap mengembalikan dan ia masih tetap
harus mengembalikannya sebagai utang an-
tara dia dan Allah SWT.

Adapun nafkah selain ushul dan furu’ma-
ka hukumnya tidak ditetapkan kecuali dengan
keputusan mahkamah atau saling merelakan.
Sebab, yang membedakan antara dua hal di
atas adalah karena nafkah ushul dan furu’itu
hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama
sehingga tidak membutuhkan keputusan dari
mahkamah. Adapun nafkah kerabat lain, para
ulama masih berbeda pendapat dalam hukum
wajibnya sehingga membutuhkan keputusan
mahkamah untuk menentukannya.

K. Gugurnya Nafkah

Nafkah itu terbagi menjadi dua, nafkah un-
tuk istri dan nafkah untuk kerabat. Kapankah
kedua atau salah satu dari kedua nafkah itu
dinyatakan gugur?

1) Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah
Istri

Nafkah untuk istri gugur jika terjadi hal-
hal berikut.!*®
a) Lewatnya Masa Tanpa Ada Keputusan
Mahkamah atau Saling Merelakan
Menurut madzhab Hanafi, nafkah istri gu-
gur jika masanya lewat setelah ditetapkan ke-

116 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 752; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 587-589; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm .927; al-Qawaaniin al-
Fighiyyah, hlm. 223.

Y7 Ad-Durrul Mukhtaar wa Hasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 887, 927.

18 Al-Badaa'i’, Vol. 4, hlm. 22, 29; Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 332; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 889-892; al-Qawaaniin al-Fighiyyah,
hlm. 223; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 740; Bidayaatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 54; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 436-438; al-
Muhadzdzab, Vol. 2, him. 160; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 578, 604, 611; Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 238; Kasysyaaful Qinaa’, Vol.
5, hlm. 548-551; asy-Syarhul Kabiir wad Dasuugi, Vol. 2,hlm. 517.
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wajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang
dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak
gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan
mahkamah dan menjadi utang. Madzhab Ma-
likiyyah dan madzhab lainnya berpendapat
bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewat-
nya masa dan sang suami kembali memberi
nafkah kepada istri dengan nafkah yéng baru.
Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk
kerabat yang gugur setelah lewat masanya
karena jika sudah lewat masanya maka sudah
tidak butuh lagi.

b) Pembebasan dari Nafkahyang Telah Lewat

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat
termasuk salah satu sebab yang menggugur-
kan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiy-
yah berpendapat bahwa membebaskan atau
memberikan nafkah yang akan datang, karena
nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala
sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah
itu dibebaskan maka berarti membebaskan
suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib
dan sebelum adanya sebab yang mewajibkan-
nya, yaitu hak istri.

c) Wafatnya Salah Satu dari Suami Istri
Jika seorang lelaki meninggal dunia sebe-
lum memberikan nafkabh, istrinya tidak berhak
atas nafkah tersebut. Dan jika yang mening-
gal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak
mengambil nafkahnya. Jika sang suami memin-
jam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebe-
lum lewat waktu peminjaman maka menurut
Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami
tidak berhak meminta kembali. Demikian juga
jika yang meninggal dunia itu istri maka sang
suami tidak berhak mengambil tinggalannya.

d) Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri
atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewa-
jibkannya melakukan akad nikah. Nafkah istri
dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, mes-
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ki dengan menolak bersentuhan tanpa uzur,
yang menjadi pembukaan untuk melakukan
sanggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti
kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak
disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat
nafkah dari suaminya. Ulama Hanafiyyah ber-
kata, “Nafkah yang gugur karena nusyuz dan
mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah
yang diutang menurut pendapat yang ashah.”

Jika istri menolak ajakan suami karena
ada uzur, meskipun berupa luka kecil di seki-
tar kemaluan, atau sedang mengalami pem-
bengkakan maka nafkahnya tidak gugur. Hal-
hal yang dianggap uzur antara lain sakit yang
membahayakan jika melakukan sanggama, atau
terlalu besarnya kemaluan suami sehingga ke-
maluan istri tidak sanggup menahannya.

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin
suami, atau bepergian tanpa izin, atau melaku-
kan ibadah haji tanpa izin maka itu juga ter-
masuk nusyuz, kecuali dalam keadaan daru-
rat atau ada uzur, seperti misalnya rumahnya
hampir roboh, atau keluar rumah untuk ziarah
atau menengok ayahnya yang sedang sakit
maka keluarnya dianggap uzur dan tidak ter-
masuk nusyuz.

Adapun jika keluarnya istri dari rumah
itu atas izin suaminya maka ulama Syafi‘iyyah
membuat perincian sebagai berikut: jika per-
ginya itu bersama suami atau karena meme-
nuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak
gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuh-
annya sendiri maka nafkahnya gugur menurut
gaul yang azhar.

Menurut madzhab Syafi‘i, keluarnya istri
dari rumah untuk berkunjung ke rumah te-
tangga, sanak saudara, takziah, ataupun me-
nengok orang sakit ketika suami sedang tidak
ada di rumah maka secara adat hal itu tidak
termasuk nusyuz sehingga nafkahnya tidak
gugur.
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Ulama Hanabilah berpendapat bahwa se-
orang istri tidak berhak mendapatkan nafkah
jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik ke-
luarnya untuk keperluannya sendiri, berwi-
sata, atau berziarah meski dengan izin suami,
atau dalam masa menjalani hukuman buang,
atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa
kafarat, atau mengqadha puasa Ramadhan
yang waktunya masih luas, atau puasa secara
mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sun-
nah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami.
Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Maliki-
yyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalan-
kan ibadah haji wajib.

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat
bahwa nafkah seorang istri yang sedang da-
lam tahanan gugur meskipun ditahan karena
kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh sua-
minya karena utang kepadanya. Dalam hal ini,
ia tetap mendapat nafkah menurut pendapat
yang ashah. Ulama Hanafiyyah sepakat dengan
ulama Syafi‘iyyah bahwa seorang istri yang
melakukan ibadah haji bersama selain suami-
nya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak
mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia
tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
jika seorang istri ditahan secara zhalim maka
nafkahnya tidak gugur karena sebab yang
menjadikannya ditahan itu bukan bersumber
dari dirinya sendiri.

Jika seorang istri enggan melayani suami
dengan alasan sedang puasa maka jika puasa-
nya itu sunnah, menurut yang shahih madzhab
Syafi‘iyyah nafkahnya gugur. Karena, ia mena-
han sesuatu dengan perkara yang bukan wajib
sehingga nafkahnya gugur seperti halnya istri
yang melakukan nusyuz. Jika istri menahan
dirinya untuk tidak melayani suami dengan
alasan puasa Ramadhan atau qadha puasa Ra-
madhan yang waktunya sudah sempit maka
nafkahnya tidak gugur, karena perkara yang
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menjadi hak syara‘ tidak ada hak bagi suami
dalam penentuan waktunya.

Akan tetapi jika niat puasa qadha, namun
waktunya masih luas, atau puasa kafarat
atau nadzar maka nafkahnya gugur, karena
dalam hal ini istri dianggap menghalangi hak
suami. Demikian juga gugur nafkah istri jika ia
menunaikan nadzar tertentu setelah bersuami
jika tanpa izin dari suaminya. Dalam hal ini,
i‘tikaf bagi istri sama hukumnya dengan puasa.
Artinya, jika ia melakukan i‘tikaf sunnah atau
nadzar maka gugurlah nafkahnya.

Jika istri menahan dirinya dari suami
dengan melakukan shalat, jika shalatnya itu
fardhu atau sunnah rawatib maka nafkahnya
tidak gugur, karena suami tidak berhak men-
campuri suatu perkara yang sudah ditentukan
oleh syara’ Akan tetapi jika melakukan shalat
gadha maka nafkahnya guguf, karena shalat
gadha itu waktunya luas, sedangkan haknya
suami itu tidak.

Jika nafkah istri gugur karena nusyuz, lan-
tas ia kembali taat kepada suaminya, mening-
galkan perbuatan nusyuz-nya, dan suaminya
masih ada maka ia kembali berhak mendapat-
kan nafkah dari suaminya. Akan tetapi jika
suaminya tidak ada maka menurut Syafi‘iiy-
yah dan Hanabilah nafkahnya tidak kembali,
karena tidak ada serah terima antara suami
istri. Namun menurut Hanafiyyah, nafkah istri
tetap kembali lagi meski tidak adanya suami.

e) Murtad

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur,
karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh
digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi
masuk Islam maka menurut Syafiiyyah dan
Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan
antara murtad dan nusyuz adalah istri yang
murtad nafkahnya gugur karenaiamurtad. Dan
jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi
maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri yang
nusyuz, nafkahnya gugur karena ia melarang
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suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini
tidak kembali hanya dengan taat kepada suami,
namun dengan penyerahan diri sepenuhnya
kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika
sang suami tidak ada.

f) Perpisahan yang Timbul karena
Kemaksiatan Istri

Seperti murtad atau menolak Islam jika
sang suami sudah masuk Islam dan ia sen-
diri masih watsaniyyah atau majusiyah, atau
menggoda anak suami untuk berbuat maksiat
bersamanya maka nafkahnya gugur, karena
ia menahan istimta‘ dengan maksiat sehingga
hukumnya seperti istri yang nusyuz. Akan te-
tapi, ia tetap berhak mendapat tempat ting-
gal di rumah suami karena memang itu hak-
nya, dan itu tidak gugur dengan melakukan
maksiat.

Jika terjadi perpisahan, namun sebabnya
bukan karena nusyuz, seperti pilihan orang ba-
ligh, tidak adanya kafa’ah, dan diperkosa oleh
anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur,
karena hal itu termasuk uzur syar‘i.

Nafkah juga tidak gugur jika cerai itu da-
tangnya dari pihak suami, baik dengan sebab
selain maksiat seperti pisah cerai, sumpah
li'an setelah ber-khalwat menurut pendapat
Hanafiyyah. Atau cerai karena maksiat, se-
perti mencium putri istri, atau sumpah ila’
dengan tidak ditepati hingga lewat empat bu-
lan, atau menolak agama Islam jika istrinya
sudah masuk Islam dan sudah mendakwah-
kannya. Maksiat yang dilakukan suami tidak
menyebabkan gugurnya nafkah istri.

Kesimpulannya: ulama Hanafiyyah ber-
kata, “Tidak ada nafkah bagi sebelas macam
istri!’® berikut: istri yang murtad, menggoda
anak suami, iddah ditinggal mati suami, ni-
kah fasid atau dalam masa iddahnya, wath’i

119 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 889-892.
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syubhat, istri masih kecil dan belum digauli,
keluar dari rumah suami tanpa hak yaitu ber-
buat nusyuz, dipenjara meski karena zhalim,
sakit yang menyebabkannya tidak mampu me-
layani suami, istri yang dibawa oleh lelaki lain
dengan paksa, istri yang melakukan ibadah
haji meski haji wajib tanpa disertai suaminya
meski tetap ada mahram. Akan tetapi, jika ia
melakukan ibadah haji bersama suami, namun
atas keinginan istri maka yang wajib diberi-
kan oleh suami adalah nafkah di rumah saja,
tidak nafkah dalam perjalanan. Namun, jika ia
diajak suami maka ia berhak mendapat semua
nafkah.

Jika nafkah sudah diwajibkan atas suami,
baik gadha maupun ridha maka nafkah itu
menjadi utang yang tidak gugur, kecuali sete-
lah dibayar atau dibebaskan. Hal ini sesuai
dengan pasal 79 undang-undang negara Syria
yang berbunyi, “Nafkah wajib baik gadha mau-
pun ridha tidak bisa gugur kecuali setelah di-
bayar atau dibebaskan.”

2) Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah
Kerabat

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak,
kedua orang tua, dan sanak saudara, menurut
Hanafiyyah, Syafi‘iyyah, dan Hanabilah'?® ka-
rena lewatnya masa. Jika hakim sudah mene-
tapkan nafkah bagi kerabat, namun sudabh le-
wat satu bulan atau lebih dan ia belum juga
mengambil nafkah tersebut maka menurut
Hanafiyyah nafkahnya gugur. Lewatnya masa
dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali
jika hakim mengizinkan untuk meminjam ke-
pada munfiq ‘alaih karena nafkah kerabat itu
wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga
tidak wajib atas orang-orang yang sedang la-
pang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat

120 Al-Badaa'i’, Vol. 4, him. 38; Fathul Qadiir, Vol. 3, hIm. 354; al-Kitaab ma‘al Lubaab, Vol. 3, him. 109; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm.

925, 943; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 167.
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belum mengambil nafkahnya maka hal itu
menunjukan bahwa ia tidak membutuhkan.
Berbeda dengan nafkah istri yang tetap tidak
gugur meski sudah lewat masanya karena naf-
kahnya sebagai ganti ia hidup bersama sua-
minya. Sehingga, ia tetap berhak mendapat
nafkah meski ia sendiri kaya. Jika hakim
mengizinkan untuk berutang pada mafrudh
‘alaih maka nafkahnya tetap tidak gugur, ka-
rena itu menjadi utang dalam tanggungan
suami, dan tidak gugur meski masanya telah
lewat.

Imam az-Zaila'i dalam hal ini mengecuali-
kan nafkah istri yang masih kecil. Artinya
nafkahnya tetap tidak gugur meski masanya
sudah lewat, dan menjadi utang yang ditang-
gung oleh mahkum alaih.

Ulama Malikiyyah berkata,!?* nafkah ke-
dua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika
sudah lewat masanya, kecuali jika diwajibkan
oleh hakim.

Seorang kerabat yang diberi nafkah jika ia
mampu bekerja maka nafkah itu tidak terma-
suk nafkah wajib, kecuali jika ia tidak mampu
bekerja atau tidak mampu memenuhi kebu-
tuhannya.

Kesimpulan: batas masa nafkah untuk
kerabat itu kurang dari satu bulan, sedangkan
nafkah istri dan anak Kecil tidak gugur meski
sudah lewat masanya. Hanya, menjadi utang
untuk kemudian dilunasi. Hukum ini sama
seperti nafkah kerabat selain istri yang tidak
gugur jika ia berutang atas perintah hakim.

I. Balasan bagi Orang yang tidak Mau
Memberikan Nafkah

Ulama Hanafiyyah menuturkan'?? bahwa
jika seorang kerabat yang mampu dan kaya ti-

121 Al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 223.

122 Al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 38; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 945.

dak mau memberi nafkah kepada saudaranya
yang berhak menerima maka ia harus dihu-
kum tahan meskipun statusnya sebagai ayah,
karena keengganannya memberi nafkah dapat
menyebabkan kerusakan bagi saudaranya. Ta-
hanan dimaksudkan untuk menjaga hidup se-
seorang itu termasuk perkara wajib syar‘i.

m. Banyaknya Kerabat yang Berhak

Mandapatkan Nafkah

Jika ada banyak kerabat yang berhak
mendapatkan nafkah, sedangkan yang mam-
pu dan kaya hanya satu orang, maka jika ia
mampu menanggung semua kerabatnya ia
wajib memberikan nafkah kepada mereka se-
mua. Akan tetapi, jika ia tidak mampu maka
nafkah dimulai dari dirinya sendiri, kemudi-
an anaknya yang paling kecil atau kepada
putrinya, atau kepada yang lemah. Kemudian
kepada istrinya—namun Ulama Hanafiyyah le-
bih mengedepankan istri daripada anak, dan
mengedepankan ayah daripada ibu karena
keutamaannya, dan kemandiriannya dalam
perwalian, serta keberhakannya mengambil
hartanya.

Ibnu Qudamah berkata, “Yang lebih aula
adalah dengan menyamakan mereka semua.”
Menurut Syafi‘iyyah, yang didahulukan adalah
ayah, namun pendapat sebagian Syafi‘iyyah
mengatakan bahwa ayah dan ibu sama dalam
hal ini.'#

Urutan tersebut di atas dalilnya hadits
Nabi saw. riwayat Jabir yang berbunyi,
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“Rasulullah saw. pernah berkata kepada
seorang lelaki, ‘Mulailah nafkah untuk dirimu
sendiri, dan jika ada lebih maka nafkah itu
untuk keluargamu. Jika masih sisa maka untuk
kerabatmu. Dan jika masih sisa juga maka
untuk kerabat lain. Demikian seterusnya.”***

Artinya, bisa juga dibagikan kepada orang
lain yang ia kehendaki. :

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa
suatu hari ada seorang lelaki datang meng-
hadap Rasulullah saw. seraya bertanya, “Ya
Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar”
Beliau menjawab, “Belanjakanlah untuk kebu-
tuhanmu sendiri.” Lelaki itu berkata lagi, “Saya
masih mempunyai satu dinar lagi.” Beliau ber-
sabda, “Belanjakanlah untuk istrimu.” Lelaki
itu berkata lagi, “Saya masih mempunyai satu
dinar lagi” Rasul bersabda, “Belanjakanlah
untuk keperluan anakmu.” Lelaki itu berkata
lagi, “Saya masih mempunyai satu dinar lagi.”
Lantas Rasul bersabda, “Belanjakanlah untuk
keperluan pembantumu.” Kemudian ketika le-
laki itu berkata, “Saya masih mempunyai satu
dinar lagi?” Beliau menjawab, “Engkau lebih
tahu penggunaan harta itu siapa.”'?

Dalam hadits lain Abu Hurairah ra. me-
riwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang
bertanya kepada Rasulullah saw., “Siapakah
orang yang lebih berhak untuk aku patuhi?”
Beliau menjawab, “Ibumu.” “Kemudian siapa
lagi?” Rasul menjawab, “Ibumu.” “Lantas sia-
pa lagi?” Beliau tetap menjawab, “Ilbumu.
Kemudian pada kali keempat beliau menja-
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wab, “Ayahmu.”1?¢ Dalam riwayat Muslim, di-
gunakan redaksi, “Sapakah orang yang harus
aku baiki?”

n. Kapankah Baitul Mal dan Negara
Berkewajiban Mengeluarkan Nafkah?
Jika seorang fakir tidak punya kerabat

kaya yang berkewajiban memberinya nafkah

maka nafkah orang tersebut ditanggung oleh

Baitul Mal atau simpanan harta negara yang

memang sudah menjadi tugasnya untuk mem-

bantu orang-orang yang membutuhkan. Ten-
tang Baitul Mal ini, Imam al-Kasani menje-
laskan!?” bahwa yang diletakkan dalam Baitul

Mal itu ada empat macam. Pertama, zakat

sawaa’im, usyur, dan harta yang diambil oleh

kabilah dari para pedagang Islam yang me-
lalui daerah mereka. Kedua, seperlimanya
ghanimah, logam, dan barang tambang. Ketiga,
pajak hasil bumi, pajak personal, dan harta
yang diambil dari para pedagang non-Muslim.

Keempat, harta yang diambil dari tinggalan si

mayit yang tidak mempunyai ahli waris, atau

meninggalkan suami atau istri.

Pemasukan Baitul Mal yang keempat,
yaitu harta tinggalan mayit, digunakan untuk
membiayai pengobatan orang sakit yang tidak
mampu, mengafani jenazah yang tidak memi-
liki harta, memberi nafkah kepada anak pung-
ut, membayar denda jinayatnya, nafkah untuk
orang yang tidak mampu bekerja dan ia tidak
memiliki kerabat yang memberinya nafkah
atau sejenisnya. Pembagian nafkah dari Baitul
Mal untuk orang yang berhak ini diatur oleh
imam.

Empat belas perkara yang telah disebut-
kan di atas termasuk pembahasan pokok
mengenai nafkah, dan selanjutnya kita akan

124 YR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 321).

125 YR Ahmad dan an-Nasa'i (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 321).

126 YR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.
127 Al-Badaa’i’, Vol. 2, him. 68.
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membahas lebih rinci lagi dalam empat pem-
bahasan di bawah ini.

1. NAFKAH ISTRI

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib di-
terima oleh istri dari suaminya karena sebab
akad nikah. Pembahasan ini memuat empat
poin penting sebagai berikut.

Pertama, Arti, Macam, Wajibnya Nafkah,
Orang yang Berkewajiban, dan Sebab-Sebab
Wajib Nafkah.

Kedua, Syarat Wajib Nafkah.

Ketiga, Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan
Macam-Macamnya serta Hukum Mahkamah
dalam Hal Itu. -

Keempat, Hukum-Hukum Nafkah (bagi
orang yang menolak memberi nafkah, eko-
nomi suami sedang sulit, nafkah istri yang
tidak'ada, dan kapan nafkah dianggap utang
atas suami. Nafkah untuk wanita dalam masa
iddah, tajil nafkah, membebaskan nafkah, tuju-
an nafkah jadi utang, dan tanggungan nafkah).

a. Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, Orang
yang Berkewajiban, dan Sebab-Sebab
Wajibnya Nafkah
Arti nafkah: Saya telah menjelaskan di

atas bahwa nafkah secara bahasa artinya ‘se-

suatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk
keluarganya, sedangkan menurut syara‘ naf-
kah adalah makanan, pakaian, dan tempat
tinggal. Namun, umumnya fugaha hanya mem-
batasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka
kemudian menambahkan pakaian dan tempat
tinggal.'?8

Hukum wajibnya nafkah: Para fuqgaha
sepakat!? akan wajibnya nafkah untuk istri

baik Muslimah maupun Kafir jika memang di-

nikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika

128 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 886.

<107
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ternyata pernikahannya fasid atau batal maka
suami berhak meminta nafkah yang telah di-
ambil oleh istrinya. Wajibnya memberi naf-
kah kepada istri ini dijelaskan oleh Al-Qur’an,
sunnah, ijma, dan akal.

Dalil dari Al-Qur’an: Firman Allah SWT
yang artinya,

“Hendaklah orang yang mempunyai Ke-
luasan memberi nafkah menurut kemampuan-
nya, dan orang yang terbatas rezekinya, hen-
daklah memberi nafkah dari harta yang diberi-
kan Allah kepadanya. Allah tidak membebani
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan setelah kesempitan.”
(ath-Thalaagq: 7)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib-
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me-
reka dengan cara yang patut...” (al-Baqarah:
233)

Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain
yang artinya,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma-
na kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”
(ath-Thalaagq: 6)

Perintah untuk menempatkan istri dalam
ayat ini maksudnya juga memberi nafkah.

Dalil dari As-Sunnah: Dalam haji Wada’
Rasulullah saw. bersabda,

129 Al-Badaa’i’, Vol. 4, him. 15; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 321; Bidayaatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 53; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 426;

al-Mughnii, Vol. 7,h Im. 563.
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“Takutlah kepada Allah dalam diri wanita
karena mereka adalah tawanan di sisi kalian.
Dengan penuh amanah kalian mengambil me-
reka, kalian meminta halal farji mereka dengan
kalimat Allah, dan bagi mereka hak untuk
mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian
dengan cara makruf.”

Hadits lain dalam Sunan at-Tirmidzi
dengan sanad dari Amr bin Ahwash, Rasu-
lullah saw. bersabda,

-

e Sy B oS i oS3 B A

.. 4 - o 0,’
2 e . . ,"
35555 BG5S (s
P - 2

£ 0,

e :ﬂbj dﬁﬁ

“Ingatlah bahwa kalian memiliki hak
atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya,
istri kalian mempunyai hak atas diri kalian.
Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah
membiarkan orang yang dibenci masuk ru-
mahnya. Adapun hak istri atas diri kalian ada-
lah agar kalian menanggung pakaian dan ma-
kanan mereka.”**

130

Imam at-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.”
131 HR Jamaah kecuali Imam at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 323).
132 Bidaayatul Hidaayah, Vol. 2, hlm. 55; al—Mughnii,Vol. 7, him. 564.

Suatu hari Hindun datang menghadap Ra-
sulullah saw. seraya berkata, “Ya Rasulullah,
suamiku, Abu Sufyan itu orangnya pelit dan ia
tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku.”
Rasul menjawab, “Ambillah harta suamimu se-
cukupnya untuk keperluanmu dan anakmu.*3!
Hadits ini menunjukkan wajibnya nafkah un-
tuk istri, dan nafkah itu ditentukan sesuai
kebutuhan yang diperlukan. Jika suami tidak
mencukupi nafkah istri dan anak maka istri
boleh mengambil haknya tanpa izin suami.

Dalil dari Ijma: para fuqgaha sepakat bah-
wa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas
diri suaminya jika memang sudah baligh, ke-
cuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut
Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang
masih Kkecil yang belum siap digauli.

Dalil secara akal: seorang istri itu setelah
akad nikah tertahan di bawah pengawasan
suaminya. Tugasnya hanya di rumah melaya-
ni suami, sehingga kebutuhan nafkahnya oto-
matis harus ditanggung oleh suami sebagai
ganti penahanan. '

Siapa yang wajib memberi nafkah ke-
pada istri: fugaha sepakat’*? bahwa nafkah
istri itu wajib hukumnya atas suami yang mer-
deka dan hadhir atau ada. Jika seorang wanita
sudah menyerahkan dirinya kepada seorang
lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka
ia berhak mendapatkan nafkah dan segala
kebutuhannya dari suami, baik makanan, mi-
numan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sebab wajibnya nafkah: ulama mempu-
nyai dua pendapat dalam hal ini. Ulama Hana-
fiyyah berpendapat sebab wajibnya nafkah
atas suami adalah karena suami berhak me-
nahan istrinya untuk tidak keluar rumah atau-
pun bekerja setelah akad nikah yang sah. Arti-
nya, jika akad nikahnya itu batal maka nafkah
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menjadi tidak wajib, karena tidak ada sebab
yang mewajibkannya, yaitu hak menahan istri
setelah akad nikah, dan hak itu tidak berlaku
jika akad nikahnya fasid atau batal.

Seorang suami tetap harus memberi naf-
kah kepada istri yang dalam masa iddah kare-
na pisah ataupun tidak, baik pisah karena cara
raji dan ba'in, pisah karena hamil maupun
tidak hamil, dari pihak suami maupun dari
pihak istri, kecuali jika memang cerai itu dari
pihak istri karena sebab yang terlarang untuk
kebaikan, dan menegakkan hak penahanan
setelah nikah yang sah.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah ber-
pendapat bahwa sebab wajibnya nafkah ada-
lah tali pernikahan. Posisi wanita sebagai istri
itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat
nafkah dari suaminya. Konsekuensinya suami
juga harus tetap memberi nafkah kepada istri
yang sudah diceria raj‘i atau ba'in dan sedang
hamil. Adapun jika istri yang dicerai sama
sekali itu hamil, menurut Syafi‘iyyah dan Ma-
likiyyah, ia berhak mendapatkan tempat ting-
gal. Namun, ia tidak berhak mendapatkan
nafkah karena tali pernikahannya sudah putus
dengan bercerai. Seyogianya istri yang sudah
dicerai sama sekali tidak mendapatkan nafkah
dan juga tempat tinggal. Akan tetapi, dalam hal
ini giyas ditinggalkan karena Allah SWT ber-
firman yang artinya,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma-
na kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dita-
lak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan
kandungannya, kemudian jika mereka menyu-
sukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbal-
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annya kepada mereka; dan musyawarahkan-
lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.” (ath-Thalaaq: 6)

Akan tetapi, Hanabilah tetap berpegang
pada giyas, yaitu istri yang dicerai sama sekali
itu tidak mendapatkan nafkah juga tempat
tinggal.

b. Syarat Wajibnya Nafkah

Di sini akan saya sebutkan syarat-syarat
wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama,
kemudian menurut ulama Malikiyyah. Syarat-
syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama
ada empat.!33

1) Istri Menyerahkan Dirinya kepada
Suami dengan Sepenuhnya

Bukti penyerahan ini dengan menunjuk-
kan Kkesiapan dirinya ketika diminta untuk
melayani suami, baik meminta untuk bermain
cinta maupun tidak. Ulama Malikiyyah mensya-
ratkan dalam wajibnya nafkah sebelum sangga-
ma adanya permintaan dari istri atau walinya
kepada suami untuk melakukan sanggama.

Jika istri masih tetap tinggal bersama ke-
luarganya dengan izin suami maka ia tetap
harus memberinya nafkah. Jika istri atau wali-
nya melarang suami untuk menggaulinya, atau
suami istri saling diam setelah akad nikah,
tidak ada yang meminta atau memberi maka
tidak wajib bagi suami memberi nafkah ke-
padanya meski keduanya sudah lama berdua,
karena Rasulullah saw. sendiri ketika meni-
kahi Sayyidah Aisyah tidak langsung memberi
nafkah selama dua tahun, karena setelah dua
tahun itulah baru digauli. Jika istri melarang

133 Al-Badaa'i’, Vol. 4, hilm. 18; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 324; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 886; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 435;
al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 159; al-Mughnii, Vol. 7, him. 601-603; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, him. 545.
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suaminya untuk menggaulinya, namun posisi-
nya benar, seperti suami menolak memberi-
kan mahar kontan, atau menolak menyiapkan
tempat tinggal yang layak secara syara’ maka
suami tetap berkewajiban memberi nafkah
kepada istrinya. Ulama Syafi‘iyyah menambah-
kan, “Jika suami ingin pergi jauh dan lama.”

2) Istri Sudah Dewasa dan Mampu
Melakukan Hubungan Suami Istri

Jika istri masih kecil dan belum mampu
melakukan hubungan intim maka suami tidak
wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu
berkaitan dengan mampu atau tidaknya ber-
hubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai
jika istri tidak mampu melakukan hubungan
intim. Ulama Malikiyyah sepakat dengan ma-
yoritas ulama lain dalam penentuan syarat ini.

3) Akad Nikah yang Dilangsungkan
Termasuk Akad Nikah yang Sah

Jika nikahnya fasid maka suami tidak wa-
jib memberi nafkah kepada istrinya karena
akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan
istri tidak dianggap ditahan di sisi suami ka-
rena nikahnya fasid sehingga istri tidak ber-
hak mendapat pengganti dari akad nikah yang
fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh
ulama.

4) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal
Penahanan Istri di Sisinya Tanpa Izin
Syar‘i
Hak suami tidak hilang dalam hal pena-

hanan istri di sisinya tanpa izin syar, atau

sebab yang datang bukan dari diri suami. Ji-
ka hak suami hilang tanpa sebab yang syar‘i
seperti nusyuz misalnya, atau sebab lain yang
datangnya dari pihak suami maka istri tetap
berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga
telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama

Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas
suami jika memang perkara yang menjadikan-
nya kehilangan haknya itu bukan kesalahan is-
tri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa
nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas
suaminya meskipun keduanya berbeda agama
dan keyakinan.

¢ Kebijakan Undang-Undang

Pendapat-pendapat ulama di atas dijadi-
kan acuan oleh Negara Syria sebagai undang-
undang. Bunyi undang-undang tersebut se-
bagai berikut.

Pasal 72 ayat 1 berbunyi, “Nafkah untuk
istri hukumnya wajib bagi suami mulai sejak
akad nikah yang sah, meskipun keduanya beda
agama dan istri tetap tinggal di rumah keluar-
ganya, kecuali jika suami sudah memintanya
untuk pindah dan ia menolak tanpa alasan
yang bisa dibenarkan.”

Ayat 2 berbunyi, “Penolakan istri melaya-
ni suami bisa dibenarkan jika memang suami
tidak membayar mahar atau tidak menyedia-
kan tempat tinggal.”

Pasal 73 berbunyi, “Nafkah istri dianggap
gugur jika ia bekerja di luar rumah tanpa izin
dari suami.”

Pasal 74, “Jika istri berlaku nusyuz maka
selama itu ia tidak berhak mendapatkan naf-
kah dari suaminya.”

Pasal 75, “Wanita nusyuz adalah wanita
yang keluar meninggalkan rumah suaminya
tanpa alasan syari, atau ia melarang suami-
nya memasuki rumahnya sebelum ia meminta
pindah ke rumah lain.”

e Syarat Wajibnya Nafkah Menurut
Malikiyyah

Ulama Malikiyyah!** menentukan dua sya-
rat untuk wajibnya nafkah, syarat sebelum

13¢  Agy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 729; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 221; asy-Syarhul Kabiir, Vol. 2, him. 508.
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dukhul (hubungan intim suami istri) dan sya-
rat setelah dukhul.

1) Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah untuk
Istri sebelum Didukhul

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah un-
tuk istri sebelum didukhul ada empat, sebagai
berikut.

a) Siap untuk Didukhul

Artinya, setelah akad nikabh, istri siap atau
meminta kepada suami untuk men-dukhul-
nya, atau wali istri itu meminta suami untuk
men-dukhul istrinya. Jika permintaan atau
ajakan itu tidak ada, atau istri menolak di-
dukhul tanpa adanya uzur syar‘i maka ia tidak
berhak mendapatkan nafkah.

b) Istri Mampu Melakukan Hubungan
Intim Suagmi Istri

Jika istri masih kecil dan belum mampu
melakukannya maka ia tidak berhak menda-
patkan nafkah. Namun jika ia sudah mampu
dan baligh, suami wajib memberinya nafkah.
Jika ada sebab yang menjadikan istri tidak
bisa di-dukhul, seperti farjinya terlalu kecil
dan sempit maka ia tidak berhak mendapat-
kan nafkah, kecuali jika suami mampu menda-
patkan kenikmatan darinya dan ia tahu keku-
rangan sang istri.

¢) Suami Sudah Baligh

Jika suaminya masih kecil dan belum
mampu men-dukhul maka istri tidak berhak
mendapatkan nafkah. Namun, jika suami su-
dah mampu men-dukhul maka ia wajib mem-
berikan nafkah. Mayoritas ulama mewajibkan
nafkah atas suami yang masih kecil untuk
istrinya yang sudah dewasa, karena dalam hal
ini istri telah menyerahkan dirinya kepada
suami dengan penyerahan yang sah.
d) Salah Satu dari Suami Istri tidak dalam

Keadaan Sekarat

Salah satu dari suami istri tidak dalam
keadaan sekarat ketika hendak melakukan

dukhul. Jika dalam keadaan sekarat maka ti-
dak ada nafkah karena dianggap tidak mampu
memberikan kenikmatan, namun jika masih
mampu melakukan dukhul meski keadaan se-
karat maka suami tetap berkewajiban mem-
beri nafkah.

2) Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Setelah
Dukhul

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah
setelah dukhul ada dua, sebagai berikut.

a) Keadaan Ekonomi Suami sedang

Lapang

Selama ekonomi suami sedang susah
maka ia tidak wajib memberi nafkah kepada
istri karena Allah SWT berfirman yang artinya,
“Allah tidak memikulkan beban kepada sese-
orang melainkan sekadar apa yang Allah beri-
kan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.” (ath-Tha-
laaq: 7) Jadi, orang yang ekonominya susah
tidak dibebani untuk memberikan nafkah.

b) Istri tidak Menghilangkan Hak Suami
atas Dirinya tanpa Izin Syar‘i

Jika hak suami hilang karena istri berlaku
nusyuz, atau tidak taat kepada suami maka
ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari
suaminya.

Kesimpulannya: secara mutlak, dukhul-
lah yang menjadikan sebab wajibnya nafkah
meski istri tidak mampu melakukan hubungan
intim, atau suami masih belum baligh. Adapun
sebelum dukhul, maka tidak ada nafkah bagi
istri yang tidak menyerahkan dirinya pada
suami, atau istri maupun walinya tidak me-
minta suami untuk men-dukhul istrinya. Atau,
terjadi s:tﬁlum lewatnya masa persiapan un-
tuk dukhul. Tidak ada nafkah juga untuk istri
yang tidak mampu melakukan hubungan in-
tim, dan juga bagi istri yang mampu melaku-
kan hubungan intim hanya saja ada halangan
lain, seperti vaginanya terlalu sempit dan kecil
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kecuali jika hal itu dimaklumi oleh suami, dan
ia tetap bisa mendapatkan kenikmatan dari-
nya meski tanpa hubungan intim.

¢ Permasalahan yang Timbul Akibat
Syarat-Syarat Wajib Nafkah

a) Permasalahan Pertama: Istri yang
Berlaku Nusyuz'*®

Dari pembahasan awal kita sudah menge-
tahui bahwa nusyuz itu menggugurkan nafkah
karena seorang istri itu wajib tinggal di rumah
suami. Nah, jika ia keluar dari rumah suami
tanpa ada alasan atau izin syar‘i maka nafkah-
nya gugur. Yang termasuk izin syari itu seperti
suami tidak membayar mahar atau suami tidak
menyediakan tempat tinggal baginya.

Seorang istri juga dianggap nusyuz jika ia
melarang suami memasuki rumahnya, sedang
ia sendiri tidak meminta suami untuk memin-
dahkannya ke rumabh lain. Pendapat ini sudah
diadopsi oleh Negara Syria sebagai undang-
undang.

b) Permasalahan Kedua: Istri yang
Bekerja atau Wanita Karier

Jika istri bekerja di luar rumah, siang mau-
pun malam, baik bekerja sebagai dokter, do-
sen, pengacara, perawat, maupun lainnya ma-
ka menurut undang-undang Syria dan Mesir, ia
tetap mendapatkan nafkah jika memang sua-
minya rela dengan profesi istrinya. Dalam hal
ini, berarti suami men-tanazul halnya untuk
menahan istri.

Jika suami tidak rela dengan profesi is-
trinya dan melarangnya bekerja, namun istri
tetap menekuni pekerjaannya maka haknya
mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi
hak suami. Jika istri menyerahkan dirinya pa-
da suami hanya malam hari atau hanya siang
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hari maka ia tetap tidak berhak mendapatkan
nafkah karena penyerahannya tidak total.'*

Pasal 72 undang-undang Negara Syria
menjelaskan bahwa hak nafkah istri dinya-
takan gugur jika ia bekerja di luar rumah tanpa
izin dari suaminya.

Jika awalnya suami mengizinkan istrinya
bekerja di luar, kemudian ia melarangnya, na-
mun istri tetap keluar maka nafkahnya juga
gugur, karena ia telah dianggap melakukan
nusyuz yang menggugurkan nafkah. Akan
tetapi, mahkamah Mesir memutuskan istri
tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah
karena ketika akad nikah suami sudah tahu
kalau istrinya bekerja di luar, dan ia tidak men-
syaratkannya untuk meninggalkan pekerjaan-
nya. Maka, hal itu dianggap ia rela dengan
profesi istrinya.

Adapun jika pihak istri yang mengajukan
syarat agar tetap bisa bekerja di luar rumah,
syarat tersebut batal atau fasid menurut ulama
Hanafiyyah, namun akad nikahnya tetap sah.
Suami berhak melarangnya meneruskan pe-
kerjaannya di luar rumabh. Jika istri tetap saja
bekerja maka haknya mendapat nafkah gugur.

Ulama Malikiyyah menganggap sah syarat
yang diajukan oleh pihak istri, hanya saja hu-
kumnya makruh dan tidak wajib dilaksanakan,
dan suami berhak melarangnya bekerja. Jika
istri membantah larangan suami dengan tetap
bekerja maka ia dianggap nusyuz dan nafkah-
nya gugur.

Ulama Hanabilah juga menganggap sah
syarat yang diajukan oleh pihak istri dan me-
reka mewajibkan pelaksanaan syarat tersebut
sehingga suami tidak boleh melarang istrinya
bekerja di luar rumah. Dan jika suami mela-
rangnya, namun istri tidak taat maka istri
tidak dianggap nusyuz.

135 Nusyuz secara bahasa artinya istri yang berbuat maksiat terhadap suaminya, sedangkan menurut syara’ nusyuz adalah istri yang
keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang membenarkannya menurut syara.

136 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 891.
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Ulama Syafi‘iyyah sendiri tidak menerima
syarat seperti di atas karena dalam qaul jadid
dijelaskan bahwa nafkah istri itu wajib jika ia
menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.
Dan keluarnya istri tanpa izin suami dianggap
nusyuz, baik keluar untuk beribadah haji atau
tidak. Nusyuz itu menggugurkan nafkahnya ka-
rena menyalahi kewajiban yang seharusnya
dilaksanakan. Jika seorang istri memperboleh-
kan dirinya untuk di-dukhul, namun tidak
memperbolehkan kenikmatan lain yang dari-
nya maka ia juga dianggap nusyuz.

Demikian hukum yang berkaitan dengan
wanita karier. Seorang istri boleh bekerja di da-
lam rumah melakukan pekerjaan yang tidak
memberatkannya dan tidak mengurangi kecan-
tikannya. Seorang suami berhak melarang istri-
nya melakukan pekerjaan yang membahayakan
diri istrinya sendiri. Namun jika ia menolak, naf-
kahnya tetap tidak gugur. Hanya saja suami ber-
hak mendidiknya agar istri taat kepada suami.

c¢) Permasalahan Ketiga: Istri yang Sakit

Para ulama sepakat’’ bahwa istri yang
sedang sakit berhak mendapatkan nafkah,
baik sakit setelah nikah maupun ketika nikah,
karena sudah adanya syarat untuk mendapat-
kan nafkah tersebut, yaitu penyerahan total
dari sang istri kepada suaminya. Hanya saja
kenikmatan yang diperoleh suami berkurang
karena istrinya sakit. Dan penyakit itu rahasia
Allah yang tidak ada campur tangan dari istri,
sama halnya dengan haid dan nifas. Dan tidak
dianggap berbuat baik kepada keluarga jika
sakit yang sebetulnya tidak diinginkan oleh is-
tri itu menjadi sebab gugurnya nafkah.

Nafkah istri juga tetap tidak gugur meski-
pun ia sakit dan dirawat di rumah keluarga-
nya sendiri, kecuali jika suami memintanya
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kembali ke rumahnya dan istri mampu pindah
meski dipikul, namun ia menolak dibawa kem-
bali ke rumah suaminya. Maka, nafkahnya gu-
gur karena ia termasuk berbuat nusyuz.

Nafkah untuk berobat: para ulama empat
madzhab *®*menentukan bahwa seorang sua-
mi tidak wajib menanggung pengobatan istri
yang sakit, baik upah untuk dokter, upah hija-
mah, atau harga obat. Pengobatan ditanggung
istri sendiri jika ia memang memiliki harta.
Namun jika ia tidak memilikinya, nafkah un-
tuk itu ditanggung oleh orang yang berkewa-
jiban memberinya nafkah. Pengobatan itu un-
tuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga tidak
wajib bagi orang yang berhak menggunakan
manfaat dari tubuh itu. Sama halnya dengan
memperbaiki rumah sewaan. Yang berkewa-
jiban adalah pemilik rumah, bukan orang yang
menyewa rumah tersebut.

Menurut saya pribadi, dahulu pengobatan
itu tidak termasuk kebutuhan asasi, sehingga
umumnya manusia tidak memerlukannya ka-
rena ia mengikuti nasihat-nasihat kesehatan
dan pencegahan. Ijtihad para ulama berkaitan
dengan adat dan kebiasaan yang berlaku pada
masanya. Akan tetapi sekarang, kebutuhan ter-
hadap pengobatan sama pentingnya dengan
kebutuhan terhadap makanan. Bahkan, peng-
obatan lebih penting karena orang sakit cende-
rung lebih mementingkan pengobatan dari-
pada segalanya. Tidak mungkin seseorang bi-
sa merasakan nikmatnya makanan lezat jika
ia sedang sakit. Karena itu, saya berpendapat
bahwa nafkah untuk berobat juga menjadi
tanggung jawab suami, sebagaimana nafkah
dharuri lainnya.

Apakah seorang suami dianggap berbuat
baik terhadap keluarga jika istrinya diajak
mereguk kenikmatan kala sehat, namun ke-

137 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 889; al-Mughnii, Vol. 7, him. 601; Takmiilatul Majmuu’, Vol. 17, him. 81.
138 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 889; asy-Syarhul Kabiir, Vol. 2, hlm. 511; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hIm. 431; Kasysyaaful Qinaa’, Vol.

5, him. 536; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 732.
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tika ia sakit suami tidak mengurusnya, dan
bahkan mengembalikannya kepada keluarga-
nya? Undang-undang Negara Mesir pasal 100
tahun 1985 menegaskan seperti pendapat
saya dalam figih Maliki, yaitu bahwa nafkah
wajib untuk istri itu termasuk di dalamnya
nafkah pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya
pengobatan, dan lain-lain yang sesuai dengan
tuntunan syariat.

d) Permasalahan Keempat: Istri Menolak
Di-dukhul atau Menolak Pindah ke
Rumah Suami Karena Ada Uzur

Jika seorang istri menolak diajak ber-
hubungan intim atau menolak pindah ke ru-
mah suami karena ada uzur, ia tetap berhak
mendapatkan nafkah.®** Contohnya istri yang
menolak diajak berhubungan intim karena
suami belum membayar maharnya, istri me-
nolak pindah ke rumah suami karena rumah
yang disediakan itu tidak layak huni, ada ma-
salah dengan tetangga rumah, ada hal lain yang
membuat istri takut, ada keluarga suami yang
tidak menyukainya tinggal di rumah tersebut,
atau karena suami tidak mampu melindlingi
istri sepenuhnya.

Adapun jika istri menolak pindah ke ru-
mah suami tanpa ada uzur, atau ia melarang
suami memasuki rumah yang mereka tempati
bersama tanpa ada permintaan untuk pin-
dah terlebih dahulu ke rumah lain, istri tidak
berhak mendapatkan nafkah, karena hal itu
dianggap nusyuz. Artinya, istri tidak taat ke-
pada suami tanpa ada alasan syar‘i. Istri yang
nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari
suaminya selama ia masih tetap berlaku nu-
syuz. Akan tetapi jika istri minta maaf kepada
suami dan kembali taat maka ia berhak lagi
mendapatkan nafkah.

139 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 888.

140 Asy-Syarhul Kabiir, Vol. 2, him. 517.

141 g purrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 892; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him. 437-439; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 550; asy-Syarhul Ka-
biir, Vol. 2, him. 517.

e) Permasalahan Kelima: Istri dalam

Penjara

Para ulama empat madzhab sepakat bah-
wa jika seorang istri berada dalam penjara
karena kesalahannya sendiri maka ia tidak
berhak mendapatkan nafkah, karena suami
kehilangan hak untuk mengekangnya. Akan te-
tapi, jika istri dipenjara karena dizhalimi atau
disandera oleh orang lain maka nafkahnya
juga gugur menurut Malikiyyah dan Hanabi-
lah. Alasannya masih sama, yaitu suami kehi-
langan hak mengekang istri dan penyebabnya
bukan dari suami. Artinya, suami tidak turut
campur dalam urusan tersebut. Ulama Mali-
kiyyah berpendapat!* istri yang dipenjara
karena dizhalimi oleh orang lain nafkahnya
tidak gugur karena kesalahan juga bukan dari
pihak istri.
f) Permasalahan Keenam: Istri yang

Bepergian

Para ulama sepakat'*! bahwa jika seorang
istri melakukan perjalanan jauh bersama se-
lain suaminya untuk menunaikan ibadah haji
ataupun untuk tamasya, sebelum ia di-dukhul
maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah
karena suami kehilangan hak menahan istri
bersamanya. Demikian juga jika istri melaku-
kan perjalanan jauh sendirian tanpa mahram
meskipun setelah di-dukhul. Alasannya, kare-
na perginya itu atas kehendaknya sendiri dan
dianggap lancang bepergian tanpa mahram.

Adapun jika istri pergi untuk menunaikan
ibadah haji bersama mahram maka hak naf-
kahnya tidak gugur, meskipun tanpa izin dari
suami menurut Malikiyyah, Hanabilah, dan Abu
Yusuf, karena perginya untuk melaksanakan
ibadah haji yang difardhukan oleh agama. Ar-
tinya, kepergiannya itu ada alasan yang secara
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syara’ diperbolehkan. Akan tetapi menurut
Abu Yusuf dan Hanabilah, nafkah yang diteri-
manya hanya nafkah ketika mukim, bukan
nafkah atau biaya dalam perjalanan. Menurut
Malikiyyah, suami wajib memberi nafkah lebih
sedikit dari nafkah perjalanan dan nafkah ke-
tika mukim.

Menurut mayoritas Hanafiyyah dan Sya-
fiiyyah dalam qaul azhhar, seorang istri yang
berpergian nafkahnya gugur, meski atas izin
dari suaminya karena ia menyalahi perkara
yang menjadi kewajibannya terhadap suami,
dan hilangnya hak penahanan oleh suami itu
berasal dari pihak istri, baik pergi untuk iba-
dah haji fardhu maupun untuk tujuan lain, se-
perti mencari ilmu atau untuk memenuhi ke-
butuhannya sendiri.

Jika istri melakukan perjalanan untuk me-
nunaikan ibadah haji sunnah maka nafkahnya
gugur menurut Hanafiyyah, Syafi‘iyyah, dan
Hanabilah. Ulama Malikiyyah berpendapat,
jika perjalanannya itu atas izin suami maka
hak nafkahnya tetap tidak gugur karena tidak
dianggap nusyuz. Namun jika tanpa izin suami,
nafkahnya gugur dan ia dianggap melakukan
nusyuz.

g) Permasalahan Ketujuh: Pindahnya
Suami ke Negara atau Tempat Lain

Ulama Hanafiyyah!*? berpendapat bahwa
seorang suami berhak membawa serta istri-
nya untuk pindah dari negara asal ke negara
lain dengan tujuan yang benar, seperti pindah
tugas kerja ke negara lain atau untuk mengem-
bangkan bisnis, jika memang mahar istrinya
sudah dipenuhi seluruhnya, tempat tujuan
aman bagi istri, dan tidak ada tujuan untuk
menyakitinya. Jika ternyata istri menolak di-
ajak pindah maka nafkahnya gugur, dan ia di-
anggap melakukan nusyuz. Jika suami belum

142 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 495,
143

Asy-Syarhush Shaghiir wa Haasyiyyah Shawi, Vol. 2, hlm. 761.
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membayar mahar istrinya, atau tempat tujuan
tidak aman bagi istri, atau tujuannya menya-
kiti istri maka istri berhak menolak ajakan
tersebut dan ia tidak dianggap berbuat nusyuz
karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an
yang artinya,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma-
na kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”
(ath-Thalaagq: 6)

Rasulullah saw. bersabda,

-
e,

e Ny e N

“Tidak boleh menyakiti hati orang lain dan

tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang
lain.”

Ulama Malikiyyah!** berpendapat bahwa
seorang suami berhak membawa serta istri-
nya untuk pindah ke tempat lain jika ia sudah
memenuhi atau membayar sebagian mahar di
muka, meskipun suami belum men-dukhul-
nya, namun dengan syarat-syarat sebagai be-
rikut.

1. Suami bisa dipercaya.

2. Jalan yang akan ditempuh dijamin aman.

3. Tempat tujuan tidak terlalu jauh sehingga
komunikasi keluarga tidak putus.

h) Permasalahan Kedelapan: Suami
dalam Penjara atau Sakit

Para ulama sepakat bahwa seorang istri
tetap berhak mendapatkan nafkah jika sua-
minya dipenjara karena kejahatan yang di-
lakukannya, suami berutang kepada istrinya,
karena dizhalimi, karena suami sakit sehing-
ga tidak mampu melakukan hubungan intim
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suami istri, suami menyimpan aib yang mem-
buatnya tidak mampu melakukan hubungan
suami istri seperti suami yang dikebiri, le-
mah syahwat, atau suami tidak memiliki buah
pelir. Dalam kasus seperti ini, istri tetap ber-
hak mendapatkan nafkah karena hilangnya
hak pengurungan atas istri berasal dari pihak
suami bukan kesalahan istri. '

Menurut Malikiyyah,'** seorang istri yang
memiliki aib yang menghalanginya melakukan
hubungan intim, seperti liang vaginanya ter-
tutup, atau dalam vagina ada kelenjar yang
menghalangi hubungan intim maka ia tetap
berhak mendapatkan nafkah jika memang sua-
minya tahu keadaan istri dan dia bisa menda-
patkan kenikatan dari istrinya tanpa sang-
gama.

c. Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan
Macam-Macamnya serta Hukum
Mahkamah dalam Hal Itu
Nafkah untuk istri meliputi beberapa hal

berikut ini.

Makanan, minuman, dan lauk.

Pakaian.

Tempat tinggal

Pembantu jika dibutuhkan.

Perabot rumah tangga.

I

Undang-undang Negara Syria pasal 71 me-
negaskan bahwa ragam dan kira-kira nafkah
diambil dari wajibnya nafkah berobat dan
pengobatan:

1. Nafkah untuk istri meliputi makanan, pa-
kaian, tempat tinggal, pengobatan secara
umum, dan pembantu bagi istri.

2. Seorang suami diwajibkan dengan paksa
untuk memberikan nafkah kepada istri-
nya jika ia menolak memberi nafkah.

144 Asy-Syarhul Kabiir wa Dasugi, Vol. 2, hlm. 508.
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1) Makanan dan Sejenisnya

Para ulama'*®* menetapkan bahwa nafkah
yang wajib untuk istri adalah makanan dan
pelengkapnya seperti minuman, lauk, air, cuka,
minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi,
buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah
wajib.
a) Bagaimana Cara Mengira-ngira Nafkah

Makanan

Mayoritas ulama selain Syafi‘iyyah ber-
pendapat bahwa nafkah berupa makanan di-
kira-kirakan dengan kadar secukupnya. Arti-
nya, makanan yang dapat mencukupi istri se-
bagai nafkah kerabat karena Rasulullah saw.
bersabda kepada Hindun, “Ambillah harta
suamimu yang engkau anggap cukup untuk-
mu dan untuk anakmu.” Hadits ini tidak men-
jelaskan jumlah atau bilangan, hanya memba-
tasi dengan ketentuan cukup. Artinya, sesuai
kebutuhan istri dan anak. Allah SWT berfir-
man dalam Al-Qur’an yang artinya,

2ry 28 o ?% o, }//,//o L3 30 BT 4o
S E a5 Ga) S
Sss-0cz S0 4 AL T z A 2T
e Sy oy Uagillderaclis Wit olsh)
e, 4 . »f

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib-
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me-

reka dengan cara yang patut...” (al-Baqarah:
233)

Rasulullah saw. bersabda ketika dalam ha-
ji Wada!, “Kecukupan rezeki dan pakaian istri
kalian adalah menjadi tanggung jawab kalian.”

U5 AlBadaa’i’, Vol. 4, him. 23-25; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 322; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 886, 894-899, 905; al-Qawaaniin
al-Fighiyyah him. 221; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 731; Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 54; Mughnil Muhtagj, Vol. 3, hlm.
426-429; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 161-162; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 564-567, 571; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 533.




FIQIH ISLAM JILID 10

Mewajibkan kadar atau jumlah nafkah di
bawah standar cukup adalah sikap yang tidak
baik, karena dalil-dalil di atas mengharuskan
standar nafkah itu harus cukup. Tidak sah hu-
kumnya mengira-ngirakan nafkah makanan
dengan dendakafarat, karena kafaratitu semua
rata tidak pandang miskin dan kaya. Pemasuk-
an kafarat ke dalam jenis nafkah itu hanya da-
lam jenisnya saja, bukan dalam ukurannya.

Jika suami sendiri yang langsung mena-
ngani nafkah istri maka ia tidak boleh meminta
jumlah tertentu untuk ia gunakan sendiri. Dan
jika suami memberi nafkah di bawah standar
cukup maka ia boleh mengadukannya ke peng-
adilan untuk mencukupi kebutuhannya. Ukur-
an wajib nafkah dikembalikan kepada suami
jika tidak ada kesepakatan antar suami istri.

Nafkah tidak harus berupa biji-bijian, na-
mun boleh dengan aneka macam makanan
yang menjadi makanan pokok tiap negara.

Dalam nafkah, wajib hukumnya menye-
rahkan makanan kepada istri baik secara hari-
an maupun bulanan. Akan tetapi, Hanafiyyah
dan Malikiyyah membolehkan uang kepada
istri sebagai ganti makanan agar ia sendiri
yang membelanjakannya. Pendapat inilah yang
sekarang berlaku dalam hukum pengadilan,
karena dinilai lebih mudah dan tepat. Ulama
Hanabilah berpendapat bahwa seorang hakim
tidak berhak menentukan selain wajibnya ma-
kanan pokok yang sering digunakan dalam
daerah tersebut, seperti dirham misalnya, ke-
cuali dengan kesepakatan dari pihak suami
istri.

Kadar nafkah makanan disesuaikan de-
ngan kebiasaan dan adat yang berlaku di ma-
sing-masing daerah. Atau, bisa juga berdasar-
kan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Jika seorang hakim telah menentukan
jumlah nafkah kemudian ekonomi sang suami
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berubah maka ketentuan itu juga diubah se-
suai dengan perubahan ekonomi. Artinya, jika
ekonomi membaik maka nafkahnya bertam-
bah, dan jika ekonomi melemah maka nafkah-
nya berkurang.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa
nafkah makanan itu dapat ditimbang atau di-
kira-kirakan dengan biji-bijian sesuai dengan
keadaan ekonomi masing-masing. Karena, mi-
nimal denda kafarat yang dikeluarkan sese-
orang adalah satu mud'*¢ biji-bijian. Allah SWT
menganggap kafarat itu nafkah untuk keluarga,
sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya,

Allah tidak menghukum kamu disebab-
kan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja
(untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum
kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu
sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang
miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu
berikan kepada keluargamu, atau memberi
mereka pakaian atau memerdekakan seorang
hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu me-
lakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah
tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu
apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sum-
pahmu. Demikianlah Allah menerangkan hu-
kum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyu-
kur (kepada-Nya).” (al-Maa’idah: 89)

Persamaan nafkah dan kafarat dalam ayat
di atas karena keduanya sama-sama harta yang
wajib dikeluarkan menurut syara’.

Suami yang kaya nafkah makanan untuk
istrinya dua mud per hari, sedangkan suami
yang miskin nafkah bagi istrinya hanya satu
mud, dan suami yang sedang nafkahnya satu
mud setengah. Perbedaan ini diambil dari fir-
man Allah SWT yang artinya,

Menurut pendapat yang ashah madzhab Syafi‘iyyah, satu mud itu 3/7 171 dirham. Satu mud berarti 675 gram, sedangkan satu
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“Hendaklah orang yang mempunyai Kke-
luasan memberi nafkah menurut kemampuan-
nya, dan orang yang terbatas rezekinya, hen-
daklah memberi nafkah dari harta yang diberi-
kan Allah kepadanya. Allah tidak membebani
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan setelah kesempitan.”
(ath-Thalaagq: 7)

Adapun maksimal kafarat wajib yang ha-
rus dikeluarkan adalah dua mud tiap orang
miskin, yaitu sama dengan kafarat adza sebab
memotong rambut dan kuku dalam pelaksa-
naan ibadah haji. Minimal harta yang dike-
luarkan adalah satu mud dalam kasus seperti
kafarat zhihar. Karena itu, ulama Syafi‘iyyah
mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan
satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang
ekonomi sedang satu setengah.

Akan tetapi, menurut saya pendapat yang
rajih adalah pendapat mayoritas ulama. Da-
lilnya ucapan Imam Adzra‘i asy-Syafi'i, “Aku
tidak mengenal ataupun mendengar dari
ulama-ulama salaf bahwa penentuan nafkah
makanan adalah dengan ukuran mud. Andai
tidak menjaga adab, niscaya aku berkata, ‘Yang
benar adalah pembagian nafkah itu dengan
cara yang baik sesuai dengan petunjuk.”

Adapun lauk, menurut Syafi‘iyyah hukum-
nya wajib sesuai adat dan kebiasaan yang ber-
laku pada umumnya seperti minyak, samin,
mentega, kurma, dan cuka serta buah-buahan
jika memang sudah terbiasa. Adapun lauk da-
ging itu berdasarkan kemampuan suami dan
adat masyarakat serta ketentuan hakim.

o  Ekonomi seseorang untuk acuan
penentuan nafkah makanan

Para ulama terbagi menjadi dua kelompok
dalam menentukan jumlah nafkah makanan:
a. Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat

bahwa nafkah makanan itu ditentukan
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berdasarkan ekonomi suami istri, menja-
ga kedudukan istri dan ekonomi negara
karena Allah SWT berfirman yang artinya,

“Hendaklah orang yang mampu mem-
beri nafkah menurut kemampuannya dan
orang yang disempitkan rezekinya hendak-
lah memberi nafkah dari harta yang dibe-
rikan Allah kepadanya. Allah tidak memi-
kulkan beban kepada seseorang melainkan
sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan.” (ath-Thalaaq: 7)

dan juga, karena hadits Rasulullah saw.
mengenai aduan Hindun yang berbunyi,
“Ambillah harta yang mencukupimu.’ Hal
itu menurut Hanabilah dimulai dari akad
nikah. Pengambilan hukum dengan meli-
hat kondisi ekonomi suami istri berdasar-
kan dalil-dalil yang ada dan untuk menjaga
keduanya. Ayat di atas menjaga haknya
lelaki, sedangkan hadits menjaga haknya
istri. Artinya, jika keduanya kaya maka yang
wajib dikeluarkan adalah nafkah orang ka-
ya, jika miskin maka nafkah miskin, dan
jika sedang-sedang saja maka yang dike-
luarkan juga nafkah pertengahan.

Ulama Malikiyyah berkata, “Nafkah

pertengahan di Andalus adalah satu rithl
setengah tiap hari, baik berupa gandum,
sya'ir, atau jagung sesuai dengan kemam-
puan.”
Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah ber-
pendapat bahwa nafkah makanan diten-
tukan dari keadaan ekonomi suami ber-
dasarkan ayat yang artinya,

“Hendaklah orang yang mampu mem-
beri nafkah menurut kemampuannya dan
orang yang disempitkan rezekinya hen-
daklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang me-
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lainkan sekadar apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.” (ath-
Thalaaq: 7)

Rasulullah saw. bersabda, “Berilah mereka
(istri-istri) makan dengan makanan yang
kalian makan, berilah mereka -pakaian
yang layak. Janganlah kalian memukul
mereka dan janganlah mencaci mereka."**’
Kata ma‘ruf dalam hadits tentang Hin-
dun yang artinya berbuat baik maksud-
nya adalah menentukan hal wajib untuk
suami.

Pendapat inilah yang menurut saya
lebih rajih karena selain lentur dan adil,
juga sesuai dengan ayat secara jelas. Ini
pulalah yang diambil oleh undang-undang
negara Syria dan Mesir. Dari sini seorang
hakim berhak mengubah jumlah nafkah
bergantung ekonomi suami.

b) Masa Pemberian Nafkah Makan

Pemberian nafkah makan menurut Mali-
kiyyah dan Hanafiyyah!*® disesuaikan dengan
keadaan ekonomi suami, baik harian, ming-
guan, bulanan, maupun tahunan. Pekerja ka-
sar mungkin nafkahnya diberikan harian atau
mingguan. Pegawai mungkin lebih mudah
menggunakan hitungan bulanan, sedangkan
orang-orang kaya mungkin mampu menggu-
nakan hitungan tahunan. Untuk nafkah yang
diberikan harian maka diberikannya pada so-
re hari untuk nafkah besok. Atau pada akhir
minggu bagi yang nafkahnya diberikan ming-
guan, atau pada awal atau akhir bulan sesuai
dengan gaji yang diterima. Bisa juga tiap tahun
bagi orang kaya.

147 HR Abu Dawud (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 322).
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Ulama Syafi‘iyyah dan Hanabilah berpen-
dapat bahwa nafkah makanan yang diberi-
kan harian diberikan pada pagi hari setelah
terbitnya mentari, karena itulah waktu mem-
butuhkan. Akan tetapi jika suami istri sudah
sepakat akan waktu pemberian nafkah maka
boleh diberikan sesuai kesepakatan.

2) Pakaian

Para ulama sepakat'* bahwa suami ber-
kewajiban memberikan pakaian untuk istrinya
sebagai bagian dari nafkah wajib karena Allah
SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
inginmenyusuisecarasempurna. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut. Seseorang tidak di-
bebani lebih dari kesanggupannya...” (al-Ba-
garah: 233)

Rasulullah saw. bersabda, “Pakaian dan
rezeki mereka menjadi tanggung jawab kalian.”
Beliau juga berkata kepada Hindun, “Ambil-
lah harta suamimu secukupnya untuk dirimu
dan anakmu dengan cara yang baik." Standar
pakaian yang digunakan adalah sesuai dengan
umumnya yang dipakai oleh masyarakat.

Standar pakaian telah ditentukan oleh
para ulama hingga ulama Syafi‘iyyah sesuai
dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuan-
nya bukan dengan syara’ namun dengan ijti-
had hakim sesuai dengan kecukupan keluarga.
Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari
bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi
keluarga miskin maka kainnya yang kasar.

148 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 894; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 738.
149 Al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 23; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 893; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 222; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him.
429; al-Mughnii, Vol. 7, him. 568; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 738; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 162; Kasysyaaful Qinaa’, Vol.

S, hlm. 534; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 572.
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Yang ekonominya sedang juga sesuai dengan
kesanggupannya.

Batas minimal nafkah pakaian wajib ada-
lah gamish, yaitu sepotong pakaian yang dapat
menutup seluruh badan. Lantas celana, yaitu
kain yang menutupi bagian bawah anggota
badan dan menutup aurat. Kemudian keru-
dung, yaitu kain yang menutup kepalé. Kemu-
dian sandal atau sepatu, atau sejenisnya.

Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, naf-
kah pakaian itu diberikan tiap awal tahun de-
ngan cara diserahkan dan tidak ada kewajib-
an mengganti jika pakaian itu dicuri ataupun
rusak.

Menurut Syafi‘iyyah dan Hanafiyyah, naf-
kah pakaian itu diberikan tiap enam bulan
sekali karena umumnya pakaian itu rusak
setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah
rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib
bagi suami untuk menggantinya, sebagaimana
tidak wajib mengganti makanan yang sudah
habis sebelum habisnya hari.

3) Tempat Tinggal

Seorang istri berhak mendapatkan tem-
pat tinggal yang layak, baik dengan mem-
beli ataupun menyewa karena Allah SWT
bersabda,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma-
na kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”
(ath-Thalaaq: 6)

Artinya, sesuai kemampuan ekonomi ka-
lian. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman,

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak
halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan
jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali
sebagian dari apa yang telah kamu berikan ke-
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padanya, kecuali apabila mereka melakukan
perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah de-
ngan mereka menurut cara yang patut. Jika
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabar-
lah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan
yang banyak padanya.” (an-Nisaa’: 19)

Menyediakan tempat tinggal yang layak
termasuk bagian dari berbuat baik terhadap
istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting
karena digunakan sebagai tempat menyimpan
harta dan berlindung dari pandangan mata
orang lain. Menurut Syafi‘iyyah, yang wajib
dalam menyediakan tempat tinggal adalah
segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya.
Adapun sesuatu yang gampang rusak, seperti
makanan maka harus dimiliki.

Sandang, pangan, dan papan yang terma-
suk nafkah wajib atas suami dipenuhi sesuai
dengan kadar kemampuan suami istri karena
Allah SWT berfirman,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma-
na kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”
(ath-Thalaaq: 6)

Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus
memenubhi kriteria berikut.

1. Tempat tinggal itu sesuai dengan ekonomi
suami karena Allah berfirman “...menurut
kemampuanmu...” (ath-Thalaagq: 6)

2. Tempat tinggal harus milik sendiri, tidak
ada keluarga suami yang ikut menempa-
tinya, kecuali atas permintaan istri. Syarat
ini menurut Hanafiyyah karena tempat
tinggal termasuk kebutuhan istri sehingga
hukumnya wajib sebagai nafkah, dan Allah
sendiri telah mewajibkan tempat tinggal
beriringan dengan nafkah. Nafkah tempat
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tinggal menjadi hak istri, jadi suami tidak
berhak menempatkan orang lain selain
istrinya karena bisa menyebabkan istri
tidak merasa tenteram. Selain itu, rumah
yang dihuni lebih dari satu keluarga dapat
mengganggu hubungan intim suami istri,
dan juga khawatir akan keamanan harta
yang mereka miliki. Batas minimal tem-
pat tinggal menurut Malikiyyah dan ula-
ma lainnya adalah satu kamar tersendiri,
dengan syarat yang ditentukan oleh Mali-
kiyyah dan sebagaian Hanafiyyah, yaitu
dengan tidak ada kamar lain dalam satu
tingkat untuk istri kedua, karena penem-
patan seperti itu menyebabkan sakit hati.

Jika suami memiliki kerabat maka me-
nurut Hanafiyyah, ia boleh menempatkan
istrinya bersama mereka, kecuali jika ke-
rabat itu menyakiti istrinya baik dengan
perkataan maupun dengan perbuatan.

Ulama Malikiyyah membedakan antara
istri yang harkatnya tinggi dan istri yang
biasa. Jika istri termasuk wanita yang
harkatnya tinggi maka ia berhak menolak
untuk tinggal bersama kerabat suaminya,
meskipun kedua orang tua suami. Karena,
hal itu dapat menyebabkan istri tidak be-
bas mengatur urusan pribadinya, kecuali
jika saat akad nikah, suami mensyaratkan
pada istri agar tinggal bersama kerabat.
Kalau memang syarat tersebut sudah
disetujui maka istri tidak boleh menolak,
kecuali jika terjadi penganiayaan dari ke-
rabat suami, atau mereka berlaku tidak
sopan terhadapnya.

Adapun istri yang biasa maka suami
berhak menempatkannya bersama kera-
batnya dalam satu rumah, kecuali jika
waktu akad, istri mensyaratkan agar tidak
ditempatkan bersama kerabat suami, atau
istri teraniaya.
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Menurut Hanafiyyah, seorang istri ha-
nya boleh tinggal bersama suami, tidak
boleh tinggal bersama kerabat lain mes-
kipun masih Kecil, kecuali jika suami me-
relakannya. Akan tetapi, Malikiyyah mem-
bolehkan hal itu asalkan yang tinggal ber-
sama istri itu kerabat yang masih kecil dan
tidak memiliki hadhinah selainnya, dan
suami mengetahui hal itu sebelum akad ni-
kah. Atau, tidak tahu tetapi si anak tidak
memiliki hadhinah selain istri tersebut.

Jika rumah yang ditempati itu di dae-
rah terpencil, jauh dari penduduk dan me-
nakutkan, atau rumah itu besar dengan
tembok yang tinggi, sunyi, dan jauh dari
keramaian maka suami harus mencarikan
teman untuk istrinya agar tidak merasa
khawatir. Pendapat ini dari madzhab Ha-
nafiyyah dan Hanabilah.

3. Tempat tinggal itu menurut mayoritas
ulama selain Malikiyyah syaratnya harus
lengkap dengan perabot dan keperluan
rumah tangga seperti tempat tidur, kasur,
bantal, selimut, perabot dapur, sendok,
garpu, piring, periuk, teko, gelas, dan per-
lengkapan lainnya yang dibutuhkan, ter-
masuk lampu, alat pencuci, dan lain-lain.
Semua itu perlu karena ma‘isyah tidak
sempurna tanpa barang-barang tersebut.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pi-
hak yang mewajibkan istri menyediakan alat
dan perabot rumah tangga termasuk dalam
hitungan mahar yang dibayarkan sebelum
dukhul maka suami tidak dibebani untuk me-
lengkapi rumah, namun itu tugas istri.

Para ulama sepakat bahwa rumah untuk
istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian
yang wajib ada seperti kamar kecil, dapur, dan
lain-lain. Bagian-bagian rumah atau alat-alat
tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika
suami termasuk orang miskin, atau termasuk
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orang yang tinggal di satu kamar dalam rumah
besar yang banyak kamar dan penghuhinya,
namun dengan syarat tetangga sebelah ter-
masuk orang baik-baik.

4) Nafkah Pembantu Jika Istri
Membutuhkannya

Para ulama sepakat!®® bahwa seorang istri
wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu
jika suami kaya dan sang istri sudah biasa di-
layani waktu masih tinggal bersama ayahnya.
Atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu
dilayani, atau memang istri sedang sakit.
Penyediaan nafkah pembantu ini termasuk
perbuatan baik bagi suami, juga karena kebu-
tuhan istri memang dalam tanggungannya.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang
artinya, “..dan perlakukanlah istri kalian
dengan cara yang baik dan patut.” (an-Nisaa’:
19) jika suami kaya memang sudah sepa-
tutnya menyediakan pembantu untuk istri.

Akan tetapi, menurut mayoritas ulama
(Abu Hanifah, Muhammad, Syafi‘i, dan Ahmad)
tidak wajib hukumnya memberikan pemban-
tu lebih dari satu, karena seorang pembantu
sudah cukup untuk membantu istri. Adapun
jika pembantunya lebih dari satu maka itu ter-
masuk kebaikan dari suami.

Abu Yusuf dan Abu Tsaur berkata, “Nafkah
wajib untuk dua pembantu karena istri mem-
butuhkan pembantu dalam rumah dan pem-
bantu di luar rumah.”

Pendapat ini sesuai dengan pendapat
Malikiyyah dalam qaul masyhurnya, yaitu se-
orang suami wajib memberikan pembantu
lebih dari satu untuk istrinya jika memang
patut. Dan jika terjadi perselisihan dengan
suami maka pembantu istri ikut membantu
memecahkannya, kecuali jika pembantu itu

\\_:wf

FIQIH ISLAM JILID 10

tidak dapat dipercaya atau dapat membaha-
yakan dunia dan agama suami.

Pembantu dalam hal ini adalah seseorang
yang boleh melihat wanita yang dilayaninya.
Seorang pembantu itu tugasnya melayani se-
hingga ia selalu melihat dan dekat dengan
orang yang dilayaninya. Karena itu, ia harus
seorang wanita atau lelaki yang masih sauda-
ra mahram dengan orang yang dilayaninya.
Dalam qaul shahih madzhab Hanabilah dise-
butkan bahwa seorang pembantu itu boleh
dari kalangan Ahlul Kitab, karena layanan
mereka itu terhitung boleh, dan menurut me-
reka Ahlul Kitab boleh melihat.

Biaya untuk pembantu, baik pakaian mau-
pun makanan sama seperti nafkah untuk istri
yang suaminya miskin menurut Hanabilah.
Hanya, majikan tidak wajib memberinya si-
sir, minyak rambut, dan keperluan sejenisnya
yang tujuannya untuk berhias.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa
nafkah pembantu perempuan itu sama seperti
nafkah untuk istri. Jenis makanan untuknya
juga sama dengan jenis makanan untuk istri,
yaitu satu mud untuk suami yang susah dan
menengah menurut qaul yang shahih, dan
satu mud sepertiga untuk suami yang kaya.
Pembantu tersebut juga berhak mendapatkan
lauk dan pakaian yang layak untuknya menu-
rut pendapat yang shahih. Hanya, ia tidak ber-
hak mendapatkan peralatan untuk member-
sihkan, kecuali jika rumah terlalu kotor dan
banyak kutunya.

Adapun jika suaminya miskin maka ia
tidak berkewajiban mendatangkan seorang
pembantu untuk istrinya, tidak pula menaf-
kahinya karena pembantu bukanlah sesuatu
yang pokok. Dan sang istri harus mengerjakan
tugasnya sendirian sesuai kemampuan.

150 Al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 24; Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 327-329; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 901; Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2,
hlm. 54; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 734; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 432; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 162; al-Mughnii, Vol.
7, hlm. 569; Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, him. 234; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 537.
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5) Alat-Alat Pembersih dan Perabot Rumah

Para ulama sepakat?>* akan wajibnya upah
baby sitter dan alat-alat pembersih, namun
mereka masih berbeda pendapat mengenai
peralatan kecantikan dan perhiasan atau pe-
rabot rumah. Ulama Hanafiyyah berpendapat
bahwa seorang suami wajib menyediakan alat
giling, roti, alat minum, alat masak, dan pera-
bot rumah lainnya seperti ketel, periuk, sen-
dok, alat penggiling, alat pembersih atau untuk
mencuci perabot, sabun, minyak, dan perabot
lainnya yang dibutuhkan secara umum. Suami
juga harus menyediakan sepatu buat istrinya,
juga barang atau alat untuk mencuci pakai-
an dan tubuhnya. Adapun upah untuk baby
sitter maka hukumnya wajib bagi orang yang
menyuruh, baik itu istri maupun suami. Ada-
pun jika baby sitter itu datang tanpa dipanggil
maka yang wajib membayarnya adalah suami,
karena hal itu termasuk bagian dari ongkos
sanggama. Tetapi, ulama lain berpendapat
bahwa itu wajib atas istri karena sebagai ganti
upah dokter. Akan tetapi, upah dokter sendiri
sebenarnya wajib atas suami setelah haidh
dan bau yang tidak sedap. Adapun pewarna
kuku atau alis dan celak maka hukumnya ti-
dak wajib atas suami. Suami juga tidak wajib
menyediakan buah, kopi, dan rokok untuk
istrinya.

Ulama Malikiyyah berkata, “Suami wajib
menyediakan alat-alat pembersih sesuai taraf
ekonominya. Selain itu, suami juga harus me-
nyediakan air minum, alat pencuci, dan minyak
untuk istri, juga kayu bakar atau penggantinya,
bawang, garam, dan kebutuhan dapur lainnya.
Juga, membeli daging tiap minggu jika mam-
pu, namun jika suaminya miskin maka semua
bergantung kemampuan.”

Suami juga wajib membayar upah baby
sitter karena masih berkaitan dengan peng-
urusan anak. Selain itu, suami juga menang-
gung segala keperluan anak, mulai dari seli-
mut, baju musim panas dan musim dingin, alas
tidur, dan keperluan lainnya. Dalam hal inij, is-
tri tidak boleh menjual barang-barang untuk
anaknya Kecuali setelah lewat empat tahun.
Suami juga tidak wajib mengganti semua ba-
rang yang dibeli untuk anaknya jika rusak ke-
cuali selimut dan alas tidur, karena keduanya
termasuk kebutuhan pokok.

Suami juga wajib menyediakan alat-alat
berhias yang penting untuk istri seperti celak,
minyak, dan sejenisnya jika memang sudah
terbiasa memakainya. Akan tetapi, alat-alat
berhias yang kurang perlu tidak wajib bagi
suami untuk menyediakannya, seperti sisir
dan lain-lain.

Para ulama Syafi‘iyyah menetapkan bah-
wa alat-alat pembersih seperti sisir, minyak,
sapu, sabun, air untuk mandi dari junub dan
nifas—tidak karena haid dan mimpi basah
menurut yang ashah—hukumnya wajib atas
suami. Demikian juga peralatan makan minum
dan peralatan dapur termasuk blender dan
sejenisnya. Suami juga harus menyediakan per-
lengkapan lain, mulai dari kasur, selimut, ban-
tal, kursi duduk. Akan tetapi, untuk alat-alat
kosmetik hukumnya tidak wajib bagi suami,
kecuali ia menginginkan istrinya memakai-
nya. Adapun untuk minyak wangi hukumnya
wajib, jika tujuannya memang untuk meng-
hilangkan bau yang kurang sedap.

Ulama Hanabilah menetapkan bahwa
suami wajib memenuhi kebutuhan istri yang
semisal sisir, minyak rambut, sabun cuci, sa-
bun mandi, air minum, air untuk mandi, baik
dari haidh, nifas, junub, dan lain-lain. Suami

151 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2,hlm. 893; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 733; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 222; al-Muhadzdzab,
Vol. 2, him. 161; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him. 427; al-Mughnii, Vol. 7, him. 567; Kasysyaaful Qinaa‘Vol. 5, hlm. 540-546; Ghaayatul

Muntahaa, Vol. 3, him, 233.
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juga harus menyediakan perangkat kosme-
tik jika ia meminta istri untuk tampil cantik,
namun jika ia tidak meminta istri berdan-
dan maka hal itu tidak wajib baginya. Suami
juga harus menyiapkan minyak wangi untuk
menghilangkan bau badan yang tidak sedap,
baik karena keringat, selepas haid, atau karena
lainnya. '
Seorang suami bertanggung jawab me-
nyediakan alat-alat atau barang-barang yang
diperlukan untuk tidur mulai dari kasur, seli-
mut, bantal, dan sejenisnya yang memang
umum dipakai untuk tidur. Kursi tempat duduk
juga menjadi tanggung jawab suami untuk me-
nyediakannya, termasuk juga perabot dapur.

e Hukum Peradilan Mengenai Nafkah
dan Perubahannya

Nafkah untuk istri hukumnya wajib me-
nurut agama meskipun masanya lama. Namun,
undang-undang negara Syria menolak hukum
nafkah lebih dari empat bulan karena untuk
memudahkan suami. Pernyataan ini ditetap-
kan dalam undang-undang pasal 78 yang ber-
bunyi:

1. Seorang istri ditetapkan mendapatkan
nafkah dari hari atau tanggal suami me-
nolak memberi nafkah wajib.

2. Nafkah tidak dapat ditetapkan lebih dari
empat bulan di muka sebagai pengakuan.

Adapun menurut ulama Hanafiyyah,'** se-
orang istri tidak berhak mendapatkan nafkah
untuk masa yang telah lewat kecuali dengan
ketentuan hakim atau saling ridha. Karena,
nafkah menurut meraka adalah penyambung,
bukan pengganti sehingga tidak wajib kecuali
dengan ketentuan yang sah, seperti juga hibah
yang tidak sah jika belum diserahkan.

Mengubah nafkah yang sudah ditentukan
hukumnya boleh dalam dua hal:

7
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Pertama, kondisi ekonomi suami berubah
dari susah menjadi senang, karena nafkah bi-
sa berubah bergantung kondisi ekonomi sese-
orang.

Kedua, berubahnya harga-harga barang
dan kebutuhan, baik dari murah menjadi kaya
maupun sebaliknya. Nafkah bisa saja berubah
jika ada kejadian atau peristiwa tertentu yang
berdampak luas, seperti terjadi perang, pa-
ceklik, bencana alam, dan lain-lain. Jika tidak
ada kejadian atau alasan kuat yang berdam-
pak luas maka tidak dibenarkan mengajukan
perubahan nominal nafkah, baik pengurangan
maupun penambahan sebelum enam bulan
dari mulai wajibnya nafkah. Ketentuan ini di-
ambil dari kebiasaan yang memang umumnya
perubahan harga barang itu dampaknya tidak
tampak kecuali setelah enam bulan.

Berikut ini bunyi pasal 77 undang-undang
negara Syria:

“Boleh hukumnya mengajukan penam-
bahan atau pengurangan nominal nafkah jika
ekonomi suami juga berubah atau harga ke-
butuhan berubah.”

Pengajuan penambahan atau pengurang-
an nafkah wajib tidak diterima sebelum lewat
enam bulan dari diwajibkannya, kecuali ada
keadaan mendesak yang tergolong penge-
cualian.

e Bagaimana Cara Hakim Menentukan
Nominal Nafkah?

Seorang hakim dapat menentukan nomi-
nal nafkah seorang istri dengan mengacu pada
kebutuhan istri, beban biaya hidup, dan harga
sembako yang tentunya melalui bantuan para
ahli di bidang tersebut. Pendapat inilah yang
tercantum dalam pasal 81 undang-undang
Negara Syria.

Cara hakim menentukan nafkah seorang
istri haruslah bersandar pada sebab-sebab

152 Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 332; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 906.
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yang jelas dan juga harus meminta pertim-

bangan pada para pakar di bidangnya.

e Meminta Pinjaman di Tengah
Pengakuan Nafkah
Jika terjadi kasus dalam masalah nafkah,

seorang hakim boleh menyuruh suami untuk

meminjami sejumlah uang kepada istrinya,
namun tidak sampai sejumlah nafkah satu

bulan dan bisa diperpanjang. Hal ini telah di-

tetapkan dalam pasal 82 undang-undang ne-

gara Syria yang berbunyi:

1. Di tengah pengakuan nafkah, seorang
hakim berhak menyuruh suami untuk
meminjami sejumlah uang kepada istri,
namun nominalnya tidak mencapai no-
minal nafkah satu bulan dan itu bisa diper-
panjang.

2. Hukum ini bisa langsung dilaksanakan
sebagai hukum baku.

d. Hukum-Hukum Nafkah Istri

Banyak sekali hukum-hukum yang ber-
kaitan dengan nafkah istri, namun yang ter-
penting adalah hukum-hukum berikut ini.

1) Hukum Menolak Memberikan Nafkah
Jika seorang suami menolak memberikan

nafkah kepada istrinya setelah ia wajibkan

sendiri atau diwajibkan oleh hakim, menurut

Hanafiyyah hukumnya dapat diperinci sebagai

berikut.

a. Jika suami yang menolak memberi naf-
kah pada istrinya itu kaya dan punya ben-
da berharga yang layak jual maka hakim
berhak menjualnya dengan paksa untuk
kemudian hasilnya diberikan kepada istri
sebagai nafkah. Akan tetapi, jika tidak
ada benda berharga yang bisa dijual, na-
mun suami itu kaya maka hakim berhak

153 4] Badaa'i‘ Vol. 4, him. 38.
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menahan atau memenjarakan suami ber-
dasarkan gugatan istri,®® karena Rasu-
lullah saw. bersabda,

“Membiarkan hukum yang seharusnya
dilaksanakan terhadap orang kaya (mam-
pu) adalah suatu kezhaliman. Dan yang
berhak boleh meminta orang tersebut un-
tuk diadili atau dipenjara.”

Orang kaya tersebut tetap mendekam
dalam penjara selama ia belum memba-
yar nafkah yang menjadi kewajibannya.
Akan tetapi jika hal tersebut memang ti-
dak mampu membayar maka hakim bo-
leh memberikan Keringanan sebagaimana
firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang
artinya,

“Dan jika (orang berutang itu) dalam
kesulitan, maka berilah tenggang waktu
sampai dia memperoleh kelapangan. Dan
jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.” (al-Baqa-
rah: 280)

b. Adapun jika suami termasuk orang miskin
maka ia tidak dipenjara meskipun tidak
memberi nafkah wajib pada istri karena
ia tidak dianggap berbuat zhalim, dan lagi
tidak ada manfaatnya menahan orang itu.

2) Jika Suami Kesulitan Memberi Nafkah

Ada beberapa pendapat ulama yang
berkaitan dengan hal di atas.*>*

Méyoritas ulama selain Malikiyyah ber-
pendapat bahwa nafkah wajib atas suami ti-
dak gugur meskipun ekonominya sedang sulit.
Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang
harus dibayar jika sudah mampu, karena Allah
SWT berfirman yang artinya,

154 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 903; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 329; asy-Syarhul Kabiir, Vol. 2, hlm. 517; al-Muhadzdzab wa Tak-
miilatul Majmuu’, Vol. 17, him. 108; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 552; al-Mughnii, Vol. 7, him. 573.
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“Dan jika (orang berutang itu) dalam ke-
sulitan, maka berilah tenggang waktu sampai
dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika ka-
mu mengetahui.” (al-Baqarah: 280)

Artinya, menurut pendapat Hanafiyyah,
jika ekonomi suami sedang sulit maka ha-
kim boleh memberi izin kepada istri untuk
mencari pinjaman, meskipun suami menolak.
Manfaat izin berutang adalah agar orang yang
diutangi itu bisa menagih pada suami atau
istri yang berutang tadi. Dan nafkah yang di-
utang tadi tidak gugur dengan wafatnya salah
satu dari keduanya. Wajib hukumnya memin-
jami utang untuk istri atas orang yang wajib
memberinya nafkah. Dan jika menolak maka
hakim berhak memenjarakannya setelah di-
beri peringatan.

Ulama Hanafiyyah tidak membedakan hu-
kum antara suami istri dengan alasan miskin
atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah
itu menjadi utang dengan ketetapan hakim.
Nafkah itu harus dibayar pada waktu men-
datang jika mampu.

Adapun menurut Syafiiyyah dan Hanabi-
lah, jika suami tidak mampu memberi nafkah
maka istri berhak untuk meminta cerai. Tetapi,
istri tidak boleh meminta cerai jika suami ma-
sih mampu memberi nafkah di atas standar
nafkah orang miskin karena penambahan naf-
kah gugur dengan keadaannya yang miskin.
Dalil bolehnya meminta cerai adalah sebuah
hadits riwayat Abu Hurairah ra., bahwa Nabi
saw. pernah bersabda ketika ada seorang suami
yang tidak mampu memberi nafkah kepada is-
trinya, “Pisahkan keduanya.”*>* Dan juga, hadits
riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i,
“Mulailah memberikan nafkah kepada orang
yang ada dalam tanggung jawabmu.” Salah se-
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orang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, siapa-
kah orang yang ada dalam tanggungan saya?”
Beliau menjawab, “Istrimu berkata, ‘Berilah aku
makan, jika tidak maka ceraikanlah aku.” Suami
yang tidak mampu memberikan nafkah kepada
istrinya maka penentuan hukum cerainya di-
tangani oleh hakim sebagaimana penentuan
hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat
dan dikebiri. Bahkan, dalam hal nafkah lebih
layak karena lebih dibutuhkan. Jika seorang
istri boleh meminta cerai karena suaminya
tidak mampu menafkahi kebutuhan biologis-
nya atau tidak mampu' melakukan hubungan
intim—padahal mudharatnya lebih kecil—ma-
ka meminta cerai karena suami tidak mampu
memenuhi kebutuhan makan lebih aula karena
mudharatnya lebih besar.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
kewajiban suami memberi nafkah menjadi
gugur jika ia dalam keadaan miskin atau ti-
dak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu
tidak menjadi utang yang harus dibayar jika
sudah mampu. Istri juga tidak boleh meminta
nafkahnya yang belum diberikan selama ma-
sa susah, karena Allah SWT berfirman,

“.. Allah tidak membebani seseorang me-
lainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan
Allah kepadanya. Allah kelak akan memberi-
kan kelapangan setelah kesempitan.” (ath-Tha-
laaq: 7)

Orang yang kesusahan tidak mampu
memberi nafkah pada istrinya maka kewajib-
annya gugur. Namun jika ekonominya sudah
membaik maka ia tetap berkewajiban mem-
beri nafkah kepada istrinya. .

Kebijakan wundang-undang: undang-
undang negara Mesir pasal 213 menetapkan
bahwa jika suami menolak memberi nafkah
kepada istrinya maka pengadilan berhak me-
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menjarakannya, namun tidak boleh lebih dari

dua puluh hari. Setelah itu ia boleh dilepaskan

jika ia menjalankan kewajibannya atau men-
datangkan penanggung jawab yang mampu.

Pasal 80 undang-undang Negara Syria
menetapkan dua ayat berikut.

1. Jika seorang istri telah ditetapkan men-
dapatkan nafkah dari suaminya, namun
sang suami tidak mampu memberikan naf-
kah tersebut maka kerabat lain juga wajib
memberi nafkah kepadanya secukupnya,
dan ia boleh atau berhak meminta nafkah
itu kembali kepada suaminya.

2. Jika suami mengizinkan istri untuk meng-
ambil pinjaman dari orang lain yang tidak
berkewajiban memberinya nafkah maka
orang tersebut bebas menagih kepada sia-
pa saja, baik istri maupun suaminya.

Dua pasal di atas membedakan dua hal.
Pertama, jika orang yang diperintah untuk
memberikan nafkah pada istri itu masih ter-
hitung kerabat dekat istri baik ayah, kakek,
atau saudara maka ia boleh memintanya kem-
bali kepada suami jika sudah kaya. Kedua, jika
orang yang dipinjami itu bukan termasuk
orang yang wajib memberi nafkah kepada
istri maka orang yang meminjami bebas mau
menagih utang itu kepada suami atau kepada
istri.

3) Nafkah Istri yang Ghaib

Yang dimaksud ghaib di sini adalah sese-
orang yang tidak mampu hadir di mahkamah
untuk dimintai keterangan mengenai nafkah,
baik dekat maupun jauh. Para ulama berbeda
pendapat tentang wajibnya nafkah atas orang
tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat wajibnya
nafkah atas orang tersebut dari masa silam,
meskipun tidak ditetapkan oleh hakim dan
menjadi utang atas dirinya. Abu Hanifah ber-
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pendapat bahwa orang tersebut tidak wajib
memberi nafkah kecuali jika ada keputusan
dari hakim.

Dalil yang digunakan oleh mayoritas ula-
ma adalah keputusan yang diambil oleh Umar
mengenai kaum lelaki yang pergi mening-
galkan istri mereka. Umar memberi pilihan
antara memberi nafkah atau mencerai istri.
Keputusan ini bersifat memaksa untuk cerai.
Jika memang tidak mau memberi nafkah kare-
na mudharat yang ditimbulkan karena sabar
menunggu nafkah itu bisa dihilangkan dengan
cerai maka wajib untuk cerai, agar tidak ter-
kena mudharat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah
istri itu harus diberikan tiap hari, dan itu bisa
gugur jika terlambat dan tidak diwajibkan
oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga
karena nafkah yang telah lewat sudah tidak
dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut
sehingga nafkahnya gugur seperti nafkahnya
kerabat.

Ulama Hanafiyyah berpendapat nafkah
untuk seseorang yang tidak ada tidak diqadha,
kecuali nafkah untuk istri beserta anaknya
yang tidak ada. Adapun selain itu, seperti naf-
kah saudara lelaki, saudara perempuan, pa-
man, dan bibi maka tidak digadha.

Jika suami tidak ada dan istrinya memin-
ta pada hakim agar mendapatkan nafkah, jika
suami yang tidak ada itu mempunyai harta
yang jelas tampak maka hakim berhak meng-
ambilkan dari harta itu untuk nafkah, setelah
istri itu bersumpah bahwa suaminya tidak
memberinya nafkah. Sumpah ini tujuannya
untuk menjaga kemaslahatan suami yang
sedang tidak ada. Menurut Hanafiyyah dan
Syafi‘iyyah, nafkah itu dianggap sebagai kafil
untuk menjaga kemaslahatan suami yang ti--
dak ada, karena bisa jadi istri sudah dipenuhi
nafkahnya atau ia sudah dicerai dan masa
iddahnya sudah habis.
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Menurut Malikiyyah, dalam kasus ini se-
orang istri diminta untuk bersumpah bahwa
dirinya masih berhak mendapatkan nafkah
dari suaminya yang sedang tidak di tempat,
dan ia tidak ditinggali harta untuk belanja, dan
tidak juga mewakilkan pada seseorang un-
tuk mengurus nafkahnya. Sumpah ini disebut
sumpabh istitsaq. '

Jika suami tidak memiliki harta yang je-
las maka menurut Hanafiyyah, seorang hakim
tidak berhak memutuskan hukum cerai ke-
padanya hanya karena suami tidak mampu
memberi nafkah, karena hal ini tidaklah cukup
untuk memisahkan keduanya baik suami ada
maupun sedang tidak ada.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah ber-
pendapat bahwa seorang hakim berhak men-
ceraikan istri dari suami yang tidak mampu
memberi nafkah, baik suami itu ada maupun
sedang tidak ada. Hanya, ulama Malikiyyah
berpendapat, jika suami belum lama pergi
maka diusahakan untuk dihubungi agar pu-
lang untuk memberi nafkah, mengirim nafkah,
atau mencerai istrinya. Akan tetapi, jika su-
dah lama tidak pulang, seperti sepuluh hari
misalnya maka hakim berhak menceraikan
mereka, jika suami tidak meninggalkan harta
untuk istrinya, juga tidak mewakilkan pada
orang lain untuk mengurus nafkahnya.

Para ulama sepakat?*® bahwa jika seorang
istri menggunakan harta suaminya yang
sedang tidak ada di rumah, namun kemudian
ada berita bahwa suaminya sudah meninggal
dunia sebelum harta itu dibelanjakan maka
harta itu dianggap warisan, baik nafkah itu
diambil sendiri maupun ditentukan oleh ha-
kim.

186 Al-MughniiVol. 7, hlm. 579.
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4) Kapan Nafkah Dianggap Utangnya
Suami?

Kita tahu bahwa nafkah istri itu hukum-
nya wajib sejak mulai akad nikah dan penye-
rahan istri kepada suami. Ulama Malikiyyah
mensyaratkan wajibnya nafkah istri sebelum
di-dukhul adanya kesiapan atau ajakan istri
atau wali istri untuk melakukan hubungan in-
tim suami istri.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat
mengenai kapan waktunya nafkah istri men-
jadi utang bagi suami dan seberapa kuat tang-
gungan utang tersebut. Dalam hal ini ada dua
pendapat di kalangan ulama.'®’

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa
nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi
suami, kecuali dengan adanya keputusan
dari pengadilan atau saling merelakan.
Artinya, selama suami istri saling rela dan
tidak ada ketetapan hukum dari hakim
maka nafkah tidak akan menjadiutang. Jika
kemudian istri menafkahi dirinya sendiri
dengan hartanya sendiri atau dengan cara
meminjam maka nafkah istri tetap tidak
dianggap utang yang ditanggung suami,
bahkah nafkah itu gugur karena lewatnya
masa, kecuali kurang dari satu bulan maka
nafkahnya tidak gugur.

Jika pengadilan sudah memutuskan
atau ada kerelaan dari suami istri maka
nafkah yang beku itu tidak menjadi utang
yang kuat sehingga tidak gugur kecuali
dengan pelunasan atau pengesahan.
Utang nafkah itu termasuk utang lemah
yang dapat gugur pengesahan, pelunasan,
nusyuz-nya istri, dan wafatnya salah satu
dari suami istri. Utang nafkah itu tidak
menjadi utang kuat kecuali jika suami atau

157 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 906; Fathul Qadir wal Inayah, Vol. 3, hlm. 332; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 743; Mughnil
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hakim memberi izin kepada istri untuk
berutang dan dia benar-benar berutang.

Alasan mereka, karena nafkah istri itu
shillah (dari satu sisi adalah pemberian
suami tanpa pamrih atau pengganti), dan
dari satu sisi lain juga pemberian yang
bertendensi atau sebagai pengganti. Yang
dimaksud tidak ada pengganti adalah ka-
rena manfaat pengekangan istri kembali
kepada suami istri bukan hanya berman-
faat bagi suami. Adapun yang dimaksud
pemberian sebagai pengganti atau timbal
balik, adalah karena nafkah itu sebagai
ganti penahanan istri pada hak suaminya.
Melihat kemiripannya dengan shillah ma-
ka nafkah itu gugur dengan lewatnya ma-
sa tanpa harus adanya pelunasan atau
saling rela antar suami istri sebagaimana
juga hukum nafkah kerabat. Namun, jika
melihat kemiripannYa dengan pengganti
maka nafkah itu menjadi utang yang ha-
rus dilunasi atau mendapat kerelaan.

b. Mayoritas ulama berpendapat bahwa naf-
kah istri otomatis menjadi utang suami
jika ia menolak memberikannya pada
istri, dan utang nafkah itu tidak bisa se-
lesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh
istri seperti layaknya utang-utang pada
umumnya. Tidak juga menjadi lunas de-
ngan lewatnya masa tanpa pelunasan,
tidak juga karena istri melakukan nusyuz,
cerai, ataupun wafatnya salah satu dari
keduanya.

Alasan mereka adalah karena nafkah
istri itu sebagai pengganti, bukan shillah
atau pemberian tanpa meminta ganti.
Nafkah itu oleh syariat sudah diwajib-
kan atas suami sebagai pengganti pena-
hanannya terhadap istri. Artinya jika me-
mang itu sudah dianggap sebagai peng-

158 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 921.
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ganti maka jika tidak dibayarkan akan
menjadi utang.

Undang-undang negara Syria dalam hal
ini lebih memilih pendapat ulama Hanafiyyah.
Pasal 79 dari undang-undang tersebut mene-
gaskan bahwa nafkah wajib baik dibayar mau-
pun mendapat kerelaan tidak gugur kecuali
dengan pelunasan atau pengesahan. Akan
tetapi, saya pribadi cenderung mengikuti pen-
dapat mayoritas ulama dan pendapat ini digu-
nakan oleh pengadilan Mesir sejak tahun 1920.

5) Nafkah Istri dalam Masa Iddah

Di atas sudah dijelaskan mengenai hak-
hak istri yang kesimpulannya secara umum
sebagai berikut:

Para ulama sepakat bahwa istri yang dice-
rai raji dan sedang hamil masih wajib diberi
nafkah oleh suaminya karena masih terhitung
sebagai istri, dan Allah SWT juga berfirman
yang artinya,

“.. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah

" ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah

kepada mereka nafkahnya sampai mereka me-
Iahirkan kandungannya....” (ath-Thalaaq: 6)

Para ulama sepakat bahwa seorang suami
tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang
sedang dalam masa iddah wafat, atau iddah
dari suami yang fasid, atau syubhat. Hanya,
ulama Malikiyyah tetap mewajibkan tempat
tinggal bagi istri yang dalam masa iddah wafat
selama masa iddahnya jika memang tempat
atau rumahnya itu milik suami, atau rumah
sewaan tetapi sudah dibayar suami sebelum
wafatnya. _

Para ulama berbeda pendapat mengenai
hukum nafkahnya istri yang sedang menjalani
masa iddah karena cerai ba’in. Ulama Hana-
fiyyah's8 tetap mewajibkan istri mendapatkan
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tiga macam nafkah karena ia ditahan di sisi
suami. Namun, ulama Hanabilah*® tidak me-
wajibkannya karena Rasulullah saw. tidak
memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi
Fatimah binti Qaish yang sudah dicerai sama
sekali. Ulama Malikiyyah dan Syafi‘iyyah¢ cen-
derung mengambil jalan tengah dengan hanya
mewajibkan nafkah tempat tinggai, karena
Allah SWT berfirman yang artinya,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma-
na kamu bertempat tinggal menurut kemam-
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”
(ath-Thalaaq: 6)

a) Nafkah Anak yang Dikandung

Ulama Malikiyyah!6* mewajibkan nafkah
anak yang dikandung atas ayahnya, dengan
syarat janin tersebut bukan budak demikian
juga sang ayah, dan si anak tersebut adalah
darah daging ayahnya. Dengan demikian, jika
anak yang dikandung itu seorang budak ma-
ka tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak
juga jika ayahnya seorang budak. Nafkah tidak
wajib jika status anak yang dikandung masih
diperdebatkan. Artinya, suami tidak mengakui
anak tersebut sebagai darah dagingnya.

Ada dua pendapat menurut ulama Sya-
fiiyyah dan Hanabilah yang menyebabkan
nafkah wanita hamil.!¢

Pendapat pertama, nafkah wajib untuk
anak yang dikandung karena memang sudah
haknya, dan nafkah ini gugur jika sudah pisah
dari ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah
tersebut memang untuk anak yang dikandung.
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Pendapat kedua, nafkah wajib diberikan
kepada ibu yang mengandung baik ekonomi
sedang lapang maupun susah. Nafkah ini se-
perti nafkah untuk istri yang menurut selain
Hanafiyyah tidak gugur dengan lewatnya ma-
sa, dan menyerupai nafkah untuk ibu ketika
janinnya masih hidup. \
b) Undang-Undang Negara Syria

Mengenai Nafkah pada Masa Iddah

Terdapat dua pasal yang membahas ma-
salah ini, yaitu pasal 83 dan pasal 84.

Pasal 83 menegaskan bahwa seorang sua-
mi tetap wajib memberikan nafkah kepada
istrinya yang masih dalam masa iddah, baik
karena cerai, pisah, maupun fasakh.

Pasal 84 menegaskan bahwa nafkah wani-
ta dalam masa iddah sama seperti nafkahnya
istri, dan mulai ditetapkannya sejak masa id-
dah, dan masa itu tidak lebih dari sembilan
bulan.

Pasal 83 di atas menegaskan wajibnya
nafkah bagi wanita yang masih menjalani ma-
sa iddah, apa pun alasan perpisahannya.

Pasal 84 menjelaskan awal wajibnya naf-
kah, yaitu dari mulainya iddah dan tidak lebih
dari sembilan bulan agar tidak memberatkan
suami, meskipun sudah kita ketahui bahwa
masa iddahnya seorang wanita adalah satu ta-
hun, sebagaimana dijelaskan pada pasal 121
ayat 2. Karena itu, sudah seyogianya untuk
membuat batasan maksimal iddah adalah satu
tahun, bukan sembilan bulan.

6) TaYiil Nafkah

Jika seorang suami memberikan nafkah
kepada istrinya secara tajiil (dimuka), namun
kemudian istri melakukan suatu hal yang

159 Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 236; al-Mughnii, Vol. 7, him. 606-611; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, hlm. 538.

160 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 740; al-Muhadzdzab wa Takmiilatul Majmuu’, Vol. 17, hlm. 117; Haasyiyyah Bajuri, Vol. 2, him.
178.

161 Asy Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 743.

162 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 608.
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menggugurkan nafkahnya, seperti melakukan
nusyuz, atau meninggalnya salah satu dari sua-
mi istri maka suami atau ahli warisnya tidak
berhak meminta kembali nafkah yang sudah
terlanjur dibayarkan secara ta'jiil tadi. Ini me-
nurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf'®® karena
alasannya nafkah adalah penghubung atau
pemberian, sedangkan dalam ikatan keluarga
tidak boleh menarik kembali hibah yang sudah
diberikan.

Imam Muhammad dan ulama lain ber-
pendapat bahwa sisa nafkah tajiil seperti ka-
sus di atas boleh diminta kembali oleh suami
sesuai dengan hitungan nafkah yang sudah
diberikan, karena nafkah menurut mereka
adalah sebagai pengganti dan upah penahan-
an suami atas diri istrinya. Artinya, jika tidak
terjadi penahanan pada sebagian masa ter-
tentu maka istri tidak berhak mendapatkan
nafkah pada masa tersebut. Jadi, nafkah untuk
masa tersebut dikembalikan kepada suami.
Pendapat ini menurut saya yang lebih rajih,
karena pendapat yang rajih mengatakan bah-
wa nafkah itu pengganti dan bukan penghu-
bung, pemberian atau hibah.

7) Pembebasan dari Nafkah
Pembebasan nafkah bisa dilakukan dari

nafkah yang sudah lewat atau nafkah yang

akan datang.'®*

a. Jika pembebasan dari nafkah yang sudah
lewat: menurut Hanafiyyah, sah hukum-
nya seorang istri membebaskan nafkah
wajib atas suaminya dengan ketentuan
hakim atau saling rela antar suami istri
karena nafkah itu menjadi utang yang
harus dilunasi oleh suami, dan hal itu
boleh dibebaskan dengan saling rela.

163 Al.Badaa’i’, Vol. 4, him. 38; Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 333.
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Mayoritas ulama berpendapat bahwa
sah hukumnya pembebasan nafkah oleh
istri atas suaminya, baik ditetapkan oleh
hakim, saling ridha, maupun tidak di-
tetapkan oleh hakim.

b. Adapun pembebasan nafkah untuk masa
mendatang: para ulama sepakat bahwa
hal itu hukumnya tidak sah karena nafkah
belum dianggap wajib, jadi tidak sah hu-
kumnya membebaskannya. Akan tetapi,
ulama Hanafiyyah membolehkan hal itu
dalam dua keadaan:

Pertama, pembebasan dari masa yang
sudah benar-benar dimulai, seperti mu-
lainya nafkah dalam satu bulan, masuk
satu tahun, namun tidak boleh lebih dari
satu tahun, tidak juga belum masuk satu
tahun karena sudah masuknya dalam hi-
tungan wajib nafkah dengan masuknya
awal perhitungan nafkah.

Kedua, pembebasan dari nafkah iddah
sebagai ganti khulu‘ atau cerai, karena
dalam hal ini nafkah dianggap sebagai
pengganti yang menjadi hak milik istri.
Namun selain dalam khulu‘ dan cerai, ti-
dak boleh ada pembebasan karena diang-
gap pengguguran sesuatu yang belum di-
wajibkan.

8) Kompensasi dengan Utang Nafkah

Jika suami mempunyai utang kepada is-
trinya dengan jumlah nominal tertentu maka
apakah utang itu gugur dengan kompensasi
utang nafkah?

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa
jika utang nafkah itu kuat (yaitu yang ditetap-
kan oleh hakim atau keputusan saling ridha)
maka boleh hukumnya bagi salah seorang dari
suami istri untuk meminta kompensasi, dan

164 Al.Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 16; ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 899; al-Mughnii, Vol. 7, him. 610; al-Ahwaalusy Syakhshiyyah, him.

339.
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yang lain tidak boleh menolak kompensasi itu
karena sama kuatnya dua utang tersebut. Ada-
pun jika utang nafkah tidak diutang atas perin-
tah hakim atau atas kerelaan suami, utang itu
termasuk utang lemah. Dan sah hukumnya
dimintakan kompensasi jika suami meminta,
karena utangnya lebih kuat daripada utang-
nya istri. Sang istri tidak boleh menolak kom-
pensasi tersebut. Namun demikian, perminta-
an kompensasi dari istri tidak dapat terlaksa-

na kecuali jika suami merelakan, karena utang

istri lebih lemah daripada utang suami.'¢®

Mayoritas ulama berpendapat bahwa
utang nafkah adalah utang yang sah yang tidak
gugur kecuali jika dibayar atau dibebaskan,
baik ditentukan oleh hakim atau dilakukan de-
ngan saling rela ataupun tidak. Sehingga, se-
cara mutlak sah hukumnya kompensasi dalam
hal itu, karena kadar dua utang tersebut sama
kuatnya. Akan tetapi, ulama Malikiyyah dan
Hanabilah menetapkan bahwa seorang istri
yang miskin dan suaminya meminta kompen-
sasi maka permintaan itu tidak dikabulkan,
kecuali jika istri rela karena untuk mencegah
mudharat yang menimpa istri, dan juga mem-
pertahankan hidup lebih dikedepankan dari-
pada membayar utang.

9) Tunjangan Nafkah

Menurutulama Hanafiyyah, tunjangan naf-
kah tidak sah hukumnya sebelum ditetapkan
oleh hakim atau saling ridha antara suami is-
tri karena makful bih-nya disyaratkan harus
utang yang sah. Nafkah utang tidak sah dalam
tanggungan suami kecuali jika sudah diputus-
kan hakim atau adanya saling ridha. Akan
tetapi untuk istihsan, mereka membolehkan
penanggungan nafkah setelah ketetapan ha-
kim atau saling ridha meski sebelum diutang

165 Syu‘baan, him. 340.
166 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 895.
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karena memudahkan bagi manusia, dan juga
membantu istri untuk mendapatkan nafkah
haknya.

Mayoritas ulama mengesahkan tunjangan
nafkah karena nafkah itu wajib diterima oleh
istri sejak awal akad dengan syarat tamkin
(bisa digauli). Dan sejak saat itu, nafkah diang-
gap utang yang sah atas suami tanpa menung-
gu keputusan hakim atau saling ridha. Penda-
pat inilah yang dipegang dan dijalankan dalam
kehakiman Negara Mesir dari tahun 1920.

a) Tunjangan Nafkah Karena Bepergian

Dalam hal ini pendapat yang difatwakan
dalam madzhab Hanafiyyah'¢® adalah penda-
pat Abu Yusuf yang méembolehkan bagi istri
untuk meminta nafkah tunjangan jika suami
hendak bepergian. Istri berhak mendapatkan
tunjangan nafkah selama satu bulan jika ia
tidak tahu berapa lama suaminya akan pergi,
karena pemberian tunjangan itu disesuaikan
dengan batas wajib minimal. Namun jika istri
tahu berapa lama suami akan pergi maka se-
lama itu pulalah nafkah yang diterimanya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
seorang istri wajib diberi tunjangan nafkah
selama suaminya pergi, tujuannya untuk men-
cukupi kebutuhannya baik harian maupun bu-
lanan.

b) Tunjangan Nafkah yang Telah Lewat
dan yang Akan Datang ~

Ulama Hanabilah membolehkan tunjangan
nafkah yang telah lewat dan yang akan datang,
namun ulama Syafi‘iyyah hanya memboleh-
kan nafkah yang telah lewat saja karena yang
akan datang belum dianggap wajib. Pendapat
ini berdasarkan qaul jadid Imam Syafi‘i yang
mengatakan bahwa nafkah itu wajib karena
mungkinnya istri digauli, bukan karena sudah
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terjadi akad nikah. Dan pendapat inilah yang
shahih karena jika nafkah itu dikarenakan
akad maka seorang istri berhak menuntutnya
seperti halnya dengan mahar. Adapun akad
nikah itu mewajibkan mahar, dan tidak me-
wajibkan dua pengganti yang berbeda karena
nafkah itu majhul, tidak diketahui, sedangkan
akad itu tidak mewajibkan harta yang tidak
atau belum diketahui.'®’

10) Perbaikan Nafkah

Ulama Hanafiyyah berpendapat'®® terka-
dang perbaikan nafkah sangat diperlukan,
seperti perbaikan nominal nafkah sebelum
ditetapkan oleh hakim atau setelah adanya
saling ridha. Artinya, nominal nafkah itu bisa
bertambah dan bisa berkurang berdasarkan
harga barang. Jika seorang suami berkata, “Aku
tidak mampu memberi nafkah dengan nomi-
nal sekian” maka ucapannya itu tidak diang-
gap karena nafkah tetap wajib atasnya, kecuali
jika memang harga barang berubah dan hakim
tahu kalau nafkah nominal yang diberikan
suami sudah méncukupi istri.

Terkadang perbaikan nafkah berupa mu‘a-
wadhah (ganti) atas perhiasan atau tempat
tinggal, meskipun setelah ditetapkan oleh ha-
kim atau dengan saling ridha. Dan setelah itu
tidak boleh ada penambahan atau pengurang-
an nafkah meskipun sebelum kadar yang te-
lah disebutkan.

2. NAFKAH ANAK DAN FURU'
Pembahasan ini memuat empat perma-
salahan.
Pertama, wajibnya nafkah untuk furu’
Kedua, syarat-syarat wajib.

V

Ketiga, siapa yang berkewajiban menang-
gung nafkah furu’.

Keempat, kadar atau banyaknya nafkah
furu berubahnya menjadi utang, gugurnya,
dan tafil-nya nafkah furu'.

a. Wajibnya Nafkah atas Furu‘
Nafkah anak hukumnya wajib karena Allah
SWT berfirman yang artinya,
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“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-

anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
ingin menyusuisecarasempurna. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut...” (al-Baqarah: 233)

Artinya seorang ayah harus menanggung
nafkah anaknya karena sebab kelahiran, se-
bagaimana wajibnya nafkah atas istri karena
ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw.
berkata kepada Hindun, “Ambillah harta sua-
mimu dengan cara yang baik yang dapat men-
cukupimu dan anakmu.” Hadits ini menunjuk-
kan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi
tanggung jawab ayah. Dalil lain diambilkan
dari hadits yang menyebutkan urutan nafkah
mulai dari diri sendiri, anak kecil, kemudian
keluarga, lantas anak dewasa, dan kemudian
pembantu. :

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut
pendapat mayoritas ulama’¢® adalah anak-anak
yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan

167 Al-Mughni, Vol. 7, hlm. 578; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 164; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him. 435.

168 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 905.

169 Al.Kitaab ma‘al Lubaab, Vol. 3, hlm. 106; Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 346; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 156; al-Mughnii, Vol. 7, him.

586.
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seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek
wajib memberi.nafkah kepada cucunya baik
dari pihak atau jalur mana pun, karena anak
itu termasuk di dalamnya anak yang langsung
dan anak yang tidak langsung. Inilah penda-
pat yang shahih. Nafkah ini juga wajib karena
termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan ka-
rena warisan.

Imam Malik berpendapat!’® bahwa naf-
kah anak yang wajib hanyalah anak yang lang-
sung saja, anaknya anak atau cucu tidak ter-
masuk karena berdasarkan zhahirnya ayat di
atas berbunyi,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib-
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me-
reka dengan cara yang patut...” (al-Baqarah:
233)

Menurut mereka, nafkah itu wajib sebab
hubungan warisan, bukan karena bagian dari
satu keluarga.

b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas
Anak
Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah
atas anak:'"?

1) Orang Tua Tergolong Mampu untuk
Memberl Nafkah atau Mampu Bekerja

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja
maka wajib baginya untuk memberi nafkah ke-
pada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta,
namun masih mampu untuk bekerja maka ia
harus mencari penghasilan menurut pendapat
mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari
penghasilan maka pihak pengadilan berhak
menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi
orang tua sedang susah dan tidak mampu un-
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tuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain
maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah
pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewa-
jiban memberi nafkah kepada anak, sedang-
kan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain
karena orang yang tidak punya itu tidak mampu
memberi. Inilah pendapat yang shahih.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
seorang ayah tidak wajib bekerja untuk mem-
beri nafkah anaknya jika memang ia sendiri
susah meskipun masih mampu untuk bekerja.
Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menaf-
kahi anaknya yang juga miskin.

2) Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak
Punya Harta dan tidak Mampu untuk
Bekerja

Jika ia mempunyai harta yang dapat men-
cukupinya maka nafkahnya diambilkan dari
hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang
lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib
bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja ma-
ka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tang-
gungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya
sudah kaya baik karena punya harta atau
mampu bekerja maka tidak wajib memberinya
nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan
itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan,
sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di
dalamnya.

Orang yang memiliki tempat tinggal bisa
boleh saja fakir dan membutuhkan nafkah ka-
rena tempat tinggal adalah kebutuhan asasi
dan tidak boleh dijual. Adapun jika ia memiliki
dua tempat tinggal atau lebih maka tidak di-
anggap membutuhkan, dan tidak berhak naf-
kah atas orang selainnya, baik dari keluarga
ayah ke atas maupun keluarga anak ke bawah
karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual
untuk menutup kebutuhan.

170 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 753; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him. 223.
171 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 923-925; asy-Syarhush Shaghiir; al-Qawaaniin al-Fighiyyah; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 166;
Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 446; al-Mughnii, Vol. 7, him. 584; Kasysyaaful Qinaa’, Vol. 5, him. 559.
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o Orang yang Bisa Dianggap Lemah atau
tidak Mampu Bekerja

Orang yang bisa dianggap lemah atau ti-
dak mampu bekerja jika termasuk dalam sa-
lah satu dari dua sifat berikut.

a) Anak Kecil

Artinya anak yang belum memasuki usia
baligh atau usia bekerja. Jika anak lelaki, bukan
perempuan, sudah memasuki usia kerja maka
ayahnya boleh mengupahnya atau menyuruh-
nya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk
memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Ada-
pun untuk anak perempuan maka tidak boleh
disuruh Kerja sebagai pembantu, karena ra-
wan terjadi khalwat yang dilarang oleh syara’
Akan tetapi, boleh saja dititipkan pada seorang
wanita untuk belajar suatu keterampilan yang
sesuai seperti menjahit, menenun, menyulam,
dan sejenisnya. Jika ia tidak memerlukan itu
maka ia wajib bekerja untuk memenuhi naf-
kahnya sendiri. Nafkahnya tidak wajib atas
ayahnya kecuali jika pendapatannya tidak men-
cukupi kebutuhannya sendiri, maka ayah wa-
jib membantunya mencukupi kekurangan.

Adapun anak yang sudah besar maka
ayahnya tidak wajib memberinya nafkah ke-
cuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan ti-
dak mampu bekerja, baik karena idiot, dunguy,
atau karena cacat baik buta, lumpuh, tangan
dan kakinya buntung, atau sebab sedang men-
cari ilmu, karena memang banyaknya orang
pintar hingga susah mencari pekerjaan, atau
karena sakit yang menghalanginya untuk be-
kerja.

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda
dengan mayoritas ulama. Mereka mewajibkan
tetap mewajibkan nafkah bagi anak yang su-
dah dewasa namun miskin meskipun ia sehat.
Mereka juga mewajibkan nafkah bagi orang
tua yang fakir- meskipun masih sehat karena
orang tua atau anak yang fakir itu tetap mem-
butuhkan sehingga tetap berhak mendapatkan
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nafkah dari orang tua atau anaknya yang kaya.
Sebagaimana halnya hukumnya jika seseorang
sakit menahun yang menurut Hanabilah tetap
wajib mendapatkan nafkah, karena pegangan
mereka adalah wajibnya nafkah bagi anak
yang dilahirkan atau orang tua yang melahir-
kan tanpa syarat kurang fisik atau kurangnya
hukum-hukum yang dibebankan kepadanya.
Ini menurut zhahir madzhab Hanabilah.

b) Perempuan

Anak perempuan yang fakir nafkahnya di-
tanggung oleh ayahnya meskipun sudah sam-
pai menikah, dan kalau sudah menikah maka
tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang
suami. Akan tetapi jika kemudian ia bercerai
dengan suaminya maka tanggung jawab itu
kembali lagi kepada ayahnya. Sang ayah tidak
berhak memaksanya untuk bekerja. Jika de-
ngan sendirinya ingin bekerja dalam pekerja-
an yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah,
seperti menjahit, belajar, di bidang perawatan
maka kewajiban ayahnya memberi nafkah
gugur, kecuali jika pendapatannya tidak men-
cukupi kebutuhannya maka ayah yang mem-
bantu kekurangannya.

c¢) Sakityang Menghalangi untuk Bekerja
Sakit yang menghalangi bekerja seperti
buta, lumpubh, gila, idiot, dan sejenisnya.

d) Para Penuntut llmu

Sibuk menuntut ilmu sehingga tidak pu-
nya waktu untuk bekerja. Anak yang sedang
menuntut ilmu nafkahnya wajib ditanggung
oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya
mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu
termasuk fardhu kifayah. Jika anak yang se-
dang menuntut ilmu diharuskan untuk beker-
ja maka berdampak buruk pada kemaslahatan
masyarakat, tetapi dengan syarat anak terse-
but termasuk anak yang rajin dan cerdas. Jika
dia bodoh atau lambat menangkap pelajaran
yang diajarkan kepadanya maka tidak perlu
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lagi belajar, dan yang perlu dilakukannya ada-
lah belajar bekerja.

Sebagian ulama Hanafiyyah menambah-
kan bahwa seseorang yang mendapat celaan
atau gunjingan karena bekerja, sebab status
sosialnya atau termasuk orang yang mulia
maka ia berhak mendapatkan nafkah dari
ayahnya. Ketika pendapat ini dikritik, “Bekerja
itu hukumnya fardhu karena tujuanya untuk
memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya,
mengapa hal itu dicela?” Mereka menjawab,
“Baiknya, jika anak termasuk keluarga yang
terhormat dan tidak ada yang berani mem-
pekerjakannya maka ia dianggap lemah dan
berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.
Akan tetapi, sebenarnya dalam Islam tidak
ada pengistimewaan antara sesama manusia
dalam status sosial: Buktinya para pembe-
sar sahabat seperti Abu Bakar dan Ali juga
bekerja. Bekerja itu bukan sesuatu yang pan-
tas untuk dicela. Karena itu, tidak pantas un-
tuk mengistimewakan anak dibanding dengan
umumnya orang.

3) Syarat Selanjutnya adalah tidak
Berbeda Agama, Menurut Hanabilah

Jika berbeda agama dalam sambungan
nasab maka anak tidak berhak untuk men-
dapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya,
karena nafkah itu untuk kebaikan dan peng-
hubung keluarga sehingga tidak wajib bagi
anak yang berbeda agama, selain itu juga ia
tidak termasuk dalam kategori kelompok
yang mendapatkan warisan dari orang tuanya.
Artinya, baik anak maupun orang tua tidak
berhak mendapatkan nafkah karena menurut
mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu
adalah orang yang termasuk dalam kategori
ahli waris, karena Allah SWT berfirman yang
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artinya, “...dan waris pun berkewajiban demi-
kian...” (al-Baqarah: 233) Artinya, nafkah
itu wajib diberikan kepada orang yang ada
kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk
ahli waris. Jika bukan termasuk ahli waris ma-
ka tidak berhak mendapatkan nafkah karena
tidak hubungan kekerabatan.

Mayoritas ulama selain Hanabilah, dalam
masalah nafkah anak tidak mensyaratkan ha-
rus seagama, dalilnya firman Allah SWT yang
artinya,

“.. Dan kewajiban ayah menanggung naf-
kah dan pakaian mereka dengan cara yang
patut...” (al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiran-
lah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak
atas ayahnya, baik seagama maupun tidak.
Karena nafkah adalah penyambung hidup se-
seorang, sedangkan hidup itu sangat urgen
meskipun atas diri seorang kafir. Dan lagi, pa-
da hakikatnya harta itu tidak begitu penting
karena Allah juga memberi rezeki kepada
orang Mukmin dan juga kepada orang kafir.

c. Siapa yang Berkewajiban Menanggung

Nafkah Anak?

Para fugaha sepakat'’? jika ayah masih
mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut
mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajib-
an menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa
dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman
Allah SWT yang artinya, “.. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut....” (al-Baqgarah: 233)

Ayat tersebut menyebutkan pengkhusus-
an nafkah untuk anak karena termasuk bagian
dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada

172 Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 346; Hasyiyyah Ibnu Abidin ala Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 926-935; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm.
753; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 223; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 166; al-Mughnii, Vol. 7, him. 589-592; Mughnil Muhtaaj, Vol.
3, him. 450. :
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mereka sama seperti memberi nafkah untuk
diri sendiri.

Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau
ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mam-
pu untuk bekerja, sakit, atau sudah lanjut
usia atau sejenisnya maka menurut pendapat
Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya dilim-
pahkan kepada keluarga jalur ke atas yang
masih ada, baik lelaki maupun perempuan ji-
ka memang mampu. Artinya, nafkah itu wajib
atas seorang kakek terhadap cucunya jika me-
mang mampu, atau atas ibu terhadap anaknya
jilka memang ia mampu. Jika kakek atau ibu
menanggung nafkah anak padahal ayah si
anak tersebut masih ada, namun ekonominya
sedang sulit maka ketika ekonominya mem-
baik, kakek dan ibu tadi boleh meminta ganti
nafkah kepadanya. Karena, nafkah yang ia ke-
luarkan itu menjadi utang bagi ayahnya, seba-
gaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah
jika memang hakim memerintahkannya.

Jika kakek dan ibu masih ada maka mereka
berkewajiban memberi nafkah kepada anak
sesuai dengan bagian warisan mereka. Artinya,
bagian ibu sepertiga dan bagian kakek dua
pertiga. Jika yang ada hanya seorang kakek dan
dua orang nenek, ibunya ibu dan ibunya ayah,
kedua nenek tersebut bagiannnya seperenam,
sedangkan untuk kakek sesuai dengan bagian
warisannya.

Jika keluarga si anak yang masih ada ha-
nya kerabat yang tidak termasuk ahli waris,
mereka tetap berkewajiban memberinya naf-
kah sesuai urutan kedekatan. Jika kedekatan
mereka semua sama maka semuanya berke-
wajiban memberinya nafkah sama rata.

Jika kerabat yang masih ada itu terbagi
menjadi dua, ada kerabat yang termasuk ahli
waris dan ada yang tidak maka nafkah anak
ditanggung oleh kerabat yang paling dekat
meskipun tidak termasuk ahli waris. Akan
tetapi jika tingkat kekerabatan mereka sama
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maka yang wajib menanggung nafkah adalah
kerabat yang termasuk ahli waris.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa
nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi
tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah
saw. pernah berkata kepada seorang lelaki
yang bertanya, “Ya Rasulullah, saya mempu-
nyai satu dinar” Beliau menjawab, “Belanja-
kanlah untuk dirimu sendiri” Lantas lelaki itu
berkata lagi, “Saya memiliki satu dinar lagi.”
Rasul menjawab, “Belanjakanlah untuk keluar-
gamu.” la berkata lagi, “Saya mempunyai satu
dinar lagi” Rasul menjawab, “Belanjakanlah
untuk anakmu.” Ia berkata lagi, “Saya mem-
punyai satu dinar lagi.” Beliau menjawab, “Be-
lanjakanlah untuk pembantumu.” la berkata
lagi, “Saya masih mempunyai satu dinar lagi.”
Beliau menjawab, “Engkau lebih tahu kepada
siapa harta itu akan engkau belanjakan.” Ha-
dits ini tidak menyebutkan agar memberi naf-
kah pada selain orang-orang yang termasuk
dalam hadits di atas.

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa
jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau
ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka
nafkahnya ditanggung oleh ibunya, karena
Allah SWT berfirman yang artinya,

“.. Janganlah seorang ibu menderita kare-
na anaknya dan jangan pula seorang ayah
(menderita) karena anaknya...” (al-Baqarah:
233)

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah se-
cara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas
ibu dan ia juga wajib memberi nafkah untuk
cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu,
sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal
mengurus anak.

Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur
nasab dan keberhakan mendapat warisan
maka nafkah wajib atas mereka karena alasan
wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan teta-
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pi jika tingkat kekerabatannya berbeda, yang
wajib memberi nafkah adalah kerabat yang
terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bu-
kan. Namun jika setingkat maka yang didahu-
lukan adalah yangahli waris menurut pendapat
yang ashah. Jika masih ada ibu dan kakek dari
pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh
kakek menurut yang ashah, karena bagiannya
tersediri sehingga menyerupai ayah. Jika ka-
kek dan nenek si anak masih lengkap maka
nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.

Ulama Hanabilah dalam zhahir madzhab-
nya berpendapat bahwa jika si anak sudah ti-
dak memiliki ayah maka nafkahnya wajib di-
tanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan
kadar bagian warisnya, karena Allah SWT
berfirman yang artinya,

“.. Dan kewajiban ayah menanggung naf-
kah dan pakaian mereka dengan cara yang
patut...” (al-Baqarah: 233)

Kemudian firman Allah SWT yang artinya,

“.. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti
itu pula....” (al-Baqarah: 233)

Ayat di atas mewajibkan atas ayah untuk
menanggung nafkah bayi yang dilahirkan, lan-
tas kewajiban tersebut juga dilimpahkan ke-
pada ahli waris. Artinya, apa yang diwajibkan
atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan
atas ahli waris. Suatu hari ada seorang lelaki
bertanya kepada Rasulullah saw. “Siapakah
yang harus aku perlakukan baik?” Rasul men-
jawab, “Ibumu, ayahmu, saudara perempuan-
mu, dan saudara laki-lakimu.” Hadits lain
menggunakan redaksi, “Pembantu yang di ba-
wahmu sebagai hak wajib dan kerabat yang ha-
rus disambung tali silaturahimnya.”'”® Dalam
hadits ini Rasulullah saw. mewajibkan nafkah

FIQIH ISLAM JILID 10

untuk pembantu dan kerabat dekat. Jika si
anak masih memiliki dua keluarga yang ter-
masuk ahli waris maka nafkahnya ditanggung
oleh keduanya sesuai dengan kadar bagian
waris mereka. Jika mereka ada tiga atau lebih
maka nafkah ditanggung oleh ketiganya sesuai
dengan kadar bagian warisan masing-masing.

Jika si anak hanya memiliki ibu dan ka-
kek maka ibu memberinya sepertiga nafkah
sedangkan kakek memberinya dua pertiga
nafkah karena keduanya termasuk ahli waris,
dan Allah SWT berfirman yang artinya, “...Ahli
waris pun (berkewajiban) seperti itu pula..
(al-Baqgarah: 233) Ibu termasuk ahli waris
sehingga termasuk dalam ayat tersebut.

Jika si anak hanya memiliki seorang ne-
nek dan saudara lelaki maka tanggungan naf-
kah nenek seperenam dan sisanya ditanggung
oleh saudara lelaki. Dengan urutan seperti
ini maka urutan nafkah disesuaikan dengan
urutan waris. Artinya, dalam konteks waris
nenek memang mendapat seperenam, maka
dalam nafkah pun ia menanggung seperenam
nafkah. Demikian juga dengan saudara lelaki
yang dalam waris mendapat ashabah atau sisa
maka dalam nafkah pula ia menanggung sisa
nafkah.

Jika si anak hanya memiliki kakek nenek
dari ibu maka nafkahnya ditanggung oleh ne-
nek karena dialah yang termasuk ahli waris.
Jika si anak hanya memiliki kakek nenek dari
ayah maka pembagian nafkahnya adalah se-
perenam untuk nenek dan sisanya ditanggung
kakek. Jika si anak hanya memiliki saudara le-
laki dan kakek maka keduanya menanggung
nafkah dengan kadar yang sama banyaknya.
Jika keluarga yang ada itu ibu, saudara lelaki,
dan kakek maka nafkah dibagi masing-masing
sepertiga. Imam Syafi‘i berpendapat bahwa da-
lam masalah di atas nafkah keseluruhannya

173 YR Abu Dawud dari Kulaib bin Manfa‘ah dari kakeknya (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 327).
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ditanggung oleh kakek, kecuali dalam masalah
pertama yang nafkahnya ditanggung bersama-
sama.

d. Kadar atau Banyaknya Nafkah Furu’,
Berubahnya Menjadi Utang, Gugurnya,
dan Ta‘jiil-nya Nafkah Furu‘

Para fugaha sepakat!’* bahwa nafkah ke-
rabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan
ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, mi-
numan, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI
jika masih menetek sesuai dengan keadaan
ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi
Negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk
kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan ke-
butuhan yang diperlukan. Rasulullah saw.
sendiri bersabda kepada Hindun, “Ambillah
harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang
dapat mencukupi dirimu dan anakmu.” Artinya,
penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak
itu sesuai dengan kebutuhan.

Jika si anak misalnya membutuhkan
pembantu maka orang tua atau ayah harus
menyediakannya karena hal itu termasuk da-
lam kategori kebutuhan.

Jika masih ada istri juga maka ayah juga
harus menanggung nafkah istrinya menurut
ulama Syafi‘iyyah dan Hanabilah, karena juga
termasuk dalam kategori kebutuhan. Akan te-
tapi menurut Hanafiyyah dalam qaul madzhab,
orang tua tidak wajib menanggung nafkah
istri anaknya, sedangkan menurut Malikiyyah
nafkah istri itu gugur jika suami tergolong
miskin dan tidak mampu.

Nafkah anak dalam madzhab Hanafi ti-
dak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik
ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda
dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi
utang atas suaminya jika sudah ditentukan
oleh hakim atau dengan saling rela.

Lhao >
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Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa
nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi
utang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh
hakim atau mendapat izin untuk berutang.
Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau
sengaja tidak mau memberi nafkah.

Menurut para fugaha, nafkah anak gugur
dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tan-
pa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah
untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika ma-
sanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah
tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.
Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang ti-
dak gugur karena lewatnya masa dan meski
sudah ditentukan oleh hakim atau saling rela,
menurut Hanafiyyah. Akan tetapi, nafkah itu
gugur jika lewat masa sebelum ditentukan
oleh hakim atau saling ridha. Ulama Malikiy-
yah mengecualikan keputusan hakim untuk
nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski
lewatnya masa.

Ulama Hanafiyyah menuturkan bahwa
jika seseorang men-tajil (mempercepat atau
mengajukan) penyerahan nafkah kerabat un-
tuk jangka waktu tertentu, lantas kerabat ter-
sebut meninggal sebelum selesainya jangka
waktu tersebut maka orang yang memberi
nafkah tidak boleh meminta kembali nafkah
yang sudah telanjur dikeluarkannya.

3. NAFKAH USHUL ATAU AYAH DAN IBU
Pembahasan ini memuat empat perma-

salahan.

e  Pertama: Wajibnya Nafkah Ushul dan
Ketentuannya.

e Kedua: Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah
Ushul.

« Ketigar Siapakah yang Berkewajiban Me-
nanggung Nafkah Ushul?

174 Al-Badaa’i’, Vol. 4, hlm. 38; al-Qawaaniin al-Fighiyyah hlm. 223; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 167; al-Mughnii, Vol. 7, him. 595;
Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 449; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 753-754.
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e Keempat: Kadar Banyaknya Nafkah untuk
Ushul.

a. Wajibnya Nafkah Ushul dan
Ketentuannya
Nafkah untuk kedua orang tua ke atas
(kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama
hukumnya wajib,!”> karena Allah SWT telah
berfirman yang artinya,

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar
kamu jangan menyembah selain Dia dan hen-
daklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-
duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliha-
raanmu, maka sekali-kali janganlah engkau
mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’
dan janganlah engkau membentak keduanya,
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan
yang baik.” (al-Israa’: 23)

Di antara bukti berbuat baik kepada ke-
dua orang tua adalah dengan memberi mereka
nafkah jika membutuhkan. Dalam ayat lain,
Allah SWT berfirman yang artinya,

~ “Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang
engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, ma-
ka janganlah engkau menaati keduanya, dan
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kem-
balimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan.” (Lugman: 15)

Di antara perbuatan makruf atau baik ke-
pada kedua orang tua adalah dengan memberi
mereka nafkah meski berbeda agama dengan
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kita karena ayat ini turun dalam konteks ke-
dua orang tua kafir. Tidak layak bagi seorang
anak hidup mewah dalam naungan nikmat
Allah, sedangkan kedua orang tuanya mati ke-
laparan.

Rasulullah saw. bersabda,

- °

“Sebaik-baik makanan yang kalian makan
adalah dari hasil kerja kalian sendiri, dan anak-
anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Ka-
rena itu, makanlah dari mereka dengan nya-
man.”7®

Dalam hadits lain Rasulullah saw. ber-
sabda ketika ada seseorang yang bertanya,
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“Siapakah yang harus aku perlakukan de-
ngan baik?” “Ibumu, kemudian ibumu, kemudi-
an ibumu, baru kemudian ayahmu, dan kemu-
dian kerabat-kerabat terdekat.”’”

Yang dimaksud dengan ushul yang wajib
mendapatkan nafkah menurut mayoritas ula-
ma adalah ayah, kakek, ibu, nenek, dan nasab
jalur ke atas jika masih ada. Karena, kata ayah
itu juga digunakan untuk kakek dan setiap
orang yang menjadi sebab dari kelahiran bayi.
Demikian juga kata ibu yang digunakan untuk
nenek sampai jalur nasab ke atas. Al-Qur’an
sendiri menggunakan kata abawain (kedua

175 Fathul Qadiir, Vol. 3, him. 347; al-Badaa’i\, Vol. 4, him. 30; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 752; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, him.
" 223; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 65; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 446; al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 583.

HR Empat Ashabus Sunan, dari Sayyidah Aisyah.
177 HR Abu Dawud.
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orang tua) untuk Adam dan Hawa. Allah SWT
berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya,
“(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.” (al-
Hajj: 78) Dari ayat ini, dipahami bahwa se-
orang kakek itu menempati posisi ayah jika
memang ayat tidak ada. Ulama sepakat bahwa
nenek itu haram dinikahi oleh cucunya, se-
bagaimana keharaman ibu kandungnya untuk
dinikahi, karena Allah telah berfirman yang
artinya, “Diharamkan atas kamu (mengawini)
ibu-ibumu.” (an-Nisaa’: 23)

Imam Malik berpendapat bahwa kategori
ushul yang wajib dinafkahi adalah hanya ayah
ibu kandung. Kakek dan nenek tidak terma-
suk, baik yang dari pihak ayah maupun yang
dari pihak ibu. Akan tetapi, yang benar adalah
pendapat mayoritas ulama.

b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Ushul
Nafkah untuk orang tua atau ushul wajib
atas anaknya tanpa dibantu oleh siapa pun,'’®
karena anak adalah orang yang terdekat de-
ngan orang tua sehingga ia lebih berkewajiban
menanggung nafkah untuk orang tuanya. Dan
menurut ulama Hanafiyyah hukumnya sama
rata antara anak lelaki dan anak perempuan.
Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat
bahwa nafkah ushul itu juga wajib tidak hanya
untuk anak, melainkan juga wajib atas cucu,
namun menurut Malikiyyah nafkah tersebut
hukumnya tidak wajib atas putranya anak.

c. Siapakah yang Berkewajiban

Menanggung Nafkah Ushul?

Nafkah orang tua jika mempunyai banyak
anak. Jika terdapat banyak anak yang berke-
wajiban memberi nafkah kepada orang tua
maka menurut Hanafiyyah,'’® jika tingkat ke-
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kerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua
orang anak lelaki atau dua orang anak perem-
puan, atau seorang anak lelaki dan seorang
anak perempuan maka nafkahnya ditanggung
bersama dengan pembagian yang sama, baik
mereka termasuk ahli waris maupun seba-
gian ahli waris dan sebagian lagi tidak. Dalam
nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada
hukum waris, yaitu anak lelaki mengambil
satu Kkali lipat dari bagian anak perempuan.

Jika tingkat kekerabatan anak-anak ber-
beda, seperti anak perempuan dan cucu dari
anak lelaki maka nafkah orang tua ditang-
gung oleh kerabat yang lebih dekat, yaitu anak
perempuan.

Dalam hal nafkah orang tua jika banyak
anak yang sama-sama berkewajiban memberi
nafkah maka ulama Hanafiyyah melihatnya
pada tingkat kedekatan mereka dengan orang
tua. Namun dalam hal banyaknya ushul yang
berkewajiban, mereka terkadang mengacu pa-
da hukum waris dan terkadang tidak. Akan
tetapi, seyogianya ada persamaan dalam pem-
bagian antara ushul dan furu‘ karena alasan
wajibnya memberi nafkah itu sama, yaitu ba-
gian dari keluarga.

Ulama Malikiyyah berpendapat,'® jika
terdapat banyak anak yang berkewajiban me-
nanggung nafkah orang tua maka nominal
nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai
dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Ulama Syafi‘iyyah menetapkan'®! bahwa
jika tingkat kekerabatan itu sama, seperti dua
orang anak lelaki dan dua orang anak perem-
puan maka nafkah itu ditanggung bersama
dengan nominal yang sama pula, tanpa meli-
hat keadaan ekonomi masing-masing anak,
karena alasan kewajiban nafkahnya sama.

178 Fathul Qadiir, Vol. 3, hlm. 348; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 752; al-Muhadzdzab, Vol. 2, him. 165; al-Mughni, Vol. 7, hlm.

583.

179 Hasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, him. 934.
180 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 752.
181 Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, him. 450.
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Jika tingkat kekerabatan furu’ berbeda,
seperti anak dan cucu dari anak perempuan
maka menurut yang ashah nafkah ditanggung
oleh furu‘ yang lebih dekat yang dalam hal ini
adalah anak. Kedekatan ini berlaku bagi anak
lelaki dan perempuan, baik mendapat warisan
maupun tidak, karena kedekatan lebih patut
menjadi acuan. Namun jika tingkat kedekatan
furu’ sama, yang berkewajiban adalah yang
mendapatkan warisan menurut pendapat
yang ashah.

Jika furu’ yang ada juga sama-sama men-

~dapatkan hak waris, seperti misalnya anak
laki-laki dan anak perempuan maka ada dua
pendapat, pertama Kkeduanya menanggung
nafkah orang tua secara merata sesuai dengan
pendapat Hanafiyyah. Pendapat kedua, mere-
ka menanggung nafkah orang tua sesuai de-
ngan bagain waris masing-masing. Akan tetapi,
pendapat yang pertama lebih tepat.

Ulama Hanafiyyah berpendapat'® jikKa
furu’ yang ada tergolong satu tingkat, seperti
misalnya anak lelaki dan anak perempuan
maka nafkah orang tua ditanggung keduanya
dengan bagian sepertiga, sebagaimana dalam
pembagian harta warisan. Pendapat ini sama
seperti pendapat ulama Syafi‘iyyah dalam gaul
lain. Alasannya juga sama, yaitu firman Allah
SWT yang artinya, “...dan waris pun berkewa-
jiban demikian...” (al-Baqarah: 233) Ayat ini
menjelaskan bahwa pembagian nafkah sesuai
dengan bagian warisan. Akan tetapi jika
tingkat kekerabatan furu’ berbeda, seperti
misalnya anak perempuan dan cucu laki-laki
maka nafkah dibagi dua bagian sebagaimana
dalam pembagian waris.

d. Kadar Banyaknya Nafkah untuk Ushul

Secara umum!®® nafkah untuk kerabat
ukurannya adalah kecukupan sebagaimana

182 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 591.

telah dijelaskan di atas. Kecukupan menjadi
standar karena nafkah itu hukumnya wajib
untuk menutup kebutuhan, dan kebutuhan
masing-masing insan berbeda-beda sesuai de-
ngan status sosialnya. Karena itu, nafkah un-
tuk kerabat diukur dengan kecukupan.

Seorang anak, menurut mayoritas ulama
harus menanggung nafkah istri ayahnya dan
mencarikan suami yang baru sebagai peng-
ganti. Pendapat ini juga didukung oleh Mali-
kiyyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut
pendapat yang rajih dalam madzhab Hana-
fiyyah, seorang anak tidak wajib memberi naf-
kah kepada istri ayah.

4. NAFKAH HAWASYI DAN DZAWIL ARHAM
Pembahasan ini memuat tiga permasa-

lahan.

e Pertama: Wajibnya Nafkah Kerabat yang
tidak Termasuk Ushul dan Furu’

e Kedua: Syarat Wajibnya Nafkah Hawasyi
dan Dzawil arham.

o Ketiga: Banyaknya Keluarga yang Berke-
wajiban Menanggung Nafkah Kerabat.

. Wajibnya Nafkah Kerabat yang tidak
Termasuk Ushul dan Furu‘

Nafkah kerabat dekat baik yang termasuk
hawasyi maupun dzawil arham seperti sau-
dara, paman, tante, putranya saudara, dan bibi
hukumnya wajib, karena Allah SWT berfirman
yang artinya,

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga
yang dekat akan haknya.” (al-Israa’: 26)

Dan juga firman Allah SWT yang artinya,

“Dan sembahlah Allah dan janganlah ka-
mu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu

183 Al Mughnii, Vol. 7, him. 595; Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 448; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 167.
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apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua
orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga dekat dan te-
tangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan
hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh,
Allah tidak menyukai orang yang sombong dan
membanggakan diri.” (an-Nisaa’: 36)

Rasulullah saw. bersabda,

-
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“Tangan yang memberi itu lebih mulia,
dan mulailah pemberian itu kepada orang
yang berada dalam tanggunganmu, yaitu ibu-
mu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara
lelakimu, dan seterusnya sesuai urutan kede-
katan kerabat.”®*

Salah seorang lelaki bertanya kepada Ra-
sulullah, “Wahai Rasulullah, siapakah orang
yang harus aku baiki?” Beliau menjawab, “Ibu-
mu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara
lelakimu, hambamu yang nafkahnya menjadi
tanggungan wajib bagimu.”'8

Ayat dan hadits di atas menunjukkan wa-
jibnya memberi nafkah kepada kerabat yang
kurang mampu. Dalam hal ini, ulama mempu-
nya tiga pendapat.

Pertama, Madzhab Hanafiyyah: nafkah hu-
kumnya wajib bagi setiap kerabat dzawil ar-
ham yang termasuk mahram seperti paman,
saudara lelaki, anak dari saudara lelaki, dan
bibi. Nafkah tidak wajib bagi selain kerabat
yang tidak termasuk dzawil arham yang mah-
ram, seperti putra dan putri paman. Tidak juga
bagi mahram yang tidak termasuk dzawil ar-
ham seperti saudara dari satu susuan.

184 YR an-Nasa'i dan Ibnu Hibban (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 327).

185 HR Abu Dawud.

Kedua, Madzhab Hanabilah: nafkah hu-
kumnya wajib bagi setiap kerabat yang ter-
masuk ahli waris, baik yang mendapat bagian
tetap maupun hanya mendapatkan bagian
ashabah, seperti saudara kandung lelaki, atau
ayah, ibu, paman, dan anak paman. Nafkah ti-
dak wajib bagi keluarga yang hanya termasuk
dzawil arham, seperti putri paman, paman,
tante, dan sejenisnya yang tidak mendapat-
kan warisan baik dalam bagian pasti maupun
dalam ashabah, karena kekerabatan mereka
lemah. Hanya, mereka berhak mendapatkan
bagian harta waris jika memang tidak ada ahli
waris lain yang berhak. Artinya, hak seperti
itu sama dengan hak kaum Muslimin lainnya.

Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan seba-
gian ulama Hanabilah lain berpendapat bahwa
nafkah hukumnya wajib bagi setiap kerabat
dekat meskipun tidak termasuk dalam nasab
ushul dan furu) jika memang mendapatkan
warisan. Artinya, nafkah wajib bagi saudara
dzawil arham seperti paman dan bibi, karena
Allah SWT berfirman yang artinya, “...dan waris
pun berkewajiban demikian...” (al-Baqarah:
233) Dalam ayat ini, Allah SWT menjadikan
nafkah itu hukumnya wajib bagi orang kerabat
yang berhak mendapatkan warisan.

Ketiga, Madzhab Malikiyyah dan Syafi‘-
iyyah: nafkah tidak wajib kecuali bagi kedua
orang tua dan anak. Artinya, kerabat lain se-
perti paman, saudara, dan lainnya tidak wa-
jib menanggung beban nafkah karena syariat
hanya mewajibkan nafkah untuk orang tua
dan anak. Adapun bagi saudara lain, hukum-
nya tidak wajib karena tidak ada kaitannya
dalam proses kelahiran anak.

b. Syarat Wajibnya Nafkah Hawasyi dan
Dzawil Arham

Kewajiban nafkah bagi kerabat, menurut
Hanafiyyah tidak dapat ditetapkan kecuali
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dengan keputusan hakim ataupun dengan ke-
relaan. Artinya jika sebelum adanya dua hal
tersebut, nafkah tidak boleh diterima, kecuali
bagi istri, anak, dan orang tua karena mereka
tetap berhak mendapatkan nafkah meski tan-
pa keputusan hakim dan kerelaan. Nafkah
kerabat ini gugur jika sudah lewat masanya
mulai dari ketetapan hakim, karena wajibnya
berkaitan dengan kebutuhan. Jika sudah tidak
butuh maka tidak wajib lagi, kecuali jika hakim
memberi izin untuk berutang kepada kerabat.

Menurut Abu Hanifah, wajibnya nafkah
kerabat itu harus memenuhi syarat sebagai
berikut.

1) Kerabat Itu Termasuk Dzawil Arham,
Mahram, Fakir, dan tidak Mampu
Bekerja
Baik karena masih kecil, atau ia seorang

wanita, atau sakit dan buta. Nafkah ini tidak

hanya bagi anak kecil, namun juga meliputi
orang tua yang lemah dan tidak mampu be-
kerja. Allah SWT telah berfirman yang artinya,

«.dan waris pun berkewajiban demikian...”

(al-Baqarah: 233) Ibnu Mas‘ud membacanya,

“dan waris yang dzawil arham juga mahram

berkewajiban demikian.”

Syarat ini menjelaskan sifat yang harus
dipenuhi oleh penerima nafkah, yaitu harus
benar-benar butuh, baik karena masih kecil,
seorang wanita, mengidap sakit menahun,
atau buta. Jika kerabat tersebut masih mam-
pu untuk bekerja maka ia tidak berhak men-
dapatkan nafkah dari kerabatnya sendiri, dan
dia juga tidak kewajiban memberi nafkah
kepada kerabat lain selain kedua orang tua.
Seorang anak diperintahkan untuk memban-
tu meringankan beban orang tua sehingga ia
tetap harus memberi nafkah kepada mereka
meskipun mereka mampu bekerja.

186 Al-Badaa'i’, Vol. 4, him. 35.
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2) Syarat Kedua adalah Harus Seagama
dengan Kerabat yang Memberi Nafkah

Seorang kerabat yang berbeda agama ti-
dak berhak menerima nafkah sebagaimana
juga hukum waris. Hukum nafkah dan waris
disamakan karena wajibnya nafkah itu diba-
ngun atas dasar keberhakan seseorang dalam
mendapatkan warisan. Hukum nafkah ini ber-
beda dengan hukum nafkah untuk istri, ushul,
dan furu’ Nafkah istri hukumnya wajib karena
penahanan suami terhadap istri, sedangkan
nafkah ushul dan furu‘ karena termasuk ba-
gian keluarga terdekat. Nafkah untuk diri sen-
diri tetap wajib meski dalam keadaan kufur
maka nafkah untuk keluarga dekat juga tetap
harus diberikan meski mereka juga kufur
kecuali jika mereka memerangi kaum Muslim.
Dan kita kaum Muslimin dilarang untuk ber-
buat baik kepada orang-orang non-Muslim
yang memerangi kita.

3) Syarat Ketiga adalah Kerabat yang
Memberi Nafkah Itu Termasuk Orang
Kaya
Jika ia sendiri sedang kesulitan dalam hal

ekonomi maka ia tidak berhak memberi naf-
kah meskipun ia masih mampu bekerja. Ala-
sannya, karena kewajiban nafkah ini melalui
proses hubungan keluarga, dan kewajibannya
hanya bagi orang-orang yang kaya bukan bagi
orang miskin.

Akan tetapi, shahiban berbeda pendapat
mengenai batasan kaya yang mewajibkan
memberi nafkah kepada kerabat.'®

Abu Yusuf berpendapat bahwa yang dise-
but orang kaya adalah orang yang memiliki
nishab zakat, yaitu dua puluh dinar emas'’
atau dua ratus dirham perak. Karena, batasan
kaya dalam syariat adalah orang yang memi-

187 20 dinar emas sama dengan 96 gram dengan timbangan ajam, dan 100 gram dengan timbangan Irak.
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liki nishab yang berhak dikeluarkan zakatnya.
Adapun nafkah dzawil arham itu berkaitan
dengan hubungan keluarga, dan itu hanya wa-
jib atas orang-orang kaya, seperti halnya se-
dekah.

Imam Muhammad berpendapat bahwa
orang yang kaya itu adalah orang yang memi-
liki nafkah cukup untuk satu bulan. Dia masih
mempunyai sisa untuk dirinya dan keluarga-
nya. Artinya, orang yang memiliki kelebihan
harta setelah digunakan untuk nafkah satu
bulan maka orang tersebut sudah termasuk
orang kaya. Sisa hartanya itu bisa digunakan
untuk membantu kerabat yang kurang mam-
pu. Imam al-Kasani berkata, “Saya lebih setuju
dengan pendapat Imam Muhammad, yaitu
jika seseorang sudah memiliki penghasilan te-
tap dan ia tidak membutuhkan seluruh hasil-
nya itu karena sudah cukup. Maka, sisanya wa-
jib dinafkahkan kepada kerabatnya. Dalam hal
ini, hitungannya bukan menggunakan nishab
karena nishab itu berkaitan dengan hak ter-
hadap Allah. Sedangkan nafkah itu hak anak
manusia, jadi tidak cocok jika menggunakan
ukuran nishab sebagai standar”

¢. Banyaknya Keluarga yang Berkewajiban

Menanggung Nafkah Kerabat

Dari pembahasan di atas kita sudah me-
ngetahui bahwa jika orang yang berhak me-
nerima nafkah itu hanya memiliki seorang
kerabat yang kaya. Jika ia termasuk ushul atau
furu’ maka nafkahnya wajib atas kerabat itu,
meski ia tidak termasuk ahli warisnya, seperti
misalnya kakek dari jalur ibu atau anaknya
putri. Pendapat ini sudah disepakati oleh ma-
yoritas ulama.

Jika kerabat itu termasuk hawasyi maka
menurut Hanafiyyah ia berkewajiban mem-
beri nafkah jika ia termasuk dzawil arham

188
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mahram, seperti saudara lelaki, paman, dan
bibi. Akan tetapi menurut Hanabilah, hukum-
nya wajib jika ia termasuk ahli waris yang
mendapat bagian tetap atau ashabah, seperti
saudara lelaki dari ibu, dan anak paman.
Adapun jika ada banyak kerabat yang
berkewajiban memberi nafkah, ulama Hana-
fiyyah cenderung berbeda dengan ulama lain
dalam hal pembagian nafkah itu sendiri.

Madzhab Hanafiyyah
Menurut Hanafiyyah, nafkah untuk kera-

bat dibagikan berdasarkan empat kategori di

bawah ini:

1. Orang yang berhak mendapatkan nafkah
itu masih memiliki ushul dan furu’

2. Orang yang berhak mendapatkan nafkah
itu memiliki ushul dan hawasyi.1%8

3. Orang tersebut memiliki furu' dan ha-
wasyi.

4. Orang tersebut memiliki gabungan antara
ushul, furu’, dan hawasyi.

Berikut ini keterangan dari masing-ma-
sing kategori di atas.
1) Orang yang Berhak Mendapatkan
Nafkah Itu Masih Memiliki Ushul dan
Furu’

Jika orang yang berhak mendapatkan
nafkah itu masih memiliki ushul dan furu’
jika tingkat kekerabatannya berbeda maka
nafkahnya wajib atas kerabat yang terdekat,
baik ia termasuk ahli waris maupun tidak.
Contohnya seperti ayah dan anaknya anak
lelaki, atau putrinya anak perempuan. Atau
seperti ibu dan anaknya anak lelaki. Nafkah
wajib hukumnya bagi ayah dalam contoh per-
tama, dan wajib bagi ibu pada contoh kedua
karena ayah dan ibu kekerabatannya lebih
dekat, namun nafkah di situ wajib bagi selain
ahli waris.

Hawasyi adalah orang yang tidak termasuk bagién dari ushul dan furu, artinya tidak termasuk ushul dan juga furu'
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Jika tingkat kekerabatannya sama maka
kadar wajibnya nafkah itu sesuai dengan kadar
warisannya, kecuali jika di antara kerabat itu
terdapat anak laki-laki atau anak perempuan.
Maka dalam hal ini, nafkah menjadi tanggung
jawab anak lelaki ataupun anak perempuan.
Jika antara ayah dan anak maka nafkah di-
tanggung oleh anak, karena Rasulullah saw.
bersabda, “Engkau dan hartamu adalah milik
ayahmu. Jika antara kakek (ayahnya ayah) dan
putrinya anak perempuan maka nafkahnya di-
tanggung oleh kakek karena ia termasuk ahli
waris. Sedangkan, putrinya anak perempuan
dalam hal ini hanyalah dzawil arham dan tidak
berhak mendapat warisan.

2) Orang yang Berhak Mendapatkan
Nafkah Itu Memiliki Ushul dan Hawasyi

Jika orang yang berhak mendapatkan naf-
kah itu masih memiliki ushul dan hawasyi,
seperti misalnya masih memiliki ibu, saudara
kandung laki-laki dan ayah maka jika kedua
jenis kerabat itu mendapatkan warisan maka
nafkah hukumnya wajib bagi keduanya sesuai
dengan bagian warisan masing-masing. Tetapi
jika hanya salah satu yang mendapatkan wa-
risan maka nafkah hanya wajib atas ushul,
meskipun ushul itu tidak termasuk orang yang
mendapatkan warisan.

Contoh ushul yang mendapatkan warisan:
kakek dari jalur ayah dan saudara kandung
lelaki maka di sini nafkah ditanggung oleh
kakek.

Contoh ushul yang tidak mendapatkan
warisan: kakek dari jalur ibu dan paman maka
nafkahnya ditanggung oleh kakek.

Contoh yang keduanya mendapatkan wa-
risan: ibu dan saudara lelaki, atau anak sau-
dara lelaki dan paman, maka nafkah ditang-

T =
W

FIQIH ISLAM JILID 10

gung oleh ibu sepertiga dan ditanggung oleh
bagian ashabah dua pertiga.

3) Orang Tersebut Memiliki Furu‘ dan
Hawasyi

Jika orang yang berhak menerima nafkah
itu masih memiliki furu’ dan hawasyi maka
nafkah hukumnya wajib atas furu’, sedangkan
hawasyi tidak wajib memberikan nafkah ka-
rena sudah ada kerabat yang lebih dekat yaitu
furu’. Contoh misalnya ada seorang anak pe-
rempuan dan saudara kandung perempuan
maka nafkah ditanggung oleh anak perempuan
saja, sedangkan saudara kandung perempuan
tidak berkewajiban memberi nafkah meskipun
ia mendapatkan bagian warisan setengah.

Jika kerabat yang ada hanyalah seorang
anak lelaki yang beragama nasrani dan sauda-
ra lelaki beragama Islam maka yang berke-
wajiban memberi nafkah adalah anak lelaki,
meskipun yang berhak mendapatkan warisan
adalah saudara lelaki.

4) Orang Tersebut Memillki Gabungan
antara Ushul, Furu‘, dan Hawasyi

Jika orang yang berhak mendapatkan
nafkah itu memiliki kerabat berupa ushul,
furu|, dan hawasyi maka hukumnya seperti
hukum dalam bagian pertama, yaitu nafkah
ditanggung oleh ushul dan furu‘ sebagaimana
dijelaskan di atas karena kuatnya pertalian
darah mereka. Dalam hal ini, hawasyi tidak
dianggap karena sudah ada ushul dan furu’

Jika hanya ada ushul bersama seorang
ayah maka nafkah wajib atas ayah sendiri, dan
jika hanya ada hawasyi maka nafkahnya dibagi
sesuai dengan ketentuan warisan jika memang
orang tersebut masih termasuk dzawil arham
dan mahram.
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Madzhab Hanabilah

Pertama: menurut Hanabilah'®® nafkah
hukumnya wajib atas kerabat sesuai dengan
bagian warisan masing-masing. Jika seseorang
masih memiliki ibu dan kakek maka ibu mem-
beri sepertiga nafkah, sedangkan kakek mem-
beri dua pertiga nafkah. Jika memiliki anak
lelaki dan anak perempuan maka nafkah di-
tanggung berdua sepertigaan seperti bagian
warisan. Jika memiliki nenek dan saudara
lelaki maka nenek menanggung seperenam
nafkah, sedang sisanya ditanggung oleh sau-
dara lelaki. Orang yang memiliki anak perem-
puan dan saudara perempuan maka setengah
nafkah ditanggung oleh anak perempuan dan
setengahnya lagi ditanggung oleh saudara pe-
rempuan. Orang yang masih memiliki kakek
nenek dari jalur ibu maka ibunya ibulah (ne-
nek) yang menanggung nafkah, karena dialah
yang mendapatkan warisan. Jika yang dimili-
kinya adalah kakek nenek dari ayah maka ibu-
nya ayah menanggung seperenam, sedangkan
sisanya ditanggung oleh kakek. Jika ada kakek
dan saudara lelaki maka tanggungan nafkah
keduanya sama. Jika ada ibu, saudara lelaki,
dan kakek maka nafkah ditanggung bersama
sepertigaan.

Dari ketentuan di atas, ulama Hanabilah
membuat pengecualian apabila orang yang
berhak mendapatkan nafkah itu masih memi-
liki ayah. Maka nafkahnya hanya ditanggung
oleh ayah tersebut, sedang kerabat yang lain
tidak kewajiban menanggung nafkahnya, ka-
rena Allah SWT berfirman yang artinya, “
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan
pakaian mereka dengan cara yang patut....” (al-
Baqarah: 233) Pendapat ini berbeda dengan
madzhab Hanafiyyah yang cenderung men-
jadikan nafkah sebagai tanggungan anak jika
memang masih ada.

189 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 587-593.
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Kedua: jika terdapat ushul dan furu‘ yang
sama-sama mendapatkan warisan, jika kera-
bat yang dekat itu miskin, sedang yang jauh
itu kaya maka nafkah ditanggung oleh kerabat
jauh yang kaya. Artinya, jika seseorang masih
memiliki seorang ibu yang miskin dan seorang
nenek yang kaya maka nafkahnya hanya di-
tanggung oleh nenek.

Ketiga: jika ada dua kerabat dekat yang
sama-sama kaya, namun salah satu dari ke-
duanya terhalang dari warisan karena adanya
kerabat dekat yang miskin, jika yang terhalang
itu termasuk bagian dari jalur nasab (ushul
dan furu) maka kewajiban nafkahnya tidak
gugur. Jika dari selain ushul dan furu‘ maka ia
tidak berkewajiban memberi nafkah. Jika se-
seorang masih memiliki kedua orang tua dan
seorang kakek, namun ayahnya miskin maka
keberadaannya tidak dianggap sehingga se-
pertiga nafkah ditanggung oleh ibu, sedangkan
sisanya ditanggung oleh kakek. Jika seseorang
masih memiliki kedua orang tua, dua orang
saudara lelaki, dan seorang kakek, namun
ayahnya juga miskin maka keduaorangsaudara
tidak berkewajiban memberi nafkah, karena
keduanya terhalang dan bukan termasuk ba-
gian dari ushul ataupun furu’ sehingga seper-
tiga nafkah ditanggung oleh ibu, sedangkan
sisanya ditanggung oleh kakek.

Keempat: jika orang yang berhak men-
dapatkan nafkah itu hanya memiliki seorang
kerabat kaya yang termasuk ahli waris maka
ia berkewajiban menanggung nafkah sesuai
kadar warisan yang ia terima.

Dalam hal nafkah, seorang istri lebih di-
dahulukan daripada kerabat lainnya karena
Rasulullah saw. bersabda, “Jika salah seorang
kalian miskin maka mulailah nafkah untuk
dirinya sendiri. Kalau masih ada sisa maka
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untuk keluarganya, dan kalau masih juga ada
sisa maka untuk kerabatnya.”

Undang-undang negara Syria cenderung
lebih memilih pendapat madzhab Hanabilah,
karena dirasa lebih adil dan juga sesuai de-
ngan kaidah yang berbunyi, “al-gharam bil
ghanam”° sehingga nafkah dibagikan sesuai
dengan bagian warisan, dan kewajiban nafkah
untuk kerabat tidak berkaitan dengan hubung-
an mahram. Adapun pendapat Hanafiyyah, ter-
kadang mewajibkan nafkah kepada kerabat
dekat yang tidak mendapatkan warisan dan
tidak mewajibkannya kepada kerabat dekat
yang mendapatkan warisan. Namun demikian,
sebagian hukum-hukum nafkah yang lain di-
ambilkan dari pendapat madzhab Hanafiyyah.

Madzhab Syafi‘iyyah

Ulama Syafi‘iyyah berpendapat'®* bahwa
nafkah dibagikan atas orang tua dan anak de-
ngan ketentuan sebagai berikut.

Seseorang yang memiliki dua orang furu’
yang sama dalam kedekatan dan warisan, atau
tidak adanya kesamaan dalam kedekatan dan
warisan, seperti dua orang anak lelaki atau
dua orang anak perempuan, atau seorang anak
lelaki dan seorang anak perempuan maka
nafkah ditanggung mereka dengan pemba-
gian yang sama, dan tidak berdasarkan bagian
warisan meskipun keduanya berbeda dalam
hal ekonomi.

Jika salah satu kerabat ada yang dekat
dan yang satunya mendapatkan warisan maka
menurut pendapat yang ashah, yang menang-
gung nafkah itu adalah kerabat yang dekat,
meskipun tidak mendapatkan warisan.

Jika keduanya sama-sama berhak men-
dapatkan warisan, seperti anak perempuan
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dan putri anak lelaki maka nafkah ditanggung
oleh keduanya.

Jika tingkat kedekatan kerabat itu sama
maka yang didahulukan adalah orang yang
mendapatkan warisan karena dianggap lebih
kuat, seperti anak lelaki dan putra anak pe-
rempuan, maka nafkah ditanggung oleh anak
lelaki bukan oleh putra anak perempuan,

Jika sama-sama mendapatkan warisan
seperti misalnya anak lelaki dan anak perem-
puan maka ada dua pendapat: satu pendapat
mengatakan bahwa keduanya menanggung
nafkah dengan pembagian yang sama, dan
pendapat yang lain mengatakan bahwa pem-
bagian nominal nafkah dibagi berdasarkan
banyaknya bagian warisan. Di sini pendapat
pertama lebih tepat.

Kaidah dalam ushul lebih dekat daripada
kaidah furu‘ Artinya, jika seseorang masih me-
miliki kedua orang tua maka nafkah ditang-
gung oleh ayah, dan jika seseorang memiliki
kakek dan nenek maka yang paling dekatlah
yang menanggung nafkahnya.

Jika seseorang masih memiliki ushul dan
furu’ maka menurut pendapat yang ashah,
nafkah ditanggung oleh furu’ meskipun tergo-
long jauh, seperti ayah dan putranya anak le-
laki karena kekerabatannya lebih kuat.

Menurut Syafi‘iyyah, seorang istri lebih
didahulukan daripada kerabat lain sebagai-
mana pendapat Hanabilah karena nafkahnya
lebih kuat dan tidak gugur dengan lewatnya
masa.

Madzhab Maliki

Menurut pendapat yang rajih madzhab
Maliki!®?, nafkah ditanggung oleh anak-anak
yang ekonominya sudah mapan sesuai dengan

Kaidah ini artinya beban biaya dan tanggungan utang yang menjadi bagian dari suatu perkara wajib ditanggung oleh orang yang
mendapatkan manfaat dari perkara tersebut, penj.. : '
191 Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 450-451; al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 166.
192 Agy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 752.
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kadar kemampuan masing-masing jika me-
mang berbeda-beda. Pendapat lain mengata-
kan nafkah ditanggung berdasarkan jumlah
anak secara merata, tanpa membedakan anta-
ra anak lelaki dan anak perempuan. Pendapat
lain mengatakan nafkah dibagikan sesuai de-
ngan perolehan warisan, jadi seorang anak le-
laki berbanding dua orang anak perempuan.

* Nafkah Kerabat dalam Undang-Undang
Syria
Negara Syria mengambil pendapat madz-

hab Hanafiyyah dalam menentukan nafkah

kerabat, selain dalam hal pembagian nafkah
ketika ada banyak kerabat yang berkewajiban
memberi nafkah. Penentuan wajibnya nafkah
juga tidak berdasarkan hubungan mahram.

Pendapat ini diambil dari madzhab Hanabilah.
Berikut poin atau pasal yang mengatur

masalah nafkah kerabat.

* Pasal 154: nafkah setiap manusia diambil
dari hartanya sendiri, kecuali istri yang
nafkahnya ditanggung oleh suaminya.

e Pasal 155:

Ayat 1: jika seorang anak tidak memiliki
harta maka nafkahnya ditanggung oleh
ayahnya selama ayah tidak fakir, lemah,
tidak mampu memberi nafkah, baik kare-
na sakit maupun idiot.

Ayat 2: nafkah anak tetap menjadi tang-
gungan orang tua hingga menikah untuk
anak perempuan, dan hingga batas usia
umum bagi anak lelaki mampu bekerja.

e Pasal 156:

Ayat 1: jika seorang ayah tidak mampu
memberi nafkah, namun masih mampu

bekerja maka tanggugan nafkah anak di-
limpahkan kepada kerabat lain yang juga
berkewajiban menanggung nafkah jika
ayah tidak ada.

Ayat 2: nafkah yang tersebut dalam ayat 1
menjadi utang bagi ayah dan orang yang
memberi nafkah berhak meminta kembali
kepada ayah jika ia sudah mampu.

Pasal 157:

Ayat 1: seorang ayah tidak dibebani naf-
kah istri anak kecuali jika ia sudah siap
menanggungnya.

Ayat 2: nafkah ayah yang diberikan kepada
istri anak dianggap utang bagi anak yang
harus dibayar ketika ia sudah mampu.
Pasal 158: seorang anak yang kaya atau
mampu, baik lelaki maupun perempuan,
besar maupun kecil wajib menanggung
nafkah kedua orang tuanya yang miskin,
meski keduanya masih mampu untuk
bekerja selama ayah tidak nampak keras
kepala atau malas.

Pasal 159: nafkah seorang fakir miskin
yang tidak mampu untuk bekerja, baik ka-
rena sakit yang menimpanya atau lemah
otaknya wajib ditanggung oleh ahli wa-
risnya yang kaya sesuai dengan bagian
warisan masing-masing.

Pasal 160: Tidak ada nafkah dalam hal be-
da agama, kecuali untuk ushul dan furu’.
Pasal 161: nafkah kerabat dimulai sejak
hari pengakuan, namun hakim berhak
memutuskan nafkah anak atas ayahnya
sejak awal sebelum ada pengakuan dengan
syarat tidak melampaui empat bulan.
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BAB KEEMPAT
WASHAYA™

Pembahasan mengenai washaya menca-
kup tiga pasal, yaitu: Pertama -. mengenai
wasiat; Kedua - mengenai tasharruf yang di-
lakukan oleh pesakit kematian; dan Ketiga
- mengenai wishaayah.

o Pasal pertama mencakup tujuh pemba-
hasan.

e Pembahasan pertama: Arti, legalitas, ru-
kun, dan tata cara menjadi kokohnya
wasiat.

¢ Pembahasan kedua: Syarat-syarat wasiat.

e Pembahasan ketiga: Hukum-hukum wa-
siat (ciri/sifat dilihat dari segi apakah
merupakan keharusan atau tidaknya; pe-
ngaruhhya untuk pemilikan; hukum-hu-
kum washi (pelaksana wasiat); hukum-hu-
kum mushaa lah (orang yang menerima
wasiat); hukum-hukum mushaa bih (se-
suatu yang diwasiatkan); ukuran wasiat;
wasiat kepada ahli waris; wasiat yang
berupa ukuran yang sama dengan bagi-
an pasti ahli waris tertentu; wasiat yang
berupa bagian-bagian tertentu; pelaksa-
naan wasiat).
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e Pembahasan keempat: Hal-hal yang mem-
batalkan wasiat.

e Pembahasan kelima: Tazaahum (berde-
sakan; padat; banyak) wasiat.

¢ Pembahasan keenam: Wasiat wajib me-
nurut undang-Undang.

e Pembahasan ketujuh: Penetapan wasiat.

A. WASIAT

Pembahasan ini mencakup pengantar dan
tujuh pembahasan.

PENGANTAR SEJARAH WASIAT

Wasiat merupakan aturan lama, namun
dalam beberapa dekade, wasiat kerap diba-
rengi penganiayaan dan ketidakadilan. Dalam
masyarakat Romawi misalnya, seorang kepala
rumah tangga memiliki hak tasharruf yang
tidak terbatas dalam hal wasiat sehingga ter-
kadang mereka membuat wasiat untuk orang
asing (bukan keluarga dan bukan kerabat),
dan mereka menghalangi anak-anak kandung-

Yang dimaksud dengan washaaya di sini mencakup wasiat dan al-iishaa’ (pengampuan; perwalian; pesan dan perintah). Bila
diucapkan, “Uushii ilaa Fulaan, Aku berwasiat kepada Fulan,” artinya aku menjadikannya sebagai washi, dan kata bendanya adalah
wishaayah.
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nya dari hak waris. Akan tetapi, kemudian hal
tersebut berakhir dengan wajibnya menjaga
seperempat harta warisan ayah untuk anak-
anak, namun dengan syarat perilaku dan in-
teraksi mereka tidak membuat ayah mereka
marah.

Bangsa Arab pada masa jahiliah membuat
wasiat untuk orang lain sebagai kebanggaan,
namun mereka meninggalkan kerabat mereka
dalam kefakiran dan kesempitan.!%*

Kemudian Islam datang dan membenar-
kan sudut pandang wasiat yang berdasarkan
kepada asas hak dan keadilan, Islam mengha-
ruskan orang-orang yang memiliki harta agar
membuat wasiat untuk kedua orang tua dan
para kerabat, yaitu sebelum turunnya perin-
tah mengenai warisan. Pada masa permulaan
Islam, wasiat wajib dengan menggunakan se-
luruh harta untuk diberikan kepada kedua
orang tua dan kaum kerabat, dengan firman
Allah SWT yang artinya,

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen-
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua
orang tua dan karib kerabat dengan cara yang
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang
yang bertakwa.” (al-Baqarah: 180)

Ketika turun ayat dalam surah an-Nisaa’
mengenai legalitas hukum warisan secara ter-
perinci, wasiat yang sudah disyariatkan dalam
Islam dibatasi dengan dua hal.

Pertama: Wasiat untuk ahli waris tidak
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dilaksanakan melainkan dengan adanya izin
para ahli waris lainnya karena Rasulullah saw.
berkhotbah pada tahun Haji Wada’, “Sesung-
guhnya Allah telah memberikan setiap pemilik
hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi
ahli waris"*** Adapun kedua orang tua ber-
hak mendapatkan bagian tertentu dari harta
peninggalan dan wasiat hukumnya sunnah
untuk selain ahli waris.

Kedua: Membatasi maksimal wasiat hanya
dengan sepertiga harta, sebagaimana sabda
Nabi saw. kepada Sa‘ad bin Abi Wagash yang
ingin membuat wasiat sebanyak dua pertiga
atau setengah hartanya, karena yang menjadi
pewarisnya hanya satu anak perempuannya
saja, “Sepertiga, dan sepertiga adalah banyak.
Sungguh baik bagimu meninggalkan ahli waris
dalam keadaan kaya daripada meninggalkan
mereka dalam keadaan papa dan menjadi be-
ban bagi orang lain."*%

Adapun sisa dari sepertiga harta meru-
pakan hak ahli waris sehingga tasharruf mu-
warrits (orang yang memberikan warisan)
atas kelebihan tersebut tidaklah dilaksanakan
melainkan bila ada kerelaan dan persetujuan
ahli waris.

‘1. ARTI WASIAT, LEGALITAS, RUKUN, TATA

CARA TERBENTUK KOKOHNYA, SERTA
PENGARUHNYA™’

a. Arti Wasiat dan Dua Jenis Wasiat

Wasiat adalah iishaa’ (memberikan pesan;
perintah; pengampuan; perwalian), dan secara
etimologi diartikan sebagai janji kepada orang

Washiyyat fis Syariat al Islaamiyyah, Prof. Dr. Aisawi Ahmad Aisawi Alm,, him. 9.
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Hadits mutawatir diriwayatkan oleh dua belas sahabat, dan mursal dengan riwayat lima orang tabi'in. Di antara sahabat yang
meriwayatkan adalah Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, al-Baihaqi, dan Abd bin
Humaid dalam Musnad-nya, dengan teks tersebut (Nashbur Raayah, vol. 4/403-405). Imam Syafi'i menetapkan dalam al-Umm,
bahwa matan hadits ini mutawatir (Nailul Authaar, vol. 6, him. 40).

Diriwayatkan oleh jamaah (Imam Ahmad dan imam enam lainnya), diambil dari jalur Sa‘ad bin Abi Waqqash (Nashbur Raayah,
vol. 4, hlm. 401; Nailul Authaar, vol. 6, him. 38).

Al-Badaa’i’, vol. 7, hlm. 330-334; Takmilat Fathul Qadiir, vol. 8, him. 417-419; al-Qawaaniin al-Fighiyyah wa Raddul Muhtaar, vol.
5, him. 457-465; al-Lubaab, vol. 4, him. 168; asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 579-585, 601; al-Qawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 405;
Bidaayatul Mujtahid, vol. 2, him. 328 dan him. setelahnya; Mugnil Muhtagj, vol. 3, him. 38-40, 52,73; al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm.
449, 452; al-Mughnii, vol. 6, him. 51, 25; Kasysyaaful Qinaa’, vol. 4, him. 371-375; Ghaayatul Muntahaa, vol. 2, him. 348,351-352.



Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah A

lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan
tertentu semasa hidupnya atau setelah me-
ninggalnya; aushaitu lahu au ilaih; aku mem-
berikan pesan atau perintah untuknya; berarti
aku menjadikannya sebagai washi (pelaksana)
yang akan menguasai orang setelahnya (pihak
penerima/mushaa ‘alaih). Arti ini populer
dengan’istilah kata wishaayah. '

Wasiat juga bisa diartikan menjadikan
harta untuk orang lain; washaitu bi kadzaa
au aushaitu (aku menjadikan sesuatu itu un-
tuknya). Washaya yang merupakan bentuk
jamak dari kata washiyyah mencakup wasiat
harta; sedang iishaa, wishaayah, dan washiy-
yah dalam istilah ulama figih diartikan kepe-
milikan yang disandarkan kepada keadaan
atau masa setelah kematian seseorang dengan
cara tabarru’ atau hibah, baik sesuatu yang
akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud
atau hanya sebuah nilai guna barang. Dengan
arti ini, istilah-istilah tersebut menjadi ber-
beda dengan kepemilikan-kepemilikan benda
munjazah (yang langsung bisa dilaksanakan),
seperti penjualan dan hibah; juga kepemilikan
nilai guna seperti sewa-menyewa; dan yang
disandarkan kepada keadaan selain kematian
seperti sewa-menyewa yang disandarkan ke-
pada waktu mendatang, misalnya di awal
bulan depan atau yang lainnya. Wasiat juga
berbeda dengan hibah yang merupakan tabar-
ru’ atau pemberian kepemilikan tanpa ganti,
karena wasiat dilaksanakan setelah kematian,
sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. De-
finisi ini juga mencakup pembebasan utang,
karena pembebasan utang adalah memberi-
kan kepemilikan piutang (harta terutang) ke-
pada orang yang berutang.

Arti inilah yang saya kehendaki, yakni
wasiat sebagai akad atau tasharruf atas harta
benda. Sebagian ulama figih mengartikannya
lebih luas dari ini, bahwa wasiat adalah perin-
tah untuk melakukan tasharruf setelah kema-
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tian, dan perintah untuk melakukan tabarru’
atas harta benda setelah kematian. Maka, arti
ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk
menikahkan anak perempuannya, meman-
dikan, atau sebagai imam dalam menshalat-
kannya.

Dua jenis wasiat: Wasiat adalah sah, baik
muthlaqah (bebas) atau muqayyadah (terba-
tas/bersyarat). Wasiat muthlagah adalah bila
seseorang mengucapkan, “Aku berwasiat se-
suatu ini untuk Fulan),” sedang wasiat muqay-
yadah atau mu‘allagah (bergantung), seperti,
“Jika aku mati dari penyakit ini, atau di negara
ini, atau dalam perjalananku ini maka sesuatu
ini untuk Fulan.” Jika syarat yang disebutkan
terjadi maka wasiat menjadi sah. Dan jika apa
yang disyaratkannya tidak terjadi, misalnya
dia sembuh dari sakitnya tadi atau tidak me-
ninggal di negara atau dalam perjalanan terse-
but, wasiat menjadi batal karena tidak wujud-
nya syarat penggantungan yang telah disebut-
kan sebelumnya.

. Undang-Undang Perdata Syria dan Un-
dang-Undang Wasiat Mesir mendefinisikan
wasiat sebagai tasharruf atas harta pening-
galan yang disandarkan kepada hal atau masa
setelah kematian.

Dalam memori penjelasan Perundangan
Mesir disebutkan, kata tamliik (menjadikan
sesuatu sebagai milik)’ yang sudah biasa ber-
laku dalam definisi golongan Hanafiyyah telah
diganti dengan kata tasharruf (membelanja-
kan, mengatur, mendayagunakan), agar bisa
mencakup semua permasalah wasiat.

Kata tersebut kemudian bisa mencakup:
Mushaa bih berupa harta benda atau nilai gu-
na barang; mushaa lah termasuk orang yang
berkompeten untuk menjadi pemilik, seperti
wasiat untuk orang yang dijelaskan (mu‘ayyan)
dengan menggunakan nama atau ciri, yakni
orang-orang yang masih bisa dihitung, atau
dijelaskan dengan menggunakan ciri namun
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tidak terhitung, seperti wasiat untuk orang-
orang fakir; mushaa lah yang berupa suatu
lembaga atau kepentingan sosial (kebajikan),
seperti tempat-tempat pengungsian, sekolah-
sekolah, dan lain-lain.

Juga mencakup: Jika mushaa bih adalah
pengguguran yang di dalamnya terkandung
arti pemberian kepemilikan, seperti wasiat
pembebasan utang; jika mushaa bih adalah
pengguguran murni dengan membebaskan
seorang kafiil (penjamin) dari tanggungannya;
mushaa bih berupa hak yang tidak berupa
harta benda, nilai guna, atau pengguguran,
namun ia bersifat materi karena berhubung-
an dengan harta benda, seperti wasiat untuk
menangguhkan utang yang sudah jatuh tem-
ponya, dan wasiat untuk menjual harta tidak
bergerak kepada Fulan misalnya.

Yang dimaksud dengan tirkah adalah
semua yang ditinggalkan muwarrits (orang
yang mewariskan) untuk ahli warisnya, baik
berupa harta benda, nilai guna barang, atau
suatu hak dari hak-hak lainnya yang berhu-
bungan dengan harta benda yang bisa ber-
pindah tangan dari muwarrits kepada waarits
(ahli waris) dengan sebab meninggalnya si
muwarrits tersebut.

b. Masyru‘iyyah Waslat
Legalitas ini mencakup dalil-dalil, sebab,
hukum, serta jenis hukum syar‘inya.
Dalil-dalil legalitasnya adalah Al-Qur’an,
As-Sunnabh, [jma’, dan rasio.

Dalil-Dalil Wasiat
e Dalil dari Al-Qur’an

Adapun dalil dari Al-Qur’an adalah firman
Allah SWT yang artinya,

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen-
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua

Baglan 6: Ahwaal Syakhshiyyah

orang tua dan karib kerabat dengan cara yang
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang
yang bertakwa.” (al-Bagarah: 180)

Juga, firman Allah SWT yang artinya,

“..setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat-
nya atau (dan setelah dibayar) utangnya...”
(an-Nisaa™ 11)

Dan juga, firman-Nya yang artinya,

“..setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka
buat atau (dan setelah dibayar) utangnya....”
(an-Nisaa™: 12)

Ayat pertama menunjukkan disyariatkan-
nya wasiat untuk para kerabat, dan dua ayat
terakhir menjadikan warisan sebagai hak yang
pelaksanaannya diakhirkan setelah pelaksa-
naan wasiat dan pembayaran utang, namun
pembayaran utang juga didahulukan sebelum
pelaksanaan wasiat, sebagaimana ucapan sa-
habat Alira.,
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“Sesungguhnya kalian membaca ayat ini,
‘..setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya
atau (dan setelah dibayar) utangnya.... (an-
Nisaa’: 11), dan sesungguhnya Nabi memutus-

kan bahwa (pembayaran) utang adalah sebe-
lum (pelaksanaan) wasiat.” (HR at-Tirmidzi)

e Dalil dari As-Sunnah
Hadits riwayat Sa’ad bin Abi Wagash yang
berbunyi,
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“Sepertiga, dan sepertiga itu banyak.”

Hadits yang berbunyi,

L
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“Sesungguhnya Allah bersedekah atas ka-
lian ketika kalian wafat, dengan menggunakan
sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi
amalan kalian.”**®

Dan juga hadits,
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“Tiadalah hak seorang Muslim yang berma-
lam selama dua malam, sedang dia memiliki
sesuatu yang ingin diwasiatkannya, melainkan
wasiatnya tertulis di sisi kepalanya.”®

Juga, khabar Ibnu Majah, “Mahruum ada-
lah orang yang terhalang dari wasiat. Orang
yang meninggal dengan meninggalkan wasiat,
dia meninggal di atas jalan (yang benar) dan
sunnah, dalam ketakwaan dan kesaksian, dia
meninggal dalam keadaan diampuni.”

Dalil dari Ijma: Para ulama sepakat atas
diperbolehkannya wasiat.
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Dalil dari rasio: Kebutuhan manusia akan
wasiat sebagai tambahan bentuk pendekatan
diri dan kebaikan mereka, serta menindaklan-
juti kegegabahan yang dilakukannya semasa
hidup, yakni saat mengerjakan amalan baik.

Sebab-Sebab atau Hikmah Wasiat

Sebab wasiat sama dengan sebab semua
tabarru’, yaitu menghasilkan faedah kebaikan
di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat.
Karena itu, Allah mensyariatkannya sebagai
penguat amal saleh, balasan bagi orang yang
telah mempersembahkan kebaikan kepada
orang lain, menyambung silaturahim dan pa-
ra kerabat selain ahli waris, menutup keku-
rangan orang-orang yang membutuhkan, me-
ringankan beban orang-orang yang lemah,
orang-orang yang dalam keadaan sempit, dan
orang-orang miskin. Hal ini terealisasi apabila
ada komitmen kebajikan dan keadilan di da-
lamnya, serta menjauhi unsur merugikan atau
membahayakan dalam wasiat, karena Allah
SWT berfirman yang artinya,

“ .setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat-
nya atau (dan setelah dibayar) utangnya de-
ngan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)
... (an-Nisaa": 12)

Juga, karena hadits Ibnu Abbas ra,, “Mem-
buat/mendatangkan bahaya (kerugian}) dalam
wasiat termasuk dosa besar.”?*® (HR ad-Da-
ruquthni)

Keadilan yang dikehendaki di sini adalah
membatasi wasiat hanya dari sepertiga harta

198 Hadits diriwayatkan oleh lima sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu Darda’, Mu'adz, Abu Bakar ash-Shiddig, dan Khalid bin Ubaid.
Hadits Abu Hurairah menggunakan riwayat atau teks tersebut yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar
(Nashbur Raayah, vol. 4, hlm. 399-400).

Hadits ini diriwayatkan oleh banyak perawi, diambil dari riwayat Ibnu Umar, dan hadits ini digunakan sebagai hujjah orang yang
mengerjakannya dengan tulisan, apabila memang tulisannya sudah dikenal (Nailul Authaar, vol. 6, him. 33). Artinya, bukanlah
suatu pendapat yang benar apabila seseorang melewatkan waktunya begitu saja, padahal dalam waktu tersebut dia memiliki
harta yang akan diwasiatkannya, lalu dia tidak menuliskan wasiatnya. Dalam hadits ini terdapat dorongan dan motivasi untuk
bersegera dalam menuliskan wasiat.

Unsur merugikan atau membahayakan dalam wasiat adalah apabila seseorang berwasiat lebih dari sepertiga harta. Sedang
membahayakan dalam utang berarti menjual dengan harga di bawah harga standar, namun membeli di atas harga standar.

199
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peninggalan, sebagaimana batasan yang telah
ditetapkan syara’ Sedang tidak dilaksanakan-
nya wasiat untuk ahli waris, melainkan apabila
ada izin dari ahli waris lainnya adalah untuk
mencegah terjadinya saling membenci, hasud,
serta memutuskan tali silaturahmi.

Jenis Hukum Wasiat secara Syar‘i

Hukumnya disunnahkan. Wasiatdisunnah-
kan meski dilakukan oleh orang yang sehat
dan tidak dalam keadaan sakit, karena ke-
matian datang tiba-tiba; maka mewasiatkan
bagian tertentu harta milik tidaklah wajib me-
lainkan bagi orang yang memiliki tanggungan
utang, titipan, memiliki kewajiban atau tang-
gungan lainnya yang wajib diwasiatkan. Se-
sungguhnya Allah mewajibkan pelaksanaan
amanat, dan jalannya adalah melalui wasiat.

Dalil tidak diwajibkannya wasiat: menge-
nai wasiat, tidak dinukilkan dari mayoritas sa-
habat dan karena wasiat adalah tabarru’ atau
pemberian yang tidak wajib dilaksanakan
semasa hidup, maka setelah mati pun tidak
diwajibkan, seperti pemberian kepada fakir
miskin yang tidak ada hubungan apa pun, baik
karena keluarga atau kerabat. Sedang ayat
yang artinya,

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen-
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk ke-
dua orang tua dan karib kerabat dengan cara
yang baik...” (al-Bagarah: 180)
di-nasakh dengan firman-Nya yang berbunyi,

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya
... (an-Nisaa: 7), sebagaimana dikatakan
oleh Ibnu Abbas. Ibnu Umar pun mengatakan,
“Ayat mengenai wasiat di-nasakh dengan ayat
tentang warisan.”
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Setelah hukum wajib wasiat di-nasakh, ma-
ka tetaplah hukum disunnahkan wasiat untuk
diberikan kepada orang yang tidak memiliki
hak waris, sebagaimana hadits tersebut di atas,
yang di antaranya adalah, “Sesungguhnya Allah
bersedekah atas kalian ketika kalian wafat, de-
ngan menggunakan sepertiga harta kalian.”

Sesuai dengan Kkesepakatan ahlul ilmi,
yang lebih utama adalah membuat wasiat un-
tuk para kerabat yang bukan ahli waris yang
dalam keadaan fakir, karena Allah SWT ber-
firman,

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat
dekat...” (al-Israa’: 26)

dan juga ayat, “...dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabat...” (al-Baqarah:
177); maka wasiat dimulai dengan memberi-
kannya kepada golongan ini.

Dan juga firman Allah SWT yang artinya,

“.. Orang-orang yang mempunyai hubung-
an darah satu sama lain lebih berhak (waris-
mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-
orang Mukmin dan orang-orang muhgjirin, ke-
cuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada
saudara-saudaramu (seagama)....” (al-Ahzaab:
6); berbuat baik ditafsiri sebagai wasiat.

Juga, karena sedekah untuk mereka se-
masa hidup adalah lebih utama, maka demiki-
an halnya setelah meninggal. Namun jika me-
reka membuat wasiat untuk orang lain dengan
membiarkan kerabat dalam keadaan tersebut,
menurut pendapat mayoritas ulama, wasiat
mereka tetap sah.

Terkadang hukum wasiat bisa menjadi
makruh atau haram. Maka, jelas bahwa wasiat
ada empat macam bila dilihat dari sifat hukum
syar‘inya, yaitu sebagai berikut.
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1) Wajib

Contohnya seperti wasiat untuk mengem-
balikan barang titipan dan utang yang tidak
diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan
kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung-
an seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa,
fidyah shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah
disepakati. '

Golongan Syafi‘iyyah mengatakan, adalah
disunnahkan membuat wasiat untuk memba-
yar hak-hak yang berupa utang, mengembali-
kan barang titipan, pinjaman, dan sejenisnya;
pelaksanaan wasiat-wasiat lain apabila ada;
memerhatikan urusan anak-anak dan sejenis-
nya seperti orang-orang gila dan orang yang
baligh namun dalam keadaan idiot. Dan wasi-
at yang berkenaan dengan hak Adami ada-
lah wajib, seperti barang titipan dan barang
yang di-ghashab jika orang tersebut tidak
mengetahuinya.

2) Mustahabah

Contohnya seperti wasiat kepada para ke-
rabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang
ditujukan untuk pihak atau kepentingan ke-
bajikan dan untuk orang-orang yang membu-
tuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan
(memiliki harta yang banyak; menurut adat)
disunnahkan menjadikan seperlima hartanya
untuk orang-orang fakir yang dekat, jika ti-
dak ada, maka untuk orang-orang miskin dan
orang-orang alim yang agamis.

3) Mubah .

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan
untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain
atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk me-
reka ini boleh.

4) Makruh Tahrim Menurut Hanafiyyah
Contohnya seperti wasiat yang ditujukan
untuk ahli fasik dan maksiat. Wasiat secara
mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang
memiliki ahli waris, kecuali bila ahli waris

dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum
dimubahkan.

Secara mufakat, terkadang wasiat berhu-
kum haram dan tidak benar, seperti wasiat
agar dilakukan sebuah maksiat, misalnya wa-
siat membangun gereja atau merenovasinya,
wasiat menuliskan serta membacakan Taurat
dan Injil, wasiat menulis buku-buku sesat dan
filsafat serta ilmu-limu lain yang diharamkan,
juga wasiat dengan menggunakan khamar
atau wasiat untuk membiayai proyek-proyek
yang membahayakan moralitas umum.

Wasiat juga haram apabila diberikan ke-
pada orang asing (yang bukan keluarga atau
kerabat) dan melebihi sepertiga harta, juga
wasiat sesuatu untuk ahli waris secara mut-
lak. Pendapat shahih golongan Hanafiyyah me-
nyatakan bahwa wasiat lebih dari sepertiga
harta makruh, sedang wasiat untuk ahli waris
haram.

Yang lebih utama adalah menyegerakan -
wasiat yang ditujukan untuk pihak atau ke-
pentingan kebajikan semasa hidup dan tidak
memperlambatnya hingga wafat. Karena bisa
saja jika seseorang berwasiat, akan ada Kke-
sembronoan dalam pelaksanaan setelah dia
meninggal, juga karena hadits riwayat Abu
Hurairahra,
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“Rasulullah ditanya, ‘Sedekah apakah
yang paling utama?’ Beliau menjawab, ‘(Yaitu)
kamu bersedekah, sedang kamu dalam keadaan

sehat lagi bakhil, sedang kamu mengharapkan
kaya dan takut kepada kefakiran. Janganlah
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memperlambatnya hingga ruh sampai pada
tenggorok, lalu kamu mengatakan, ‘Untuk si A
sekian, untuk si B sekian,’ padahal hal tersebut

. adalah milik si A dan si B.”"?%!

Dengan demikian, sedekah semasa hidup
lebih utama daripada wasiat, karena orang
yang bersedekah akan mendapati pahala amal
di hadapannya, dan juga karena jelasnya hadits
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas.

¢. Rukun-Rukun Wasiat

Pengarang kitab ad-Durrul Mukhtaar dari
golongan Hanafiyyah mengatakan, rukun wa-
siat hanya ijab saja, yakni perkataan tentang
wasiat yang keluar dari pihak mushii (orang
yang berwasiat), misalnya, “Aku berwasiat
untuk si A sekian,” atau kata-kata senada. Se-
dang gabul dari pihak mushaa lah (orang yang
menerima wasiat) hanya merupakan syarat,
bukan rukun; artinya, qabul adalah syarat te-
tapnya wasiat dan tetapnya kepemilikan atas
mushaa bih (sesuatu yang diwasiatkan).

Demikianlah pendapat Imam Zafar, pen-
dapat unggul dalam golongan Hanafiyyah; ka-
rena kepemilikan mushaa lah seperti kepemi-
likan ahli waris; masing-masing kepemilikan
akan berpindah dengan adanya kematian, dan
kepemilikan ahli waris tidak membutuhkan
qabul, maka kepemilikan mushaa lah pun di-
analogikan kepada kepemilikan ahli waris.
Pendapat ini dijadikan pegangan oleh Undang-
Undang Perdata Syria (pasal 207) dan Undang-
Undang Mesir pasal (1). Maka, wasiat adalah
tasharruf yang dibuat cukup hanya dengan
adanya keinginan saja.

Dalam al-Badaa’i, al-Kasani mengatakan,

201

rukun wasiat menurut para imam golongan
Hanafiyyah ada tiga, yaitu ljab, qabul, sebagai-
mana akad-akad lainnya seperti hibah dan
jual beli, karena kepemilikan seseorang tidak-
lah tetap dengan kehendaknya sendiri, tanpa
ada gabul dan usaha, dan karena tetapnya ke-
pemilikan tanpa ada qabul akan menimbulkan
risiko atau bahaya untuk kepemilikan itu sen-
diri, berbeda dengan waris-mewaris yang ke-
pemilikannya tetap, sebagai hak paten dari
Sang Pembuat Syariat, maka tidak disyaratkan
adanya qabul.

Yang dimaksud qabul adalah suatu ucap-
an yang jelas/terang-terangan, seperti qabiltu
(aku terima), atau secara isyarat/petunjuk,
seperti meninggalnya mushaa lah setelah me-
ninggalnya mushii tanpa ada penerimaan atau
penolakan. Qabul dalam wasiat hanya sah bila
dilakukan setelah meninggalnya mushii; jika
mushaa lah menerima setelah mushii mening-
gal, maka kepemilikan atas mushaa bih men-
jadi tetap baginya, baik telah terjadi serah te-
rima atau belum. Jika dia meninggal sesudah
meninggalnya mushii, namun dia belum me-
nerima atau menolak, maka mushaa bih ber-
pindah menjadi milik ahli warisnya.?*

Undang-Undang Mesir pasal (20-24) me-
netapkan berdasarkan hukum-hukum madz-
hab Hanafiyyah dan madzhab lainnya, yang
intinya adalah: Wasiat menjadi tetap dengan
adanya gqabul dari pihak mushaa lah setelah
meninggalnya mushii; ini merupakan penda-
pat golongan Hanafiyyah. Sedangkan peneri-
maan janin, anak kecil, atau mahjuur ‘alaih
(orang yang tercegah untuk men-tasharruf-kan
harta) dilakukan oleh orang yang memiliki hak
wali atas mereka; ketetapan mengenai janin
ini mengambil dari pendapat golongan Syafi'-

HR Bukhari dan Muslim, juga pengarang kitab-kitab Sunan, kecuali at-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-

nya. Arti kata ‘sehat lagi bakhil’: bahwa ketika manusia dalam keadaan sehat dan kuat, pada umumnya mereka bakhil, karena
mereka selalu mengharapkan kelanggengan hartanya dan takut kemiskinan. Maka, sedekah dalam keadaan seperti ini lebih besar
pahalanya. Sedang arti ‘sampai tenggorok’ adalah: mendekati tenggorok.

202 pagal 93, Mursyid al-Hiran, Qadri Pasha.
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iyyah, sedang mengenai mahjuur ‘alaih meng-
ambil dari pendapat golongan Malikiyyah.

Qabul dari wasiat untuk lembaga sosial
seperti yayasan keilmuan dan keagamaan, ser-
ta tempat pengungsian, rumah-rumah sakit,
dan sejenisnya dilakukan oleh orang yang
akan menjalankannya secara syara’ dan per-
undangan. Qabul dari mushaa lahum seperti
para siswa madrasah, penghuni pengungsian
atau rumah-rumah sakit tidaklah dianggap;
ketetapan ini mengambil dari pendapat go-
longan Syafi‘iyyah dan Imamiyyah.

Pasal (20) menetapkan: Jika lembaga so-
sial tersebut tidak memiliki orang yang akan
menjalankannya, seperti orang-orang fakir
atau yang sejenis maka wasiat menjadi tetap
tanpa adanya qabul Tidak ada perselisihan
antarmadzhab mengenai masalah ini.

Dalam pasal (21): Ahli waris menempati
posisi mushaa lah, jika mushaa lah meninggal
sebelum menerima atau menolak wasiat;
mengambil dari madzhab Syafi‘iyyah.

Qabul sah dilakukan sebelum meninggal-
nya mushii, dan sah dilakukan dengan jeda
waktu (tidak secara langsung); melaksanakan
madzhab Hanafiyyah. Penolakan mushaa lah
atas sebagian atau seluruh wasiat yang dilaku-
kannya sebelum meninggalnya mushii adalah
batal.

Pasal (23) menetapkan: Kesesuaian anta-
ra qabul dengan ijab bukanlah syarat tetapnya
wasiat. Wasiat menjadi berlaku untuk mushaa
bih yang diterima, dan batal untuk mushaa bih
yang ditolak oleh mushaa lah; mengambil dari
madzhab Hanafiyyah.

Jumhur ulama mengatakan, ada empat ru-
kun wasiat, yaitu Mushii (pihak pembuat wa-
siat), Mushaa lah (penerima wasiat), mushaa
bih (sesuatu/barang yang diwasiatkan), dan
shighat (ucapan serah terima). Shigat terjadi

203
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dengan adanya ijab dari mushii, misalnya, “Aku
berwasiat untuk Fulan akan sesuatu ini,” atau
“Berikanlah kepadanya sesuatu ini sepening-
galku.” Sedang gabul berasal dari pihak mu-
shaa lah yang sudah jelas/ditentukan.
Menerima atau menolak wasiat tidaklah
sah bila dilakukan sebelum mushii meninggal,
dan gabul tidak disyaratkan harus dilakukan
secara langsung setelah meninggalnya mushii.
Jika wasiat diberikan kepada lembaga umum
seperti masjid atau diberikan kepada mushaa
lah yang tidak dijelaskan atau tidak tentu se-
perti wasiat untuk orang-orang fakir, maka
wasiat menjadi berlaku dengan meninggalnya
mushii, dan dalam wasiat seperti ini qabul ti-
daklah dibutuhkan. Undang-Undang Perdata
Syria pasal (225) menetapkan: Wasiat kepada
mushaa lah yang tidak tentu tidak membutuh-
kan gabul, dan wasiat juga tidak bisa tertolak
dengan penolakan salah satu mushaa lah.

d. Tata Cara Wasiat atau Cara-Cara
Pembuatannya, serta Pengaruh Akad
Wasiat menjadi terbentuk secara syara’

melalui salah satu dari tiga cara, yaitu dengan

menggunakan pengungkapan, tulisan, atau
isyarat yang memahamkan. Perundangan me-
netapkan ketiga cara ini.***

Pengungkapan: para ulama figih tidak
meniperselisihkan terbentuknya wasiat dengan
menggunakan kata-kata yang terang-terangan,
seperti, “Aku berwasiat untuk Fulan sesuatu
ini,” dan juga kata-kata yang tidak terang-te-
rangan, namun memiliki indikasi yang mem-
berikan pemahaman ke arah wasiat, seperti,
“Aku menjadikan sesuatu ini untuk Fulan se-
peninggalku nanti,” atau, “Persaksikanlah bah-
wa aku berwasiat untuk Fulan sesuatu ini."

Seperti yang kita ketahui menurut jum-
hur ulama selain golongan Hanafiyyah, qabul
dilakukan setelah meninggalnya mushii, maka

Alinea pertama pasal kedua Undang-Undang Wasiat Mesir, dan pasal 207 Undang-Undang Perdata Syria.
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gabul yang dilakukan semasa mushii masih
hidup tidaklah dianggap. Dan hal ini sah-sah
saja menurut golongan Hanafiyyah.

Qabul dilakukan oleh mushaa lah yang su-
dah baligh dan sudah pintar mengurus harta.
Jadi, jika mushaa lah belum baligh dan belum
bisa mengurus harta benda, maka yang me-
lakukan gabul adalah wali mereka. Apabila
mushaa lah adalah tidak tentu, seperti wasiat
untuk masjid, orang-orang fakir, atau orang-
orang miskin, maka wasiat sudah menjadi te-
tap hanya dengan meninggalnya mushii, tanpa
qabul, karena dalam kasus seperti ini, qabul
sulit dilakukan. Orang yang kompetensinya
untuk menerima wasiat masih kurang atau
belum sempurna, seperti anak yang baru tam-
yiz dan mahjuur ‘alaih disebabkan idiot atau
pelupa; mereka ini menurut golongan Hana-
fiyyah bisa melakukan qabul.

Tulisan: Tidak diperselisihkan juga, bah-
wa wasiat terbentuk dengan menggunakan tu-
lisan, yakni jika dibuat oleh orang yang tidak
bisa berbicara, misalnya orang bisu—golong-
an Hanafiyyah dan Hanabilah menyamakan
orang yang tertahan lisannya dengan orang
yang bisu, apabila berkepanjangan atau dia
menjadi orang yang sudah tidak bisa berha-
rap lagi akan mampu berbicara.

Menurut golongan Syafi‘iyyah, wasiat
orang yang tertahan lisannya secara mutlak
dengan menggunakan tulisan sah seperti hal-
nya orang yang bisu, atau dengan mengguna-
kan isyarat seperti jual beli. Pendapat ini di-
gunakan dalam perundangan.

Wasiat dengan menggunakan tulisan juga
bisa dilakukan oleh orang yang bisa berbicara,
dengan syarat ada pengakuan dari ahli waris
atau saksi yang memberikan kesaksian bah-
wa tulisan tersebut memang tulisan mushii,
meski masanya sudah lama.

Demikianlah pendapat rajih menurut go-
longan Hanabilah, sedang golongan Hanafiy-
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yah dan Malikiyyah mengatakan, jika sese-
orang menulis wasiat dengan tangannya, lalu
dia mengangkat saksi dan berkata, “Persaksi-
kanlah apa yang ada dalam tulisan ini,” hal ini
boleh.

Golongan Syafi‘iyyah mengatakan, “Tulis-
an adalah kinayah (sindiran), maka wasiat bi-
sa terbentuk melalui tulisan apabila disertai
dengan niat, seperti halnya jual beli.” Golong-
an ini memberikan syarat berlakunya wasiat
apabila ada kesaksian, yakni si mushii mem-
perlihatkan apa yang terkandung dalam tu-
lisan kepada para saksi. Maka jika mereka ti-
dak melihatnya, wasiat tidaklah berlaku.

Dalil diperbolehkannya mencukupkan
wasiat dengan tulisan: tulisan tidak lebih
minim dalam memberikan penjelasan akan
sesuatu yang dikehendaki daripada pengung-
kapan. Bahkan, tulisan bisa lebih kuat kala
dibutuhkan penetapan atau penguatan.

Isyarat yang memahamkan: wasiat yang
dilakukan oleh orang bisu atau orang yang
tertahan lisannya bisa melalui isyarat yang
memahamkan, dengan syarat orang yang ter-
tahan lisannya tersebut—menurut golongan
Hanafiyyah dan Hanabilah—sudah putus asa
dan tidak bisa berharap lagi akan mampu
berbicara, misalnya orang tersebut akan mati
bila berbicara. Jika orang yang tidak bisa ber-
bicara ini tahu tentang baca tulis, wasiatnya
tidak berlaku kecuali dengan menggunakan
tulisan. Karena, tulisan lebih bisa menunjuk-
kan maksud dan hukum yang terkandung di
dalamnya secara lebih teliti atau detail; pen-
dapat ini diambil sebagai pegangan secara
perundangan.

Menurut golongan Malikiyyah, wasiat ju-
ga berlaku dengan menggunakan isyarat yang
memahamkan, meski dilakukan oleh orang
yang bisa berbicara.

Kesimpulan: Wasiat orang yang bisa ber-
bicara sah dengan menggunakan pengungkap-
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an (kata-kata) dan tulisan, juga dengan meng-
gunakan isyarat yang memahamkan (menurut
golongan Malikiyyah). Sedang bagi orang bisu
dan sejenisnya, adalah dengan menggunakan
pengungkapan atau tulisan, atau dengan meng-
gunakan isyarat apabila dia tidak bisa menulis.
Jika dia tahu ilmu tulis-menulis, wasiatnya ha-
nya boleh dengan menggunakan tulisan (menu-
rut pendapat mayoritas ulama figih).
Sedangkan,
bahwa wasiat orang yang bisa bicara tidaklah
sah melainkan dengan menggunakan pengung-
kapan kata-kata atau tulisan, dan wasiat tidak

perundangan menetapkan

sah apabila dengan menggunakan isyarat; de-
mikian ini adalah pendapat madzhab Hana-
fiyyah. Adapun untuk orang bisu, orang yang
tertahan lisannya, dan orang sakit yang tidak
mampu berbicara, jika mereka mengetahui
ilmu baca tulis maka wasiat mereka harus
dengan menggunakan tulisan. Namun jika
mereka tidak mengetahui ilmu baca tulis, wa-
siat mereka bisa sah dengan menggunakan
isyarat.

Qabul yang dimaksud; ada dua pendapat
ulama mengenai hal ini.

Pertama: Menurut golongan Hanafiyyah;
gabul yang dimaksudkan adalah tidak adanya
penolakan. Maka, cukuplah qabul shariih (pe-
nerimaan dengan menggunakan Kkata-kata
yang jelas), misalnya, “Aku menerima wasiat
ini,” atau, “Aku rela akan wasiat ini,” atau qa-
bul dengan menggunakan isyarat, misalnya
mushaa lah men-tasharruf-kan mushaa bih
layaknya seorang pemilik seperti menjual,
menghibahkan, atau menyewakannya.

Mushaa lah menjadi pemilik mushaa bih
dengan adanya qabul, kecuali dalam satu ka-
sus. Yaitu apabila mushii meninggal, lalu dia
sendiri meninggal sebelum melakukan gabul,
mushaa bih masuk dalam kepemilikan ahli
warisnya. Karena, wasiat benar-benar sudah
sempurna dari pihak mushii, yakni dengan
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meninggalnya mushii, dan tidak terjadi fasakh
(perusakan akad) dari pihak mushii. Namun,
wasiat menjadi tertangguhkan karena hak
mushaa lah. Maka jika dia meninggal, mushaa
bih langsung menjadi miliknya, seperti halnya
bila seorang pembeli meninggal di tengah-
tengah khiyaar yang diberikan kepadanya, se-
belum terjadi ijaaratul bai‘. Undang-Undang
Syria pasal (226) menggunakan pendapat go-
longan Hanafiyyah, yakni dalam hal mencukup-
kan gabul dengan tidak adanya penolakan dari
pihak mushaa lah.

Kedua: Pendapat Jumhur Ulama; gabul ha-
rus dengan menggunakan kata-kata, ucapan,
atau hal yang menggantikannya. Misalnya
dengan tasharruf-tasharruf yang menunjuk
kepada Kerelaan menerima wasiat, dan tidak
cukup hanya dengan tidak adanya penolakan
dari pihak mushaa lah. Karena, yang seperti ini
bukanlah gabul yang dimaksud. Undang-Un-
dang Wasiat Mesir pasal (20) menggunakan
pendapat ini.

e  Apakah Qabul Disyaratkan Harus
Dilakukan secara Langsung?

Para ulama figih sepakat bahwa qabul ti-
dak disyaratkan harus dilakukan pada masa
tertentu, dan gabul atau penolakan pun juga
tidak disyaratkan untuk dilakukan secara
langsung, namun hal ini bisa dilakukan dengan
jeda waktu. Jadi, gabul bisa dilakukan setelah
wafatnya mushii meskipun berselang waktu
yang lama; karena ‘qabul secara langsung’ ha-
nya berlaku untuk akad-akad yang langsung
terlaksana yang qabul-nya berhubungan de-
ngan ijab, seperti akad jual beli, sedang wasiat
tidak termasuk dalam akad semacam ini. Na-
mun, golongan Syafi‘iyyah berpendapat bahwa
ahli waris memiliki hak untuk meminta mush-
aa lah agar menerima atau menolak wasiat
yang diberikan kepadanya; Jika mushaa lah
tidak menghiraukannya setelah permintaan
tersebut. Maka apa yang dilakukannya meru-
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pakan penolakan atas wasiat tadi, dan hal ini
masuk akal; karena tindakan seperti ini bisa
menolak bahaya bagi ahli waris. Golongan
Hanabilah mengatakan, jika mushaa lah tidak
mau menerima dan tidak pula menolak, maka
ditetapkan bahwa dia menolak, dan haknya
atas mushaa bih menjadi gugur.

Untuk menjaga adanya bahaya ini, Un-
dang-Undang Syria pasal (227) ayat (1) men-
syaratkan bahwa penolakan wasiat harus di-
lakukan dalam selang waktu tiga puluh hari
semenjak wafatnya mushii, atau dari sejak
mushaa lah mengetahui adanya wasiat, jika
dia memang tidak mengetahuinya ketika wa-
fatnya mushii. Ketetapan ini diambil dari sisi
siasat syar‘iyyah, untuk mencegah terjadinya
hal yang membahayakan ahli waris atau harta
peninggalan mayit.

Perundangan Mesir pasal (22) memberi-
kan hak bagi para pelaksana wasiat untuk me-
minta penerimaan atau penolakan dari mushaa
lah dengan‘menggunakan pengumuman resmi
dan membatasi masa pemenuhan permintaan
tersebut selama tiga puluh hari. Jika mushaa
lah tidak memenuhi pengumuman atau per-
mintaan tersebut, hal ini terhitung sebagai
penolakannya, dan wasiat pun menjadi batal,
selama mushaa lah memang tidak memiliki
udzur yang bisa diterima. Ketetapan ini di-
ambil dari pendapat golongan Syafi‘iyyah dan
Hanabilah.

e Terbagi-Baginya Penolakan; Sebagian
Ditolak dan Sebagian Diterima
Terkadang penolakan menjadi terbagi-

bagi; Mushaa lah menerima sebagian mushaa

bih dan menolak sebagian yang lain, misalnya
mushii memberikan wasiat kepadanya berupa
rumah dan lahan pertanian, lalu dia hanya
mau menerima rumahnya saja, dan menolak
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lahan pertanian tersebut, atau sebaliknya.
Dalam kasus seperti ini, wasiat dilaksanakan
untuk bagian yang diterima saja, sedangkan
bagian yang ditolak tidak dilaksanakan. Kare-
na, mushaa lah mengetahui maslahatnya, dan
apa yang dilakukannya ini tidak membawa
atau menimbulkan bahaya bagi orang lain.
Maka, apa yang baik baginya diterimanya, dan
apa yang tidak disukainya ditolaknya. Arti-
nya, antara ijab dan qabul tidak harus ada ke-
sesuaian.

Jika wasiat diberikan kepada jamaah, lalu
sebagiannya menerima dan sebagian yang lain
menolak; wasiat tetap dilaksanakan untuk
mereka yang menerima, dan menjadi batal
bagi mereka yang menolak. Karena, batalnya
wasiat untuk bagian orang yang menolak sama
sekali tidak berpengaruh atas keabsahan ba-
gian orang yang menerima. Namun apabila
mushii mensyaratkan agar tidak ‘terbagi-bagi,
syarat ini harus dilaksanakan, karena syarat
dari mushii harus dihormati selama tidak
bertentangan dengan syariat.

Perundang-undangan memutuskan ber-
dasarkan hukum-hukum inj.2%*

e Mencabut Penolakan atau Penerimaan
Jika penolakan atau penerimaan sudah
terjadi, maka pencabutan tidak diperbolehkan,
baik dari menolak berubah menjadi mene-
rima, atau dari menerima menjadi menolak,
kecuali para ahli waris memperbolehkannya.
Jika semua atau salah satu ahli waris meneri-
ma penolakan maka wasiat menjadi rusak,

 dan mushaa bihkembali menjadiharta pening-

galan mayit. Namun jika ahli waris tidak mene-
rima penolakan tersebut, penolakan tidak ber-
arti, dan wasiat tetap dilaksanakan atas mushaa
lah. Demikianlah ketetapan Perundangan,’®
sebagai realisasi dari madzhab Hanafi yang

Ayat 23 Undang-Undang Wasiat Mesir tahun 1946; dua alinea dari ayat 228 Undang-Undang Suria.
Ayat 24 Undang-Undang Wasiat Mesir; ayat 229 Undang-Undang Syria.
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memperbolehkan penolakan setelah sebelum-
nya menerima dan wasiat menjadi rusak atau
batal dengan syarat para ahli waris menerima
pencabutan tersebut, baik seluruh atau salah
satu dari mereka saja.

Golongan Syafi‘iyyah dan Hanabilah ber-
pendapat,?®® penolakan yang dilakukan sete-
lah adanya penerimaaan dan serah terima ti-
daklah sah; karena kepemilikan sudah tetap
dengan adanya gabul, dan menjadi kuat de-
ngan adanya serah terima. Penolakan tidaklah
sah; karena kepemilikan sudah benar-benar
ada pada dirinya. Maka, mengembalikannya
berarti seperti mengembalikan benda milik
sendiri, kecuali jika para ahli waris setuju dan
rela dengan penolakan tersebut. Mushaa bih
akan menjadi milik ahli waris sebagai hibah
baru untuk mereka, yang juga berarti mem-
butuhkan syarat-syarat hibah.

Jika penolakan terjadi setelah adanya qa-
bul, namun belum ada serah terima. Maka
menurut golongan Syafi‘iyyah ada dua pen-
dapat: yang telah di-nash menetapkan bahwa
penolakan sah karena wasiat adalah kepemi-
likan yang datang dari anak Adam tanpa ada
ganti. Sah mengembalikannya sebelum terjadi
serah terima, seperti halnya yang terjadi da-
lam wakaf.

Penolakan juga sah menurut golongan
Hanafiyyah jika mushaa bih adalah benda
yang bisa ditimbang atau ditakar. Karena,
kepemilikan atas benda semacam ini tidak
sah dan tidak tetap sebelum terjadi serah
terima. Jika benda mushaa bih tidak berupa
benda seperti ini, maka penolakan tidaklah
sah. Karena kepemilikannya sudah tetap bagi
mushaa lah, maka benda ini seakan telah
diserahterimakan.

Dalam semua kondisi penolakan adalah
sah, maka wasiat menjadi batal dan benda

206
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yang diwasiatkan kembali menjadi harta pe-
ninggalan mayit dan menjadi milik seluruh
ahli waris. Karena, kaidah asal menyatakan
bahwa hukum benda-benda tersebut adalah
benar-benar milik mereka.

Pendapat rajih adalah pendapat ulama
Syafi‘iyyah dan Hanabilah yang menyatakan ti-
dak sahnya penolakan yang dilakukan setelah
terjadi penerimaan, meski serah terima belum
terjadi. Kecuali benda wasiat dikembalikan
sebagai akad tabarru’ yang baru, karena kepe-
milikan mushaa lah diperoleh dari mushii, bu-
kan dari ahli waris, meskipun perundangan
menjadikan pendapat golongan Hanafiyyah
sebagai sandaran.

Penolakan terjadi dengan ucapan mushaa
lah, “Aku menolak atau mengembalikan wa-
siat ini,” atau, “Aku tidak menerima wasiat ini,”
atau dengan kata-kata senada.

e Orang yang Bisa Melakukan
Penerimaan dan Penolakan atas Wasiat

1. Para ulama figih sepakat bahwa mushaa
lah yang sudah ditentukan atau dijelaskan
bisa melakukan gabul sendiri, apabila me-
reka adalah orang yang kompetensinya
sudah sempurna dan bisa mengatur har-
ta. Karena, mereka sudah memiliki hak
perwalian atas diri mereka sendiri.

2. Para ulama figih juga sepakat bahwa ji-
ka mushaa lah adalah orang yang tidak
memiliki kompetensi tersebut, yakni me-
reka yang gila, idiot, anak kecil yang be-
lum tamyiz; maka mereka tidak bisa me-
lakukan penerimaan atau penolakan atas
wasiat. Karena, ungkapan mereka tidaklah
dianggap/sia-sia, maka yang melakukan
qabul atau penolakan adalah wali mereka.

3. Para ulama figih juga sepakat bahwa
wasiat yang diberikan kepada mushaa lah

Al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 452 dan hlm. setelahnya; Kasysyaaful Qinaa; vol. 4, him. 381 dan him. setelahnya; al-Mughnii, vol. 6,
him. 22-26.
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yang tidak dijelaskan/tidak tentu tidak
membutuhkan gabul atau penolakan, ka-
rena wasiat sudah kuat dengan adanya
ijab dari mushii saja. Pendapat ini diguna-
kan oleh Undang-Undang Syria pasal
(225), sedangkan Undang-Undang Mesir
memberikan hak menerima atau meno-
lak untuk yayasan-yayasan dan lembaga
sosial, dengan menyerahkannya kepada
orang yang akan mengerjakan, yakni se-
bagai pengganti secara perundangan. Jika
orang-orang ini tidak ada, maka wasiat
sudah berlaku tanpa ada gabul.

4, Para ulama figih berbeda pendapat me-
ngenai kasus orang yang kompetensinya
menerima wasiat masih kurang, yakni
bagi anak kecil yang belum tamyiz dan
mahjuur ‘alaih yang disebabkan idiot
atau pelupa. Golongan Hanafiyyah ber-
pendapat, mereka berhak melakukan qa-
bul; karena wasiat adalah murni manfaat
untuk mereka, seperti halnya hibah dan
keberhakan atas wakaf. Maka, mereka
atau walinya tidak berhak untuk menolak;
karena penolakan berarti murni risiko
atau bahaya. Sedangkan Jumhur ulama
berpendapat, urusan menerima atau me-
nolaknya mereka diserahkan kepada wali
mereka, agar wali ini melaksanakan apa
yang bermanfaat dan bermaslahat untuk
mereka.

e Meninggalnya Mushaa Lah tanpa Qabul
dan tanpa Penolakan

Apabila mushaa lah meninggal setelah
mushii, dalam keadaan tidak menerima atau
menolak wasiat, maka wasiat sah menurut
golongan Hanafiyyah?’—sebagai istihsaan—;
karena meninggalnya dianggap sebagai gabul

207 Al-Kitaab ma‘al Lubaab, vol. 4, him. 170.
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secara isyarat. Dan karena syarat qabul adalah
tidak adanya penolakan, sempurnalah wasiat
yang ada, dan mushaa bih menjadi milik ahli
waris mushaa lah.

Menurut Jumhur ulama,?®® hak menerima
atau menolak berpindah kepada ahli waris
mushaa lah, setelah meninggalnya mushii. Ma-
ka hukum bergantung kepada mereka, apakah
mereka menerima atau menolak; karena hal
tersebut sudah menjadi hak muwarrits me-
reka (mushaa lah yang telah meninggal terse-
but). Maka, hak ini pun menjadi hak mereka
(para ahli warits) setelah dia (muwarrist atau
mushaa lah) meninggal, karena Rasulullah
saw. bersabda,

7 z? : Y
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“Barangsiapa meninggalkan sebuah hak

atau harta benda, maka ia menjadi milik ahli
warisnya.”

o  Waktu Kuatnya Kepemilikan atas
Mushaa Bih bagi Mushaa Lah

Hukum wasiat dalam arti pengaruh yang
akan ditimbulkan sesuatu adalah berpindah-
nya kepemilikan mushaa bih kepada mushaa
lah, sebagai pemilik baru, melalui qabul yang
dilakukannya sepeninggal mushii. Sehingga
dengan demikian, secara mufakat wasiat men-
jadi kuat baginya.

Para ulama figih sepakat, apabila mushii
membatasi waktu kepemilikan, misalnya di
awal bulan sekian, wasiat dimulai pada waktu
yang ditentukan tersebut. Karena, syarat dari
mushii harus dijaga selama tidak bertentangan
dengan magqaashid syarii‘ah. Jika mushii tidak
menjelaskan waktu permulaan wasiat, mushaa
lah bisa menerimanya sepeninggal mushii,

208 pcy-Syarhul Kabiir ma‘a ad Dasiq, vol. 4, him. 424; Mughnil Muhtagj, vol. 3, him. 54 dan setelahnya; Ghaayatul Muntahaa, vol. 2,

hlm. 252.
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dan secara langsung kepemilikan menjadi
haknya setelah mushii meninggal.

Apabila pelaksanaan qabul dijeda dari
wafatnya mushii maka para ulama berselisih
menjadi dua pendapat mengenai waktu kuat-
nya kepemilikan, yaitu: 1) Pendapat golongan
Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah, serta pendapat
masyhur dari madzhab Malikiyyah mengata-
kan bahwa kepemilikan menjadi kuat dengan
adanya qabul yang disandarkan kepada wa-
fatnya mushii; 2) Golongan Malikiyyah dan
Hanabilah mengatakan cukup dengan qabul
saja.

Golongan Hanafiyyyah?*® mengatakan qa-
bul bukan syarat sahnya wasiat. Ia hanya me-
rupakan syarat tetapnya kepemilikan mushaa
lah, maka qabul dari mushaa lah merupakan
syarat untuk faedah kepemilikan. Sehingga,
dia tidak akan berhak atas kepemilikan ter-
sebut sebelum dia melakukan qabul, kecuali
dalam satu masalah yang sudah kita ketahui
bersama. Yaitu apabila mushii meninggal, lalu
mushaa lah meninggal sebelum melakukan
qabul.

Ketika mushaa lah sudah menerima, kepe-
milikannya menjadi kuat sejak hari mening-
galnya mushii, jika memang wasiat masih da-
lam kadar sepertiga harta peninggalan. Jika
dia belum melakukan qabul setelah mening-
galnya mushii, wasiat ditangguhkan dan ber-
gantung kepada qabul-nya. Jadi, wasiat tidak
menjadi milik ahli waris, juga tidak menjadi
milik mushaa lah hingga dia benar-benar me-
nerima, atau meninggal dalam keadaan belum
menerima atau menolak wasiat tersebut.

Golongan Syafi‘iyyah?'® juga berpendapat
demikian: Pendapat yang azhhar, bahwa kepe-
milikan mushaa lah tertangguhkan; jika dia
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menerima, maka mushaa bih menjadi miliknya
dengan meninggalnya mushii. Dan jika dia ti-
dak menerimanya, maka mushaa bih menjadi
milik ahli waris. Golongan ini berpendapat sa-
ma dengan golongan Hanafiyyah: Kepemilikan
dimulai sejak meninggalnya mushii, namun
tidak bisa kuat melainkan dengan adanya qa-
bul. Pendapat masyhur menurut golongan Ma-
likiyyah menjaga dua hal, yaitu kepemilikan
menjadi kuat sejak waktu gabul dan waktu me-
ninggalnya mushii secara bersamaan. Dengan
qabul yang dilakukan sejak meninggalnya
mushii, jelaslah kepemilikan mushaa lah atas
mushaa bih.

Berdasarkan pendapat shahih, sebagian
golongan Malikiyyah dan Hanabilah berpen-
dapat: Mushaa lah tidak bisa memiliki mushaa
bih kecuali dengan adanya qabul, jika memang
wasiat diberikan kepada pihak yang jelas atau
tertentu, sebagaimana seseorang bisa memi-
liki sesuatu yang di transaksikan dalam akad-
akad lainnya. Dan juga, karena qabul merupa-
kan kesempurnaan sebab, sedang hukum tidak
akan mendahului sebab. Maka, kepemilikan
menjadi kuat dengan adanya gabul, dan wujud
kepemilikan ini tidak disandarkan kepada hal-
hal sebelumnya.

Pendapat yang unggul menurut saya ada-
lah pendapat pertama; kepemilikan menjadi
tetap dengan bersandar kepada waktu wafat-
nya mushii; karena hal inilah yang dimaksud-
kan oleh mushii melalui wasiatnya. Pendapat
ini digunakan oleh Undang-Undang Syria.?!!

Perbedaan pendapat jelas sekali dalam
masalah kepemilikan tambahan-tambahan
mushaa bih dan keuntungan baru yang dihasil-
kan dalam rentang masa antara meninggal-
nya mushii sampai qabul keluar dari mushaa

209 Al-Badaa’i’ vol. 7, him. 332, 385; Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, vol. 5, hlm. 460, 465; Takmilat Fathul Qadiir ma‘a
Haasyiyah al-Inaayah, vol. 8, him. 430; Haasyiyah asy-Syibli Ali az-Zaila%, vol. 6, him. 184; Al-Kitaab ma‘al Lubaab, vol. 3, him. 54.

210 Mughnil Muhtaaj, vol. 3, him. 54.
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bih, seperti peranakan binatang, buah-buahan
perkebunan, uang sewa rumah, bulu wol dom-
ba, dan tambahan-tambahan terpisah lainnya.
Sedang tambahan yang melekat dengan mu-
shaa bih seperti lemak binatang, maka secara
mufakat tambahan tersebut menjadi milik
mushaa lah jika masih dalam kadar sepertiga
harta.

Berdasarkan pendapat pertama: Tambah-
an yang ada setelah meninggalnya mushii
dan sebelum terjadinya qabul menjadi milik
ahi waris mushii, dan mereka berkewajiban
untuk membiayai pemeliharaan mushaa bih
tersebut. Namun, golongan Hanafiyyah ber-
beda pendapat dengan golongan Syafi‘iyyah
sebagai pemilik pendapat pertama dalam
masalah penghitungan tambahan dari seper-
tiga harta. Golongan Hanafiyyah berpendapat,
tambahan dihitung dari asal atau pokok mu-
shaa bih, maka disyaratkan bahwa tambahan
beserta barang pokok tidak melebihi sepertiga
harta peninggalan mayit.

Golongan Syafi‘iyyah mengatakan, tambah-
an dihitung sebagai perkembangan tambahan
dari pokok mushaa bih. Maka, tambahan ini
tidak masuk dalam penghitungan sepertiga
harta peninggalan mayit, sehingga tambahan
ini menjadi milik mushaa lah. Pendapat inilah
yang lebih rajih; karena tambahan ini terjadi
pada harta milik mushaa lah. Maka, ia harus
diserahkan kepadanya, dan pendapat inilah
yang digunakan perundangan.

*  Menggantungkan Wasiat pada Syarat
Wasiat tidak dilaksanakan saat hidupnya
mushii; karena sudah menjadi karakternya,
bahwa wasiat adalah sebuah kepemilikan
yang disandarkan kepada masa atau keadaan
setelah meninggalnya mushii. Semua akad
bisa dilaksanakan secara langsung kecuali
washiyyat dan iishaa’, karena pengertian ke-
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duanya adalah menyandarkan sesuatu kepada
masa mendatang,

Undang-Undang Mesir dan Syria menetap-
kan berdasarkan sahnya menyandarkan wasi-
atkepada waktu di masa mendatang danmeng-
gantungkannya kepada syarat, serta mem-
batasinya dengan syarat apabila syarat terse-
but benar.

Menyandarkan wasiat kepada waktu di
masa mendatang; hal ini shahih, misalnya se-
seorang mewasiatkan agar Fulan menempati
rumahnya, terhitung dari tahun kedua dia me-
ninggal atau mulai awal bulan A setelah dia
meninggal. Washiyyat dan iishaa’ disandarkan
kepada waktu di masa mendatang.

Membatasi wasiat dengan syarat yang
shahih; hal ini juga boleh, dengan catatan bah-
wa pelaksanaan wasiat dibatasi dengan syarat
yang membarenginya ini. Syarat yang shahih
menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnul
Qayyim, yang digunakan oleh Perundangan
adalah: segala sesuatu yang mengandung mas-
lahat yang disyariatkan bagi mushii, mushaa
lah, atau selain keduanya, dan syarat tersebut
tidak dilarang, serta tidak menyalahi atau ber-
tentangan dengan maqaashid syarii’ah.?*?

Pendapat ini sama dengan pendapat go-
longan Hanafiyyah, dengan dua batasan me-
ngenai syarat yang shahih, yaitu a. Syarat ha-
rus mengandung maslahat, b. Syarat tidak
dilarang dan tidak menafikan maqaashid sya-
rii‘ah. Perundangan seakan menjadikan kum-
pulan pendapat golongan Hanafiyyah dan dua
imam ini sebagai pendapat ketiga yang bisa
diterima secara objektif.

Contoh maslahat untuk mushii: seseorang
mewasiatkan sesuatu untuk Fulan dengan sya-
rat agar Fulan membayar pajak pemerintah
atau dengan syarat agar Fulan membimbing
anak-anaknya yang masih kecil, atau dengan

Pasal (4) Undang-Undang Mesir; Pasal (210) ayat (1) Undang-Undang Syria.
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syarat agar Fulan memulai pelaksanaan wa-
siat dengan mendahulukan hak-hak Allah yang
berupa fidyah puasa, shalat, atau sejenisnya.

Contoh maslahat untuk mushaa lah: sese-
orang mewasiatkan tanah atau rumahnya
kepada Fulan, dengan syarat agar biaya per-
baikan atau renovasinya ditanggung dengan
menggunakan harta peninggalan mushii, atau
agar pajak pendaftaran dalam sertifikat tanah
berasal dari harta peninggalan mushii.

Contoh maslahat untuk orang lain selain
mushii dan mushaa lah: Seseorang mewasiat-
kan rumah untuk Fulan dengan syarat Fulan
harus menyirami taman tetangganya dengan
menggunakan air dari rumah tersebut atau
seseorang mewasiatkan nilai guna rumahnya
untuk lembaga sosial dengan syarat agar hak
penghunian diberikan kepada anak cucunya
yang tidak mendapatkan tempat tinggal.

Jika syarat tidak shahih secara syara’, ma-
ka syarat tersebut tidak dianggap, dan wasiat
tetap sah. Misalnya, seseorang mewasiatkan
sejumlah hartanya untuk Fulan dengan syarat
Fulan tidak menikah; maka wasiat tetap sah
dan Fulan masih tetap bisa menikah. Karena,
syarat ini bertabrakan dengan magqaashid
syari‘ah. Terlebih jika syarat tersebut dilarang
secara syara, misalnya seseorang mewasiat-
kan sejumlah hartanya kepada Fulan agar se-
bagian jumlah tersebut digunakan untuk biaya
pesta minuman keras atau kesenangan yang
diharamkan.

Menggantungkan wasiat kepada syarat;?*?
menggantungkan wasiat kepada syarat sema-
sa hidupnya mushii boleh, sebagaimana hal-
nya dengan talak dan yang sejenisnya, juga
dengan syarat sepeninggal mushii. Karena,
syarat setelah meninggalnya mushii dalam wa-
siat sama keadaannya dengan syarat semasa
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hidupnya. Maka, jika menggantungkannya de-
ngan syarat semasa hidupnya saja boleh, maka
menggantungkannya sepeninggal mushii juga
boleh.2’* Dengan demikian, secara mufakat
bisa diketahui bahwa wasiat termasuk akad
yang bisa digantungkan kepada syarat.

2. SYARAT-SYARAT WASIAT

Dalam wasiat terdapat syarat-syarat sah
di mana keabsahan wasiat bergantung kepada
syarat tersebut. Selain itu, juga terdapat sya-
rat pelaksanaan di mana pelaksanaan dan pe-
ngaruh hasil wasiat bergantung kepada syarat
ini. Syarat-syarat tersebut terkadang ada pada
diri mushii, mushaa lah, atau pada mushaa bih,
dan saya akan membahasnya dalam tiga topik.

a. Syarat-Syarat Mushii
Dalam diri mushii terdapat syarat sah dan
syarat pelaksanaan berikut ini.

e Syarat-Syarat Sah Mushii
Adapun syarat-syarat sah mushii adalah

sebagai berikut.

1) Berkompeten Melakukan Tabarru’;
yaitu mukallaf (baligh dan berakal
sehat), merdeka, baik lakiHlaki maupun
perempuan, Muslim maupun Kafir.

Berakal adalah syarat yang sudah disepa-
kati dalam hal wasiat. Karena itu, wasiat yang
keluar dari orang gila, orang idiot, dan orang
yang epilepsi tidaklah sah. Karena, ungkapan
(ucapan) mereka tidaklah dianggap dan hu-
kum tidak berhubungan dengan ungkapan
tersebut. Para ulama fiqgih sepakat mensyarat-
kan mushii harus orang merdeka. Maka, wasiat
yang Keluar dari seorang budak tidaklah sah;
karena wasiat adalah tabarru’. Sedangkan, bu-
dak bukan orang yang berkompeten dalam hal
tabarru, dan juga karena dia tidak memiliki

Pasal (4) Undang-Undang Mesir; Alinea kedua pasal (210) Undang-Undang Perdata Syria.

214 Al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 452; Ghaayatul Muntahaa, vol. 2, hlm. 348; Raddul Muhtaar, vol. 5, hlm. 471.
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apa pun hingga dia bisa memberikan kepemili-
kannya kepada orang lain.

Golongan Hanafiyyah sepakat, dan golong-
an Syafi‘iyyah dalam satu pendapat yang lebih
unggul dari dua pendapat yang ada mensya-
ratkan mushii haruslah orang yang sudah ba-
ligh. Artinya, tidaklah sah wasiat yang keluar
dari anak kecil yang sudah atau belum tamyiz,
meskipun si tamyiz sudah diizinkan untuk
menjalankan perdagangan. Karena, wasiat ter-
masuk tasharruf yang mengandung bahaya
murni, karena ia adalah sebuah tabarru; dan
wasiat juga tidak termasuk pekerjaan perda-
gangan. :

Golongan Malikiyyah dan Hanabilah mem-
perbolehkan wasiat yang dilakukan anak yang
sudah tamyiz, yang sudah berusia sepuluh
tahun atau kurang sedikit, jika si tamyiz ini
memikirkan qurbah (mendekatkan diri ke-
pada Allah). Karena wasiat merupakan tashar-
ruf yang murni manfaat, maka sah dilakukan
oleh anak yang sudah tamyiz seperti halnya
Islam dan shalat yang dilakukannya.

Golongan Hanafiyyah juga memperboleh-
kan wasiat anak yang sudah tamyiz (sudah
berusia sempurna tujuh tahun), jika wasiatnya
berisi tentang pengurusan, pengafanan, dan
penguburannya; karena Umar r.a. memperbo-
lehkan wasiat anak kecil dari suku Ghassan
yang berusia sepuluh tahun kepada paman-
paman dari jalur ibu, dan diperbolehkannya
wasiat anak kecil karena dalam wasiat tidak
ada unsur bahaya. Sebab, harta akan tetap
menjadi miliknya selama dia masih hidup. Dia
boleh saja mencabut wasiatnya, sebagaimana
penjelasan yang akan saya kemukakan.

Ulama sepakat bahwa wasiat orang yang
mahjuur ‘alaih karena bodoh dianggap sah.
Ulama Hanafiyyah mengatakan, wasiat yang
keluar dari mahjuur ‘alaih?®® sah, jika memang
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wasiat itu berupa pendekatan diri kepada Allah
atau pintu-pintu kebajikan, dan diambilkan
dari sepertiga hartanya. Sebab, dalam wasiat
ini tidak ada bahaya baginya, bahkan malah
bermanfaat baginya karena mendapatkan pa-
hala. Akan tetapi, jika wasiat itu tidak berupa
pendekatan diri kepada Allah, seperti wasiat
kepada orang kaya yang tidak fasik, wasiat ini
tidak diperbolehkan.

Ulama Malikiyyah juga berpendapat de-
mikian: wasiat yang dilakukan oleh mahjuur
‘alaih yang disebabkan karena bodoh atau ma-
sih kecil adalah sah. Karena, pencegahan un-
tuk mereka berdua adalah demi hak mereka.
Maka andai mereka dicegah untuk melakukan
wasiat; berarti pencegahan terhadap mereka
berdua berimbas kepada hak orang lain.

Pendapat yang mu‘tamad menurut go-
longan Syafi‘iyyah menyatakan diperbolehkan-
nya wasiat harta yang dilakukan oleh mahjuur
‘alaih yang disebabkan karena bodoh karena
ungkapan (kata-kata)nya sah. Sedangkan wa-
siat mahjuur ‘alaih yang disebabkan karena
pailit, masih bergantung kepada izin para kre-
ditor (pemberi pinjaman). Jika mereka meng-
izinkan maka wasiatnya boleh. Dan jika me-
reka menolaknya, maka wasiat batal.

Golongan Hanabilah berpendapat, wasiat
harta benda yang dilakukan mahjuur ‘alaih
yang disebabkan karena bodoh adalah sah.
Karena, wasiat adalah murni manfaat tanpa ri-
siko atau bahaya. Maka, wasiat yang dibuatnya
sah seperti halnya ibadah yang dikerjakannyé,
dan karena dia—sebagaimana dikatakan oleh
golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah—dicegah
men-tasharruf-kan hartanya demi untuk men-

jaga hartanya. Dalam wasiat tidak ada unsur

menyia-nyiakan harta; karena andai dia hidup,
hartanya tetap menjadi miliknya. Dan jika dia
meninggal maka pahala untuknya, sedang dia

215 Mencegah tasharruf orang yang bodoh adalah pendapat ash-Shahibani (Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad), sedang Abu

Hanifah tidak memperbolehkannya.
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lebih membutuhkan pahala itu daripada hal
lainnya. Wasiat mahjuur ‘alaih yang disebabkan
karena bodoh kepada anak-anaknya tidaklah
sah, karena dia tidak bisa melakukan tasharruf
atas mereka dengan perantara dirinya sendiri,
maka terlebih lagi untuk wasiatnya.

Wasiat yang keluar dari mahjuur ‘alaih
karena pailit adalah sah; karena pehcegahan
tasharruf atasnya adalah demi para kreditor,
sedang dengan wasiat tersebut tidak ada ba-
haya bagi mereka. Karena, wasiatnya akan di-
laksanakan dengan menggunakan sepertiga
hartanya, dan tentunya setelah utang-utang-
nya terlunasi.

Orang yang mabuk; menurut Jumhur
Ulama, wasiat mereka tidaklah sah, karena
tidak ada akal sehat dalam diri mereka, me-
reka seperﬁ orang gila. Golongan Syafi‘iyyah
memperbolehkan wasiat orang mabuk yang
mabuknya disengaja (melampaui batas), se-
dang wasiat orang mabuk yang mabuknya ti-
dak disengaja tidaklah sah.

Secara mufakat, wasiat orang kafir—mes-
Kipun kafir harbi—adalah sah. Islam bukan-
lah syarat sah wasiat, kecuali jika mereka me-
wasiatkan khamar atau babi kepada orang
[slam. A

Tidak perlu dijelaskan bahwa mushii ha-
ruslah pemilik barang yang diwasiatkan, ka-
rena syarat ini masuk dalam syarat kompetensi
tabarru’ Setiap orang yang bisa men-tasharruf-
kan hartanya melalui hibah atau jual beli, dia
bisa melakukan wasiat atas sepertiga hartanya
untuk lembaga-lembaga sosial, sebagaimana
hadits yang diriwayatkan oleh Sa‘ad bin Abi
Waqash yang telah disebut di muka.?!¢

2) Dalam Keadaan Rela dan dengan
Kehendak Sendiri

Karena wasiat adalah ijjaab kepemilikan,

216 Al-Muhadzdzab, vol. 1, him. 449.
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maka harus ada kerelaan seperti halnya yang
terjadi pada ijaab kepemilikan barang-barang
dan tasharruflainnya, baik jual beli, hibah, atau
yang sejenisnya. Maka, tidaklah sah wasiat
yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang
yang dipaksa, dan orang yang melakukan ke-
salahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal-
hal ini menghilangkan unsur ‘kerelaan, se-
dang unsur ‘kerelaan’ merupakan unsur wajib
dalam segala macam akad kepemilikan.

e Syarat Dilaksanakannya Wasiat bagi
Mushii

Agar wasiat bisa dilaksanakan, maka mu-
shii haruslah orang yang tidak memiliki utang
yang menghabiskan seluruh harta peninggal-
annya. Karena, pelunasan utang harus didahu-
lukan daripada pelaksanaan wasiat, menurut
ijma sebagaimana telah dijelaskan sebelum-
nya. Dalam harta benda tersebut terdapat hak
milik orang lain, yaitu kreditur (pihak berpi-
utang/pemberi pinjaman), maka wasiat dalam
kondisi ini bergantung kepada izin pemilik
hak; jika mereka memberikan izin maka wa-
siat dilaksanakan; dan jika tidak ada izin maka
wasiat menjadi batal.

Undang-Undang?'’ sepakat dengan figih
mengenai syarat dilaksanakannjra wasiat, dan
syarat keharusan mushii adalah orang yang
berkompeten melakukan tabarru’ secara per-
undangan. Maka, wasiat tidak sah bila dibuat
oleh orang gila, orang idiot, atau anak kecil
yang belum tamyiz, sesuai dengan pendapat
golongan Hanafiyyah, dan pendapat arjah
golongan Syafi‘iyyah.

Sedangkan wasiat yang dibuat oleh mah-
juur ‘alaih karena bodoh atau karena terlalu
pelupa bisa dilaksanakan apabila ada izin
dari hakim. Jika si hakim mengizinkan maka
wasiat dilaksanakan; dan jika si hakim tidak
mengizinkan maka wasiat menjadi batal, baik

217 Ppasal (38) Undang-Undang Wasiat Mesir; Pasal (211) Undang-Undang Perdata Syria.
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A

wasiat berisi tentang lembaga-lembaga sosial
atau tidak.

b. Syarat-Syarat Mushaa Lah

Ada syarat-syarat sah dan syarat dilaksa-
nakannya wasiat yang harus dipenuhi oleh
mushaa lah.**®

Syarat sahnya; Syarat lembaga umum atau
personal secara maknawi; maka mereka ini
bukan merupakan lembaga maksiat. Sedang
syarat bagi personal yang sewajarnya atau
manusia adalah: 1. Harus wujud, 2. Harus di-
ketahui/ma’lum, 3. Harus berkompeten me-
nerima hak milik dan keberhakan, 4. Tidak
kafir harbi menurut golongan Malikiyyah,
dan bukan Kkafir harbi di daerah peperangan
menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak
mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli
perang menurut golongan Syafi‘iyyah; Jadi,
syarat-syarat sah bagi mushaa lah ada enam.

e  Wasiat untuk Kepentingan Maksiat
Mushaa lah bukan merupakan pihak atau
lembaga maksiat, jika mushii adalah Muslim.
Jika mushaa lah berupa kepentingan maksiat,
maka menurut kesepakatan ulama figih, wa-
siat menjadi batal, misalnya wasiat untuk
arena perjudian dan tarian, wasiat pendirian
kubah di atas pemakaman, ratapan atas orang-
orang mati, pembangunan atau renovasi ge-
reja, penulisan Taurat dan Injil serta pem-
bacaannya, penulisan buku-buku sihir, buku
sesat, dan buku falsafah yang dilarang, juga
penulisan buku-buku keilmuan yang diharam-
kan, wasiat senjata untuk ahli perang, wasiat

alat-alat bermain dan alat musik. Karena, wa-
siat disyariatkan sebagai penyambung tali per-
saudaraan atau kekerabatan, maka tidaklah
sah mewasiatkan kemaksiatan. Jika terjadi
demikian maka wasiat secara mufakat adalah
batal, karena hal tersebut berarti wasiat untuk
sesuatu yang diharamkan secara syara.

Jika wasiat itu sendiri berhukum mubah
secara syara\, namun faktornya diharamkan,
seperti wasiat kepada ahli fasik agar mereka
memperbantukan wasiat tersebut untuk kefa-
sikan mereka. Ada dua pendapat menganggapi
kasus ini, berdasarkan kaidah atau asas sad-
dudz-dzaraa’i' (menutup media/perantara).

Golongan Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah ber-
pendapat. wasiatnya sah, sesuai dengan zahir
akad; lafaz wasiat tidak mengandung hal yang
diharamkan, dan urusan niat serta tujuan di-
serahkan kepada Allah SWT.

Golongan Malikiyyah, Hanabilah, dan di
antaranya adalah Ibnu Taimiyyah dan Ibnul
Qayyim berpendapat, wasiat semacam ini ba-
tal, karena yang dianggap dalam sebuah akad
adalah maksud dan niat, sedangkan motif da-
lam kasus ini bertentangan dengan syariat,
jadi wasiat pun batal. Pendapat inilah yang
digunakan oleh Perundangan.?*?

e  Wasiat untuk Ma‘duum **°

Mushaa Ilah haruslah ada ketika wasiat
dibuat, baik secara riil maupun secara perki-
raan. Jika dia tidak ada, maka wasiat tidaklah
sah; karena wasiat untuk ma‘duum tidak-
lah sah; karena wasiat adalah pemberian ke-
pemilikan, dan hal ini tidak diperbolehkan

218 41.Badaa’i’, vol. 7, him. 335; ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, him. 459, 462, 469, 470; Tabyiinul Haqaa'ig, vol. 6/182-186; asy-Syarhush
Shaghiir ma‘a Haasyiyah ash-Shaawi, vol. 4, hlm. 571 dan setelahnya; asy-Syarhul Kabiir, vol. 4, hlm. 423-426; al-Qawaaniin al-
Fighiyyah, him. 405; Bidaayatul Mujtahid, vol. 2, hlm. 328 dan setelahnya; Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 390-407; al-Mughnii, vol.
6, hlm. 5, 21, 52, 60, 104; Takmiilaat Fathul Qadiir, vol. 8, hlm. 434; Syarhur Risaalah, vol. 2, hlm. 170.
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Alinea pertama pasal (3) Undang-Undang Mesir menuliskan: untuk sahnya wasiat disyaratkan agar wasiat tidak untuk maksiat,

dan faktornya tidak menafikan maksud syariat. Sedangkan Undang-Undang Syria, pasal (209) menuliskan: untuk sahnya wasiat
disyaratkan bahwa wasiat tidak menggunakan sesuatu yang secara syara' dilarang.
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Yang dimaksud dengan ma‘didm adalah orang yang belum ada, bukan orang yang sudah ada lalu menghilang atau menjadi tidak

ada. Sedang yang dimaksud dengan maujid mencakup semua yang wujud baik secara nyata atau dengan sifat atau cirinya saja.




Baglan 6: Ahwaal Syakhshiyyah

untuk ma‘duum. Maka menurut jumhur ulama,
wasiat yang diberikan kepada mayit tidaklah
diperbolehkan. Imam Malik mengatakan, jika
mushii mengetahui bahwa mushaa lah telah
meninggal maka wasiatnya adalah boleh dan
wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris
mushaa lah setelah utangnya (mushaa lah)
terlunasi dan wasiatnya terlaksanakan. Wujud
mushaa lah bisa saja nyata, seperti manusia
yang ada dan hidup, atau perkiraan seperti
janin. Keberadaan janin bisa diketahui jika
ia terlahir dari rahim ibunya dalam keadaan
hidup minimal enam bulan (masa minimal
kandungan) sejak dibuatnya wasiat.

o  Wasiat untuk Janin dan Wasiat yang
Berupa Janin

Wasiat ini sah apabila sang ibu atau induk
melahirkannya dalam masa kurang dari enam
bulan sejak perbincangan mengenai wasiat.

Sedangkan wasiat yang berupa janin: wa-
siat ini sah apabila janin bisa dimiliki, misal-
nya janin binatang ternak yang dimiliki mu-
shii; karena unsur penipuan atau risiko tidak
mencegah keabsahan wasiat. Jadi, jika janin
ini terlahir dalam keadaan mati maka wasiat
menjadi batal. Dan jika janin terlahir dalam
keadaan hidup dan kita mengetahui keberada-
an atau hukum keberadaannya ketika wasiat
dibuat maka wasiat sah. Jika tidak demikian
maka wasiat tidak sah.

Wasiat untuk janin sah tanpa ada perbe-
daan pendapat, seperti halnya waris-mewaris.
Janin bisa mewaris, maka wasiat pun sah untuk
janin. Jika ia saja bisa mewaris maka terlebih
lagi wasiat. Jika janin terlahir dalam keadaan
meninggal maka wasiat menjadi batal, karena
ia tidak lagi bisa mewaris. Jika sang ibu mela-
hirkannya dalam keadaan hidup maka 